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BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2023 telah diawali dengan Penetapan Peraturan Bupati Bolaang
Mongondow Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023, yvang proses
penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari
tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten.

Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan
dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah
diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah
menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD
untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara
berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala
daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyuéun
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian,
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat
pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Ketentuan lain yang dipedomani adalah pasal 89 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan
rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman
penyusunan APBD, Rancangan KUA sebagaimana dimaksud memuat:

a. Kondisi ekonomi makro daerah;
b. Asumsi penyusunan APBD,;

c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
d. Kebijakan Belanja Daerah;

Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
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f. Strategi pencapaian.

f Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan
bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah
ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam hal ini
RKPD Tahun 2023 dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan

menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD
| Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023.
‘ Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini disusun dengan memuat
sinkronisasi kebijakan dengan memperhatikan pencapaian target-target
pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD yang telah dijabarkan
dalam RKPD Tahun 2023.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada 2 (dua) regulasi
baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan signifikan
atas kedua regulasi tersebut adalah:
1. Struktur APBD, khususnya terkait Pendapatan dan Belanja Daerah
sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
, 2. Penggunaan Nomenklatur sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun

2019, dimana nomenklatur kegiatan dijabarkan sampai Sub Kegiatan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang akuntabel
guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;

2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang
akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023;

3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan

i Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2023 yang selanjutnya
|: dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2023;

'“
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4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan

Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam

penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3. DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KUA

1)

3)

4)

S)

6)

7)

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Tahun Anggaran 2023 disusun dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yakni sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Républik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4686);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)



8)

9)
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dén Nomenkliatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

12) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Nomor 85);

13) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utatra Nomor 1 Tahun

2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara Nomor 103);

14) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 18 Tahun 2022

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 18).
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BAB Il
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berlangsung
sejak awal tahun 2020 dan masih terus berlangsung hingga saat ini, secara
langsung berdampak pada kehidupan masyarakat khususnya kondisi
perekonomian secara luas. Pendapatan dan konsumsi masyarakat
mengalami perubahan signifikan karena menurunnya daya beli masyarakat,
perubahan orientasi belanja/redistribusi pendapatan serta penurunan pada
hampir seluruh aspek kehidupan. Berbagai dampak tersebut berpengaruh
pada gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2022, dan diprediksi juga
masih menunjukkan dampaknya pada tahun 2023. Hal tersebut juga
mempengaruhi rancangan kebijakan keuangan daerah baik pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

Kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan
sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa dapat dilihat
dari nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
konstan. Besaran PDRB tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-
faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan
teknologi serta investasi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun
2022, PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas dasar harga konstan
pada tahun 2021 sebesar Rpl,749 (triliun). Sampai dengan tahun 2021
sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan sektor
dominan dalam perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan
kontribusinya terhadap PDRB sebesar 44,66%. Kontribusi sektor lainnya
yakni konstruksi sebesar 14%, pertambangan dan penggalian sebesar
11,76%, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor
sebesar 11,63%, industri pengolahan sebesar 3,29%, real estate 3,02% dan
administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar

3.24%. Adapun PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menurut

kategori lapangan usaha tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai
berikut:
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Tabel 2.1
PDRB Menurut Kategori/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2017 - 2021 '

PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)
, Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021
| Pertanian, Kehutanan, Perikanan 662,733.10 | 692,168.90 79,371.53 | 748,004.40 | 753.273.62
 Pertambangan dan Penggalian 167,426.10 | 180,094.80 | 194,985.54 | 198,697.20 | 212.230.64 -
; industri Pengolahan 50,630.80 54,279.90 57,085.88 57,566.00 61.209.85
' Pengadaan Listrik dan Gas ' 854.80 888.60. | 937.60 | 977.40 1.018.16
Pengadaan Air, Pengelolaan 4,134.30 4,370.30 4,457.67 4,589.20 4.850.76
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi® 237,093.00 | 256,900.30 | 272,135.15 | 261;,323.80' | 275.184.42°
Perdagangan Besar dan Eceran; 171,143.20 182,931.30 198,633.91 196,242.60 207.517,88
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
I | Transportasidan Pergudangan 16,888.50 | ' 18,099.90. | 19,813.62 | 18,496:60 | 18.713,79
! Penyediaan Akomodasi dan Makan 4,103.60 4,427.10 4,800.64 4,559.40 4.763,44
Minum
| | informasi dan Komunikasi ' 8,455.60' ' 9,613.47 10,764.60: 11.126;81
r : , 9,315.40 |
Jasa Keuangan dan Asuransi 15,278.20 15,709.70 16,034.07 17,253.10 18.101,36
' Real Estate ' 48,157.90 |  51,814:50'(  55,495.13 55,134.40 57.091,68
Jasa Perusahaan 175.80 189.70 207.70 205.20 219,41
Administrasi:Pemerintahan, - 46,427.30:|  49,167.60 49,154.28 48;823:70' |, 51.299,09°
Pertahanan, dan Jaminan Sosial R o
Wajib -t B
Jasa Pendidikan 30,119.80 | 32,539.30 | 34,820.21 | 35,538.80 | 37.308,66
' Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 15,547.40 17,069.20 18,605.41 20,462,60'|. 22.617,31
Jasa Lainnya 10,354.10 11,680.20 13,062.19 12,423.50 13.035,93
" eoRB- T - 1.489.523,4 { 1.581.646,6 | 1.679.206,6 | 1.691.090,5 | 1.749.562.8

Sumber Data : BPS deupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022
- Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun

2021 kembali mulai stabil di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini
terlihat dari angka pertumbuhan Ekonomi 3,46% setelah sempat terpuruk
pada angka 0,71% pada tahun 2020. Fakta ini menunjukan bahwa kebijakan
pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow utara sebagai mana amanat misi
ketiga RPJMD yang menitik beratkan pada potensi unggulan daerah
(pertanian, perikanan dan pariwisata) cukup mampu untuk melewati masa
pandemi covid 19 yang saat ini belum sepenuhnya pulih.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya
ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama lima tahun semakin membaik

dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terjadi pertumbuhan produksi barang

dan jasa secara riil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi memberikan

gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah

!
|
-~ .-~ ‘- ]
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diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.
Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan
pembangunan daerah. Berikut gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara tahun 2017 s/d tahun 2021.
Tabel 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori/Lapangan Usaha
Tahun 2017 - 2021

No. Kategori Pertumbuhan {Persen)
! 2017 2018 2019 2020 2021
! 1. | Pertanian, Kehutanan, Perikanan 4.01 4.44 5.37 2.55 0.70
i 2. | Pertambangan dan Penggalian 7.53 757 |  8.27 1.90 6.81
" [3. [ Industri Pengolahan 956 | 7.21 5.17 0.84 6.33
' | 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 688 3.95 551 4.24 417
! 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampabh, 0.93 571 2.00 2.95 5.70
: Limbah dan Daur Ulang
,6. | Konstruksi o | 1017| 835 593 | (3.97) 530
7. | Perdagangan Besar dan Eceran; 7.48 6.89 8.58 (1.20) 5.75
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
‘8. |Transportasi danPergudangan | 483 717" 9.47 |* {665y 117
9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan 2.18 7.88 8.44 {5.03) 4.48
Minum
10: | informasi dan Komunikasi 6.05 10.17 320 | 1197 3.22
11. | Jasa Keuangan dan Asuransi 7.93 2.82 2.06 7.60 4,92
'12. | Real Estate ’ | 88 7.59 720 | (0.65) 3.55
13. | Jasa Perusahaan 8.99 791 9.49 0.72 4,88
14.” | Administrasi Pemerintahan, : 5.73 5901 ({0.03)| (0.67) 5.07
__l:Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib o | R
15. | Jasa Pendidikan 6.44 8.03 7.01 2.06 4.98
'16: | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 613] 979 9.00| 998 10.48:
17. | Jasa Lainnya 841 12.81 11.83 (4.89) 4.93
Pertumbuhan Ekonomi - .6.28 6.18 617 | ..:071|  3.46

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

Prospek perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun
2023 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan
perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan
ekonomi Indonesia tahun 2023 pada kisaran 5,3 - 5,9 persen.

Mengantisipasi dampak pandemi yang belum sepenuhnya pulih
serta dampak inflasi akibat kebijakan fiskal pemerintah mengambil langkah
cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan
keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk
memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi
kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan

keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif
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dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke

perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk
mendukung industri serta UMKM melalui rediscount - relaksasi kredit.
Upaya pemulihan ekonomi ditengah pandemi Covid-19 diarahkan
untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor,
melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program

perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM,

akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta
pembangunan pariwisata. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara
terpadu, unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil
serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan
i mudah mengakses kredit perbankan, Menjamin ketersediaan prasarana dan
sarana perekonomian agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain
' sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem
pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam
masyarakat, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan,
pendidikan kecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna, produktivitas
kerja dan keterampilan yang bersifat teknis, Mengoptimalkan pemanfaatan
Dana Desa untuk menstimulus kegiatan perekonomian di tingkat desa serta

pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka
membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan
kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan
keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan
pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan
daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD
tahun 2018-2023, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola
oleh Pemerintah Daerah. Saat ini Perubahan RPUMD tahun 2018-2023 masih
dalam tahap penyusunan akhir sehingga untuk kapasitas fiskal daerah

: mengacu pada dokumen tersebut. Kebutuhan belanja pembangunan daerah
e A e e e
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akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu
penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu
berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN,
Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku
usaha melalui Corporate Sosial Resposibility (CSR}.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa
1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah
dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).
Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang PengelolaanKeuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah
bersumber dari: 1) pendapatan aslidaerah (PAD) yang terdiri dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) transfer pemerintah pusat
(dana perimbangan) terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam,
dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana insentif daerah; 3)
transfer pemerintah provinsi yang terdiri dari bagi hasil pajak,dan bantuan
keuangan; 4) lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan
hibah, dan pendapatan lainnya.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) belanja operasi yang
terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan
belanja bantuan sosial; 2) belanja modal yang terdiridari, belanja modal
peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal
jalan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya; 3) belanja
tak terduga. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA).
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BAB Il
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan
perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap
perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat
diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi
perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023
melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung
dengan kebijakan fiskal daerah sertapenguatan kelembagaan keuangan mikro dan
sektor riil.

Gejolak perekonomian global tahun 2021 dengan adanya pandemi COVID-
19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap
pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Berdasarkan kondisi riil perekonomian
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka perhitungan perencanaan APBD

Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan
daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun
2023 telah dilakukan telaah terhadap dokumen perencanaan pembangunan
nasional dan dokumen perencanaan pembangunan provinsi yang berdampak
dan harus dipedomani daerah, sebagai tindak lanjut amanat Permendagri
Nomor 86 tahun 2017 yang termaktub pada paragraph 3 Pasal 159 dan Pasal
160.

Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional
dan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara
sebagaimana tersebut di atas memiliki makna dalam proses penyusunan
RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan
prioritas pembangunan. tema indikatif rencana kerja tahun 2023 adalah:
“Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan” dengan Prioritas:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan
berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin

pemerataan.

HALAMAN 11
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Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi

dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan

perubahan iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan
publik
Ketujuh prioritas RKP tersebut kemudian dijabarkan kedalam 8 (delapan)
arah kebijakan RKPD untuk tahun 2023, sebagai berikut:
Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
Peningkatan kualitas SDM (kesehatan dan pendidikan);
Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job;
Mendorong pemulihan dunia usaha;

Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

S A i

Pembangunan rendah carbon dan transisi energi (respon terhadap

perubahan iklim);

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain: air bersih
dan sanitasi;

8. Pembangunan ibukota Negara.

Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali
mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum
pertumbuhan. Tema pembangunan tahun 2023 perlu adaptif dan responsif
terhadap adanya wabah COVID-19 dan proses pemulihannya pada sektor
industri, pariwisata dan investasi serta reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
Sistem Jaringan Pengaman Sosial dan Sistem Ketahanan Bencana dengan
cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang
relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dihadapi
pada tahun 2023. Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus
dicapai tahun 2023, antara lain:

a). Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 persen;

b). Laju inflasi sebesar 2,0 - 4,0 persen,;

c). Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5 persen,

d). Indeks Pembangunan Manusia (IPM} sebesar 73,31 - 73,49 point;
e). Rasio Gini sebesar 0,375-0,378 point;

f). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,3-6,0 persen.

12
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3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD PROVINSI SULAWESI UTARA

Tema pembangunan Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun
2023 dirumuskan sebagai berikut Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui
Pembangunan Sdm Dan Infrastruktur Yang Berkualitas Serta Berwawasan
Lingkungan. Tema tersebut merupakan arah kebijakan tahunan Provinsi
Sulawesi Utara sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2022-2026. Untuk mendukung pelaksanaan tema tersebut,
Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan
Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023, yaitu:
. Percepatan penanggulangan kemiskinan,
. Peningkatan kualitas SDM;
. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah;
. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas;
. Pembangunan kepariwisataan;
. Penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim,;

. Peningkatan kualitas tata pemerintahan;

0w ~ O AW N

. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD KABUPATEN
BOLAANGMONGONDOW UTARA
Asumsi asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 agar sesuai dengan tujuan

dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD ditetapkan tema

pembangunan “Penguatan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi serta

Layanan Dasar yang Berkualitas Untuk Ketahanan Daerah” dengan

mentapkan 3 (tiga) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara Tahun 2023, yakni:

Tema pembangunan tersebut didapat dimaknai sebagai berikut:

1. Penguatan nilai tambah dan daya saing ekonomi adalah upaya yang
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk
mencapai pertumbuhan yang ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan,
serta memastikan bahwa masyarakat Bolaang Mongondow Utara juga
dapat menikmati kenaikan pendapatan sebagai akibat dari meningkatnya
kualitas pengelolaan potensi unggulan daerah (pertanian, perikanan dan
pariwisata);

2. Layanan dasar yang berkualitas yaitu pengembangan sektor yang masih

menjadi persoalan utama daerah (pendidikan, kesehatan dan reformasi
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! birokrasi). Disamping itu, pemantapan sarana dan prasarana dasar juga
menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
Bolaang Mongondow Utara;

3. Ketahanan daerah adalah sebuah kondisi di mana masyarakat Bolaang
Mongondow Utara mampu bertahan terhadap dampak ekonomi dan

| sosial yang di akibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini telah

memasuki gelombang ke-4.

i Dengan mengangkat tema tersebut dalam  perencanaan
pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupaya
untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial yang terdampak Covid-

; 19 untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat melalui

| optimalisasi potensi unggulan yang ada di Bolaang Mongondow Utara,
dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumber daya
manusia yang berlandaskan nilai-nilai budaya masyarakat Bolaang
Mongondow Utara. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan peluang tersebut,
diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terdampak Pandemi Covid-19,
demikian pula mampu memberikan tambahan pendapatan yang siginifikan
bagi daerah dan masyarakat Bolaang Mongondow Utara.

Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 4 (empat)

prioritas pembangunan Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 yaitu:

1. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,
2. Meningkatkan daya saing produk lokal;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
4. Akselerasi implementasi Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang
diamanatkan oleh Perda Nomor 6 Tahun 2021 Perubahan Atas Perda
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023, maka sasaran
daerah harus dijabarkan secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah
operasional pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Adapun sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 dalam penyusunan
APBD Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan 67,83 poin;

. 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 5,92 persen,;
} 3. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,10 persen;

|

|

. . - .y . .|

l
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Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target 3,63 persen;
Gini Ratio, dengan target 0,33 point;

Angka Harapan Hidup, dengan target 68,34 tahun;
Harapan Lama Sekolah, dengan target 11,94 tahun;

Rata - rata lama sekolah, dengan target 8,55 tahun; dan

© ® N o o b~

Pengeluaran Perkapita Riil disesuaikan, dengan target 9,92 juta
rupiah.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berlangsung
sejak awal tahun 2020 dan ‘belum puih sepenuhnya, secara langsung
berdampak pada kehidupan masyarakat khususnya kondisi perekonomian
secara luas. Pendapatan dan konsumsi masyarakat mengalami perubahan
signifikan karena menurunnya daya beli masyarakat, perubahan orientasi
belanja/redistribusi pendapatan serta penurunan pada hampir seluruh
aspek kehidupan. '

Berbagai dampak tersebut berpengaruh pada gambaran kondisi
ekonomi makro tahun 2022, dan diprediksi juga masih menunjukkan
dampaknya pada tahun 2023. Hal tersebut juga mempengaruhi rancangan
kebijakan keuangan daerah baik pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan.

Ekonomi pada tahun 2021 di kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Relatif lebih stabil di bandingkan dengan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara
maupun Ekonomi Nasional secara umum. Hal ini terlihat dari angka
pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow utara yang masi
berada pada level aman sebagai mana kita ketahui bahwa laju pertumbuhan
ekonomi Provinsi Sulawesi Utara mengalami kontraksi pada level -0,99%
bahkan laju pertumbuhan ekonomi Nasional terpuruk jauh pada level -2,07%
fakta ini menunjukan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow utara sebagai mana amanat misi ketiga RPJMD yang menitip
beratkan pada potensi unggulan Daerah (pertanian,perikanan dan
pariwisata) cukup mampu untuk melewati masa pandemic covid 19 yang saat

ini telah memasuki tahap golongan ke IV (Omicron).
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BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN

UNTUK TAHUN 2023

Perkembangan ekonomi global di tahun 2023 diproyeksikan semakin
membaik meskipun tingkat ketidakpastian dan risiko yang membayangi
masih sangat tinggi. Pandemi Covid-19 dan merebaknya beberapa varian
baru Covid-19 masih menjadi salah satu sumber risiko terbesar yang harus
diwaspadai. Penanganan pandemi yang semakin membaik seiring akselerasi
pelaksanaan vaksinasi di seluruh negara diharapkan akan memberikan
dampak positif terhadap prospek pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi
juga akan didukung semakin kuatnya pola hidup kebiasaan baru dan
membaiknya kualitas kesehatan masyarakat untuk berdampingan dengan
kondisi pandemi (living with endemic). Dengan demikian, aktivitas ekonomi
dan sosial masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal seiring
adaptasi pola kehidupan normal yang baru tersebut.

Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih relatif kecil dibandingkan
dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam usaha meningkatkan
pembiayaan yang bersumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam
penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023,
perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:

1. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2
tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan
daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah
disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam
Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2018-2023;

3. Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.
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Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan

pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1.

2
3.
4

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;

Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;

Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;

Percepatan dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan

pendapatan daerah.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan

memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

a)

b)

Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman
pada Undang-Undang-Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal
187 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Pasal 94 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas jenis pajak
daerah dan retribusi daerah: Pajak Kenderaan Bermotor atas
alat berat yang berdasarkan putusan Mahkaman Konstitusi
Nomor 15/PUU-XV/2017; Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Pendudukn dan Akta Catatan Sipil, sesuai amanat
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan; dan Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114
angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja. Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan
retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan
perundang-undangan.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam
APBD mempertimbangkan paling sedikit kebjjakan makro
ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah
sesuai maksud Pasal 102 Undang-undang Nomor 1 Tahun

2022.
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d) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis

pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penganganan

sampah. Biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara
I Perhitungan  Tarif Retribusi dalam  Penyelenggaraan
Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud
dianggarkan dalam sub kegiatan penanganan, sampah dengan
melakukan  pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,

! pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupatan;

e) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, pemerintah
daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas
kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut
merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan

berbasis teknologi.

! 2. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain
/ pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan
i daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian
objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
a. Jasa giro;

b. Pendapatan bunga;

4.1.2. Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, dirinci menurut objek, rincian
objek dan sub rincian objek.
1. Transfer Pemerintah Pusat
Transfer pemerintah pusat terdiri atas objek;
a. Dana Perimbangan
Pendapatan dana perimbangan terdiri atas:
1) Dana Transfer Umum:
a) Dana Bagi Hasil (DBH)
(1} Dana Bagi Hasil Yang Bersumber Dari pajak
im
;HALAMAN 18
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Pendapatan DBH yang bersumber dari pajak terdiri
atas Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan
Bangunan.

Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh)
terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak
Penghasilan Penghasilan Pasal 25 dan Pajak
Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan
Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan
alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi
DBH-Pajak Tahun  Anggaran 2023 yang
dipublikasikan melalui  portal Kementerian
Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan
realisasi penerimaan negara yang dinamis,
diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi
DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak
Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau
terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai
alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui
portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan
setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah
harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud
pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah
daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya
Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber
dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

HALAMAN
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DBH-Kehutanan;

- DBH-Mineral dan Batubara;
- DBH-Panas Bumi; dan

- DBH-Perikanan.

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi

1

yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan
Menteri Keuangan atau informasi resmi mengenai
alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang
dipublikasikan  melalui  portal Kementerian
Keuangan.

Apbila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi
DBH-SDA belum ditetapkan atau informasi resmi
mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023
melalui portal Kementerian Keuangan belum
dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA didasarkan
realisasi penerimaan negara yang dinamis,
diantaranya dengém mempertimbangkan
penerimaan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu
tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022,

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian
APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDH Tahun
Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi
resmi mengenai alokasi Dana DBH Tahun Anggaran
2023 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah
harus menganggarkan DBH-SDA kecuali DBH-SDA
mineral dan batubara, panas bumi dan perikanan
pada Perda tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi

pemerintah  daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-SDA
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kehutanan kecuali dana reboisasi, mineral dan
batubara, panas bumi dan perikanan Tahun
Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur
tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang
pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan
kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran
Tahun anggaran 2023.
b) Dana Alokasi Umum (DAU)
Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023
atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun
Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan.
Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum
ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU
Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian
Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran
pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun
Anggaran 2022.
Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi
resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023
melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan,
setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023
ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan
alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau
ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang
tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran
2023.
2) Dana Transfer Khusus — Dana Alokasi Khusus
Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau informasi
resmi mengenai alokasi DAK TA 2023 melalui portal
Kementerian Keuangan.
Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah
disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023
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ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana
Alokasi Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian
Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan
DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan
Perda tentang APBD TA 2023.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA
2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi
DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau
informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2023 melalui
portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda
tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah
harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan
perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA
2023.
1) DAK Fisik
Penganggaran dan penggunaan DAK Fisik Tahun
Anggaran 2023 berpedoman kepada Peraturan Presiden
mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik, Peraturan Menteri
Keuangan tentang pengelolaan DAK Fisik dan Petunjuk
Operasional DAK fisik yang ditetapkan oleh masing-
masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan
target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan,
metode pelaksanaan dan penunjang DAK fisik dalam
dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik yang telah
dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada
Tahun Anggaran 2023 berdasarkan petunjuk teknis
dan/atau petunjuk operasional DAK f{fisik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah
Daerah menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2023 sesuai dengan penetapan RK DAXK fisik dimaksud.

Bidang Pendidikan, kegiatan peningkatan prasarana

HALAMAN
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pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota
dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan
pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja
modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek
dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam
kelompok belanja operasi, jenis, objek rincian objek dan
sub rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bidang Pertanian, kegiatan pada bidang pertanian yang
dilaksanakan melalui metode swakelola pada karya (cash
for work) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok
tani/gapoktan/P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang
menyelenggarakan urusan pertanian deilam kelompok
belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek
belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek
belanja wang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak

5% (lima persen) dari alokasi per jenis per

bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai

kegiatan penunjang sesuia dengan Peraturan Presiden
mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik.

Dalam hal terdapat sisa DAK fisik, Pemerintah Daerah

memperhatikan ketentuan:

2) DAK fisik pada bidang/sub bidang yang output belum
tercapai, yaitu: untuk sisa DAK fisik 1 (satu) Tahun
Anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka
pencapaian output dengan menggunakan petunjuk
teknis pada saat outputnya belum tercapai, dan
dianggarkan dalam APBD TA 2023 dengan melakukan
perubahan perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023

'HALAMAN
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dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang

: perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA

bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD TA 2023; atau untuk sisa DAK fisik
lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk
mendanai kegiatan DAK fisik pada bidang/subbidang
tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan

. menggunakan petunjuk teknis TA 2023, dengan

mekanisme dianggarkan dalam APBD TA 2023 atau

melakukan perubahan perkada tentang penjabaran

APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan

DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda

tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung

! dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD TA 2023.

3) DAK fisik pada bidang/subbidang yang outputnya
telah tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam rangka
mendanai kegiatan DAK fisik pada: bidang/subbidang
yang sama ditahun anggaran berjalan dan tahun
anggaran berikutnya; dan/atau bidang/subbidang
tertentu sesuai kebutuhan daerah ditahun anggaran
berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan
menggunakan petunjuk teknis TA berjalan, dengan
melakukan perubahan Perkada tentan Penjabaran
APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda
tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD TA 2023.

Dalam hal DAK fisik per jenis per bidang/subbidang tidak

disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian,

| pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik
dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas
pelaksanaan kegiatan DAK fisik menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah.
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4) DAK Nonfisik

Penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2023
berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan
tentang iaengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis
DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing
kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesetaraan
yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari
DAK Nonfisik yang dialokasikan pada provinsi dan
kabupaten/kota yaitu: penganggaran dana BOS pada
kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar
(Satdikdas) negeri yang  diselenggarakan  oleh
kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub
kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode
rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas
swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam
bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke
dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
penganggaran dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan
Kesetaraan pada provinsi/ kabupaten/kota bagi satuan
Pendidikan (Satdik) PAUD negeri dan Satdik Kesetaraan
negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam
bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke
dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
Sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan TA
sebelumnya diperhitungkan kembali dalam penyaluran
dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2023.
Penganggaran penggunaan kembali sisa dana BOS/BOP
PAUD/BOP kesetaraan dilakukan penyesuaian
mendahului perubahan APBD TA 2023 dengan
menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran
APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.
Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan

atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN

HALAMAN
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Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan
Tambahan Penghasilan (Tamsil] Guru ASN Daerah
karena penyaluran dana cadangan dari Pemerintah,
dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur,
dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran
dana cadangan, dan/atau surat rekomendasi
penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas
alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan
Tamsil Guru ASN Daerah dimaksud dengan cara
melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran
APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda
tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD TA 2023.

Dalam hal Perda tentang perubahan APBD TA 2023 telah
ditetapkan mendahului informasi perubahan yang
diakibatkan oleh pencairan dana cadangan dari
pemerintah, dan/atau pelaksanan penghentian atau
penyesuaian jumlah salur, maka Pemerintah Daerah
tetap dapat merealisasikan perubahan tersebut yang
ditampung dalam LRA TA 2023.

Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK
Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK - 23 -
Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2023 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan. selanjutnya,
dalam hal Perda tentang APBD TA 2023 telah ditetapkan
masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan
bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada jenis DAK
Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2023 dengan
melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran
APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda
tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung

HALAMAN
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dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD TA 2023.

b. Dana Desa (DD)

DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa
dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Penggunaan DD mempedomani ketentuan peraturan
perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi
perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui
pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS
sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa
Universal Health Coverage (UHC).

DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai rincian
Dana Desa TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023
belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana
Desa TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum
dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan
pada penganggaran Dana Desa TA 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana
Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi
resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2023 melalui portal
Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang
APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan
perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD TA 2023.

2. Transfer Antar Daerah —- Pendapatan Bagi Hasil
Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari

pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah

HALAMAN
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lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil
Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran
belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi
Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran
2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran
2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi
Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan
realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang
belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan
target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD TA 2023.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD])

Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar
Rp13.235.370.910,00 yang bersumber dari :

HALAMAN

4.2.2.

1.

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp5.074.120.910,00 atau 38,34
persen daritotal target PAD tahun 2023;

Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp4,211,250,000.00 atau 31,82
persen dari totaltarget PAD tahun 2023; dan

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp3.950.000.000,00
atau 29,84 persen dari total target PAD tahun 2023.

Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 sebesar
Rp352.759.173.677,00, yang bersumber dari :

1.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAU dan DBH Pusat}
sebesar Rp338.886.745.038,00 atau 96,07 persen dari total target
pendapatan transfer tahun 2023.
Pendapatan Transfer Antar Daerah (DBH Provinsi) sebesar
Rp13.872.428.639,00 atau 3,93 persen dari total target
pendapatan transfer tahun 2023.
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4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk tahun anggaran 2023
sebesar Rp10.000.000.000,00 yang bersumber dari lain-lain
pendapatan sesuai Peraturan Perundang-undangan, Pendapatan

! dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas

kesehatan tingkat pertama.
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BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH TAHUN

HALAMAN
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Perencanaan belanja daerah pada tahun 2023 dihitung dengan
berdasar proyeksi pada Rancangan Perubahan RPJMD tahun 2018-2023

sebagai berikut :

1. Proyeksi belanja daerah belum menargetkan pendapatan yang bersifat
dinamis (DAK, DID, DD, dll) sehingga diproyeksikan turun sebesar 41,88

persen dibandingkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

2. Perhitungan gaji pegawai diproyeksikan naik sebesar 3,6 persen
dibandingkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan
memperhatikan perhitungan tambahan penghasilan pegawai ASN
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5449 Tahun
2019 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061 /14089/8J Tahun 2019.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas

dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-

kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan

pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong

investasi dan kesempatan berusaha;

2. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan

dan lingkungan permukiman;

3. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan

berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta

mendorong kreatifitas tenaga pendidik;

4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan

rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan Covid-

19;

5. Peningkatan skill calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya
menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan

kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan

kerja dan lapangan usaha;
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6. Mendorong pemulihan aktifitas perekonomian melalui optimalisasi

potensi produk unggulan daerah.

Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan

prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan

kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan

dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan

sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

a.

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi
yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah,

pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil

Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kompensasi
dan kebijakan kepagawaian.

Kebijakan kompensasi sebagaiman dimaksud huruf b antara lain
gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan
penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar
tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30%
(tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan
penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi
guru dan tunjangan lainnya yang bersumber dari TKD yang telah
ditentukan penggunaannya.

Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30%
(tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan
porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5
(ima) tahun sejak diterbitkannya UndangUndang Nomor 1
Tahun 2022.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang

representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai
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ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD
serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan
lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada
belanja SKPD Sekretariat Daerah,;

b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD
Sekretariat DPRD; dan

c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan  penganggraran  belanja  pegawai  dimaksud

memperhatikan ketentuan:

1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan
tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan
hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja
pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan
PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2023 yang
ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan - 35 - urusan di
bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK
yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di
bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi
kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun
sebelumnya.

4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan
gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan
mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang
besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari
jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota
DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD

s, = e
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Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS
dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

; 7) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN

i a) Ketentuan pemberian TPP ASN:

i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan
KUA dan PPAS;

! ii. penentuan Kkriteria pemberian TPP ASN dimaksud
didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi
kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

ili. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan
kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan

pemerintah;

iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah
dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN
setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah
mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan

v. dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP
ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui
persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan melakukan penundaan dan/atau
pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.

b) Kebijakan TPP untuk TA 2023, yaitu
i) sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya,
ii) dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya

sepanjang:
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— merupakan hasil realokasi anggaran belanja
pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur
dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang diterima
pegawai ASN pada TA sebelumnya;

— merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria
kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait
langsung dalam upaya pencegahan dan
penanganan Corona Virus Disease 19 yang diatur

| lebih lanjut oleh kepala daerah; dan

- merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria
prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat
daerah yang menerapkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit
Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang
dan jasa, dan SIPD secara terintregrasi dalam
pengelolaan keuangan daerah

ili) Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari
sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala
perangkat daerah lainnya.

¢) Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2023 juga

memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka

mendukung program koordinasi dan supervisi KPK
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf

b dan huruf ¢ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam

menganggarkan TPP ASN agar memedomani:

i) menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah
divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi
mengenai evaluasi jabatan PNS;

ii) mengintegrasikan pembayaran insentif dan
honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP

. ASN;

| iii) pemberian sanksi administratif berupa penundaan

W

HALAMAN 34



Kebijakan Umum APBD | Tahun 2023

pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak

patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau

memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah
Daerah secara tidak sah, dan/atau belum

menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan

hasil audit dan rekomendasi BPK atau
Inspektorat/APIP; dan

iv) mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi
dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar
Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP
kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada
hasil evaluasi jabatan.

d) Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN

% kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:

i) Permohonan persetujuan TPP diajukan melalui
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan
menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

ii) validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh

Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat

Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan
memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam
Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

iii) berdasarkan hasil validasi pada butir ii, Ditjen Bina
Keuangan Daerah meminta pertimbangan kepada
Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan; dan

! iv) berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina

Keuangan Daerah mengeluarkan  persetujuan
pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.

e) Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian
pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah

I tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada
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Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan
besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2023 dibandingkan
dengan TPP ASN TA 2022.

8) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan
Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru
ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA
2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan
kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan
BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan
dalam  kriteria tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya.

9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium
antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan,
pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan
ketentuan:

a) Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden
mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

b) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain
SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas,
kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani

Peraturan Presiden mengenai SHSR.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau
dijual kepada  masyarakat/pihak ketiga dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna
pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD
pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang,
belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan
belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
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a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang antara lain:

- Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan
nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2022
dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi
dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Belanja  Barang  untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam
pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna
mencapai target kinerja yang ditetapkan.

- Belanja  barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pihak  ketiga/pihak lain dalam rangka
melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan
pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala
Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam
RKPD.

- Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar
harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang
terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai
siap diserahkan.

b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa
yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya
dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata
terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja
Jasa dimaksud terdiri atas:

- Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi: Penganggaran
jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN
berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan
dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
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Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada
pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air,
telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.

Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:
menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD); mendaftarkan dan
melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN
sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan;
menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah
sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah
minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.
Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan
selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima
gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain: kepala desa
dan perangkat desa, serta PNPNSD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan
pembiayaan atas jaminan layanan kesechatan: Pemerintah
Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD
sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh
tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA
berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud
pada TA 2023 dapat dilakukan penyesuaian mendahului
Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; Selain itu, Pemerintah
Daerah juga membayarkan Bantuan luran bagi penduduk
yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di
Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan iuran pada
SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara
mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran. Pemerintah
Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan

pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum

HALAMAN

38



Kebijakan Umum APBD | Tahun 2023

dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2023 dapat
dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan
APBD sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri
(sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya
dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola
sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema
ganda.

Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola
oleh daerah dalam JKN sebagai berikut: Kategori skema
ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya
pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh
Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis
pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau
seluruhnya dengan jenis/ manfaat pelayanan kesehatan yang
diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan,
dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh
Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung
kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan
program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus
non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, antara lain
penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan
gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat
didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan
kesechatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan
kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya
ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau
sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke
fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin
dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan
ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak
dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan

Pemerintah Daerah.
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Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD
dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan
kesehatan di luar cakupan layanan BPJS.

Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh

BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan

berupa medical check up, kepada:

- Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami
dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak,
dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada
SKPD vyang secara fungsional terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan, dilakukan di
dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit
Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di
Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan
kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan
melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas
risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa
perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan
untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi
tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian
kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian
bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan

dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan

dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
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Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi
non konstruksi sedangkan jasa konsultansi kontruksi
mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang
dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap
digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-
undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan
(KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa
pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan,
sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain: Penyediaan
anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan
anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi
dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau
sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi
pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan
anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah
provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan tetap
memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan
Corona Virus Disease-19. Penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam
rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi
SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan
peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan
efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran
dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi,
kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi
narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara
serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah

Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan,

[
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bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar,
uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan
pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di
luar wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan
secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau
terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga
pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap
memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan
Corona Virus Disease-19. Dalam rangka beradaptasi dengan
penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona
Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan dan
pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan
dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat,
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,
workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka
sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM
Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara
virtual maupun hybrid. pemenuhan kompetensi pemerintahan
SDM  aparatur melalui Pendidikan dan  Pelatihan
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim
Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah,
jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan
untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan
Kepemimpinan  Administrator (PKA), dan Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan
Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk
pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka
pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah
dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh
empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah
Daerah provinsi dan sekurangkurangnya 0,16% (nol koma
enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah
Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran alokasi anggaran
dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan

pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga
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puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah
Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma
enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah
Daerah  kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak
diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi
anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA
sebelumnya.
Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan
pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Belanja Pemeliharaan:
Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau
kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan
belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan
dinas luar negeri, meliputi:
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk
menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota
dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai
negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk
menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan
memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan

dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan
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masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh
pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk
menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat
daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8
(delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang
dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang-
kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport
lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat
dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk
menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di
luar negeri. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan
dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar
biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana

dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar
negeri memperhatikan ketentuan:

- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka

kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas
dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan
secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang
dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan
dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan
Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding
dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan

Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri.
Perjalanan luar negeri mempedomani Kketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

[,
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Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan
aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau
lumpsum, khususnya meliputi:

_ Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya
riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan
untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali
kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan
pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan
fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

- Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

- Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam
hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas
hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai
dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan
secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

- Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara
lumpsum.

- Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19
(Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya
riil.

- Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan
besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat
dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya
kenaikan harga pasar.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut

termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan

perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah.

Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk

menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan
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asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam
pencapaian sasaran program, kKegiatan dan sub kegiatan sesuai
dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam
rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang
dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain

diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan

sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi

Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan

dalam RKPD, dalam bentuk:

- pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

- penghargaan atas suatu prestasi;

- pemberian beasiswa kepada masyarakat;

- penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat
penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non
proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan,;

- TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau

- Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.

Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan
program, Kkegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah
berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam
RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.

Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan
dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan
kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh
belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.
Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib
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dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran
berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas
barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung
dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

Belanja hibah memenubhi kriteria paling sedikit:

’ 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

' 2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

| 3) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali: kepada

: pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan

pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih

' pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; badan dan lembaga yang
ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan Kketentuan peraturan
perundang-undangan; partai politik dan/atau; ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan.

4) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah
tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap
Tahun Anggaran.

5) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam

; mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.

6) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program,

kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam

RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan

tertulis dari calon penerima hibah.

Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan

perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah

dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan

daerah.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2023 mempedomani

Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
: penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
m
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monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan berupa uang dan/atau barang kepada: individu; keluarga;
kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan
bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok,
dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil
sebagai dampak risiko sosial.

Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun
Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga
beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang
terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap
diserahkan.

Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus,
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan
bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat
berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan
setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari
risiko sosial.

Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan
bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat
diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang'apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar
bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang
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direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.

Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam
rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan
dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan
kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan
pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang
tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi
secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi,
politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada
penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial.

Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi
perangkat daerah terkait yaitu: Belanja Bantuan Sosial terkait
urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; Belanja Bantuan
Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah
sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan yang
mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah
dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam
RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan
tertulis dari calon penerima bantuan sosial.

Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan
peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan
bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan
keuangan daerah.

Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2023 mempedomani
Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2. Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai
e
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aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah
sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap
digunakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan
pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur
dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur
secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau
dibangun dengan maksud untuk digunakan.

kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

- Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja
modal pada APBD TA 2023 untuk pembangunan dan
pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung
dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan
ekonomi daerah.

- Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja
modal bangunan dan gedung; belanja modal jalan, jaringan, dan
irigasi; belanja modal aset tetap lainnya; belanja aset lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya
rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi
aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan
manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja
dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan

kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip

efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel
dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah

didasarkan pada: perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang

mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik

daerah yang ada; daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
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standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan

untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga

kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus

sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung

atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor

ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan

1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi
bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan,
dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing
pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah

tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas

kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak
berulang yvang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan

Corona Virus Disease 19 dan dampaknya pada BTT dengan

memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka

kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian

luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja
tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut
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pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat
dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja
sesuai dengan program,; kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait
yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer digunakan pada SKPD selaku
SKPKD.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil
pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling
sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2023 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud
dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan
pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak
daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada
akhir TA 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2023.
Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan
Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan
keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA
2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus
menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam
jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit
10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh
kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak
termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan
Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran

Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
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ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang
didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam
kepesertaan JKN.
Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100%
(seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki
desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam
APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah
. desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2022 dan
terpisah dari ADD TA 2023.
: Ketentuan lebih lanjut mengenali tata cara penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan

peraturan kepala daerah.

5.2. RENCANA BELANJA DAERAH
5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar

Rp280.284.294,299,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp228.484.045.698,00 telah
mempertimbangkan pengalihan CPNS ke PNS tahun 2022 ke PNS
serta asumsi gaji dan tunjangan yang didasarkan pada target APBD
tahun 2022;

2. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar
Rp44.853.025.749,00 dimana didalamnya belum termasuk belanja
dari sumber pendanaan Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK);

3. Sedangkan untuk Belanja Hibah direncanakan sebesar
Rp6.947.222.852,00 terdiri dari Hibah KPU sebesar Rp6.250.000.000,00
dan Hibah Parpol sebesar Rp627.222.528,00 serta Hibah Pilsang sebesar
Rp70.000.324,00 untuk tahun 2023.

5.2.2. Belanja Modal
Belanja Modal tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp77.943.951.359,00, dengan rincian sebagai berikut :
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang
digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan

peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor

yang memberikan manfaat lebih dari 12 {dua belas) bulan dan
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sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
Untuk  tahun  anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp77.943.951.359,00;

2. Belanja Modal Bangunan dan Gedung adalah pengeluaran/ biaya
yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan
termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan
pengelolaan pembangunangedung dan bangunan yang menambah
kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi
siap pakai. Untuk tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp0,00;

3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah adalah
pengeluaran /biaya yang digunakan untuk
pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan
pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk
pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan
jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan
irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisisiap pakai. Untuk
tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp0,00;

4. Belanja Aset Tetap Lainnya adalah adalah pengeluaran/biaya yang
digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/
peningkatan/pembangunan pembuatan serta perawatan terhadap
Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria
belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah
belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang
kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan
ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah, dan untuk
tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp0,00.

Kesemua belanja modal dimaksud diatas belum termasuk belanja
modal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana

Insentif Daerah (DID) dan dana yang bersifat dinamis lainnya.

! 5.2.3. Belanja Transfer
Belanja transfer tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp37.204.454.459,00, dengan rincian sebagai berikut :
1. Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk
menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan

daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan

e
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daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dengan alokasi
sebesar Rp928.537.091,00 untuk tahun anggaran 2023;

2. Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran yang digunakan
untukmengganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum
atau khusus daripemerintah daerah provinsi kepada pemerintah
daerah kabupaten/kota,pemerintah desa, dan pemerintah daerah
lainnya. Termasuk juga bantuankeuangan dari pemerintah daerah
kabupaten/kota kepada pemerintah desa danpemerintah daerah
lainnya. Pemberian bantuan keuangan dilakukan dalamrangka
pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan. Untuk
alokasinyasendiri direncanakan sebesar Rp36.275.917.368,00.
Kedua belanja dimaksud masih memungkinkan mengalami
perubahan seiring perubahan alokasi dana transfer (DAU dan DBH
Pusat) ke daerah oleh pemerintah pusat dan DBH Provinsi oleh

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

5.2.4. Belanja Tidak Terduga
Untuk Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 direncanakan sebesar
Rp1.004.522.067,00, didasarkan pada rencana belanja tidak terduga
yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara tahun 2018-2023.
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BAB Vi
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang
dimaksudkanuntuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.
Kebijakan anggaranuntuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan
Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali
investasi pemerintah. Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya (SiLPA) tidak dimasukkan dalam komponen
perencanaan penerimaan pembiayaan tahun 2023, sehingga untuk

penerimaan pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp0,00.

KEBIJAKAN PENGELUARAAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan,
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok
Pinjaman Dalam Negeri. Untuk tahun 2023, Pembentukan Dana
Cadangan, PenyertaanModal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran
Pokok Pinjaman Dalam Negeri tidak direncanakan sehingga pengeluaran
pembiayaan tahun 2023 sebesarRp0.00.

Berdasarkan penjelasan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

sebagaimana diatas, maka disimpulkan bahwa pembiayaan daerah tahun
2023 adalah Rp0,00.
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BAB VI
STRATEGI PENCAPAIAN

Prospek perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun

2023 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian

global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun

2023 pada kisaran 5,3 — 5,9 persen, asumsi tersebut dipengaruhi adanya faktor

positif dan downside risk atau resiko kebawah.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif

terhadap perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain:

1.

Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi
pasca COVID-19yang diharapkan dapat mendukung new normal, menekan
penyebaran COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan
stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal,
memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta
memberikan bantalan ekonomibagi kelompok masyarakat dan industri yang
terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan
kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran
untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga
menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui
rediscount - relaksasi kredit;

Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan
dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19;

Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara, rencana pembangunan PLTU Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen
pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara yaitu :

1.

Dengan meningkatnya kasus COVID-19, penyelesaian dan dampak wabah ini
semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik.
Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih
terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan

internasional;
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Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak
pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu
penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya
penerimaan PNBP SDA Nonmigas;

Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya outcome
atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan
pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja
operasional;

Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya
sumber- sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan;

Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun
domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai
pasok global; (2)perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi;
(3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4)
percepatan tranformasi investasi kepadat modal dan teknologi;

Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada
penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk
mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19
terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan
perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan
yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan
kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca
pandemi COVID-19;

Masih lesunya investasi dan ketergantungan terhadap investasi pemerintah.
Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya daya saing produk unggulan daerah
terutama padaproduk unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata;

Meski letak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang strategis dijalur trans
sulawesi namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan
jasa danperdagangan dimana kontribusinya tidak terlalu signifikan terhadap
pertumbuhanekonomi daerah.

Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya outcome
atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan
pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja
operasional;

Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya
sumber- sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan;

Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun
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domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai
pasok global; (2)perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi;
(3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4)
percepatan tranformasi investasi kepadat modal dan teknologi;

12. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada
penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk
mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19
terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan

perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan

yang belum’ stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan
kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca
pandemi COVID-19;

13. Masih lesunya investasi dan ketergantungan terhadap investasi pemerintah.
Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya daya saing produk unggulan daerah
terutama padaproduk unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata;

14, Meski letak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang strategis dijalur trans
sulawesi namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan
jasa danperdagangan dimana kontribusinya tidak terlalu signifikan terhadap
pertumbuhanekonomi daerah.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan
dilakukandalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

1. Upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan
kembaliindustri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya
penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial,
pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi,
pemulihan industri dan perdagangan, sertapembangunan pariwisata;

2. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk
meningkatkan unit- unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro,
kecil serta sektor informal secaragratis agar dapat menjadi usaha formal dan
mudah mengakses kredit perbankan;

3. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian agar berfungsi
dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan
distribusi barang semakin efisien;

4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem
pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam
masyarakat;

5. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah,
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mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan
sektor informal,

Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan
hidup (life skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan
yang bersifat teknis;

Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk menstimulus kegiatan
perekonomian di tingkat desa.

Dari sisi keuangan daerah, Berbagai upaya dilakukan untuk

mewujudkan terpenuhinya target pendapatan 2023. Untuk peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)diupayakan dengan melakukan intensifikasi dan

ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD. Intensifikasi lebih dikaitkan dengan

usaha untuk melakukan pungutan secara intensifdan mengoptimalkan sumber-

sumber pendapatan. Kegiatan yang dilakukan dalam intensifikasi diantaranya

yaitu memperbaiki data perpajakan dengan validasi bagi pembayar pajak dan

retribusi daerah; dan melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran

dalam membayar pajak/retribusi daerah.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan

. pendapatan daerah, sebagai berikut :

1.

HALAMAN

Merumuskan dan mengusulkan program/kegiatan untuk didanai oleh DAK
kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Terkait melalui SIMLARAS;

Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan
penerimaan pajaknegara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi
perimbangan untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak;

Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam
rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana
alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah dan dana desa;
Mendorong upaya peningkatan pajak yang berkonsekuensi pada peningkatan
bagi hasil pajak provinsi;

Menetapkan regulasi tentang retribusi daerah potensial.
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BAB VII|
PENUTUP

Dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD antara Pemerintah Kabupaten dan
DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terjadi kesepakatan bahwa apabila ada
penambahan pendapatan keuangan daerah akan digunakan untuk pembiayaan
pembangunan bagi masyarakat dan apabila ada perubahan SILPA maka akan segera
dilakukan penyesuaian APBD Tahun 2023.

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman
dalam penyusunan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Boroko, Juli 2022
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BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
merupakan dokumen yang memuat program prioritas dan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan
kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang
menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan program/kegiatan. Substansi
PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan
sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD tersebut. Plafon
anggaran sementara disusun berdasarkan urusan SKPD dan program/kegiatan
dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada
Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan
antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan
tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara Tahun 2023. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati
tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA pada SKPD.

TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

PPAS disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada
seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN PPAS

Adapun dasar (hukum) penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Tahun Anggaran 2023, adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

4, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4686);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55687), sebagaimana tefah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor
103);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 85);

14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 18).
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BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar

Rp13.235.370,910,00 yang bersumber dari :

1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp5.074.120.910,00 atau 38,34 persen dari total
target PAD tahun 2023,

2. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp4.211.250.000,00 atau 31,82 persen dari total
target PAD tahun 2023; dan

3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp3.950.000.000,00 atau 29,84 persen
dari total target PAD tahun 2023.

Target Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023  sebesar
Rp352.759.173.677,00, yang bersumber dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAU dan DBH Pusat) sebesar
Rp338.886.745.038,00 atau 52,50 persen dari total target pendapatan transfer tahun
2022 dengan mempertimbangkan Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

2. Pendapatan Transfer Antar-Daerah (DBH Provinsi) sebesar Rp13.872.428.639,00 atau
2,15 persen dari total target pendapatan transfer tahun 2022.

Target lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2023 sebesar
Rp10.000.000.000,00 yang bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada
fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah

KODE PENERIMAAN DAERAH' ALOKASI ANGGARAN I-lDS}fl}jl\R/l

(1) (2) (3) 4)
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH 13.235.370.910,00

4.1.01 | Pajak Daerah 5.074.120.910,00
4.1.02 | Retribusi Daerah 4.211.250.000,00

pg. 4



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara | Tahun 2023

KODE PENERIMAAN DAERAH ALOKASI ANGGARAN 53}?351
(1) 2) (3) @)
4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 0,00
Yang Dipisahkan
4.1.04 | Lain-Lain PAD Yang Sah 3.950.000.000,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 352.759.173.677,00
4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 338.886.745.038,00
4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah 13.872.428.639,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 10.000.000.000,00
YANG SAH
4.3.01 | Pendapatan Hibah 0,00
4.3.02 | Dana Darurat 0,00
4.3.03 | Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan 10.000.000.000,00
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan
JUMLAH PENDAPATAN 375.994.544.587,00
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00
6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 0,00
Sebelumnya
6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan 0,00
6.1.03 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 0,00
Dipisahkan
6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00
6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian 0,00
Pinjaman Daerah
6.1.06 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai 0,00
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00
TOTAL PENERIMAAN DAERAH 0,00
Sumber : BPKD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk
menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk
pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan
Penerimaan kembali investasi pemerintah. Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya (SiLPA) tidak dimasukkan dalam komponen perencanaan
penerimaan pembiayaan tahun 2023, sehingga untuk penerimaan pembiayaan tahun
2023 sebesar Rp0,00.
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Pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembenfukan Dana Cadangan,
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri. Untuk tahun 2023, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri tidak direncanakan
sehingga pengeluaran pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp0,00.

Berdasarkan penjelasan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
sebagaimana diatas, maka disimpulkan bahwa pembiayaan daerah tahun 2023 adalah
Rp0,00..
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BAB Il
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan
Pembiayaan (pembiayaan netto) sebagaimana dirinci pada bagian sebelumnya, maka
jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar
Rp375.994.544.587,00. Kemampuan pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai
Belanja Operasi sebesar Rp280.284.294.299,00, Belanja Modal sebesar
Rp77.943.951.359,00, belanja tak terduga sebesar Rp1.004.522.067,00 dan Belanja Transfer
Rp37.204.454.459,00,00. Berdasarkan perhitungan total penerimaan daerah dimaksud,
kemudian didistribusi untuk membiayai program/kegiatan pembangunan Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada
Tahun 2023 adalah: "Penguatan nilai tambah dan daya saing ekonomi serta layanan
dasar yang berkualitas untuk ketahanan daerah”. Untuk mendukung pelaksanaan tema
pembangunan tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023, yakni :

1. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
2. Meningkatkan daya saing produk lokal; _

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
4. Akselerasi implementasi reformasi birokrasi.

Di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, salah satu
sasaran utama yang harus dicapai Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun
2023 adalah meningkatnya standar hidup masyarakat, yang ditunjukkan dengan
membaiknya berbagai indikator pembangunan, sebagai berikut :
indeks Pembangunan Manusia, dengan target 67,83 poin;

Laju Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 5,92 persen;

Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,10 persen;

Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target 3,63 persen;

Gini Ratio, dengan target 0,33 poin;

Angka Harapan Hidup, dengan target 68,34 tahun;

Harapan Lama Sekolah, dengan target 11,94 tahun;

Rata-rata Lama Sekolah, dengan target 8,55 tahun; dan

Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan, dengan target 9,92 juta rupiah.

©XNOOR®DS

Untuk menjaga sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan
pemerintah, maka penyusunan KUA/PPAS pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara berpedoman pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 yang
telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2023. Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut lebih
lanjut dituangkan dalam table sebagai berikut :
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional
Prioritas :
No | Pembangunan | Program h;glka!:or SKPD Pelaksana Keterangan
inerja
Naslonal
1 2 3 4 5 6

1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianyé penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrast perkantoran

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN

Indeks Ketersediaan

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Indeks Pemanfaatan

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Indeks Pemanfaatan

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Presentase

Pangan Yang Aman dikonsumsi

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Presentase

Pangan Yang Aman dikonsumsi

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Persentase Koperasi yang meningkat kwalitasnya berdasarkan RAT dan Volume Usahanya

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Persentase

Koperasi yang meningkat kwalitasnya berdasarkan RAT dan Volume Usahanya

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

Persentase

peningktan produktifitas UMKM

hitps:#bolaangmongondowutarakab, sipd.kemendagrl.go.id/daerah/main?7ypb8AnQ3pj/dBWU@Yt@mJbtkuGuQOB@g2KZ7 7ACOM/C]IUHCgrmrSF ...
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71222, 4:26 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional
Pricritas
No | Pembangunan | Program Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasfonal
1| 2 3 4 5 6

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Persentase peningktan produktifitas UMKM

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Jumlah produksi petikanan tangkap

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Jumlah produksi perikanan budidaya

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Persentase pengolahan hasil perikanan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

objek wisata dengan sarana dan prasarana memadai

DINAS PARIWISATA

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Luas lahan yang dikelola menggunakan alsintan (Ha)

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Luas lahan yang dikelola menggunakan alsintan (Ha)

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

https://bolaangmongendowutarakab,sipd.kemendagrl.go.id/daerah/main?ypb8AnQ3pjdBWU@Yt@mJbtkuGuQOB@g2KZ77 AcOM/CJIUHcgrmrSF...
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Sistem Informasi Pemerintahan Dasrah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional

Neo

Prioritas
Pembangunan
Nasional

Program

Indikator

.. SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja

2

4 5 6

Persentase Ternak Berpenyakit

DINAS PERTANIAN

PROGRAM

PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Persentase Ternak Berpenyakit

DINAS PERTANIAN

PROGRAM

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Luas Areal yang terserangan OPT menurun (Ha)

DINAS PERTANIAN

PROGRAM

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Luas Areal yang terserangan OPT menurun (Ha}

DINAS PERTANIAN

PROGRAM

PENYULUHAN PERTANIAN

Persentase Penyuluh yang menerapkan Teknologi Tepat Guna

DINAS PERTANIAN

PROGRAM

PENYULUHAN PERTANIAN

Persentase Penyuluh yang menerapkan Teknologi Tepat Guna

DINAS PERTANIAN

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian

KECAMATAN PINOGALUMAN

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian

KECAMATAN PINOGALUMAN

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi keuangan

KECAMATAN PINOGALUMAN

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Persentase kelengkapan administrasi keuangan

KECAMATAN PINOGALUMAN

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

https:/fbolaangmongondowutarakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ypb8AnQ3pjdBWU@Yt@mJbtkuGuQoB@g2KZ7 7AcOMIC][UHcgrmr5F ...
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Sistem Informiasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabe! 3.7 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional
Pricritas
No | Pembangunan | Program ll:(::!lkator SKPD Pelaksana Keterangan
inerja
Nastonal
1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi keuangan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi keuangan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KCTA

Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENUMNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS PEND|DIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KCTA

hitps:#/bolaangmengondowutarakab.slpd.kemendagrl.go.id/daera h/main?ypb8AnQ3p[dBWU@Yt@mJbtkuGuUQOB@g2KZ7 7TAcOM/CjiUHCgm r5F...
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Sistem Informasi Pemerintahan Dagrah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional

Prioritas

No | Pembangunan | Program Indilator SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6

Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Pendidikan Nonformal/ kesetaraan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Pendidikan Nonformal/ kesetaraan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APK PAUD

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APK PAUD

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APK SDf M/ sederajat

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APK SD/ MI/ sederajat

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APK SMP/ MTs/ sederajat

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APK SMP/ MTs/ sederajat

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APM SD/ MI/ sederajat

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APM SD/ MI/ sederajat

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APM SMP/ MTs/ sederajat

https://bolaangmongondowutarakab. sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ypb8AnQ3pjdBWU@ Yt@mJbtkuGuQOB@g2KZ77 AcOM/CjlUHCgrmrSF...
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7112122, 4:26 PM Sistem Informasi Pemerintahian Daerah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional
Prioritas Indikator
No | Pembangunan | Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APM SMP/ MTs/ sederajat

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Nilai Rata- rata Rapor siswa Kelas IX SMP

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Nilai Rata- rata Rapor siswa Kelas 1X SMP

DINAS PENDIDIKAN DAN KEEUDAYAAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Nilai Rata- rata Rapor siswa Kelas VI SD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Nilai Rata- rata Rapor siswa Kelas VI SD

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Persentase penerapan kurikulum pada setiap jenjang satuan pendidikan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Persentase penerapan kurikulum pada setfap jenjang satuan pendidikan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kelengkapan Administrasi keuangan

DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kelengkapan Administrasi keuangan

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Fasilitas Kesehatan Bermutu dan Terstandarisasi
DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Fasilitas Kesehatan Bermutu dan Terstandarisast

DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Kelompok sasaran masyarakat (Bayi, Balita,Anak Sekolah, Anak Remaja, bu Hamil dan Ibu Nifas)
Mendapat Intervensi Gizi

DINAS KESEHATAN

htips:/fbolaangmongondowutarakab.sipd. kemendagri.go.ldidaerah/main?ypb8AnQ3pjd BWU@Yt@mJbtkuGuQOB@g2KZ7 TACOM/C|IUHCgrmrSF...  6/27



7112122, 4:26 PM

Sistern informasi Pemerintahan Daetah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional
Frioritas Indikator
No | Pembangunan | Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Kelompok sasaran masyarakat (Bayi, Balita,Anak Sekolah, Anak Remaja, [bu Hamil dan tbu Nifas)
Mendapat Intervensi Gizi

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan PBI/JKN

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan PBI/JKN

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

persentase Operasional pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

persentase Operasional pefayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Presentase Pemenuhan Indikator SPM Penyakit Menular, Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (orang terduga
TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar, Orang Resiko terinfeksi HIV, Penderita Hipertensi, Diabetes
dan ODG) Sesuai Standar)

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Presentase Pemenuhan Indlkator SPM Penyakit Menular,Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (orang terduga
TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar, Orang Resiko terinfeksi HIV, Penderita Hipertensi, Diabetes
dan ODGJ Sesuai Standar)

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Standar Pelayanan Minimal Untuk Kelompok Sasaran Ibu, Anak, Remaja, Usia Produktif dan Lanjut Usia

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Standar Pelayanan Minimal Untuk Kelompok Sasaran lbu, Anak, Remaja, Usia Produktif dan Lanjut Usia

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
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TM2/22, 4:26 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional
Prioritas Indikator
No | Pembangunan | Program SKPD Pelaksana Keterangan
. Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6

Persentase Puskesmas Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase Puskesmas Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase Desa/Kel yang melaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase Desa/Kel yang melaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase Desa/Kel Yg Melaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase Desa/Kel Yg Melaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat {UKBM)

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS SOSIAL

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS SOSIAL

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran

DINAS SOSIAL

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran

DINAS SOSIAL

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase PSKS yang diberdayaaktifkan dalam penyelenggaraan Kessos

DINAS SOSIAL

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase PSKS yang diberdayaaktifkan dalam penyelenggaraan Kessos

DINAS SOSIAL

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase PMKS yang menerima pelayanan Rehabilitasi Sosfal
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7M2i22, 4:26 PM

Sistem informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional
Prioritas Indikator
No | Pembangunan | Program Kineri SKPD Pelaksana Keterangan
nerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
DINAS SOSIAL

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase PMKS yang menerima pelayanan Rehabilitast Sosfal

DINAS SOSIAL

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase PMKS yang menerima Bansos Perlindungan dan Jaminan Sostal

DINAS SOSIAL

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase PMKS yang menerima Bansos Perlindungan dan Jaminan Sosial

DINAS SOSIAL

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Persentase Korban Bencana Yg Menerima Bansos Dalam Masa Tanggap Darurat,

DINAS SOSIAL

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Persentase Korban Bencana Yg Menerima Bansos Dalam Masa Tanggap Darurat,

DINAS SOSIAL

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Ketja

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Persentase Tenaga Kerja Terdaftar Yang Mendapatkan Pelatihan

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Persentase Tenaga Kerja Terdaftar Yang Mendapatkan Pelatihan

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Persentase Kasus Hubungan Industrial Yang Tertangani

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
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TH2/22, 4:26 PM

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Sistem informasi Pemerintahan Dasrah - Lampiran Tabe! 3.1 KUA

Nasional
Prioritas Indikator
No | Pembangunan | Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Persentase

Kasus Hubungan Industrial Yang Tertangani

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS!

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada SKPD

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Persentase

kasus kekerasan yang terselesaikan

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Persentase

pemenuhan hak dan petlindungan khusus anak

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya Penunjang Pengelclaan Administrasi Perkantoran

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN S|STEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Presentase perizinan yang memanfaatkan aplikasi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Presentase perizinan yang memanfaatkan aplikasi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

kelengkapan administrasi kepegawaian

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

kelengkapan administrasi kepegawaian

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

Kelengkapan Administrasi Keuangan

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
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7H2/22, 4:28 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daefah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional
Prioritas
No | Pembangunan | Program Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

Kelengkapan Administrasi Keuangan

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

kelengkapan administrasi pengelolaan BMD

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENUNJANG URUsAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

kelengkapan administrasi pengelolaan BMD

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Persentase

Pemuda Yang Memiliki Keterampilan

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Persentase

Pemuda Yang Memiliki Keterampilan

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Persentase

Kejuaraan Yang Diraih

| DINAS PEMUDA DAN. OLAHRAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Persentase

Kejuaraan Yang Diraih

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Indeks kep

uasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

pemenuha

n Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persentase

administrasi umum perangkat daerah
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7112122, 4:28 PM Sistem lnformisi Pemerintahin Dastah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional
Prioritas Indikator
No | Pembangunan | Program SKPD Pelaksana Keterangan
. Kinesja
Nasional
1 2 3 4 5 6

DINAS KELAUTAN. DAN PERIKANAN

Persentase pengadaan barang milik daerah

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Jumlah produksi perikanan tangkap
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Jumlah produksi perikanan budidaya

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HA‘SIL PERIKANAN

Persentase pengolahan hasil perikanan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian

DINAS PARIWISATA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian

DINAS PARIWISATA

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINAS! PARIWISATA

objek wisata dengan sarana dan prasarana memadai

DINAS PARIWISATA

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

objek wisata dengan sarana dan prasarana memadai

DINAS PARIWISATA

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Jumlah event wisata

DINAS PARIWISATA

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Jumlah event wisata

DINAS PARIWISATA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian
DINAS PERTANIAN!
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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TM2/22, 4:28 PM

Sistem Informasi Pemarintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional
Prioritas Indikator
No | Pembangunan | Program SKPD Pelaksana Keterangan
. Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6

Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Persentase Warga Transmigrasi Yang Terlatih

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Persentase Warga Transmigrasi Yang Terlatih

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Presentase Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahtraan rakyat, hukum dan

kerjasama

SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Presentase Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahtraan rakyat, hukum dan

kerjasama

SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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71222, 4:28 PM

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Sister Informas| Pemeintahan Deerah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Nasional

Prioritas
No | Pembangunan | Program Indikafor SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

persentase

kebutuhan pegawai dan pengembangan karir pegawai

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

persentase kebutuhan pegawai dan pengembangan karir pegawai

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Persentase ASN berkompeten

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

kelengkapan administrasi kepegawaian

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

kelengkapan administrasi kepegawaian

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

kelengkapan administrasi keuangan

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

kelengkapan administrasi keuangan

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

Kelengkapan Administrasi Keuangan

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

Kelengkapan Administrasi Keuangan

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

kelengkapan administrasi pengelolaan BMD

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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71222, 4:28 PM

Sisteni Informasi Pemeriritahian Daerah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional
Pricritas lln dikator
No | Pembangunan | Program e SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6

Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Presentase penyampaian laporan

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Presentase penyampaian laporan

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KCTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

kerjasama

Presentase Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahtraan rakyat, hukum dan

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

kerjasama

Presentase Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahtraan rakyat, hukum dan

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Presentase kebijakan yang dilaksanakan dengan baik

KECAMATAN PINOGALUMAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Presentase kebijakan yang dilaksanakan dengan baik

KECAMATAN PINOGALUMAN

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Presentase penanganan laporan trantibnas

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM KOORDINAS|I KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
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712/22, 4:28 PM

Sistem Inforrhasi Pemerintahan Daefah - Lampiran Tabe! 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional
Prioritas Indikator
No | Pembangunan | Program . SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
Presentase penanganan laporan trantibnas

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Presentase

Laporan LPPD Tepat Waktu

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Presentase

Laporan LPPD Tepat Waktu

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Persentase

jenis kebudayaan yang dikelola

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Persentase

Jjenis kebudayaan yang dikelola

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Jumlah data sejarah daerah yang ditata

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Jumlah data sejarah daerah yang ditata

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Jumlah cagar budaya yg dikelola

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Jumlah cagar budaya yg dikelola

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Persentase

masyarakat yang memahami idielogi Wasbang

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

5 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dagar

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
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7112122, 4:28 PM

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Sistem Inicrmasi Pemerintahan Dagrah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Nasional
Prioritas Indikator
No | Pembangunan | Program SKPD Pelaksana Keterangan
. Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Persentase

sumber air / Sungai berkondisi baik dan kondisi debit air stabil/ Jaringan Irigasi Baik

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Persentase sumber air / Sungai berkondisi baik dan kondisi debit air stabil/ Jaringan Irigasi Baik

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Persentase

Jumlah Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Persentase

Jumlah Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Persentase Pemenuhan Penyediaan Sarana Dan.Prasarana Pengelolaan Persampahan berkondisi baik

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Presentase

Pengurangan Luasan Genangan Banjir

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Persentase

Pemenuhan Trotoar dan Jalan Permukiman

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Persentase

Pemenuhan Trotoar dan Jalan Permukiman

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Persentase

Bangunan Gedung yang laik fungsi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Persentase

Bangunan Gedung yang laik fungsi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Persentase

Bangunan Kawasan Lingkungan Berkondisi Baik

i

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Persentase

Bangunan Kawasan Lingkungan Berkondisi Baik

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
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712122, 4:28 PM

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Sistem Informasi Pemerintahan Daaféh - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Nasional

Prioritas

No | Pembangunan | Program Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
- Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Persentase

Penyedia Jasa Konstruksi dengan Konduite Baik

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Persetase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Rasio Rumah Layak Huni

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROGRAM KAWASAN

PERMUKIMAN

Persentase

Permukiman Kumuh Tertangani

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Cakupan Layanan Akses Sanitasi Lingkungan Perumahan

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Persentase

Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Persentase

Kinerja Aparatur Desa sesuai target

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM ADMINISTRAS! PEMERINTAHAN DESA

Persentase

Kinerja Aparatur Desa sesuai target

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

arsentase Meningkatnya Perlengkapan Sarana dan prasarana Jalan

DINAS PERHUBUNGAN

Persentase

Meningkatnya Perlengkapan Sarana dan Prasarana Jalan

DINAS PERHUBUNGAN

Persentase

Meningkatnya Perlengkapan Sarana dan Prasarana Jalan

DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

'PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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7112/22, 4:28 PM

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Sistem Informasi Pemerintahian Daerah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Nasional
Prioritas
No | Pembangunan | Program Indikator SKPD Pelaksana Keterangan
. Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Persentase pengembangan dan penataan pasar rakyat

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Persentase pengembangan dan penataan pasar rakyat

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

PROGRAM STABILISAST HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Persentase ketrsediaan bahan pokok penting lainnya yang dipasar murahkan

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

PROGRAM STABILISAS| HARGA BARANGlKEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING *

Persentase ketrsediaan bahan pokok penting lainnya yang dipasar murahkan

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERAS! DAN USAHA
KECIL MENENGAH

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Persentase Perlindungan Konsumen

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN; KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Persentase Perlindungan Konsumen

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Persentase pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Persentase pelaku usaha perdaganga}l berjangka kotnoditi

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERAS! DAN USAHA
KECIL MENENGAH

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Presentase standar kopetensi industri

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Presentase standar kopetensi industri

hitps:/fbolaangmongondowutarakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ypb8AnQ3pjdBWU@Yt@m.J btkuGuQOB@g2KZ77AcOM/CJIUHegrmrs....

16/27



771222, 4:28 PM Sistem Inforiiast Pemeriniahan Daerah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional
Prioritas Indikator
No | Pembangunan | Program Kineri SKPD Pelaksana Keterangan
N nerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERAS! DAN USAHA
KECIL MENENGAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

terlaksannya kegiatan pemerintahan

KECAMATAN PINOGALUMAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

teriaksannya kegiatan pemerintahan

KECAMATAN PINOGALUMAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Presentase |aporan LPPD tepat wakiu

KECAMATAN PINOGALUMAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Presentase laporan LPPD tepat waktu

KECAMATAN PINOGALUMAN

6 | Membatigun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Cakupan Penanggulangan Bencana

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang tersusun

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kualitas Air dalam kategori Baik

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kualitas Udara dalam kategori baik

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kualitas Udara dalam kategori Baik
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Persetase Luas Kawasan Tutupan Lahan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
(LiMBAH B3}

Persentase Pengelolaan B3 dan Limbah B3
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase Capaian Kegiatan Peduli Lingkungan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
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TH2/22, 4:29 PM

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Sistem Informasi Perperintaiiér'l‘Da’er"ah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Nasional
Priotitas Indikator
No | Pembangunan | Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Peresentase Pengelolaan Sampha

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Persentase

Pengelolaan Sampah

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYAT! DAN EKOSISTEMINYA

Persentase

Kawasan Konservasi SDA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

7 | Memperkuat Stabilitas Po

{hukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase

Penegakkan Perkada

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NCN
KEBAKARAN

Jumlah Kejadian Kebakaran yang Tertangani

SATUAN POLIS] PAMONG PRAJA

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

Jumlah Kejadian Kebakaran yang Tertangani

SATUAN POLIS] PAMONG PRAJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRAS! KEPENDUDUKAN

Persentase

Pemanfaatan Data Kependudukan

DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRAS! KEPENDUDUKAN

Persentase

Pemanfaatan Data Kependudukan

DINAS ADMINISTRAS! KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

hitps:/bolaangmongondowutarakab,sipd.kemendagrl.go.id/daerah/main?ypb8AnQ3pjdBWU@Yt@mJbtkuGuQ0B @g2KZ77AcOM/CjlUHCgrmr5. ..

21427



7112122, 4:29 PM Sistem Infrmiasi Pemerintahiin Daerah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional
Priotitas Indikator
No | Pembangunan | Program . SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Jumlah Informasi yang diupdate pada website pemda

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMAS| DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Jumlah Informasi yang diupdate pada website pemda

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Jumlah minat investasi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Jumlah minat investasi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU ’

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Peresntase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Peresntase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tersedianya penunjang administrasi kepegawaian

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tersedianya penunjang administrasi keuangan

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tersedianya penunjang pengadaan barang milik daerah

https:/fbolaangmongondowutarakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ypb8AnQ3p/dBWU@Y@mJbtkuGuQOB@g2KZ77 AcOM/CjlUHegmrs... 22127



712122, 4:29 PM

Sinergitas Program Pemerintah Provinst dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Sisteni Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Nasional
Prioritas
No | Pembangunan | Program Indikafor SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tersedianya penunjang penyediaan jasa urusan pemerintahan

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tersedinya

penunjang administrasi umum

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUAS] PEMBANGUNAN DAERAH

Presentase

kesesuaian dokumen perencanaan dengan pembangunan daerah

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUAS] PEMBANGUNAN DAERAH

Presentase

kesesuaian dokumen perencanaan dengan pembangunan daerah

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROGRAM KOORDINAS| DAN SINKRONISAS| PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Presentase

capaian kinerja SKPD

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

kelengkapan administrasi kepegawaian

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

kelengkapan administrasi kepegawaian

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

kelengkapan administrasi keuangan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

kelengkapan administrasi keuangan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

Kelengkapan Administrasi Keuangan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Parsentase

Kelengkapan Administrasi Keuangan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase

kelengkapan administrasi pengelolaan BMD

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
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712122, 4:29 PM Sisterti Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional
Prioritas Indikator
No | Pembangunan | Program SKPD Pelaksana Keterangan
. Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelofaan administrasi perkantoran

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Batas maksimal defisit APBD

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Batas maksimal defisit APBD

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Ketepatan waktu penetapan Perkada Penjabaran APBD

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Ketepatan waktu penetapan Perkada Penjabaran APBD

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kualitas penyajian Laporan Keuangan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kualitas penyajian Laporan Keuangan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Persentase Ketersediaan database perbendaharaan yang tepat waktu

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN .DAERAH
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TM2/22, 4:29 PM

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Sistem Informasi Pemerintahan Dasrah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Nasional

Prioritas

No | Pembangunan | Program Indlka!:or SKPD Pelaksana Keterangan
s Kinezja
Nasional
1 2 3 4 5 6

Persentase Ketersediaan database perbendaharaan yang tepat waktu

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM

PENGELOLAAN KEUWANGAN DAERAH

Persentase Penyelesaian tindak lanjut Temuan termasuk tahun sebelumnya

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Persentase Penyelesaian tindak lanjut Temuan termasuk tahun sebelumnya

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM

PENGELOLMN KEUANGAN DAERAH

Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan

Keuangan Daerah yang dikelola dengan baik

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan

Keuangan Daerah yang dikelola dengan baik

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Presentase Dokumen SP2D yang berhasil posting

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Presentase Dokumen SP2D yang berhasil posting

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase OPD yang melakukan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase OPD yang melakukan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase OPD yang melakukan penatausahaan BMD dengan baik

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase OPD yang melakukan penatausahaan BMD dengan baik

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase OPD yang melakukan pengadaan BMD sesuai kebutuhan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
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7112/22, 4:20 PM

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Sistem Infofmasi Pemerintatian Daerah - Lampiran Tabel 3.1 KUA

Nasional
Prioritas Indikator
No | Pembangunan | Pragram SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
Persentase OPD yang melakukan pengadaan BMD sesuai kebutuhan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase

pemenuhan laperan BMD yang berkualitas

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase

pemenuhan laporan BMD yang berkualitas

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENGELCLAAN PENDAPATAN DAERAH

Presentase

.Peningkatan Pajak Daerah

BADAN PENGELCLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Presentase

Peningkatan Pajak Daerah

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Presentase Peningkatan Retribusi Daerah

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Presentase

Peningkatan Retribusi Daerah

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pesentase hasil kelitbangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja daerah

{

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

INSPEKTORAT DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

INSPEKTORAT DAERAH

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Persentase

temuan yang ditindaklanjuti

INSPEKTORAT DAERAH

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Persentase

temuan yang ditindaklanjuti

INSPEKTORAT DAERAH

PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENS!

Persentase

kegiatan koordinasi pendampingan asistensi monitoring dan evaluasi
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7112122, 4:29 PM

Sistem informasi Pemerintahan Dagrah - Lampiran Tabe! 3.1 KUA

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan

Nasional
Prioritas Indikator
No | Pembangunan | Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
INSPEKTORAT DAERAH

PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENS!

Persentase kegiatan koordinasi pendampingan asistensi monitoring dan evaluasi

INSPEKTORAT DAERAH

PROGRAM KOORDINAS! KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Presentase penanganan faporan trantibnas

KECAMATAN PINOGALUMAN

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

https:/ibolaangmongondowutarakab,sipd. kemendagri.go.id/daerab/main?ypb8AnQ3pjdBWU@ Yt@mJbtkuGuQOB@y2KZ7 7 AcOM/CilUHegrmr5...
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7H2/22, 4:30 PM Sistem Informas| Pemerinlahén’ Daerah - Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Indikator

No Pembangunan Program Kineri SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
= nerja

Provinsi
1 2 3 4 5 6
78 | PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM PENGELCLAAN PERIKANAN TANGKAP
Jumlah produksi perikanan tangkap
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 184.000.000

79 | PENINGKATAN KUALITAS SDM

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 128.400.000

Persentase kelengkapan administrasi keuangan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 128.400.000

Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 64.200.000

Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 128.400,000

Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 64.200.000

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 64.200.000

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Pendidikan Nonformal/ kesetaraan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.187.892.037
APK PAUD

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.187.892.037
APK SD/ MI/ sederajat '

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.187.892.037
APK SMP/ MTs/ sederajat

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.187.892.037
APM SD/ MI/ sederajat

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.187.892.037

APM SMP/ MTs/ sederajat

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.187.892.037

Nifai Rata- rata Rapor siswa Kelas IX SMP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.187.892.037

Nilai Rata- rata Rapor siswa Kelas VI SD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.187.892.037
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Persentase Kejuaraan Yang Dirath

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 49,999
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TH2/22, 4:30 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas

No Pemban_gu!'lan Program lﬁ:‘ﬁ}:r SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Persentase Kejuaraan Yang Diraih
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 113.543.600
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Persentase jenis kebudayaan yang dikelola
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 112.500.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Jumlah cagar budaya yg dikelola
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 173.176.000
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 500.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 274.122.840
80 | PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UNGGULAN DAERAH
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA 23.000.000
KECIL MENENGAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERAS| DAN USAHA 111.152.800
KECIL MENENGAH
81 | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.255.364.998

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.781.787.565

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Rasio Rumah Layak Huni

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

42.578.258

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase Permukiman Kumuh Tertangani

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

42,578.258

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Cakupan Layanan Akses Sanitasi Lingkungan Perumahan

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

66.656.513
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7112122, 4:30 PM

Sistem Infofmasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabe} 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Indikator
No Pemban'gu!'lan Program Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 66.656.512
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DINAS PERHUBUNGAN 6.500.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
ersentase Meningkatnya Petlengkapan Sarana dan prasarana Jalan
DINAS PERHUBUNGAN 20.000.000
Persentzse Meningkatnya Perlengkapan Sarana dan Prasarana Jalan
DINAS PERHUBUNGAN 93.893.400
Persentase Meningkatnya Perlengkapan Sarana dan Prasarana Jalan
DINAS PERHUBUNGAN 212.500.000
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 100.000.000
84 | PENINGKATAN KUALITAS TATA PEMERINTAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SEKRETARIAT DPRD 18.257.258.855
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGS| DPRD
SEKRETARIAT DPRD 818.006,000
85 | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRAS] KEPENDUDUKAN
Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 100.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 40.000.000
Persentase kelengkapan administrasi keuangan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 40.000.000
Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 40.600.000
Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian
DINAS PARIWISATA 2.128.692.670
SEKRETARIAT DAERAH 12.945.253.854
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712/22, 4:30 PM Sistem Informias] Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Indikator
No Pemban-gu!':an Program Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi
1 2 3 4 5 6

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKRETARIAT DAERAH 200.000.000

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH 150.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KQTA

Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 75.000.000

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Presentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pembangunan daerah

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 850.000.000
PROGRAM KOORDINAS!I DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Presentase capafan kinerja SKPD

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 50.000.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 34.986.,152.700
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Batas maksimal defisit APBD

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 37.532.454.459

Ketepatan waktu penetapan Perkada Penjabaran APBD .

.BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 37.532.454.459

Kualitas penyajian Laporan Keuangan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 37.532.454.459

Persentase Ketersediaan database perbendaharaan yang tepat waktu

'BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 37.532.454.459

Persentase Penyelesaian tindak lanjut Temuan termasuk tahun sebelumnya

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 37.532.454.459

Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah yang dikelola dengan baik

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 37.532.454.459

_Presentase Dokumen SP2D yang berhasil posting
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 37.532.454.459

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase OPD yang melakukan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 244.000.000

Persentase OPD yang melakukan penatausahaan BMD dengan baik

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 244,000,000

hitps:/fbolaangmongondowutarakab.sipd. kemendagri.go.id/daerah/main?tFIG 35i85c/OHHMd 5N 378rKKaJ53vD0IUYJJiAVEhWy3lecFigpTOfly/0o@... 4/5



THM2/22, 4:30 PM

Sistem ‘lﬁfo‘ri’ﬁié's*i Perrgerintahéri Dagrsh - Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Indikator
No Per:ban'gu.nan Program Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
rovinsi
1 2 3 4 5 6
Persentase OPD yang melakukan pengadaan BMD sesuai kebutuhan
BADAN PENGELCLA KEUANGAN DAERAH 244.000.000
Persentase pemenuhan laporan BMD yang berkualitas
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 244,000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Presentase Peningkatan Pajak Daerah
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 403.000.000
Presentase Peningkatan Retribusi Daerah .
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 403.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkanteran
INSPEKTORAT DAERAH 650.390.800
Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian
KECAMATAN BOLANGITANG BARAT 75.000.000
Persentase kelengkapan administrasi keuangan
KECAMATAN BOLANGITANG BARAT 75.000.000
Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan
KECAMATAN BOLANGITANG BARAT 75.000.000
Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD
KECAMATAN BOLANGITANG BARAT 75.000.000
Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD
KECAMATAN BOLANGITANG BARAT 75.000.000
Presentase penyampaian laporan
KECAMATAN BOLANGITANG BARAT 75.000.000
Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran
KECAMATAN BOLANGITANG BARAT 75.000.000
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Persentase masyarakat yang memahami idielogi Wasbang
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 35.000.000

https://bolaangmangondowutarakab.sipd.kemendagrl.go.Id/daerah/main?tFIG35195c/OHHMd5N378rKKaJl53vD0iu Y JIAVEhWy3lecFtqp TOHy/00@. ..
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Sistem Infofmasi Pemerintahan Daerah - Lamplran Tabe! 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran . SKPD Pelaksana
No Prov/Kab/Kota | Prioritas Program | Indikator Kinerja Pragram Prioritas Jumlah (Rp) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8

1 | Meningkatkan daya saing produk lokal

2.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

4,000,000

PROGRAM PENUMNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 279.378.111
RUANG

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

23.000.000

2 | Akselerasi implementasi Reformasi Birokrasl

2.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian

DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA 80.000.000
Persentase kelengkapan administrasi kevangan
DINAS PEMBERDAYAAN 80,000,000

MASYARAKAT DAN DESA

Persentase kelengkapan administrasi pengelolaan BMD

DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA 80.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Batas maksimal defisit APBD
BADAN PENGELOLA )
KEUANGAN DAERAH 77.203,853.052

Ketepatan waktu penetapan Perkada Penjabaran APBD

BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH 77.203,953.052
Kualitas penyajian Laporan Keuangan
BADAN PENGELOLA 77.203.953.052

KEUANGAN DAERAH

Persentase Ketersediaan database perbendaharaan yang tepat waktu

hitps:/iholaangmengondowutarakab.sipd. kemendagri.go.ldfdasrah/main?KZ CsBBpJYKqWxT4nMgaBBKtHvURPX|i88/92yHUS/2ybd XqwRGOMgp...
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7/12/22, 4:32 PM . Sistem Inférmas! Pemerintahan Dagrah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran . N SKPD Pelaksana
No Prov/Kab/Kota Prioritas Program | Indikator Kinerja Program Prioritas Jumiah (Rp) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
BADAN PENGELOLA 77.203.953.052

KEUANGAN DAERAH

Persentase Penyelesaian tindak lanjut Temuan termasuk tahun sebelumnya

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH

77.203.953.052

Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Penunjang Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola dengan baik

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH

77.203.953.052

Presentase Dokumen SP2D yang berhasil posting

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH

77.203.953.052

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase OPD yang melakukan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan

BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH 310.000.000
Persentase OPD yang melakukan penatausahaan BMD dengan baik

BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH 310.000.000

Persentase OPD yang melakukan pengadaan BMD sesuai kebutuhan

BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH 310.000.000

Persentase pemenuhan laporan BMD yang berkualitas

BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH 310.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Presentase Peningkatan Pajak Daerah

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH

806,000,000

Presentase Peningkatan Retribusi Daerah

BADAN PENGELCLA

KEUANGAN DAERAH 806.000.000

"PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIAT DAERAH 13.656.194.839
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN -RAKYAT

SEKRETARIAT DAERAH 200.000.000

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH 150.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

https:/fbolaangmongondowutarakab.sipd.kemendagri.go.idfdaerah/main?KZCsBBpJ YKqWxXT4nMga6BKtHvUNPx]i88//92yHUS/2yb4 XqwRGOMqp... 217
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Sistem Infothasi_Pemerintahéff Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran " _— SKPD Pelaksana
N
° Prov/Kab/Kota Prioritas Program | Indikator Kinerja Program Prioritas dumiah (Rp) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
SEKRETARIA‘T DPRD 17.605.208.855

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

SEKRETARIAT DPRD 25.000.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH 34.986.152.700

3 | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

1.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Pendidikan Nonformal/ kesetaraan

DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN 3.233.285.074

APK PAUD

DINAS PENDIDIKAN DAN

| KEBUDAYAAN 3.233.285.074

APK SD/ MY/ sederajat

DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN 3.233.285.074

APK SMP/ MTs/ sederajat

DINAS PENDIDIKAN DAN

"
KEBUDAYAAN -3.233.285.074

APM 5D/ M/ sederajat

DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN 3.233.285.074

APM SMP/ MTs/ sederajat

DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN 3.233.285.074

Nilai Rata- rata Rapor siswa Kelas IX SMP

DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN 3.233.285.074

Nilai Rata- rata Rapor siswa Kelas VI SD

DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN 3.233.285.074

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Persentase jenis kebudayaan yang dikelola

DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN 225.000.000

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Jumlah cagar budaya yg dikelola

https:fibolaangmongondowutarakab.sipd. kemendagri.go.ld/daerah/main?KZCsBBpJ YKqWxT4nMga6BKtHvUNPxjig8//92yHUS/2ybdXqwRGOMgp...
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Sistem informasi Pemerintahar Daerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran . . S5KPD Pelaksana
No Prov/Kab/Kota Prioritas Program | Indikator Kinerja Program Prioritas Jumiah (Rp) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN 346.352.200

2.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKAS| PUBLIK

Jumlah Informasi yang diupdate pada website pemda

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN

23.840.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kelengkapan administrasi kepegawafan

DINAS PARIWISATA

4,257.385.339

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Presentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pembangunan daerah

BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

1.700.000.000

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISAS! PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Presentase capaian

kinerja SKPD

BADAN PERENCANAAN,

PENELITIAN DAN 100.000.000
PENGEMBANGAN
.PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Batas maksimal defisit APBD
BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH 192.000.000
Ketepatan waktu penetapan Perkada Penjabaran APBD
BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH 192.000.000
Kualitas penyajian Laporan Keuangan
BADAN PENGELOLA 192.000.000

KEUANGAN DAERAH

Persentase Ketersediaan database perbendaharaan yang tepat waktu

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH

192.000.000

Persentase Penyele

saian tindak lanjut Temuan termasuk tahun sebelumnya

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH

192.000.000

Persentase Pertang
Pengelolaan Keuan

gungjawaban Pelaksanaan a

nggaran Penunjang Urusan Kewenangan
gan Daerah yang dikelcla dengan baik

BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH 192.000.000
Presentase Dokumen SP2D yang berhasll posting
BADAN PENGELOLA 192.000.000

KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

hitps:/bolaangmongondowutarakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?KZCsBBpJYKqWxT4nMga6BKtHvUNPxjig8//92yHUS/2yb4XqwRGOMqp...
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Sistern) lﬁfé’rrﬁés_j_ Pemei‘inlaiﬁéff Bée‘féh - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran . N SKPD Pelaksana
N .
° Prov/Kab/Kota Prioritas Program | Indikator Kinerja Program Prioritas Jumizh (Rp) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8

Tersedianya penunjang pengelolaan administra

si perkantoran

BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN 548.245.680
PELATIHAN
INSPEKTORAT DAERAH 1.300.781.600

2.1.2, Meningkatnya pelayanan publik

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Persentase Kejuaraan Yang Diraih

DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA

49.999

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Persentase Kejuaraan Yang Diraih

DINAS PEMUDA DAN

113.543.600

OLAHRAGA

PROGRAM PENUNJANG. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

'DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN

2.781.787.565

DAN PERTANAHAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Rasio Rumah Layak Huni

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

42,578.258

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase Permukiman Kumuh Tertangani

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN

42.578.258

DAN PERTANAHAN

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Cakupan Layanan Akses Sanitasi Lingkungan Perumahan

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN

66.656.513

DAN PERTANAHAN

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Cakupan Penanggulangan Bencana

‘BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

66.888.685.

‘PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

66.656.512

https://bolaangmongondowutarakab.sipd.kemendagri.ge.id/dasrah/main?KZCsBBpJ YKqWx TAnMga6BKtHvUNPxiiBB//92yHUS/2ybd XqwRGOMgp. ..

5/7



TM2/22, 4:32 PM

Sistem Inforiasi Pemeriritahan Déerah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Pricritas

No Prov/Kab/Kota

Sasaran
Prioritas

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana
Program Prioritas

Jumlah (Rp}

Ket

1. 2

3

4

6

7

_| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS PERHUBUNGAN

' 6.500.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

ersentase Meningkatnya Perlengkapan Sarana dan prasarana Jalan

DINAS PERHUBUNGAN

20.000.000

Persentase Meningkatnya Perlengkapan Sarana

dan Prasarana Ja

lan

DINAS PERHUBUNGAN

93.893.400

Persentase Meningkatnya Perlengkapan Sarana

dan Prasarana Ja

lan

DINAS PERHUBUNGAN 422.508.120
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
DINAS KEARSIPAN DAN 500.000

PERPUSTAKAAN: DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIAT DAERAH

3.517.074.536

SEKRETARIAT DPRD

652.050.000

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

SEKRETARIAT DPRD

818.006.000

'PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah

BADAN PERENCANAAN,

PENELITIAN DAN 75.000.000
PENGEMBANGAN
KESATUAN BANGSA DAN 40.000.000

POLITIK

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Persentase masyarakat yang memahami idielogi Wasbang

KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

35.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan

KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

6.947.222.528

4 | Menurunkan angka Kemiskinan dan Pengangguran

1.14. Menurunnya beban pengeluaran keluarga

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Persentase pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak

https:/fbolaangmongondowutarakab.sipd. kemendagri.go.id/daerah/main?KZCsBBpJYKqWxT4nMga6BKtHvUnPxjig8//92yHUS/2ybaXqwRGOMgp...
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TH2/22, 4:32 PM

Sistem Informas| Pemerintahian Dégrah - Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No

Prioritas
Prov/Kab/Kota

5KPD Pelaksana
Program Prioritas

Sasaran

Prioritas Program | Indikator Kinerja

Jumlah (Rp) Ket

2

3 4 5 6 7 8

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

192.000.000

2.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya penunjang pengelolaan administrasi perkantoran

DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

218.305.600

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Presentase Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahtraan rakyat,
hukum dan kerjasama

SEKRETARIAT DAERAH 100.000

3.1.1. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi.unggulan daerah {lokal)

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Jumlah produksi pertkanan tangkap

DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN 184.000.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 4.145.364.998
RUANG

https://bolaangmongondowutarakab.sipd.kemendagri.go.ld/daerah/main?KZCsBBpJYKqWxT4nMgabBKtHvUNPx|i88//92yHUS/2ybd XqwRGOMdgp...
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M2/22, 441 PM

Sistem I'nformasivPemeriritahér; Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program Krglatan Sub Ksglatan
Ne Indiktor Kini ikt
Frogmm erfa Hegd kator Kinutja SobKegl Indikator Knerja Lokas! Sub. ot
Haall Program | Target Capalan Kaluaran Keglatan Target Capalan Kelsaren Sub Keglaun Target Cepalan Keglatan
101 URUSAN TAHAN BIDANG Pi N
1.01.01 PROGRAM Tersedisnya Gzji dan 100 Parssn 1.01.?1..232' 1.09.01.2.02.01 Penyediaan Gafi dan Jumlah Orang yang Menerima Gajl dan 0 Crang/bulan
PENUMIANG Tunjangan Administras Tunjangan ASN Tunjangan ASN
URUSAN Keu: Perangkat
PEM AHAL Tamtzhan ngan Ferang Terbayarnya tunjangan penghasitan ASN 100 persen
ERNTAHAN Penghasilan ASN Daerah |
Elmu Tersedisay 100 n ey peag 100 parsen
Penyediaan g
Administrasi
Pelakiandan Tugas
ASN
1?131392:(12 Penyediaan Persentats penyediaan jasa edministrasi 100 persen
Tugas ASN lak tugss ASH
1.01.01.2.05 101.01.205.11 Bimbingan Teknis Jurnih ASN yang mengikuti blmekf workshop/ 100 persen | Semua
Adminlstrasi Implementasi Poraturan Perundang- | pefatiun dan sjenisnya Kab/Kota
Kepegawalan Undangan
Perangkat Daerah '
10101206 1010120602 Penyediaan Peralatan | jumtah Paker Peratatan dan Periengkapan Kantor 0 Paket Kab,
Administrasi Jamm dan Pertengkapan Kantor yaong Disachiakan Bolaang
Perangkat Daerah ” o T N M o
antor ’ M
1010120609 Penyelenggarsan Jumish Laporan Peryehenggarasn Rapat Koordinasi O Laporan | Kb
Rapat inasl dan dan SKED Bolaang
SKPD M d
s peny miskarsan d. pers Utara
rapatf tamy
Persentase penyadiaan rapat-rapat koordinasy pe
kensultas! SKPD
100.01.207 1.01.01.2.07.05 Pengacaan Mebe| Junlah Paket Mebel yang Ditedlakan 0 Unit Semua
Pengadasn Bara; !
in:lrl:z:)::r:h ™4 Parsentasa peminuhan mebel kantor 85 persen Kabrkots
Penunjang Urusan
Pemerintah Daersh
101.01.2.07.0G Pangadaan Peralstan | sumbaty nit Pesalatan dan Mesin Lainnya yang ount  {Kab.
dan Mesin Lainnya Disedizkan Bolaang
Persentase i If dan pedengl 85 persen Monga,
Kantor Utara
101120701 F Sarana p ! k 80 persen
dan Prasarana Pendukung Gedung kegiatan kantor
Kantor ataw Banguran Lainnya
-
10101208 1.01.01.2.08.01 Penyedisan Jasa Surat Jasa surat 100 persen
Penyedizan Jasa Menyynat i °
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daetah
1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa [ p han Jasa listrik, air dan jasa 100 persen
Komunikasl, Sumber Caya Alr dan komunikas
Listrik
1010120804 Penyedizan Jasa han jass pelayanan kantor 100 persen | Kab,
Pelayanan Umum Kantos Bolaang
Mongondaw
Utana
10101209 14810129901 Penyediaan Josa FPersentase jumlah €00 terpelihara 100 persen Kab.
Pemeliharaan Barang Pemetiharaan, Blaya Pemeliharaan, e Bolaang
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan Mangondow
Penunjang Urusan Dinas atay Kendzraan Dinag Jabatan Utara
Pemezintshan Daerah
1010120008 § Lh I t kantor yang terpelihara 100 persen | Kab.
Peralatan dan Mesin Lalnnya Bolasng
Mengondow
Utars
1.01.02 PROGRAM AngkaParbsipasi 100 Persen | 10102201 1010220102 Pensmbahan Buang | tumigh Auang Kelas Baruyang Dertambah 0 Ruany
PENGELOLAAN Pendidikan Pengelolaan Kefas Baru
PENDIDIAN Nonfoemaly Pendidikan Sekolah
kesetaraan Dasar
APK PAUD 100 persen
APK SBf MY 100 persen
sederafat
* APK SMP/ MT/ 100 persen
sederajat
APM SO/ MY 100 persen
sederajat
APMSMP/ MTR/ 100 persen
sedergfat
Nilai Ratz- ram 88 Nilad
Repor siswa Kelas X
SMP
Nil2i Rata- rata 85 Nilad
Rapor siswa Kelas Y1
sD
101.022.01.03 Pembangunan Ruang | fumlsh Ruang Gurw/Kepala Sekolah/T yang Telah 0 Ruang
Gyruy/Kepals Sekolsh/TU Dibangun
LD1.022.01.04 Pembangunan Ruang | Jumiah Ruang Unit Kesehatan Sekalshyang Telah 0 Ruang
Unit Kesehatan Sekalsh Bibangun
1.01.022.01.05 Pembangunan Jumiah Perpustakaan Sekokh yang Telsh Dlbangun  ORuang
Perpustakaan Sekolsh
101022.01.06 Pembangunan $arand | jumish Sarsna, Prasarana dan Utlitas Sekalsh yang 0 Unit
Prasarana dan Utlitas Sekolah Telah Dibangun
Persentase Sekolah {SD) yang mermnilikl Fasilitas/ 100 pezsen
Utifitas Sekolah Sesual SN
Persentasa sekolah S0 yang manerapkan 60 persen
pembelajaran berbasis IT
1010220107 Pembangunan Rumah | jumtah Rumah Dinas Kepala Sakalah, Guna Perjaga 0 Unit
Dinas Kepata SekolhGury/Penjaga | sekotah yang Telah Dibangun
Sekalah
1.01.02261.08 Rehabliitasi Jurniah Auahg Kelas yang Ditehabilitasi Sedang/detat 0 Rua
Sedang/Berat Ruang Kelas " yere "
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Sistem Informasi Pgmerfnt;héﬁ Bagrah -'Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Keglatan Suk Keglsten
Ho Tndikator Mnerfa Incikator Kinerja Indtkater Klnurje tokasl Sub
Program gl Subr Keglatan ixth Kat.

Masi] Program I Targat Capalan Ketuaran Xeglatan | Target Capafan Keluarzn Sub Kegistan ] Target Capalan Kegiatan
101.02.201,03 Rehabliitasi Jumizh Ruang Gury/Kepala Sekolah/TU yang Telah 0 Ruang
Sedang/Berat Auang pal irehabilitasi Sedang/
Sekolah/TU
1.01.022.01,10 Aehabllitas) lumlah Rurang Unkt Kesehatan Sekolahyang Telsh O Riang
Sedang/Berat Ruang Unit Direhabil Sedang/
Sekalsh

T

1.0102.201.11 Rehahilitas] Jumiah Perp Sekolah yang Telsh Db i 0 Ryang
$edang/Berat Perpustakaan Sekolah Secang/Berat
1010220112 Rehabllitasi Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang 0 Unit
Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan | Telah Direhabilitasi
Utilitas S=kolah

Persentase sarna, prasarana dan utilitas SD kondisi 100 persen
batk

1010220143 Rehabiiitasi Jurnish Rumah binas Kepals Sekolah, Gur Perjaga  OUnit
Sedang/Berst Rumah Dinas Kepala | gekolah yang Telah DiRehabilitast Sedang/Berat
Sekolah/Guru/Panjags Sekolan

1.01.02201.14 Pengadaan Make Jurnlah Mebel sekalah yang Tersedia 0 Paket

Sekolab

Persentase ketersediaan Mebel sekalah (SO} dengan 95 persen
Jjumlzh siswa

1010220117 Fengadaan

Jumlah Perlengkapan Peserta Didikyang Tersadla  0'Unit

Perlznghapan Siswa siswa $0 yang mend bantuzn 100 persen
perengkapan siswa

1.01.022.01.21 Penyediaan Blsya Jumlah Pesert Didik Sekalah Menengah Atzsyang 0 Peserts

Perzonil Peserta Didik Sekolah Dasar | Menmrima Biaya Personl Peserta Didik Didik
Persertase siswa miskin {SD) yang mendapatkan 100 persen
Jaminan pendidian

1010220122 p‘"ifd"" Alat Jumiah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 0 Pakst

Prakuik dan Peraga Siswa Persentase sekolah (S0 yang memiliki Alat Praktik. 80 persen
dan Perpga sesual SNP

1010220123 Peny?rengga!nn Jumah Satuan Pendidianyang 0'Saman '

Proses Batajar dan Ujlan bagi Pesecta Meryelenggarakan Proses Belajar ¢fan Ujlan Pendidikan

Didk Fersentase angka kekihusan siswa janjang SO 100 persen

101.02.201.25 Pemblrass Minat, Jumlah slswa SO berprestast dibidang Iptek, olshraga 7 siswa
Bakat dan Kreathvitas Slswa dan seni
Jumlah Stswa yang Mengikuti Ajang 0 Feserta
Kompetisi/Lomba Akaderik dan Non Akademik idik,
1010220126 Penyedizan Pendidik | jumiah Penclicik dan Tenaga Xepandidkanyang ~ 0.Orang
dan Tenaga Kependidikan bagi Tersedia pada Satuan Fendidikan Sekolah Dasar
Satuan Pendidikan Sekalsh Dasar | o o pendidik don tenaga kependidian fsiws 20 persen
Jerjang S0
1010220127 Pengembangan Kerir | jumian bendidik dan Terazga Kependidken yang 0 Orang
PendldTk dan Tenaga i dapatkan Fasiiitasi Kanaikan
pada Satuan Pendidikan Sekelah Pangkat/Golongan, Pemberian Prompsl
Casat Peningk petensi dan Kualifikasi
Persentase guna (3D) yang memiliki sertifikat 100 persen
pendidik
1.01.022.01.28 Pemibsinaan Jumiah Sekolah Menengah Dasar yang 0 Satuan
Kelembagaan dan Mangj fakeanakzan Pembil iy dan Pencidikan
Sekolah rmangjemen sekolsh
Pessentase Kepala SD yang memiliki NIKS 100 persen
1010220129 Pengelolagn Bana Jumiah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana 0 Satuan
BOS Sekolah Dasar 905 Pendiciican
18102202 1010220202 Penambahan Auang | fumiah Ruang Kelas Bans yang Bertambah GRuang
Pengelolazn Kelad Baru Rasio ketersedlaan fuang kelas per Jumiah siswa SO 24 persen
Pendidikan Sekolsh
Menengah Pertama Rasio ketersediasn ruang kelas per Jumlsh sisws SMP 40 persen
10102202.03 Pembangunan Rusng | jumish Ruang Guny/Kepals SekolahyTU yang Telsh @ Ruang
Gutu/Kepala Sekolah/Ty Dibangun
1010220204 Pembanguran Ruang . Jmu.haum-g Unit Kesehatan $ekclahyang Telsh ~ QRuang
Unit Kesehatzan Sekolah Dibangun
1010220205 Pembanguran lumlah Perpustakaan Sekoleh yang Tetsh Dibangun ~ ORuang
Perpustakaan Sekelah i L
10102 2.0206 Pembangunan Jumlash Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 0 Ruang
Laberatorium
10140220209 Pembangunan Rumsh | jumizh Rumah Dinas Kepala Sakolah, Guru, Peajags O Unit
Dinas Xepala SekolahyGur/Penlagi | sekolsh yang Telah Dibangun
Sekolah
11.62.202.10 Pembangunan Jumiah Faslitas Parkir yang Telah Dibangun 0Uunit
Fasiitas Parkir
1.01.02202.12 Penbangunan Sarand, | tumlah Sarana, Prasarana dan Ustilitas Sekolsh yang OUni
Peasarana dan Utilitas Sekolah Telah Bibangun
Persentase Sekolah (SMP) yang memiliki Fasilitas/ 99 persen
Wtilitas Sekotah Sesual SKP
Persentase sekolah SMP yang mensrapkan 85 persen
pembelajaran berbasis IT

1.01.02 2.02.14 Rehabilitas!

Jumlzh Ruang kelag sekolzh yang Telah Direhablitas O Ruang

Sedang/Berst Ryang Kefas Sekolah Secang/Berat

1.01.022.02.15 Rehabilitasi fumish Rusang Guru Sekelsh yang Teloh Direhabifasl 0 Ruang

Sedang/Berat Ruzng Guru Sekolah Sedang/Berat

101.022.02.16 Rehablitash Jumlzh Ruang Unit Kesehatan Sekalsh yang Jelsh 0 Ruang

Ledang/Berat Ruang Unit Kesehatan | . pivehabilitast Sedang/Berat

Sekolah

1010220217 Rehabilitasi Jumah Perpustzkaan Sekolah yang Telah Dicehabiftasi 0 Ruang

Sedang/Berat kaan Sekelsh dang/

1016220216 Rehabilitas) Jumitah L yang Telah DirehabiTitasi 0 Ruang
Lab il o

1010220221 Rehabilitasi Jumiah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Gunu/Penjaga 0 Unit

Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sakolzh yang Telsh Direhsbilitasi Sedang/2erat

Sekolsh/GunufFenjaga Sekolah -
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Sistérn Infarinasi Pemerintafian Dastah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Keglatan Sub Kegintan
No trdicator Kinerjs Indikator Kingrfa Indliator Kinwrja Lokasl Sub
Progam Keglatan - Sub Keglatan - N Fat
Hazll Program | Targwt Capalan Keluaran Keglatan I Targer Capalan Keluaran Sub Keglatan Targel Capalan Kegietan
1401.02.202.24 Rehabilitag) Jumlah Sarana, Prasarana dzn Utilitas Sekolah yang Telah 0 Unit
Sedang/Berat Sarana, Prasatana dan Direhabilitas] Sedang/Berat
Utilitas Sekolzh
1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebe! Jumish Mebel Sekolah yang Tersedia G Paket
Sekolzh Persentase ketersediaan Mebel sekofah (SMF) 92 parsen
dengan jumiah siswa
1010220228 Pengadasn Jumtah Perlengkapan Siswa yang Tersedla 0 Paket
Perlengtapan Siswa Persantase siswa SMP yang mandapatkan badtuan 100 persen
periengXapan siswa
1016220232 Peny‘ediaan Blaya Jumioh Peserts didik Sekolah Menengah Pertama 0 Peserta
Personi Peserta Didik Sekolsh yang Menerima Blaya Personil Peserta Didik Didik
Menengsh Pertama Persentase siswa miskin (3MP) yang mendapatian 100 persen
Jaminan pendiditan
191.02262.35 Pengadaan Alat Jumlah Alst Praktik dan Parsgs Siswa yang Tersedia O Paket
Praitikcdzn Peaga Siswa Persentase sekaloh (SMP} yang memiik] Alat Praktik 100 persen
dan Peraga sesuai SNP
1010220236 Penyelonggarasn Jumiah Pesenta Didik yang Mengikut! Proses OPesera
Proses Belajar dan Ujian bagi Pesarta falsjar an Wjien. Didik
Didik Persentase anghka kelihusan siswa jenjang SMP 100 pensen
1010220238 Pemiblnaan Minat, Iymiah siswa SMP berprestast dibidang latek, B Siawa
Bakst dan Kreativitas Siswa olahraga dan sen
| Jumiah Siswa yang Mengikuti Ajang OPeserta
i ‘ femik dan Non Akad) Didik
1.01.622.02.39 Penyeciaan Pendiglk | jumiah Pendidik dan Tenags Kependidikan yang 00mng
dan Tenzga Kependidikan bagl Tersedia pada Satuan Pendiikan Sekolah Menengah
Satuan Pendigikan Sekolah Pertama
Menengah Pertama FRasio pendidik dan tenags kependidikan / slgwa 20 persen
fenjang SMP
1010226240 Pengembangan Karir | jumiah Pendiicik den Tenaga Kependidikanyang 0 Grang
Pendidik dan Tenaga Kepandidikan Mendzpatkan Fasifitas! Kenslkan Pangkat/Golongan, B
pada Satuan P Sekolah ian Promay, Peningk sid
Menamgah Pertama Kualifikasi ’
Persentase guru (5MP) yang menllikd sertifikat 44 perten
pendidik
1.01.022.02.4% Pembinzan Jumlah Sekotah Menengah Pertama yang 0 Satuan
- iamb dan jeman Dilaksana Pendldikan
Sekolah "
Persentase Kepala SMP yang memilikl NIKS 100 persen
1.01.022 0242 Pengelolssn Dana Jumlzh Sekolah Menengah pertama yang 0Satuan
BOS Sekolah M h Pertama Dana BOS Pendidikan
10102203 1010220301 Fembangunan tumish Gedung/Rusng Kelay/Ruang Guru PAUD  Oiinit
Pangslolaan Geclung/Ryang Kelas/Ruang Gury yang Telah Dibangun
Pendidikan Anak Usla PAD Perentase ketersedioan Ruang kelas / ruang guru 85 persen
Dinl (PAUD) pada satuan PAUD
1.81.02.203.02 Pembangunan Sarana. | jumiah Sarana, Frasarana don Utiltas PAUD yang O Uit
Praszrana dan Whilitas PAUD Telah Dibangun
Penentase kembaga PAUD yang memllitd utilitas 20 persen
sekolah sesuni SNP
1.01.02.2.03.03 Rehabilites! Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang O Unit
d, g/ g/ Telah DL ? 1] 0/
Kelag/Rusng Guru PAUD
101.02.2.03.04 Rehabllitasi tumilah Sarana, Prasareta dan Utlita PAUD yeng Telsh @ Unle
Sedang/ Pemk nan Sarana, irehabil Sedang/Berat
Prasarana dars Lhilltas PAUD
1.01922.03.07 Pengadaan Mebel Jumlah Mebe] PAUD yang Tersedia 0 Paket
D Persentzia ketersedliaan Mebel sekolah (PAUDY 50 persen
dengan jumiah siswa
1.010220209 Pengadaan Jumiah perlengkapan PAUD yang Tersedia G Paket
Pestengkepan PAUD
1.01.02.2.03.31 Penyediaan Biaya Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Bizya D Pesenta
Personil Peserta Didik PAUD Persond Peserta Didik Didik
Persentase siswa miskin (PAUD) yary mendipatkan 15 persen
Jamiran Perdidiken
1.01.02203.12 Pengadaan Alat Jurrlah Alst Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia 0 Paket
Praktik dan Peraga Siswa PAUD Peesentase Lemiaga PAUD yang memiliki Alzg 60 persen
Praktik dan Peraga sesuai SNP
1.01.02.203.13 Penyzlanggaraan tumiah Peserta Didik PAUD yang Mengkuti Proses D Peserta
Proses Belajar PAUD Behajar Didik
Persentasy siswa PAUD yang menamatkan 3555 Stswa
pandidian pada kembaga PAUD
1010220314 Penylapan dan Tindak | jumish PAD yang Siap Dievaluasl dan 0 Satuan
Lanjut Evabias] Satuan PAUD Melaksanakan Rekomandas) Pendidikan
Fersentasa kembaga PAUD yang berstatys 75 persen
pegeri
1010220315 Penyedizan Pendidik | Jumigh Pendidik dan Tenaga Xependidikanyang ~ 0.Orang
dan Tenaga Kependidikan bagi Tersedia pada PAUD
Satuan PAUD Rasio ketersediann pendidik per slswa PAUD 100 persen
1010220116 Pengembangan Karit | jumish Pendidik dan Tenaga Kependidikanyang 0 Orang
Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Mendapatkan Fasiftasi Kenaikan Pangkat/Gol
pads Satuan PAUD an Promosh, Peningl i d
Kualifikash
F pendidik PAUD yang i 75 persen
Sualifikasi pendidik PAUD
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Jumlah PAUD yang Dilsksanakan Fembinaan 0 Satuan
i dan Manaj PAUD dan Manajemen Pendidikan
Persentase Pimpinan Lembaga PAUD yang 20 persen
memilid NIKS
101.022.03.18 Pengelolaan Dana Jumlah PAUD yang Mengelofa Dana BOP O Sewan Pendidikan
BOP PAUD
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Sistem lfiformasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Pregram Keglatan Sub Keglatan
No IndTkator Klnerja Indikator Kinerja Indikator Kinwrja
Program Keglauan i Sub Kagtaten bk S | ket
Hasll Fragram | Target Capalan Kahuaran Kegiatan | Target Cepalan Keluaran Sub Keglatan l Target Capalan glatan
- T ¥
1.01.02.2.04 101.02204.01 Pembangynan 1 umiah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Gueu A Unit
Fengelolasn §/Ruang uns yang Telah bibangun
Ponglidikan NonformalKesetzraan
Nonfornal/Kesetaraan
B 10102204.02 Pembangunan Samna, | yyrelzh Sarama, Prasarana don Utlitas Scholsh 0 Ui
Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/kessteraan yang Telzh Dibangun
Naaformal/kesetaraan Persentase kembaga PNF yang memiliki Fasilitasy 100 persen
Utifitas Sekolah Sqsual SNP
1.01.02.2.04,04 Rehahilitasi Jumizah Sarana, Prasarana dan Uilitas Sekolah 0 Unit
Sedangy Sarana, yang Dirahabiliash
Prasarana dfan Utilitas Sekolah Sedang/Berat
NenformalKesctacaar, Persentase lemibaga PNF kandisi balk 100 persen
1010220407 Pengadaan Mebel Juinlsh Mebel Pendldikan Norformalitesetaraan. O Paket
Pendidikan Nonformal/Keseteraan yang Tersedia
Persentase ketersediaan Mebel sekolah [SPNF) 100 persen
cengan jumlah warga beljar
1010226411 Pengadaan Alat Jumiah Alat Praitk dan Peraga Siswa Nonformalf 0 Paket
, Praltik dan Pezaga Siswa Nontormat/ | Kesetaraan yang Torsedia
Kesgtaraan
1.01.02.204.12 Penyslanggaraan Jumizh Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 0 Pesarta
Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan . Didik
. Persantase warga belajar yang menamatkan 42 persmn
program pendidikan kesetarazn
10L02204.13 Penylnpan dan Tincak | fumiah Satuan Pendidikan NonformaliXesetaraan 0 Satuan
Lanjut Evatuasl Satuan P itandi | siap b i dan Melaksanatk A I "
Pendidikan Nonlormal/Kesetaraan " a e 100 persen
nonformal terakreditas! minimal &
1.01/72.204.14 Penyecliaan Pendidik | jymizh Pendidik dan Tenaga Kependidikanyang 0 Drang
dan Tenzga KAPendldJkan bagi Tessedia bagi Satuan Pendidikan
Satuan Pendidikan NonformalKesetaraan
NonformalfKesetaraan &asio ketersediaan pendidik Tutorf pamong belzjar 69 persen
per warga belzjar PNF
1010220415 Pengembangan Karlr | fumlah pendidik dsn Tenaga Kependidikanyang ~ 0.0rang
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mendapatkan Fasilitas Xenalkan
pada Satuan FeadidIk ok [ Pemberizn Promesi,
Nonformzl/Kesetzraan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
: Persentzse pendidik Tutor/ pamong belafar 100 persen
i K yang i kuali
pendidik kesetaraan / PNF
1.01.02.204.17 Pengelolazn Dana fumiah Sekolah Nonformal/Keselatsanyang D Satuan
BOF Sakolsh 1 Oana BOP Penciidikan
10103 PROGIAM | persentase 100persen | 10003201 1010320104 Pefatitan Penyustnan | sumish Penyusun Xurikulum Mustan 00mng
PENGEMRANGAN panerIpan Penetapan Kurikukim Kurkulum Muatan Lokal P ; Datar yang Meningkat X y
KURINULUM kurikulum psds Muatan Lokal Dasar n pendidik yang mang & 65 persen
setiap Janjang Pendidikan Dasae muatan Jokal
satuan pendidikan
1.02 URUSAN PEMERFNTAHAN BIDANG NKESEHATAN
1.02.01 PROGRAM Persentase 100 persen | 10201201 1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan ) Jumish Dokumen Sistem Palaporan Capaian 5 Dokumen
PENVNJANG Kelengkapan Perencanaan, Pertyuisunan Leporan Capaisn Kinarja Kinerja dan keuangan Yang disusun
URUSAN Adrtinistrasi Penganggaran, dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumiah Laporan Caisalan Kiders dan fkhtitar 0Laporan
PEMERINTAHAN keuangan Evalusi Kirerjs " Realisasi Kinerja $KPD 2 Laporan Hasi
DAERAK . Perangkat Daers ¥oardinasi Pemyusunan Laporan Capaian Kinerja
KABUPATEN/KOT) dan [khtisas Reslisasi Kinega SKPO
10201202 1620120201 Peryediaan Gajidan | jumiah Orang yang Gaji dan 0 Ciang/bul
Adminlstrash Tunjangan ASN. Tunjangan ASN
;::::: 2n Perangkat Terbayarnya Gajl dan Tunjangan ASN 14 Bulsn
Terbayarnya Tunjangan Tambahan Penghasian 12 Bulan
Pegawal
1020120202 Penywdiaan W Issa
Administras] Pelak Tugas ASNL | pefay Tegas ASN
10201205 102.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Sumilsh Aparatur Yang Mengikut 100rang | Semua
Administrast il i dang- | g rkshop/Pelatihan dan Sejenisny Kab/Kata
Kepegawaian Undangan .
Sumlah wtur Yang Mengikuti 150r
FPerangkat Dzerahy B A?a h .“g‘.., Tfldln jent 0
Jumlzh Qrang yang Mengikuti Bimbingan Tekniy QQrang
. P Penundang-Und.
10201206 1020120601 Penyediasn Jumtah Paket Kompanen Instalas) G raket Kab.
Administrasi Umym Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantof yang Bolaang
Perangkat Daersh Listrik/Py B Kantor | pisediak Mongondow
; Tertediarya Xomponan instalasl stk 250 Persen | 72
10201206105 Penyediaan Barang Jumiah Paket Barang Cetakan dan Penggandasn 0 Paket Kab.
Cetakan dan Penggandaan yang Disegiskan Bolaang
Persentase Penyecinan Belanja Cetak dan TO0 Persen mt::‘gundnw
Fenggandan
1020120609 Penyelenggaraan lumiah Laparan Panyelenggatann Rapat Koordinasi 0 Laporan | Kb
Rapat inasi dan dan i SkPD Bolaang
SR Persentase Penyediasn Makanan dan Minuman 100 Persen :‘]"::'f“"d""
SKPD
Rapat-rapat dinasidan 100 Rersen
Konsuftasl SEPD
1020207 1.0201.207.02 Pengadtazn Kendaraan | Jumtats KDO Yang Diadakan f Kab,
FPeagadash Barang binas Operasional atau Lapangan Jumiah, Urit Kendaraan Dinas Operasional atau St Bolaang
bl Daerah Lapangan yang Disediakan Mongandgw
Fenunfang Urusan Vtara
Pemerintah Dagrzhy
10201207405 Pengadaan Mebel Jumizh Paket Mebel yang Disediakan ouny | Semua
Jumlzh PerlengkaparyPeralatan Kantor Yang Cladakzn 10 Unit Kab/Kata
Jumiah Perlengkapan/Peralatan Kantor Yang Diadakan 40 Unit
1.02012.07.06 Pengadaan Peralatan | jumish Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan 10 Unit "ﬁ:l-
By
dan Mesh Lainnya Jumish Peralaan Gedung Kanor Yong Disdtan 40 Unit | (890
Jumizh Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang OUnit | yrara
Disediakan
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Sistem informasi Pemerintahan Dagrah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Keglatan Sub Keglatan
Mo IndTkator Kiness Indikator Kinats Indlkator Xinarfa
Progam Kegl . . Sub Keglatan L:tmliI - Ket.
Hasll Program | Target Capalan Kalusran Keglatan I Target Capalan Keluaran Sub Keglatan Target Capalen rgliatan
1.02,61.2.08 | 1020120801 Penyediaan Jasa Surat | jumiah Laporan Penyedizan Jasa Surat Memyurat 0 Laporan
Peryediean Jase Menyunt
Penunjang Urusan Pertertase Tersedizmys Jasa Surat Meryusat 100 Persen
Pemerintahan Daerah
102.01.208.02 Peryediazn Jasa Jutnlah Lapetan Panyediaan Jasa Komunikas] 0 Laporan
Komunikasi Sumber Daya Alr dan $Sumber Daya Air dan Ustrik yang Disediakan
stk Persentaca Jasa Komunikasi, Sumbar Daya Alrdan 100 Persen
tistrik
10201.203.03 Penyediaan Jasa Jumlah Laparan Pedyedigan jass Peralstan dan O Laporan
Peralatand; Kantgr Per Kantaryang Dlsediak
dumh Peralatan Gedung Kanto? Vang Disdakan 10 Unit/Jenis
1020120204 Penyedinan Jesa Pertentase Penyedizan Jase Pelayanan Umym 100 Persen | Kab.
Felayanan Umum Kantor Kantor Bolaang
Mongondaw
Utara
16201209 1.0201.209.0 Penyedizan fasa Jumiah Kenciaraan Ferorangan Dinas atau 0 Unit Ksb.
Pemeliharaan Barang Femeltharaan, Biaya Pemelharaan, Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipefinera dan Belaang
Mk Baerah dan Pajak Kend. g Pajaknya Mongondow
Peaunjang Unran Dinas stau Kendaraan Dins Jabatan N . Uisra
Pemerintahan Daersh Persentase Pamaliharaan den Perizinan KDO 100 Persen
1020120906 Permakharaan JTuzmilah Peralatan dan Mesin Laistya yang 0 Unit Kab,
Peralatan dan Mesin Lainmya Gipetihara Bolaang
Jumiah Peratatan Gedung Kanter yang Terpefinara 3 Unit/lenis LMu:rr;gundaw
Jumah Peralatan Gedung Kantoryang Terpelihars 10 Unit/lenls
\DZ.OI.I..ZW.OB L Jumiah Gedung Kantor dan Bangunan Lainmyayang  OUnit
Kantar dan Bangunian Lalniys Humtabs Unit Gedung/Kantar Yang Terpeihara 16 Unit
1.02.02 PROGRAM Persentase $5 persen | 10202201 1020220101 Pembangunars Rumah | jumish Bangunss RS ¥g dibangun 1 Uit
UPAYA | ¢ Panyedioan Fasiitas $aldt beserta Sarana dan Pragarana Jumtah Rumah Sakit Bant yang Memenshi Rasio Tempat 0 Unit
KESEHATAN Dah Prasarsha Pelayanan Kesehatan Pendukungnya L y -
PERORANGAN DAN Resshatan Somal untuk UKM dan UKP Tidur Terhadsp Jumlsh Penduduk Minimal 1:1000
UPAYAKESEHATAN | gounita Kewenangan Daerah )
BASYARARAT Kabupaten/Kota
10202.2401.02 Pembangunan Jumiah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 0 Unit
Puskesmas yang Dibangun
Persentase Bangunan Puskesmas Yang Sesual 100 Persen
Standar
1020220105 Pengermbang Jumtah Bangunian RS Yy dilakuk 1 Unit
Ramah 53kt Jurnlah Rumah Sakit yany Oitinglatkan Sbrana, 0 Uni
Fraaarana, Alat Kesehatan dan SBM agar Setlap Stanctar
Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah
Sakit ysng Memenub] Rasio Tempat Tidue Teshadap
Jumlah Penduduk Minimal 1:1600
1020220103 Rehatilasi dan Jumlah Puskesmas Yang Direhabilitasi 1Unit
Pemeitaraan Puskeimzs Jumizh Sarata, Prassrana dan Alat Kesehatan yang Telah 0 Unlt
Rehabilltasi dan P i Cleh
Puzkesmas
1020220130 Rehabilias] dan Jumlah Gedung IFX dan Pustu yang di rehab 1 Unie
Pemefiharazn Fasifitas Kesehatan Jumnlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Talzh 0 Unit
ilitasi dan gleh Fasifitas
Kesehatan Lainmya
1020220141 Rehabilites! dan Jumizh Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga OUnt
Pemelinarsen Rumoh Dinas Tenaga | Kusehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan
Keschalan Pemelihazaan
1.0202201.12 Pengadaan Sarana Jumlah Putkesmas, IFK dan PSC Yang Memiliki Sarana 13 unit
Fasilitzs Pelayanan Kesehatan Sesual Standar
Jumiah Sarzna di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang @ Unit
Disedinkan
1020220113 Pengactaan Prasarana | Jumiah Ambu! dan Mobi? Of 1 2 Unit
dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Lalnnya Yg disdakan
an Jumlah Prazarana Fasifitas Pelayanan Xesehatan yang QUnit
Disedlakan
Jumlah Prasarana Fendukung Yang dibangun & Unit
Persentase Alat Kesehatan Sesual Standar 95 persen
1820220115 Pengadasn Cbat, jurlah Obat dan Vaksin yang Disediskan ©Paket
Vaksin Pefsentass Pengadaan Obat dan BMHP Puskesmas. 7 Persen
Pessentzse Pengadaan Obat dan BMHP Puskesmas. 97 persen
dan RS Pratama
Parsentase Pengadaan Obat don BMHP Rumah Salde 57 Persen
1020220117 Pengadaan Bahan Jumlat Bahan Habis Pakai yang Disediakan 0 Paket
Habis Pakai P B, han bahan mak s 100 persen
Partentase Perienuhan Bahan makanan 85 Pratama 100 Persen
10202.2.04.13 Pamalharaan Sumiah Prasarana Fasiftas Pelayanan Kesehatanyang 0 Unit
Praxarana dan Pendukung Fasilitas Dilakukan PemisEHaraan
Pulayanan Kesehatan Persentase Pemeliharaan Gedung Rumah Sskit 1 Unit
10202201.20 ki Rutin Jumlah Alal hataryAlat Penunjang Medik Fasilitas 0 Unit
dan Berkala Alat lat L hatan yang Terpelihara Sesual Standar
Fenunjang Medlk Fasltes PUA3n { mian At Kesehatan Puskesmas yong Uipelhara 10Ut
(Kalibrasi}
Jumbsh Alat ¥esehatan RSUD yang Dipelihara (Kalbres) 10 Unit
10202202 1020220201 Pengelolaan Tumish [bo Hamil yang Mendapatkan Pelayanan DOuang
Peryediaan Layanan Felayanan Kesghatan i Hamil Ketehatan Sesusf Standar
::“3:[:::":* UKM Jusmlah Tenaga Kesehatan yang Mengikull Pertemuan 30 oreng
n UKP Rufukan sivokasi Resiko Tinggl Kehamilan
Tingkat Daerah "
Kabupaten/Kota Persentass Pelavanan Kesehatan lbu Hamil di 95 Persen
Puckesmas dan Jaringannya
102022022 Pengelolaan tumlah b Bersalin yang Mendagatkan Pelzyanan 9 0mang
Pelayansn Kesehatan lbu Bersalin Kasehatan Sesual Standar
Parsentase Ibu Hamll Yang Memilliki Jaminan 100 Persen
Persalinan
JPersentase Pelryanan Kesehatan Kunjungan Nifas 97 Persen.
KKF)
hitps://bolaangmongondowutarakab,sipd.kemendagri.go.id/daerah/main? @d@DgV/oEVhp6rLBRE43JEalJx5XIXb5CtESsbd9CIsLOdLsFREKNGj...  5/49
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Sistem Informasi Pemeriftahan Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Keglatsn Sub Keglatsn
No Indikstor Kinetja Indikator Kinerls Indikator Kinerjs ot
Program Keglatan Sub Xeglatan Kot
Hasll Program | Target CGapalan Kaluaran Keglatan | Tergwt Capalan Keluaran Sub Keglatan [ Targa Capalen Keglatan
| 1.02.02202.03 Pengalc|aan Jumizh Byl Baru Lahr yang dilakukan Pelsyanan 1555 orang
Peleyaran Kesehatan 93yl Baru Lakir Kmhm"{"mdn ynad s
fumiah Bayl Baru Lahir yang Mendapatkan ?Onng
Pelayansn Kesehatan Sesval Standar
Jurnizh Nakes yg mengikut pertemiun penquatan 30 orang
edvolkas] yankes terpadu
Ity dengen p i yang QA5 Persen
ditangani
102022.02.04 Pangelolain Jumlsh Bakite Datang d} Te
Pelaysnan Kesehatan Balita ”:,?d,lo,';i empaLfelayanan ST Perien
Jurnlah Babta yiong dilzkukan Perarganan MTBS 200 orang
{Managamen Terpady B3lita Sskin)
Jumfah Bakta yang Mendspatken Pelayanan QOnang
Kesehutan Sesval Standar
Pertentase Penjeringzn Siswa 100 Persen
1020220206 Pengeiclaan Jumiah Penduduk Usla Produktif yang Mendagattan 0 Qrang
Pellpkn;!n Ketehaten pada Usla Pelayanan Kesehatan Sesual Standar
o persentaze rema]s putri yg mandptian Tablet 89 Persen
Tambah darah
1020220207 Pangelolzan Jumiah Nakes yg mengiluti Pelsthan tarsla dan~ 30Orang
.| Pelayanan Kesehatan pada Usia geraul, r
4 humlsh Pencudul Usia Lanjut yang Mendapatian 0 Crang
Pelzyanan Kesthstan Sesvai Standar
Jumiah Posyandu Lansia Aldif 112 Pas
1020220214 Pengelolsan Jumnlah Desa yang Mendapatkan Palayanan 19 Desa
Pelayanan Keschatan bagl Penducuk h ducuk & Krisis Keseh
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Akibat Bencana dan stau berpotenst Bencans den
Bencans dan/atay Berpetems] Daetah DTPK
Bencana homish Dokumen Hacil Pengetotaan Peiayansn DBkt
bagl Penduduk Terdampak Krisiy
Kesehatan Akibat Bencana dan/atay Berputens
Bencana Setyai Standar
1020220215 Pengelolaan ITumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan 0 Dekumen
Pelayanan Kesehatan Glzi Masyarakat | Kesehstan Gidi Masyarikat
Jumlzh Kegistan Advekas dan Intervensi Stnting 6 Kegisten
yg dlaksanakan,
Petsentria AS| Ekskhsit 65 Penen
Persentace Bakta Gird Buruk GT2l Kurang Yang 100 Perien
Mnedpatkan Perawatan
Persantase Balita Yeng Naik Timbangan Becat 95 Persen
Badsn YD)
1.0202.2.02.16 Pengelolaan Sumbah Dok il Pengelalaan Pelay 0 Dok
Pelyysnan Kesehatan Keda dan Kesehatan Kerja dan Obohraga
Oubrags Humlah pelryanan Pos UKK 6 Pos
1020220217 Pengek 'k Ling) 1 Dokumen
Pelayaran Keschatan Unghungan sk Dok Hasp Pelay 0 Dok
Kesehatan tingkungan
Pelzksanaan nipeksi Sanitasl Tempat Pengelclaan 4 Kak
Makanan, Pasar.Pemeriksaan Sampel Air Mirum
Dan Makaran
3 Yong Dilalcsanakan Pericuan PAM STEMdan 75 Persen
Dallaras] $TOP BABS
1020220219 Pengelolian Jurmtah Dodumen Hasil Pengoloaan Pelayanan 0 Dokumen
Y: Keseh Tradisional Akupuntur, Asuhan Mandiri
Akupuntur, Asuhan Mandid, dsn dan Tradisiona! Lainnya
Tradtsions Lainrys Jurnlat Xetompok Pengembangan TOGA bi 6 Kelompok
Matyaratat
1020220220 Pengelolaan Tumiah, Hasil Peng © Dokusmes
Survrilans Keschatan Kesehatan
Perzentace Data Dazar yang Tercedia Dalam 100 Perzen.
Pengambi 7 han Penyakis
Persentase Pemeriksaan pengambilan Sampel 00 Persen
Penyakit
102022 0223 Pengelolaan Upaya Jumlsh Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan 0 Dokumen
Fesehatan Khusus Kesehatan Khusus
Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapat 400Crang
Pelsyanzn Qperas! katarak
Jurnlah Masyarakat Miskin yang tendapat 180 crang
Priryanan Sunatan Massal
Prrsentase Calon Jzmash hall Yang Metakuanakan 100 Persen
Pemerfisaan Kesehatan {Medical Chek Up)
1020220225 Pelayanan Kesehatan | jumish Dokumen Hasil Pyleyanan Kesshatan 9 Dolumen
Penyskit Menulor dan Tidak Manular Fenyakit Menular dan Tidak Menular
Jumish Keglatan Advokag, Pelatihan dan Intervens) 23 Keg
Deteksi Dind Penanganan Kasus Peny.Menular dan
Tdfk Menular
Persentase Alit clan Bahan Penunjang, Diagnostik 100 Persen
Set Frogram Penyakit Menular dan Tidak Menutar
PRervenurce Medical Chek Up Bagi Pimpinandan 100 Persen
Anggots DPRD
Persestase Pe1ugas Yeng O Latih Program 100 Persen
Pelayznan dan Penanggulsngan Penyaliy Menylar
dan Tidak menular
10202.202.26 Pengelokian Jamingn | i imish Dokumen Hasil lolaan Jaminan o
Fesehatan Masysrakat Kesehatan Masyarakat
Jumish Kepesertaan PBI dari Pembiyann APBD 22300 Peserta
Kabupaten
1020220229 Penyelenggaraan Jumlah Boky Hasit Penyel a
Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten/Kow Sehat
Tingkatan Kabupaten Sehat 1 el
10262 20232 Operasional humlah Dolumnen Operasional Pelayanan fusmah 0 Doksmen
Pelayanan Rymah Saklr Sa¥it
Persentasa Operasiona] Pelayanan RS 100 Persen.
https:/bolaangmongondowutarakeb,sipd kemendagri.go.id/dasrah/main?@d@DgV/oEVhp6rL BRE43jEal JXSXIXbSCIESsbd9C 3sLOdLSFREKNE]...  6/49
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Sistefn Informasi Pemeriniahah Dagrah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Keglatan Sub Keglatan
Ko Indiicator Kinerjs Indkator Kinerja Indikator Kinerja
Program Kaglatan - d Sub Kegl! - 'd Lokaal Sub Kot
Hasl Program l Target€apalan Kebuaran Kegatan Target Capalan Kefuaran Sub Keglatan | Target Capaian Keglatany
102022402.33 Operasionz] Jumlah Dekumren Operasiona) Pelayanan 0 Dakumen
Pelayanan Puskesmas Pyckesmay
o ionat Pelayanan DF 100 Persen
Puzhezmay
10202.202.34 Cperaslonal hmlab Tonal Pet: Faslitas O Dok
Pelzyansn Fasiftas Kesehatan Latanya | kesghatan Lainnya ¥
Persentass Qperasionsl Pelayanan Kesehatandi 100 Pevsen
PSC119
1020220235 Pelaksanazn Jumlsh Fasilis Kesehatan yang Terakrediasi - Wt
Fasliitas di Kabx
KebupatenXota Sumiahy | 1 4 Pusk
f yang memy P
Akreditasi dan Re-Alreditasi,
1020220236 Ivestigasi Awal urmiahs Laparan Masil investigas Awal Kejadian Tidak 0 Laporan
Kejaciian Tidak Oiharapkan KeJadian | Diharapkan (Kefadian Jkutan Pasea Lunisasi dan
Ikutan Pasca Imunsasi dan Pombarian Obat Matsal}
Pamberian Obat Massalt Persentase Balita dz2n Anak Sckolsh ¥g Mendptkn 95 Persen
rmenisasi Dasar Lengkap dan Imunisasi BIAS
10202203 1.02:022.03.01 Pengelolaan Data dan | fumish Dokumen HasiIPengelolsan Data dan 0 Dckumen
Peryelenggaraan Informasi Kesehatan Informasi Kesehatan
Sigtam Mnformas!
Kesahatan Secara Jum@h Laporan Profil Xesehatan Yang Tersusun 13 Laporan
Terntegrasl
. 1020220302 Pengelolaan Slstem | juuntah Dokumen Hasil Pengelalaan Sistam 0 Dokumen
Informati Xesehatan Informas! Kesehatan
Sumiah Keglawun Advakasi, Soslalisasi serta 2 Keglatan
Penyusunan SPM Kesshatan
r;fl?;?-ﬂ‘m " :fzozzum Ptﬂ’sltgﬂ:tﬂjdm Jumlah RSUd Yang akan di Tingkatken Keles 1 Unit
narkitan |7n Rum; ngawasan serta Tindak Lanjut ' - .
Sakit Kelas C, D ¢an Pengavasan Parizinan Rumah Sakte | Jumih Rumah Saki Keas €, D;::: ‘,“"’d::’ Pelayznan @ Unit
Fasilitas Pelayanan Kefas € D dant Fesilitas Pelay o "
Kesehatan Tingkat Kesehatan Lainnys Ditindakleryuti Per nya
Daersh
Kakugaten/Keta
102403 96 persen | 19203202 1020320102 Pgmenuhan Jurniah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Q0nng
PENINGKATAN Dengan Pemenyhan Perencanaan Kebutshzn Sumber Daya Manusia Memenuhi Standar ¢l Fasilitas Pelayanan Kesehatan
KAPASITAS SUMEER | Tenaga Xesehatan Kebutyhan dan Kesahiatan Sesual Standar (Fasyankes)
DAYA MANUSIA | sesuaiStandar Pendayagunaan .
KESEHATAN > Sumber baya Manusts fumlah'l‘en;g: l;es'ehmnn Konttrak Daerah di 200 Orang
Xesehatan untuk UKP " laringansya
dan UKM di Wilayah Tumizh Tenags Kesehatan Kontrak dacrah DI Rumah 150 Grang
Kabupsten/Kota Sakht
10202.202.03 Pembinaan dan Jumizh Dokumen Hasil Pambinsan dan 0 Dakamen
Fargawasan Sumber Dayas Mansie | pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Keshatan Jumizh Nakes Yang Memiliki STR 2700rang
Jumlah Tenaga Kesehatan yg bersertifikat 160 Crang
. BTCLS/ATLS (Peranganan Kegawatdaruratan)
1.02.04 PROGRAM Perseniate Apotek, 55 pemen | 19204201 1020420101 Pengencialian dan Jumiah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan 225 Unit
SED[AAN FARMASY, Toko G, Toko Alat Pembadan lrin Pengawasan serta Tindak Lanjut dan Optikal, Usaha Mikro Obat Yracisional fUMOT),
ALAT KESEHATAN Kesehatan dan Apstek, Toko Obat Pengiwasan Perizinan Apatek, Toke | PIRT yang dilzksanakan pengawasan keamanan
DAN MAXANAN Optikal, Ussha Mikra Toko Alat Kesahatan Obat, Toko Alat Kesehatan, dan pangan dan bahan berbahaya
MINGMAN Obat Tradislonal dan Qptikal Usaha Gptikal, Usaha Mikro Qsat Jumiah Dakumen Hasf Pengendalian dan 0 Dokumen
(UMOT), PIRT yang Mikra Obat Tradisional Tradisional (UMOT) Pengawaan serta Tiadsk Lanjut Pengiwassn
memiiiki tzin Usaha [CL] Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,
_sesval standar dan Optikal, Uisaha Mikrp Cbat Tradisional (UMQT)
142,05 PROGRAM Persentass Desa/Xel 100 persen | 10205201 Advokasl 1.0205.2.01.01 Peningkstan Upaya Jumlah Dokimen Promosi Kesehatan, Advokasi, 0 Dokumen
$ AN yang | N Pemberdayaan, Promasi Kesehatan, Advokasl, i dan \!
MASYARAKET Upaya Kesehatan Kemitraan, Kemitraan dan Pemberdayaan . . N .
BIOBNG KESEHATAN | Bertasis Masyarakat Peningkatsn Peran Masyaratat Comiah Tens Medis Untuk Kegistan Kamparye  $Jenis
KBM) serta Masyarakat ¢fan
Lintas Sekor Tingkat
Daerah,
Kabupaten/Xats
10205802 1020520201 Penyelenggarasn umnlsh Dekumen Hasil Penyelenggarazn Promosi - @ Bokumen
Pelaksanaan Sehat Pramuosi Kesehatan dan Gerakan Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
dalam rangka Hidup Bersih dan Sehat
Promoif Prevent Jumiah Peserta Kampanya Kesehatan 620 Peserta
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.0205.203 1.02052.03.01 fimblngan Teknis dan | jumiah Dokumen Haslt Bimbingan Telkmis dan 0 Dokumen
Pengembangan dan Supervisi Pengembangan dan Supervisl Upaya Keschatan Bersumbres Daya
Pelaksanaan Upaya Felol Upaya ¥ (UKEM)
Keschatan Bersumber Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumish Kegiat2 Qrientasi S6H Gerakan Skeg
Daya Masyarakat Masyarakst Hidup Sehat {GERMAS)
(UKEM;} Tingkat )
Daerah Jumlah Posyandu Akuf 112 pPos
Kabupaten/Keot
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEXERIARN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.08 PROGRAM Persentase 100 Persen | 14301202 1.03.01.2.0201 Penyedlaan Gajl dan Jumish Orang yang i o 0 Omang/
PENURIANG Pemenuhan Layznan Administrasi Tunjangan ASN Tunjangan ASN
URUSAN Kesekreradatan Keuangan Perangkat b 1 Pemb ; Pers
PEMERINTAMAN Penunjang Unszn Daerah galf dan Turjangan ASH 100 "
DAERAH Perangkat Dzerah
KABUPATEN/KOTA
1030120202 Penyediaan Jemlah | Penyadraan i o
i lak Tugas ASN | pelak Tugas ASN
Jumlah PNS yrang Menerima Honorarium felakaana 10 Qrang
Togas
10301205 1.0301.205.02 Pengsdaan Pakaian Jumlsh Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 0 Paket Kb,
Adminlsteast Dinas beserta Atrilut Kekenglapan Bolaang
Kepegawalan Kelengkapannya . Mangandow
Perangkat Dacrah dumtah Pasang Pakalan Dinas Yang diadakan 160 Fasang \ara
1030120511 Bimbingan Telrls Jumish Qrang yang Mengikut! Bimbingan Teknis 00mng | Semua
J- 1 Peraturan Perund eraturan F 9-Undangan KabyXata
Undangan Tumlah NS Yang Mengikuth Blmbingan Teknis 500rang
1.03:201.2.06 1030120601 Penyediaan Jumiah Jenis instatas Yistrik/p 9 10 Kab,
Administrasi Umum Komponen tnstalasl bangunin kantaryang disediakan Bolaang
Perangkat Daersh Ustik/Penerang an Bangunan Kantor Mongondow
Ueara
hitps:/bolaangmongendowutarakab.sipd.kemendagri.go.id/dasrah/main? @d@DgV/oEVhp6rLBRE43jEal Jx5XIXb5CtESsbd9C3sLOdLsFREKNG]...  7/49
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TH2122, 441 PM Sisten Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran ‘Tabel 3.4 KUA
Program Xeglatan Sub Keglatan
No Indlkater Khatfa Indikator Kinerjs Tadikstor Kinerja
Program Kagl SubKogiatan : ki LokastSub |
Hasil Program | Target Capalan Keluaran Xaglatan | Target Capalan Kefuaran Sub Keglatan | Tergut Capalen Keglatan
103020602 Penyediasn Peralatan | Jimieh Komponen Alat Tulis Kantor, Materai dan 40 Kompanen | Xab.
dan Perlengkapan Kanter Bahan/Alat Pembarsih Kentor yang disediakan Bolaang
Jumiah Paket Pealatan dan Periengkapan Kantor § Peket 3;’[‘3" o
yaog Disedinkan
1030120605 Penyediaan Barang | jumiah Komporen barang cetakan dan 5Xompangn | Kab.
Cetakan dan P q yang disedi Bolaang
Jumish Paket Barang Cetakan dan Penggandasn @ Paket L"‘::’f""d“
wang Disediakan
1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan | fumish Kpmponen Makanan dan Minuman 4 Xomponen | Kab.
Tamu Jamuzn Tamu dan Akamadas diseclakan Bolaang
Jumah Laporan Fastiitas! Kunjungan Tamu 0 Laporan 'Tl:?fo”dw
1030120665 Penyelenggaraan Jumiah Jenls Makanan d2n Minuman Rapat D 2 Komponen | Kab.
Rapat d dan Kensultasi, yang di Bolaang
skeo Jumlah Laporan Penyek Rapat P ;l s
Koordinasl das Konsuhtasi $KPD ora
Jumish waktu rapat-rapat kordinast dan 12 Bulan
konsutasl kalar daerah/dalam daerah
10301207 103.012.07.02 Pengadaan Kendaman Kab.
Pengadaan Barang Dinas Operasional atay Lpangan Bolaang
Milik Dagrah Mengondaw
Penunjang Unusan Ytara
Pemerintah Daerah
1830120703 pangadaan Alat Besar | umiah Unit Alat Besar yang Disediakan OUnit
‘| 1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumniah Paket Mebel yang Bisediakan OUnit Semua
Sumiah Uit Mebeleur yang diadzkan Juaiy | KabKota
103012006 Pengadaan Peralstan | jumiah Unit Peralatan dan Mesin Dladatan Buni | Kob.
dan Mesin Lalnya Jumlzh Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Uy | Bolang
Disedizkan Mangandow
N Unara
10301208 1.03.61.2. 08.02 Penyeciaan Jasa Jumtah Laporan Penyediaan fasy ikasi, par
Penyediazn Jasa Komuynikasl, Sumber Daya Alr dan Sumber Daya Alr dan Ustrik yang Disedia
::"m';"rfi:'l‘fh:’;“;:"h Lstrik Jumiah Wakea Penyedlaan Jasa Komunikas|, Sumber 12 Bulss
Daya Air dan Listrik
1030120804 Fenyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan %asa Pelayanan Umum 0 Lapotan | Kab.
Pelayanan Umum Kanior Kantor yang Disediakan Bolsang
Jurlah Waktu Penyedizan Jasa pelayanan umum 12 Bulen :"';":mdm
kantor (YWL Administras), THL Operater, Xeamanan,
Cleaning Service)
1.03.01.2.09 1.03:01.209:01 Penyadisan fasa Jumbh Kendarsan Perorangan Dinas atau Kendaraan  0Unit | Kab.
Pemeiiharaan Barang Pemeliharaan, biaya Pemelharaan, Cinas Jabatan yang Gipelihara dan dibaysrkan Pajaknya Bolaang
Milik Bagrah dan Pajak Kendarazan Percrengan N . | Mongondaw
Penunjang Unszan Dinas atau Kendaraan Dinas fabatan | 4552 Uit “B"‘dqmﬂ‘ n yang llmila Ja:; . TUNR | raca
Femarintahon Oaerzh Petvrangan Dinas ataw Kendaraan Dinas Jabatan
1030120502 benyedizen lasa Jumntah Unit Kendaraan yang tersedia Jasa Pemeliharazn, 3 Unit
P Biaya Pemek Pajak, ¢anPerizinan Kendaraan
Pajak dan Perlzinan Kendaraan Dinas DinasOperasional atau Lapangan
‘Operasional atau Lzpangan
103.01.20903 Penyrdiaan.zsa Jumiah Alat Besar yang Dipelifiasa dan dibayarkan o unit
FPemeftharann, Biaya Pemelharaan Peritinannya
<an Petizinan Alat Besor Jumizh Unit Alat Besar yang tersedia Jasa Pemelharasn, 1 Unit
Biaya FemeFharaan dan Perizinan Alst Besar
1.03.01.2.09.06 Pemoliharaan Jumah Unit Peralatan dan Mesin Terpelihara StUnit | Xab.
Peratatan dan Mesin Lainnya Bolaang
Mengondow
Utara
103.01205.09 Jumlsh Bangunan Gedung Kantar 1unit
Pemeliharzan/Rehabilitasl Gedung sy
Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kentor d lalanyayzng  GUnt
Dipelibara/Direhabiltasi
103,02 PROGRAM Persentase sumber air 55 Peryen | 10302201 Jumtah Dokumen Pergncanagn 1 Dokumen | 1.03.022.01.04 Penyusunan Poladian | pymish Dokumen Perencanaan Tersustn, Jumlah 1 Dglumen
PENGELOLAAN JSungai Pengel SDAdan | Yersusun, Jumfah Laporan Pendataan Rencana Pengelalaan SDA WS Laperan Pesdatasn SDA Tersususun
SUMBERDAYAAIR | boik dan kondisi detit pargrunan Pengamis | SOA Tersusush Rewenangan Kabupaten/Kota Jumioh Pola dan Rencana Pengelofaan SDAWS 0 Dokumen
{SDA} alz s1abil Jaringan ‘antal pada Wilayal X jan KalropatenyKata Di
! W eniang yang Disusun
Ieigasd Batk Sungai (WS} dalam 4 "
(Satv) Dasrah
Kabupsten/Kota
1030220108 Pembangunan Unt | fumiah Uit Bangunan Air Baku dibangun 2 unit
Alr Bk Parjang Unlt Alr Baku yarg Dibangun oM
101022.01.09 Pembangunzan Parjang Tenggul Sungal dibangun 1500 Meter
. Tengqul Sungal Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun oM
1.03.022.01,18 Pembangunan Panjang Pengaman Pantai cibangun 500 Meter
::;v:ﬂ:an Bangunan Pengaman Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai XM
iy Lawirmya yany Dibangun
1030221146 Normalisasi/Restoras! | panjang Sungai yang dinerinalisasi 650 Mter
Sungai Fanjang Sungal yang Dlacimalisas/Direstorasi LLit]
1.03.022.01.48 Opetatl dan Jumish Bencdungan yang Dioperasikandan ipelhara 0 Unit
Pemelifarazn Bendimgan Jurmlah Urnit Bendungan Terpelihara 7Unit
1036220153 Operast dan Panjang Tanggul efan Tebing Sungai yang Dipelihara ¢ KM
:;::me Tanggul dan Tebing Panjang Tangqul Sungai Terpelihara 500 Meter
10302202 Jurhlah Doumen P Teknis 1 Dok 1030220201 Penyusunen Rencand | jymizh Dokumen Perencanzan Tekns Tersusun, 1 Dokumen
Pengembangan dan Tersusun, Jumiah Dokumen Lingkungan ‘teknis dan Dokumen Lingkungan Jumiah Detumen Ungkungan Untuk Ingasi
Pengefolsan Sistem Unituk trigas Tersusun Hidup untuk Kenstroks! kigasi dan Tarsusun
Irigasi Primer dan Rawa Jumiah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 0
Sekunder pada Hidup wuk Konstruke Irigas] dan Rawa yang
! Catrah Irigasi yang Tersusan
Luasnya di Bawahy
1000 Ha dalam 1
{Satu} Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.022.02.14 Rehabilitasl faringan Parjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi 3000 Meter
rigast Peanuiaan Parjang Jaririgen Iigasl Permuksan yang oM
Direhabilitasi
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Sistem Informasi Pemerintahan Daéfah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Keglstan Sub Keglatan
Yo [R— Indlkatar Kinerja ' tndikator Kin
Progam — Kegiatan Sub Kegl it bkl Sub |
rogram | Target Capalan Katunran Keglatan I Targe Capalan Keluaran Sub Kegiatan | Tergvi Capalsn tplatan
T * - T
;;031.1201211 :ﬂmﬁ ;'" | Fanjang laringan trigasi Optimal dan Terpeliara 25000 Meter "
meliharaas
P n " daringen irigas! Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang OKM
Dioperasikan dan Dipefihara
T - T
\.Di.ﬂjdzlm‘::y!mwlm Jumla Unit Prngalels bigasi yang Beroperas! DU
Peng ¥3 Persentasa Pemenuhan Cperasional Komisi tigast 100 Persen
dan Teraga Perjaga Pinty Al
102.02202.28 Pengelolaan dan humiah Daeah kigasi yang Mengelola P kuran QD)
Pengawasan Afekasl Alr rgas] Data Reallsas] Ahiaslﬁ il
lumlah Lapcran Manitoring, Inspaisi dan 6§ Laporan
9 ask wkerjaan
Terlaksana
1.01.03 PROGRAM Perientrse Jumbsh 92 Persen | 10303201 - 1010320101 Reacana, | Jmbah Dok Tel Dokuyme:
b knds dan 1
::g:gnpmzlunm Pendudut yang ngplol:an dan Xelaiatar, Strategl danTeknia SPAM | pengembangan SPAM Tersusun "
EMBAN Memilki Akses Ar Fengembangan " .
s BN | s Siter Penyediaan Al humlah Rencany, Kebijakan, Strategl dan Teknis G Dclanmen
AR INUM Minum (SPAM) il SPAM yang disus
Daerahy
Kabupaten/Kots
1.03:03201112 Suplervisl tumtsh Konsuttas Supens) 0 Doloamen
. Perbuasar/Perbatan ;PA.M SPAM "
A Jumlsh Lapewan Monitoring dan Pengawasan SLaperan
Kegiatan SPAMY Pekerjaan Terlak
1.03.03.201.05 Pembanguran SPAM [ jumian SR Tersedia 25058
Jaringan Petpipasn i Kawasan Kapasiues SPAM IRN/Perkotean stay SPAM Tematk O Uter/Detik
Perkotasn
Tartentu yang terbangun
Panjang Jaringan Perpipaan SPAM Perkotsanyang 3000 Metey
dbangun
1020320104 Pﬂnbangumn SPAM | pemiah sembungan rumah yang terlsyani medshs O SR
lv:am Perpipaan di Kawrasan Keglatan Pacat Kerya/SPAM Berbasls Masyanaiat
Perdesaan hurnlsh SR Tersedia 205K
FPanjang Jaringan Perpipaan SPAM Perdesaanyang 3000 Meter -
dibangun
1030320105 Peringkatan 5PAM Jumlah SR Tersedia 2505R
Jasiogan Perpipaan di Kawasan Parjang Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaanyang 3000 Meter
Perkataan ditingkatkan
ing Kapasitas SPAM K . Olier/Detk
SPAM Tematik Tertentu
1.03:032.01.06 Peningkatan SPAM o
Jaringan Perplpazn dl Kawasan .
Perdessan Jumlah SR Tersedia 2505R
Panjang Jaringan Perpipasn SPAM Percetasnyang 3000 Meter
ditingkatkan,
1.03.£3.201.11 Pernbinazn dan Jumiah Kalompek & lat yang 0 Kelompok
Pengrwasan Terhadap menylenggarakan SPAM yang Terbina dan Masywrskat
Penyelenggarnan SPAM olety Terawasi
Femerintal Dasa dan Kelompok Jumish Laporan Pengawasan 5 Laporan
Perzentse Layanan operasional PAMSIMAS 100 Perszn
1030320114 Pengembangan SOM | jumiyh katembaguan Pelaksana 0 Pemyrienggana
dan Kel 9 2 SPAM | p, ryel SPAM yang Ingk SPAM
Kneriamya
Persentise Lrysnan operasional UFTD SPAM 100 Persen
1030320115 Operasd dan Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atay SPAM Tematik 0 Unit
Pemeliharaan SPAM di Kawasan Tertentu yang mencapatkan operasi dan
Perkotaan permelharsxn
Layanan Alr Minum Rumah Tangga Qptimal 15000 SR
Panjang Jaringan Perpipsan SPAM Perkotaan 500 Meter
berkondiy baik
1030320119 Perkiasan SPAM o
::?umpnndiKrmsm Jumiah SR Tersed: 25058
Panjang Jaringan Parpipaan SPAM Perdesaanying 3000 Meter
diaczkan perhuazan
1.03.03.2.01.2% Perbwikan SPAM Jumiah SR Tersedia SO0 SR
Bukan Jaingan Perplpaan dI KAWS:an (1 b unit SPAM Bukans Jaringan Perpipaan yang D Uit
Perdesaan dioptamalisasi
Parjanig faringan Pivpipasn SPAM Perdesasnyang 10000 Metor
:.:'::J noa::Nu Pernenuse 25 Persen | 10304201 umish Konsuhtasl Supends 1 bokumen :;Dz_mzmsf: Per{)::ﬂ::d Rmimt Jurnlah Dolurren Perenganaan Infrastruldur 1 Dokumen
EMBAN Pemenyhan Pengembang Pembangunan/kehabifitssifPening ijakan, Strateg, dan Teknis Sistem | perygmpatan Tersusun
::::“ DAN Penyediaan Sarzna Sigtam, dan TRASTPST/SPA Kewenangan Provinsi Pengelolaan Perszmpahian Jumiah Rencany, Kebiakan, Strateg) dan Teknls 0 Doiirnen
ELOLAAN Dan Prasarana Pengelolan hemiah Laporan Morstoring dan 0Dckumen | PATPSI/APATPS-SR/TPS Sitem Pengeiolian Persampsahan
PERSAMPAMAN " han di Kewwnangan Kabupsten/kota 4
Pengelclaan B Xeglutan Tersusun tadky pa TRATPST/SPASTPS-AR/TPS Kewenzngan
REGIOMAL Persampahan Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun
berkondisi baik Kabugpaten/Kota
1.03.04.201.02 Supenisi Jumlah Xorsultey Supenis © Dolusmen
Peningiatan TPA/TPST/SPA/TPS - TPMPS;’JSPAMWM Provinsi
3WITPS Kewenangan KabupatervKom | oo Laporan Monitoring dan Pengawasss 1 Lsporan
Kegiatan Tersusun
1.0394:2.0103 Pembangunan Tumizh Rumah Tangga yang Tarlayani 0 Rumah
TRASTPST/SPASTRS 3RITRS TPASTRST/SPASTPS-3R/TPS Tingga
Jumish Unit TPA/TPST/SPASTPS-IR/TPS 1init
Terpelthara
1.03.04.201.04 Rehabiftasi Jumiah TRA/TPST/SPA/TRS-3R/TPS yang Dicehabiltasl D Unit
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TiS Jumlah Urit TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Terpelibara 1 Unit
1.03.04.2.01.05 Fenyediaan Sarana- lumiah Sarana Persampahan yang disediakan 2 Unit
. Persampahan Jurolah Sarana Persampahan yang Dissdlakan Olni
LOLOS PROGRAM | Perpentase jumish 30 Persen | 10305201 1830530101 Peryusnan Reocana, | pmigh Do Tekrisd 10
PENGELOLAAN DAN | erchuritcyang Pengrlolasn dan Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem | pengembangin Air limbah Tersusun
PENGEMEANGAN | Myl Akses Air Pengembangsn Pengeklaan Ar limbah Domestik | |y Stegidantfelns Dok
SISTEM AR LYMBAH Umbzh Aman Esl:melrl.lmhh cldam Duereh Kabupaten/Kata $PALD datam Daerah Kabupaten/Kota yang
Domestik dalam Disuson
Dasrah
Kabupaten/Kota

hitps://bolaangmangondowutarakab.sipd kemendagrl.go.id/daerah/main?@d@DgV/oEVhpErLBRE43)EalXSXIXbSCtESsbd9C3sLOdLSFREKNS)..
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Sistem Informasi Pemerintahan Déerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Keglatan ’ Sub Neglatan
Ko tndlkator Knerjs ' Indlkator Kinerja i Indikator Kirarfa
Program Kagl T - Sub Keglstan uhﬂ:u: "t
Hasll Program I Yerget Capalan Kekuaran Keglatan ] Tasget Capalan Keluarn Sub Xaghtin l Yarges Copalin Ky
1010520102 Supervisi humbah Dokumen Supetvid Kegiatan 0 Bokumen
Py =lbliigwnllﬁkhb'ﬁm}l Jh b athil 1 Peni
Peninglatar/Perivatan Sistem Pertuasan Sisterm Pengtlolaan AlF Limbah Domestic
Pengeiolazn Air Limbah Deme stik Terpusat Skala Kota
Terpusat Skala Kota Jumish Laporan Ioniteting dan Pengawasan 1 Laponan
Kegistan Alr limbahyPengawasan Pekedaan
Teslzksama
103.05201.10 Operasi dan .| Jumiah Unit IPAL/SA terpetihara 10U
mﬁ‘s‘r’“ PengelolaaaAlr | oroh Ut sistem Peagalolaan Al Limbah Domestk 0 Unik
yang Diperasikan dan Dipelhara
1030320102 Jumlzh Rumah Tangga yang Tersambung dengan 0 Rumahy
Pembangunar/Penyedlaan Sistem Sistzm Pengelolaan Air Umbah Terpusat Skata Tanggd
Pengelilaan Alr Limbah Terpusat Permuykiman
Skala Permuidman Jumlah SR Tersedia 00 SR
Jumlah Unit IPAL dibangun S0 Uait
1030520115 humalabs nit Bangunan/Sarpras IPLT Tersedia 2 Unit
inan Sarana 'y 3,
dan Pesarana (PLT Kapasitas PLY Terbangun O M Hard
1.01.06 PROGRAM Presentase 35 Marsen | 10306201 Jemlah Rencana 1 Dok 1030620101 Penyusunan Rencasa, | romun Rencana Peng gan 1 Dokumen
PENGELGLAAN DAN | pengurangan Lunsan Pengelolaan dan Pengembangan dan Teknis Dralnase Ketijakan, Strategi dan Teknis Sistem | Yyknky Orainase Tersusun
PENGEMEANGAN Genangan Banjir Pengembangan Tersurn Draingye Perkotaan Jumlah Reveana, Ketijakan, Stratsgi dan Tekis @ Dokumen
SISTEM DRAINAST Sistem Drainase yang Sistemn Drainase Perkotaan yang Disusun
Tertwbung Langsung yang
dengan Sungai dalam
Daerah
Kabwpaton/Kete
103062.01.03 Supervisi Jumish Konsuttasi Supervisi 0 Dokumen
gk L.t Peningk ilitasi Sistem
Pehabilitasi Sistern Dralnazs Crainase M;gnn
o Jurlsh Leporan Menitaring dan Pengawasan 1 Laporan
Keglatan Dralnase Tersusun/Pengawasan Peiorjaan
Terlsksang
1030620105 Pembangunan Sistem Panjang Saluran Drainase Perkataan yang oM
Drainase Perkotazn Dibangun
Pangang Saharan Drzinse Terbangun 1500 Mater
1.03062.00.09 Operas! dan Parjang Szkaran Drainase Terpelihara 3000 Meter
PemeFhuraan Sistem Dralnase Panjang Sxluran Drainaseyang Dioperasikandan OM
Dipelihara
101,07 PROGRAM Persentase 25 Penen | 14307200 1030720101 Pembangunandan | 1imiah Sister Jaringan Prasarans dan Sarana 0 Sistem
’ Poridrsshin Trotoar Peayelenggaraan gembangan Ink iman yang Dibangun di Kswasen Strategis  Jasingan
PERMUTIMAN dan Jalan Permukiman Infrastruktur pads Kawasan Permukiman ol Kawasan Daerah Kabupaten/Kota
Parmukiman df Strateght Caerah Kabypaten/kota .
Kawasan Strstegis Parjang Trotoar dan Jalan Permukiman dibangun 700 Mater
Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.07.201.02 Pemanfazton dan Jumiah Sistem Jaringan Prasarana dan Ssmna 0 Sistem
Pemelih Kawasan P Dipefhata di X, Strategs  Jari
yang tegis  Jaringan
Permukiman di Kawasan Strategis Daerzh Kabupateniota
Daerdh KabupatenvKota Parjang Trotoas dan falan Permukiman Terpedhara 500 Meter
1010720103 Pengawasan dan Jumiah Laporan Monitozing das asan 1 Lapocan
Pengendabian knfrastruktur Xewasan T g mmf‘z ,...-Pm’"
Permudiman d Kewasan Strategls | Ly oo saringan Praserana dan Sacama © Sistem
Daerah Kabupsten/Kota rran yang Dizwas] dan Dil & Jaringan
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Xota
1.03.58 PROGRAM Persentase Bangunan 9 Persen | 10308201 Junleh Penyeiengg b 0 Dok 1.01.03.2.01.01 Penyelenggaraan Jurntah Peryekengg bitan Persy 0 Dok
PENATAAN Gedung yang laik Penyel aan Persy JUnah Gedung (PBG), Penebilan lzin Mendirikan Bangunan | pangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lafk Fungsi
BANGUNAN GEDUNG | fungsi Bangunan Gedung di | Senifikat Latk Fungsl {SLP), peran Tim AMB), Senifikat Laik Fungsi (SLF), (SLP. peran Tim Profes] Ahli (TPA). Pendatazn
Wilayah Daerah Prefes) Ahli (TPA), Pendstaan Peran Tenaga Ahll Bangunan Gedung | gang dung, serta (mpl SIMBG
Kabupaten/Kets, Bangunan Gethmg, serta implementasi (TABG), Pendatasn Bangunan ey o
Pemberian lzln SMEG Gedung, serta Implementasi SIMBG lfﬂ:?gmg \endast ekals MG, SLF 50
e woion®™ | yah RekomendsslTeksls M, 517 50 Dokmen
Laik Fungy Bany Bangunan Gedung Yang dikeluarken
Gedung
1.03.062.01.02Pm-ncmmd Jumish Dokumen Perencanaan, Pembanqunan. 0 Dokumen
Pemb an F dan Peras " od
faatan B Gedung Daerah Kab , -
Daerah KatupatenKoza
1035820105 Monharing dan Jumiah Dokaumen Manitoring dan Evaliasi 0 Dokuman
Erabiasd Penyek Feny Bangunan Gedung Negana
Gedung Negara Daerah Daerah Sabpaten/Xata
Kalwpaten/Kots
1.03.09 PROGRAM Persentase Bangunzn T8 Persen, | 10309201 1.0109.201.01 Penyusunan Rencand, | jumtah Dokumen Rencana, Kebilakan, Strategidan 0 Dokumen
PENATAAN Kawpsass Lingkungan Penyelehggansan Kebijakan Sirategl dan Teknis SIstem | Tounis Sisten Penatasn Bangunan dan Lingkungan
BANGUNAN DAN Berkoncisi Bk Fenatasn Bangunan Penataan Bangunen dan Lingkung ] Pt
LINGKUNGANNYA dan Lingkunganays di S abupstentiots Jumnlah DokumenRencans, Kebijakan, Stiategidin 1 Delumen
Daerah Teknls Sistern Pynataan Bangunsn dan Lingkungan
Kabupaten/Kota Tersusun
102.09.2.01.03 Penatazn Bangunan Jumlah Penataan dan di
dan Lingeungan Kirsatan Cogar Budaya dan Tradisional Beriejazah,
Kpwaian Pariwisata, Kawasan Shstem Perkataan
Nasional dan Kawasan Strategls Lainnys
Tumbah Unit Bangunan Uinglungan 2unk
Terata/Dibangun
1.03.09.201.04 Pemafharaan Jumish ik gunan dan Lingkungen &
Bangunan dan Uingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisionad Bersgarah,
Kawasan Pariwisata, Kawatan Shiem Perkotasn
Nasional dan Xawasen Stratagis Lainnya
Jumizh Unit Bangunan Lingkungan Terpelihara 1 Unit
dengan Baik
1030920106 ".'*0"“0""9 Jhumbh Dekumen Hasil Monftoring 0 Dokumen
P V fih g P In Bangunan gan Lingkung:
dan Unghungan Jumiah Laparan Monltaring 1 Lapotan
kh gt dan Linghungan
TenusuryPengawasan terlaksana
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Program Keyglatan Sub Keglatan
Mo ndThutor Kinerfs [
Pragam ef gl relikator Klnu:jl Su Koglaten Indikator Kinwrjs tokastson |
Hasll Program | Target Copatan Kehuarsn Keglatan [ Target Capaian Keluaran Sub Keglatan Terget Capulan Keglatan
LOLIOPROGRAM | purseniase Jatan 85 Persen | 10310201 Jomiah Dokumen Hasi peicksanszn 0 Dokumen | 1931020101 Pemusunan Rencana, hamlah Dot Has]] pelad Adisdan 0 Dok
GAARAAN | datam Kondisi Mantsp Penyelenggifasn Advis dan Lryanan Tekres, Kjian Kebijakan, dan Strategl Liyanan Teknix, Kajian Xebijakan, Bantuan Teknis,
AALAN Jadan Kabupatenviots | gebijatan, Santuan Teknis, Simblngan Peng farlngan Jal bingan Teini, Pengelolaan Py 038
Teknis, Pengetolaan Pengendaian Perencanuan Tekeis Penyelenggaraan |, oL Rencana, Xebjakan, dan Strategl 1 Dokumen
falan dan Jembaun Pengembangan Jatingan alan Serta Perencanaan
Teknls Pervyzlenggarsan Jatan dan Jembatan
Teroymun
103.10.2061.03 Pengelolaan Legar Jumlah DokuymenLeger JalarySistem Informasi 1 Dokumen
Jalan Jalan ersusun
Jumish Dokumen Fangakotaan Leger falan 0 Dokumen
103.10.201.04 Survey Kondisi Jumlah Data dan Informas! Terkait Kondish 0 Dokumen
Julan/fembatan alan/lembatan
Tumiah Dokumen Kendisl Jalan/lembatan Tersusun 2 Dolurmen
1.03.10.2.01.05 Pembangunen Jalan Parjang Jatan yang dibangun T00O Metes
Panjang Jatan yang Dibangun [ ]
1631020108 Rekonstrvksi Jslan Panjang Jalan yang Dilskutan Rekonstiksi Jaan O KM
Fanjang Jalan yang dirckonstruksi/ditingkatkan 15000 Meter
1.03.10201.10 Pemebhardan Bedala | parjang Jaten yang Dilakukan Pemeliharsan Secara 0RM
Jalan Beriala
FPanjang lalan yang terpalinara secara 5000 Mgter
Berkala/direhablitasi
102.102.01.91 Permnabharsan Rutin Panfang Jalan yang Dilskukan Permaliharaan 0KM
Jatan Secara Rutin
Panjang Jalan yang terpelihars secara utin 50000 Mater
103.10.201.12 Pembangunan Hemiah Urit Jembatan Dibangun 3Unlt
tembatan Parjang Jembatan Bibangun 8 Mater
Panjang Jembatan yang Dibangun om
1.03.10201.18 RahabiTtas! Jemd, Sumlah, Uniy Ternbatan yang Direhabiitas 2 Unit
Panjarng Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi oM
1.03.10208.23 Pengawasan Tekis | pymiah Diokumen Hasil Pengawasan 0 Dokumen
Penyelanggaran yelengg
Jumiah Laporan Pengawasan 10 Laporan
Te fieng Pekerjaan Ter
1.01.11 PROGRAM Persertase Penyedia 15 Pumen | 10311201 Jumiloh Peserta G Orang 103.11.201.04 Pelaksanaan Pelatihan | jumtan peserta 25 0uang
ot L piyie ks Penyelenggarasn Tenaga Terampil Konstruks Jumlah T : .
" enaga Kerja Konstruksi Kualiikesi fabatan 0 Orang
JASA XDNSTRURSI dengan Kunduite Baik Pelatihan Teraga Operator dun Taknlsi atau Analli yang Menglluti
Tesampil Konstruksi Pelatihan
Volutne Peliksanaan Pelatihan Tenaga Terampil T
Komstruksi
102.11.201.06 FasTitasi Sertifikasi Jurnlah Tenaga Kerja Konstruksi Kuslifikes Jabatan 0 Orang
Tenaga Terampll Konstruksl Operator dan Teinis! staw Analis yang Tersenifikas
Aumlah Tenaga Terampit ksl yang b 3 70 Orang
1031120108 b < Jumlzh Hasl danEvaluasi O Dokumen
Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenags Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampd) Konstayksh
Terampl Konstruksl lumilah Eaporan Mositoring dan Evaluash Oel 1 laporan
Teraga Terampil Xonstruksi
103.01.202 Jumiah Laporan Peryelenggarsan Olsporan | 1421120201 Pengelolaan Sumiah Laporan Penyelenggaraan bukung Claporan
Penyelenggarazn Dutungan Mansjemen Sistem Informast Operasionalbayanan Informasi e | Manajemen Stitem Informasi Jasa X
Sistem InformasiJzsa | tass Konstowks Konstrusl Persentase Pemenyhan Leyanan Informasi Jasa 100 Persen
Konstruks! Cakupan Konstruksi
Daerah
abupaten/Kaota
1031120206 Penyusunan Datadan | symiah Data dan thformas! Tenaga Exrfa dan Badan 6 Dolumen
Informasi Tenaga Karja dan Eadan Usaba
Usaha Jumlah Laporan Data dan Infarmasi Tenega Keda 1 Laporzn
dan Badan Usaha Tersedia
1.03.11.20208 Periyusunan Data dan | jumish Data dan Informasi Profl Pekerjasn 0 Dokumen
Infowmasi Profil Pekerjaan Kenstidksi | pomern ki
tumlah Laporan Data din Infonmash Profil 1 Lapgran
Pekeriaan Konstruks) Tersusun
1011203 Jumiah Bandan Usaha Jasa Konstruksl 20 Badan | 1931320303 Pembinoan dan lumiah Bandan Ussha Jasa L i 208adan
Fenerbitan tin Ussha | yang mengikuti Bembinaan dan wsshy | Peréngiatan Kapasitas Badan Ussha | pembinaan dan peningiatan Kapasitas Uszha
fasa Korstnytl peringhatan Xapasiiay fasa Konstauksl Jimiah Pesna yang Mengiutl Pemblesandan G Orang
Nes'ﬂna_l {Non Kecil Peringiatan Kapasitas Badan Usaha fosa Kerstruks
dan Keell)
1.03.112.04 Jumlah Peserta Bimtek 0 Onang 102.11.204.02 Bimbingan Teknls Jumbsh Peserta Bimiek 20 Onany
Pengawasan Tartiy g Terlo wiaP el Tumlsh Peserta yang Mengikuti Bimbingan 7eksis 0 Oming
Uszha, Tertib Penyelenggaran, dan Te Tantang Tertitr Usaha, Tertlb Ponyslanggatean, den
Peryelenggarazn dan Pemanfastan faca Konstruks) Terti Parmantaatan Jasa Konstrukst
Tertiy Pemanfaatan
J':n Kenstuksi Vohme Kegistan Bimbingan Teknis tentang Tentib 1)l
Usaha, Tertib Penyetenggaraan, dan Tenit
Pemanfaatan Josa Konstruksi yang
dikut/dilaksanaksn
1.03.93.25403 Fengawasan dan lumiah Dokumen Pengawasan dan Evalussi Tertb O Laporan
Evaluasl Testib Usaha, Tenib Usaha, Tectd Pengelenggargan, dan Tenib
Penyelenggsmaan, dan Testib Pemanisatan Jasa Konstruksl
Pemanfasian Jass Konstruksd Smmish Leporan Pengawasin dan EvabuasiTerib 1 Laporan
Usaha, Tertd Peryelanggaraan, dus Tersh
Pernanfaatan Jasa Konstrukst Tersusun
1012 Persatuse K 22 Persen | 1041220 humiah Dokumen Persetujuan O Dokuren | 1031220002 Pelakesnaan Tumiah Dokymen Persetujuan Substansi, Evaluasi 0 Dokumen
PEMYEL N | bemantsstan Ruang Penetapan Rancana Substans), Evalasi dian Penetapan RRTA Persetujuan Substansi, Evabuasi dan Ponetapan RATR Kabupaten/Kota
FENATAAN RUANG Tals Ruang Wilzyah Kabupaten/Kota KonsuMtas] Evatuasi dan Penstapan Jumiah Dekumen Reneana Rinel Tata Ruang 1 Dokumen
(RTAW] dan Rercana RRTA KatwpatenyXota Tersumin
Ringi Tata Ruang
(RRTR
Kabupaten/Kata
103.12201.04 1} Jumish Dok Sosialisasi Kebijakan dan L
dan g-und P Perundangundangan Jidang Penatazn
. Eidang Penxtasn Ruang roang
. Peserts yang Mengiluti soslalisasi 200nang
Volume Kegiatan Sesislisasl Kebijskan Penataan 1 Ka
Ruang
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TH2/22, 4:42 PM Sistem Informasi PemerintahanDaerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA
Program Xegiatan Sub Keglatan
Na program IndTator Kinerjs . Indikator Kineria . Indikator Kinerfa Lokastab |,
Huﬂ?fogrlml Target Capalan Keluaran Keglatan | Target Capalan Kelzaran Sub Kaglstan I Target Capalen Keglitan
0312202 Jamish Dok i dan 0 Dok 1011220200 Koordinasi dan Jumlsh Dokumen Koordinasl dan Sinkroniasi 0 Dokumen
Koordinas! dan Sinkronisasi Pempusanan RTRW I Pery RTRw
Sinkronisal Ksbupsten/Kots Tabupateniots e Koordinasi can Sickronieac]
Perencanaan Tata hemalghy dan 5 Leporan
Rizang Catrah Jumlah Waktu Pebiksanaan Koordingsi dan 12 Bulan
Kabupaten/Kota Stnkronisas! Permyusunan RTRW Kabupaten
1633220203 Peningkatan Peran Jumlah Adusn Masyarakat dalam Panataan Rusng 10 Advan
Masyaralat dalam Penataan Ruang Jumiah L dn 0
anggung Jawak: Masyarakat
Jumlsh Keglatan Saxislises] (Perencanazn, 1 Kegiatan
Pemaniaatan, Pengedalain Tata Ruang)
10312203 Sumiah aza dan informast yang @ Dokumen | 103.1220302 Sistem nformasl fumalyh Data cian infarmasl yang bihasikendarl O Dokumen
Koordinasi ;hn Dihasilkan dard Sistem Informash FPenataan Ruang Sistern Informasi Penataan Ruang
sl I L Jumiah Dekuman, Data dan Sisieminformasi 1 Dokaamen
Datrah Penataan Ruang Tetsedia
Kabupaten/Xots
10512204 Aumiah DokLrren Koordingst 0 Dokumen | 1031220404 Koordlnasi Jumiah Dol Pala [J-"
Koordinesldan Pelakssnaan Peratpan Auang Pelaksansan Penataan Ruzng Pehatasn Juang
Pengendalian Jumilah Rekomendai Kesesuaian Ruang 30 Dokumnen
Peianfaatan Ruang Jumlah Wakiu Pengawatan Tata Ruang 12 Bulany
Caerah
Kabupaten/Kota
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEAL DAN AN
1.04.01 PROGRAM 10401202 1.0401.2.0201 Peny Gafidan | p gali dan tunjangan ASN 100 Pevsen
PENUNIANG Admialstrasi Tunjangan ASN
URUSAN Keuangan Perangiat
PEMERINTAHAN Dacerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
10401205 1.04.01.205.31 Bimbingan Teknls Jumish bimbingan teknis i $Orang | Semua
Administrasi knplementasi Peraturan Perundangs perurdangn yang diikuti/dilaksanakan Kab/Xota
m""q“;:‘;:mb Undangan Jumah Orang yang Mengikati Bimbingan Teknis 0 Orang
tmplementas Peraturan Penundang-Undangan
10401206 1.04012.06.01 Peyeciaan Jumbah Pak v thstalasi Listrily g OPater | Kab
Administrasi Urnum Kompaonen Lastalish Bangunan Kantor yang Disedizkan Bolaang
Perangkat Caerzh Ustrik/Penarangan Bangunan Xantor . ., | Mongondow
Jumiah Unit Komponen Listrik Yang Tersedia 16 Unit \tara
1040120602 Penyeciaan Peralatan | jumiah Paket Pesalatan dan Perlengkapan Katoryang 0 Paket | Kabe
dan Perengkapan Kantor Disediakan Solsang
Jumlah Urit Peratatan dan Perlenglapan Xantos 9 unit m:‘f"““w
1040120605 Penyedinon Barang | fumlab Paket Barang Cetakan dan Perggandzan @ Paket Kab.
Cetakan dan Penggandaan yang Disediskan Bolaany
Pretentase Pemenuhan Pelayanan 100 persen m:':o
1040120609 Peryelergganan Presentase Pengembangan Kepasitas MelaluiRapat 100 persen | Kab.
Rapat Xpordinast dan Konsuhtas) « rapat Xoordinasi Bolaang
SKkPD Mongondow
Ytana
10401207 1040120702 Pengadaan Kendaraan | jumish Kenderaan Dings yang disdakan 5Umn [ Kab.
Pengadaon Barang Dinas Operasional atay Lapangan Jumtah Urit K 1 inat Operssions! stau 0 Uk Bolaang
Milik Daerah Lapangan yang Disediakan b apgotdo
Peaunjang Urusan Utara
Pemerintah Daerzh
1040120705 Pengadaan Mebel Jummlah mebeleuir yang diadskan aClnit | Semua
Juriah Paket Mebel yang Disediskan ouny | TaEReR
104001208 1040120802 P yediaan Jasa JumbahL N Jasa Xomunikasl 12 Laporan
Penyediazn Jasa Komunfiast Sumber Daya Alr dan Sumbar Daya Alr dan Listrik yang Disediakans
Penurjang Unisan Lisvik
Pemerintahan Daerah
1.04.012.08.03 Penyedizan Jasa Jumlah Laporan Penyedlain Jass Petalatan dan 0 Laporan.
Peralatan dan Perlengk X P ' X yang Diaadiakan
Persentase pemenuhan Jasa Peralatan dan § Unit.
Perienglapan
1040120804 Perryectiaan Jasa F ) Jasa Pelayanan Umum 12 Orang/bulan | Kab
Pelayanan Umsim Kantor Kantor Bolaang
' Mangondew
Utars
10400.209 1040120901 Penyediaan Jasa Jumiah Kendaraan Petotangan Dinas slau ounit Kab,
Pemefiharazn Barang Pemeftaraan, Bisys Pomekharaan, | gendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Bolaang
Milik Dagrah lan P3jak Kend L g . Pajalrys Mangondow
Fenunjang Unusan Dinas stau Kendaraan Dinas Jabatan . " 100 Utara
Pemerintshan Dasrsh " ¥ pemen
1.04.92 PROGRAM Raslo Rummah Layak 70.13 Persen | 10402203 Jumiah Rumah Khusus beserta PSU 0 UnlyRumah | 1.04022.03.05 Pembangunan Rumah | fumiah Rumah Khusus beserta PSU bag Korban 0 Unit
PENGEMBARGAN Hunl Parabangunan dan bag} Korban Bencana Fhusus beserta PSU bagi Kerban Bencana Kabupaten/Kola atau yang Tedkena Relokasi  Rumah
PERUMAHAN Rehabilitast Rumah Bentana stau Relokas! Progrsm Program Kabupaten/Kota yang Terbangun
Korban Bencand atau KabupatenKota
Retokasi Program
Kabupaten/Kata
10402205 Bumlah Laporas Hasil Fasikas] O laporzn | 184022050 Fasilitasi Pengelotaan | jumizh Laporan Hasit Fasiitas! Pengelolazn 0 Lsporan
bl Pengeloladn Kelsmb bogi Kefembagaan dan PemiiiPanghund | Kolembagaan bags PemikiyPenghun Rumah Susem
Pengekalaan Runah, Permiik/Penghund Rumph Susun Rumah Susuoa
Susun Liemymy
dan/atay Rumsh
Nhorsus
T.04.03 PROGRANE Persentase 5150 Persen | 10403201 Jumish Dokumen Rencana 0 Dokumen | 1040320102 Penyusunan denfatsy | fumlah Dokumen Recana Pembangunandan 0 Dekumen
FAWASAN Permukiman rbitan triny Pembangunan dan Pengembangan Revvlew 1erts Legalisasi [ b Per d.
PERMUKIMAN Kumuh Tertangani Pembangunan dan Kawasan Permukiman dan Permuidman bangunan dan P b Kumuh yang Tersusun danfatau
Pengembangan Kartoah yang Tersusun dan/stay Erwasan Permukiman dan Teceviewserta Terlegalisash
Kawwasen Pormukiman | yqceview secta Terlegalisasi Pemidman Kymuh
10403209 Jumtah Rumah Tidak Laysk Hunlyang 0 Unle 10403.2.03.02 Petbaiksn Rumah Jumlah Rumah Tidak Layak Hunl yang Diperbaikl 0 Unit Rumah
Peningkatan Kualitas Diperbaiki Aumah Tidak Layak Hun!
Kawazan Permukiman
Kumuh dengan Luas
i Bawah 10 (Sepuluh}
Ha
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Keglatan Sub Keglstsn
H Xl r
o " ndikstor Klnerja - Inclikator Winerla b n Indikator Kinstia Lokas! Sub et
Hasl Program ] Targwt Capaian Kajyarsn Keglatan Target Capalan Keluaran Sub Kaglatan I Target Capalan Keglatan
1.04.05 PROGRAM “Cakupanlayanan 346 Persen | 10405200 Urusan Jumbah Lokasi Perumahan yang Disediakan @ Lokass | 1.0405.201.02 Penyediaan Praswrana, | Jumish Lokasi Perymahan yang Disecfiakan Prasarana, Q Lokasi
PENINGXATAN Akses Sanitasi Penyelonggarsan PSU | prasarana, Sarsna, daniiiitas Usrem yang Sarana, dan Utilitas Urnum di Sarana, dan Utiitas Umum yang Menunjang Fungsi
PRASARANA, Ungiungan Perumahan Menyniang Fungs Hunian Ferumahan untyk Menunjang Fungsl | btz
SARANA DAM Perumahan Hynien
UTRITAS UMUM
s
195 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIEAN UMUM SERTA PERUNDUNGAN IMASYARANAT
1.05.01 PROGRAM Tersedianya 100 Fersen | 10501202 Persentase Ketersediaan G3jl dann K0 Persen | 1050120201 Penyediaan Gafidan | jumiah Ozang yang Gaji dan 0 Crasgy/
PENUNJANG penunasg Adrinistrasi Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN
URUSAN pengelclaan Kewangan Perangiat Gajl da 00%
PEMERINTAHAN adminisuas] Daerah agh n
DAERAH perkantordn o N ;
NABUPATEN/KOTA ¥ unjang 100 Pérschy
1053205 umlah ASN yang mengiloti Sosialisasi 30nang | 1050120510 Soslalisasi Petatuatan | jumbih ASN yang mengikuti Sosialisast Peraturan 3 Orang
M"""iﬂﬂ:} Peraturan Perundang-undangan Perandang Undangan Penundang-undangan
;‘:’;’J ot Jumiah Orang yang Menglkuti SosialiasiPerstoran 0 Orang
Perundang-Undangan
10501206 Sumlahysenls Garang 105 Dokumen | 1050120601 Penyedizan Jurnlah Paket Komponen Instalasi OPaket | Kab
Ymum | eataisn yang dizdak: Kbmponen, Instalasi Listril/Penerangan Sangunan Kantor yang
Perangkat Daersh Jumlsh/enis Peralatan dan 100 Parsen strik/P g Kantor | p Mungondaw
Periengkapan Kariter yang dizdalan Persentase tevsedianya komponen instalysi 100Persen |
Jurnlah Rapat Koordinasi/Konsultasi 415 Kali Estrii/penerangan
Yo dilaksanalkan
1.0501.2.06.02 Penyediaan Peralatan | fuml it Peralatan dan Perlenghapan Kantor 6 Unitfenis | %ot
¢an Perfengupan Kartor yang diadakan Bolaang
Sumish Paket Feralstan dan Perdsngkapan Kantor 0 Paket Mongandow
yang b Utaa .
Jumlah urdt peralatan dan perlengkapankantor 3% Unit
1050120606 PenyediconBarang | jumlahyilenis Barang cetaiv? daan 105 Dokumen/lumizh | Kab.
Cetakan din Penggandaan yang diadakan Bofaang
Jumlah Paket Barang Cetakan dan DPaket :f.:’:" e
Penggandaan yang Disediakan
perkartoran
:m‘lma Fasllitasi Kunjungan | pymiah Laporan Fasiitas! Konjungan Tamu 0 Laporan :‘:’
amy . lolaang
Persentase peryediasn sdiministrasi perkantoran 100 Persen Mongondaw
Utara
1.05.01.206.09 Peryelenggarsan Jumdah Laporan Peryptlenggataan Rapat Koordingsi 0 Laporan | Kab
Rapat Koordinas o dan [ Bolaang
KD Harmlah Rapat Koordinaslfonsuttast yang asps | Mongondow
[ peny dmini 100 Persen
10500207 - 1.05.01.202.02 Pengadasn Kendarasn | jurmizh init Rendzraan Dinas Operasional atau OUnit | *ab
Pengadaan Barang Dinas Operasignal atay Lapangan Lapangan yang Disediakan Aolzang
Milik Dagrah dinas onal 14nit Mangendow
Pemumnjang Ususan | b v Utan
Pemerintah Daerzh ’
1.05.01.207.05 Pengadazn Mebel Jumish mebelst yang disdskan sunt | Semua
Jumish Paket Mebel yang Disediakan oume | ReWKou
HOS01.207.06 Pengadaan Perafatan | jumish peralatarvperiengkapan kantor yang disdakan 10 Unit | Kab.
dan Meila Lainnya Jutalzh Unit Peralsten dan Mesin Lainya yang oun | Bolaang
" ongondow
Diseclska Utara
10501208 Ferventase Katersediaan Jasa Sunit 100 Parsam | 1030120201 Penyediaan Jasa Sunit | jumiah Laporan Peryediaan Jasa Surat Manyurst — § Liporan
WM:"J:ZI‘ Memyurat Merywral Fersentase Ketarsediaan Jasa Sufat Menyoat 100%
Pemerintahan Daerah mm"'mw' Penyediaan Jusa Pelayznan 100 Persen Fersentase penyediaan jasa perkantoran 100 Persen
1050120202 beayedinan lasa Jumtah Lapocan Peryediaan fasa Komunikasl, 0 Leporan
Kormunfkast Sumber Daya A dan Sumber Daya Aif dan Listrik yang Ditediakan
stk dizan jasa p 100 Persen
1050120804 Pétyedisan fata humiah Leporan Genyediaan Jasa Pelayananimum  @taporan | Kab.
Pelsyanan Urmum Kentor Kantor yang Disediskan Bohang
P Peryediaan Jasa Pelayanan Umum 100% M:"gw‘dnw
Xantor Utara
Persentase pemyendlaan ja3a umumn Kantor 100 Persen
10501209 Perientise Kenderaan Binzs yang 100 Persen | 1050120001 Penyedizan laza Jumlah Kengfaraan Perorangan Dinas atzu O Unit Kab.
Pemelinaraan Berend | Terpefhara Pemelth Blaya Pemeih, Kerdaraan Divus Jabatan yang Dipalihara das Bolaang
Milik Daerah dan Fajak g Pafsknya Mongandow
Penunjang Urusan Dinas sizu Kendaraan Dinas Jabatan Persentasa jasa permharaan BMD dan pajak 100Fersen | VIR
Pemerdnizhan Daerah kenderaan
Persentase Kenderaan Dinas yang Terpelihara 100%
1050120992 Penyedizan Jasa Tumlah Rendaraan Dines Operasional suulapangan  OUnit
Pemeliharaan, Blayd Pemefharaan, | yong DipeFhara dan dibayarkan Pajak dan Perizinenays
N Pzjak dan Perizinan Kendaraan Dines " Dinasya 100%
Operasional stau Lapangan v "9 1eTP
. 105.012.09.06 Pemelharaan Jumlah Peralatan dan Mosin Lsinnya yang Dipefhars  Olinit :;:N
1 B [aan
Peralatan dan Mesia Lainnya Tarsecliantyd jasa perbaikan peralatan kerja 8uUnit Mnngr:\dcm
Utara
1050120009 Jumiah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 0 Unit
I 7 i "
Kastor dan Gangunan Lainnya Terpethatanya gedung kanter TUnk
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Keglatan Sub Keglatan
Ne Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Program Keglatan Sub Kegiatan Lokas K-#;& i
Hasil Program l Target Capalan Keluaran Keglatan Target Capaian Kaluaran Sub Keglatan Target Capaian
1.05.02 PROGRAM Persentase 100 persen | 10502201 Jumiah Anggots Satpol PP 92 Orang | 1.0502.201.01 Pencegahan Jumiah Anggota Satpol PP 92 Orang
Penegakkan Perkada Pemarguiy Jumiah Anggota Satpol PP yang 20Orang | Gangguan Ketentersman dan Jumish Kasus Gangguan Ketenteraman dan 0 Kasus
mengikuti Pelatihan S Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteisi Dini
DAN KETERTIBAN Ketenteraman dan o Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan ey Din, Pernbinasn dan
UMUM Ketertiban Umum Jumiah Monitoring Evaluasi dan 6 Kali Penyuluhan, Pelaksanaan Patrafi, Lag Patrok, Py 'd."’"." -
dalam 1 (Satu) Daerah | Pefaporan Pengamanan, dan Pengawalan o il ”
Kabupaten/Kota Jumiah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 6 kall
Jumiah Patroli 103 kali
1.05.022.01.05 Peungl:mnw' Kapasitas | jumiah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan 20 Orang
SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan
Satvan Perindungan Masyarakat | J4mieh SDM Satuan Polsl Pamongpraja dan Satuan 0 Orang
Termasuk dalarm Pelaksanaan Tugas ¥ e
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Persentase Anggota Satiinmas yang mengikuti 0%
Pelatihan
1.05.03 PROGRAM Cakupan 100 Persen | 1.05.03.2.01 Pelayanan | presentase Penyelesaian Dokumen sampai  § Desa | 105.03.201.01 Penyusunan Kajian Jumiah dokumen bencana yang syah 3 Dokumen
PENANGGULANGAN | penangguiangan Informasi Rawan dinyatakan Sah/Legal Risiko Bencana Kabupaten/Xota miah Dokumen Kajian Risiko Bencana Dokumen
BENCANA Bencana Bencana : J h e ¢
Kabupaten/Kota
1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Jumiah Orang yang Mendapatkan Sosiafisasi, 0 Orang
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan
(KIE) Rawan Bencana Kabs /Xota | gencana (Per Jenis Bencana) Secara
{Per Jenis Bencana) Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di
Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang
Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya
Persentase jumiah penduduk dikawasan rawan 100 Persen
bencana yang memperoleh informasi rawan
bencana
1.05.03.2.02 Pelayanan | jumiah Aparatur dan Warga negara 2 Dok 1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan | jumiah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti 0 Orang
Pencegahan dan yang ikut pelatihan dan Mitigasi Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Tohado Socana | A Wararegrsyong mendopr 30 Pesen | P SRS G, T —
dan perk
Pr penang 1apsiag: 80 Persen
bencana
Presentase SDM yang menangani 12 kg/Kapita
korban bencana
Terseckanya Layanan Pusdalops 100 Persen
Penanggulangan bencana dan sarana
prasarana kesiapsiagaan bencnana
105.03.202.03 Pengendakian Operasi | jymiah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dsn 0 Dokumen
dan Penyediaan Sarana Prasarana Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
brapaten/iota Persentase penanganan kesiapsiagaan bencana 100 Persen
1.05.03.202.04 Penyediaan Peralatan | juumiah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu 0 Unit
Perlindungan dan Kesiapsiagaan Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas
o Jumiah warga negara yang mendapat peralatan dan 100 Orang
periindungan
1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas | jumiah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Kawasan
Kawasan untuk Pencegahan dan dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
Kesiapsiagaan ianya layanan P 9 7 Kegiatan
bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan
benczna
1.05.03.202.07 Penanganan
Pascabencana Kabupaten/Xota " joritas rehabiitasi dan 4 Dokumen
rekonstruksi pasca bencana
1.05.03.2.02.08 Pengembangan Jumish aparatur dan warga negara yang lkut 30 Pesena
Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) pelatinan
Sencans Kitwpaseykate Jumiah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas 0 Orang
Teknis dan Manajeriainya
1.05.03.2.03 Pelayanan | jumiah Korban yang berhasil dicari, 100 Persen | 1.05.03.2.03.03 Pencarian, Jumiah korban yang berhasil dicari, ditolong dan 5 Orang
Penyelamatan dan ditolong dan dievakusi tethadap Pectuldngue chun Eyakivas! orkion dievakuasi terhadap kejadian bencana
Evakuasi Korban kejadian bencana Bencara Kabupaten/Kota Jumiah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, 0 Orang
Bancacy Jumiah Logistik dan operasional 100 Persen dan Dievakyasi Per Jenis Kejadian Bencana
koordinasi dan distribusi logistik
105.03203.04 Penyediaan Logistik | jumiah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi 0 Orang
Penyeiamatan dan Evakuasi Korban | | ogistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Jumiah logistik dan operasional, koordinasi dan 1 Unit
¢ 3
1.05.04 PROGRAM Jumish Kejadian 2Kaii | 10504201 Jumiah Dokumen Peta Rawan 1 Dokumen | 1.05.04.201.02 Pemadaman dan Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran 1 Dokumen
PENCEGAHAN, Kebakaran yang Pencegahan, Kebakaran Pungenciaion Kebakaran deiwn Jumiah Laporan Hasil Pelaksansan Kegiatan 0Laporan
PENANGGULANGAN, | Tertangani Pengendalian, Onicah Epiing Kt Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman
PENYELAMATAN Pemadaman, dalam Daersh Kab v
KEBAKARAN DAN Penyelamatan, dan
PENYELAMATAN Penanganan Bahan
NON KEBAKARAN Berbahaya dan
Beracun Kebakaran
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.05.04.204 Jumiah Kegiatan Sosialisasi 1 Kegiatan 1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Jumiah Kegiatan Soslalisasi 1 Kaki
Pemi Masyarakat dalam Pencegahan dan Jurmiah kat Mend o
Masyarakat dalam Penanggulangan Kebakaran Melalui : "'M" “f’l_' stk o "
Pencegahan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Set .H“';.
Kebakaran
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.01 PROGRAM T 100 Persen | 106.01.202 1.06.01.202.01 Penyediaan Gaji dan Jumiah Orang yang Menerima Gaji dan 0 Orang/bulan
PENUNJANG penunjang Administrasi Tunjangan ASN Tunjangan ASN
URUSAN pengelolaan Keuangan Perangkat Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan 100 %
AHAN foaa Daersh
DAERAH perkantoran
KABUPATEN/KOTA
1.0601.2.05 106.01.20502 Pengadaan Pakaian | jumish pakaian dinas beserta atribut 23 Pasang | Kab.
Administrast Dinas beserta Atribut kelengkapannya yang diadakan Bolaang
ian Kelengkapannya o " . Mongondow
Jumiah Paket Paksian Dinas beserta Atribut 0 Paket il
Perangkat Daerah Kelengkapan
1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumilah bi teknis imph i peraty 3 Kali Semua
Peraturan Perundang: yang diik k Kab/Kota
Undang Jumiah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis 00rang
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Keglstan Sul Kaglatsn
No Indikator Kin Incllkator
Program bl — Kirerf SubKest Indikator Klnria Lokes! Sub
sl Program | Targes Capalan WshannKegun | Target Copatan KeunnSobkegin | Twgmcapile | Xewn
10601206 1060120601 Panyrdisan i P—— Komponen (nstalasi 0 Ksb
’ Pakel -
AdminstrasT Umum Komponen Instalasi istrik/Periérangan Gala
Perangiat Daerah fstrik gan Bang Kantor Emﬂ X Bangunan Kirtoryang Mnr::‘dnw
Pesentase tersedisnys kamponen nstalasi stk 100 Persen | 7
- 106.01.206.02 Penyedliaan Petalatan | surlah Paket Peratotan dan Percnglugan Kactor yang 9 Paker | Kabe
dan Pedengk Dk Bolsing
ediazn dan Peralitss Pedengkap 100% :;’r”"'"""‘
Kartor ?
1.0601.2.06.05 Pertyediaan L belanja cntak d dan  5df [Fab
Cetakan dan Penggandaan o ) ! Bolaang
Mongondow
Uara
106012060 Peryel=oggzraan Jumish Laperan Peryelenggarasn kopat Koordinal 0 Leporan | Kab.
Rapat Xoordings) dan dan K e o s it Eolaang
Iumiah rapat koordinasikonsultast yang 10 Kali m::':' ad
dsksansban B Perved: b
' minum rapat
Jumlsh eapat kbordinasifkonsutssl yang 100 Persan
riraum rapat i
10601207 1060120702 Pengadaan Kencarsan | jumizh Dinas Oy jonal L 3 \fmy | Kb
Fengadaan Barang Dinas Operasionat sty Lapangan diadaian HAr= Bolaang
Milik Daerah y . | Mengondaw
Penun]ng Unstan Jumiah Unft Kendaraan Dinas Operasionsl atsy ounit Utara
Pemerintah Gaerah Lapangan yang Disedizkan
1.0601.207.06 Pengadaan Peralatan | jumizhyens paralatan dan paris kantoryang 1 Kol
danMesin Lalnnya diadakan T “ Golaang
ammlah Unit Peralatan dan Mesin Lakrnya yang Oy | Mergendow
Dieciskan
106.01.207.11 Pengadaan Sarsra Juiah Unit Sarana dan Prasarana Pendubng Gadung 6 Unt
an Prasssaha Pendukung Gedung Kantor atay Bxngunan Lainnya yang Disedukan
Kantor stay Bangunan Lainnya ! daan sarana dan ¥ Unit
gedung kantar atau bangunan lalnnya
;2‘;:_295] :‘m‘mm Penyediaanfasa Surat | fumish Laperan Penyediaan Jasa Surat Memyurat O Laporan
fiaan Jaia enyurat . . A
FPenunjang Unrsan. jasa surat 1o
Femgrintahan Daevah
1060120802 iazn Jasa [ fizan jasa & 100 Pevten,
Komumnikasi, Sumber Daya Alr dan sumberdaya sir dan listrik
Lstrik
1.06.01208.04 Peryyediaan Jasa wa jasa paley & o3 Kab.
Pelxyanan Umyum Kantor Bolrang
Mengahdw
Utara
m;“w :&mmnwwnlm Jumlsh Kendaraan Binas Jabatan Yang Terpelihara 10 Unit
raan Rprang meEharaan, Biays Perwiharsan, . .
Mk Daersh Paak dan ercnen Kendaruan inas | 752 100000R DS Opraciond sularngm - OUnt
Pemumjang Unsan Opetagional atau Lapangan yang Bip Hakaan
Pemerintahan Dagrah
1.06.012.0906 Pamaliharzan Jumlah Peratatan dan Mesin Lalnnya yang Dynit Xab.
Peralatan din Mesln Lainnya Dipelihara Belaang
Mongondow
Persentisa peralatan masin lainnya yang terpetihars 100 Persea Vo
VOSCIPROGRAM | perentase PSKS 100 persen | 10602203 Jumnlah Oro3/Drmay yang aktil 75065 | MDEOZ203.0F Peringhaten Jumizh Kehiarga yeng Meningkat Kapasit: 0 Kehuarga
PIMBERDAYAAN yang Pengembangan Kemampuzn Potens Sumber Kewenangan nu.paunmmg ™
SOSIAL diberdayasktfpn Poters! Sumber Kesejahneraan Soshal Keluarga Individu/K "
dalam B Kesejahteraan Soslal Kewenangan Kabupaten/Kota Humiah SIS inc lompok yang akiif 75088
penyelenggarsan Daersh
Ragi08 Kabugaten/Kota
1060220304 Feninglatan Jumigh Lemisaga Kesejahteraan Sosfal OLambaga
Kermampuan Potensi Sumber Meningkst Kapasitasny g g
Keseish Sosial Kelemb o -
Masyerakat Kewsmangan _
KsbupatenyKala Jumbah Orsox/Ormas yang ekt 1 Ocsog/Crmas
1.04.04 FROGRAM Pertentasg PMKS M4 persen | 1060AZO0T Jumah Lanjut Usia yang menefima 150 Grang | 1060420101 Penyediaan Jumlah Lanjt Usia yang minerima bantuan 150 Orang
REHABILITAS| SOSIAL yang menerima Retabilitasi 5‘;‘“' bantuan permenyhan kebutyuhan desar Permakanan pemenuhan kebutuhan dasar {Natura}
prlayanan Rehabibitas! Darar Panyandang Maturs)
2 Disabiltas Terlantr, Jumbh Crang yang Mm‘fapatﬁn Pem'nthn O Orang
Anak Tertantar, Lanjut Minimal Kewen ten/Kol
Usia Terlantar, serta ng2n _nb‘_‘p' ta .
Gelandangan Jumlsh g Disabilitas yang 150 Orang
Peogemis di Luat Pantl bantuzan pemenuhan kebutuhan dasar (Natura)
Sasial
1060420100 Penpecizan Alat Jumiah Lanfut Usia dan Penyandang Dissbilias yang 12 Orang | Kab.
Bant Menerims sl benta Bolsang
Jumbah Orang yang Mendapatkan Alat Bantudan 0 Orang m:r:“
' Alat Banty Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan
Fabupaten/¥ota
'lD?DllD'IN Pemberian Bimbing: Jurrdah anak olad yang memilki § Ovang
Sosial kepada Xetuzrga Pemyandang kettrampilan
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, - .
LarjitUsla Terlartar, serta bt ',“".&'ﬁ"’“ 9':;""" "', ada "m'“”" 09
Gelandangan Pengemls dan yeneand Disabiltas Terantar, T'P *, dan
Masyarakat Lanfun Usia Tertantar, un:{ﬁ:hnr..hna'm Etg emit
1.06.04.201.12 Pemberian Layanan | rumiah Orang Mendapatken Layanan Rujukan 00rng
Rujulan Kewenangan Kabupaten/ota
Jumiah Penday fanlk pelay sosial 2 Pusionsos
pacia Purat Kesejatterasn Soslal (PUSKESOS) yang
dberdayatan,
Jumiah pendryagunasn (asiitator pelayanan seslal 1 SLRT
pada Sistem Liyanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang
<iberdayakan
Jumah Sarana dan Prasarana layanan PUSKESGS 2 Unit
10604202 Jumlzh Bekas Warga Binaan Lambaga 5Orang | 106042020 Penyadisan Sumiah Bukas Warga Sinasn tembaga Pemasyarakatan $Orang
Soslat (BWBL) yang terbantu Permakanan {BWELP) yang terbantu dalam menjalankan ungsi
Penyandang MIsalah | daiam manjalantan fungsl soslilya satialnya
:::J‘;’hwuns‘:ml hamtah Ouang yang Mendapatkan Pemenahan o orang
! :;Twsmm ebutuhan Permaksnan Sesual dengan Standar Gizd
W‘“b‘u di Luar Pantl dinimal Kewenangan XabupatenyKola
Sasial

~
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Sistemn Informasi Pemerintahan baérah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Kegiatan Sub Keglatan
Na indlintor Kiredjs Indlkator Klnerja Indlator Xiners Lokasd Sub
Pregrem L Subs Keglatan Kegivun
HasiT Program | Target Capalan Kaluaran Keglatsh [ Tatget Copalan Wefuaran Sub Keglatan | Target Cagalan
1060420207 Pemberlan Bimbingan | jumish bimbingan sosial yang dizkearakan kepada 1 Kegistan
Fisik, Mantal Spirkual, dun Se<ial kefuarga dan masyarakat
: Jumlah Pendampingan terthadep Anak yang 10ung
Berhadapan dengan Hukum (ABN)
Jumiah Pesarta 8imbingan Flsik, Merdal Spirityal 0 Ovang
dan Sosial Kewenangan Kabupates/Kota
106042021 Ketjs Sama antar Jumah Delumen Hasil Koordinasi den Kerja Sama 0 Dokumen
Lembaga dan Xemitraan d:l.m;\ antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan
F lak hah 1 Sosial o ] Y
Kabupasen/ots Surnlah pelaku (isaha dan Kembrasnyang 1ux
melakuiam tanggungjawzb peningkaran
kescjahteraan sosial {CSR)
1.06.05 PROGRAM Fersentase PMXS 100 Persan | 10605202 Jimish Jats progrin bantos yang 100 ;“Téﬁ?‘ ";“‘"l;‘" Fakir Jumizh dats progrem bansos yang tervalidas! 10t
PERLINDUNGAN DAM | 4,09 menerima Pengelolaan Data tervalidasi liskin pan Daeral furnlah Fakdr Wiskin Cakugan Dserah X - 60
IAMINANSOSUL | Bansos pertindungan Falklr Miskin Calupan TabupaterXsts yang Didata o
dan Jaminan Seslal Doeray
Kabupaten/Kota
1060520202 Pehgelolazn Data Jumnlah Keludsga yang Mendapathan Pevgentasan O Kelargs
Fakly Miskln Cakupan Daerah Fakir Miskin XabupatenyKeta
Ratupaenkom Jumnlah Safprat pengekolaan data yang terpenuhi 2 Unit
1060520203 Fasifitaz Bantuan Jumiah kekiarga miskin dan rentan yang mendapat 100 KX
Scsial Kesejahteraan Keliargs bamas
Sumlah Keliargs Panerlma Mantast (OM) yang 0 Kehuarga
¥rksarga ewanangan Kahu‘p.ltlru"lnu
Sumbah RS RTLH Yang terayani WAK
Persentase KPM perieritna Program Bansasyang 100 Peczen
terdamping!
106.05.202.04 Faslitas! Bantuany Jumiah KUBE yang mensrioa Basses Sarpras 17 Kelompok
[ b Ekonoml Masyarak Aol
Jumbah Orasg Mendipatkan Bantuan 9 drang
Pengembargan Ekonomi Masyarakat
Keweraengaen Kabupater/Kote
1.06.06 PROGRAM Fersentase Korban 100 persen- | 10606201 Jumish Buffentek yang tersedla 2Paket | 1060620101 Fenyediaan Makanan | jumiah Buerstok yang tersedia 2Paket
:‘&“NW Bercana Yy """"“:‘ﬂ“’s“"' Jumlah Orang yeng Mendapatkan Permakanan 31 0 Orang
CANA Menerima fanos Foeban Bencana Alam Hasi datam Masa Tanggap Darurat (Pengungsiand
Dalam Masa dan Sosial Kewenangan Katupatan/Kota
Tanggap DanuraL Kabupaten/Xots
10606202 Jumlsh Taruna Siaga Bencana dan/atsy 44 Grang | 1060620202 Koordinasi, Soslalisasl | juraiah Orang yang Melsksanakan Koondirust Qonng | Kb
Penyelenggeraan Retywan Sosial yang tersedia dan Pelgksanaan Taruna Slaga Sosialisas] dan Pelaksanaan Taruna Staga Bencara Bolaang
Pemberdayasn Gencana Kewenangan Kabupaten/Kota Mengondow
Masyarakat Terhadap Jumish Tanme Sisga Benesna dan/stsu Retwan &d Orang Utars
Fesizpsiagasn Sosial tersedia
Bencana nng
Kabupsten/Kots
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BiDANG TENAGA KERIA
2.07.01 PROGRAM Tersedianya 100 Posen | 20701202 2070120201 Penyediaan Gzji dan | jumbsh Qrang yang Menerima Gaji dan BOrang/bulan
PENUNJANG perunjang Administrasi Tunjangan ASH Tusjangan ASN
URUSAN pengelotaan Keuangan Perangkat GaJidan 100 Persen
PEMERINTAMAN administragl Daemah ASN o
DASRAH pekantorn
KABUPATEMN/KOTA
20701205 207.01205.11 Bimbingan Teknis Jumish Bimbingan Teknis Implementasi Peraturzn ~ 7Kak | Semua
Administrasi Imph | Petaturen 7 P 320 Yang Didcut/Dilsk | Kab/Xota
Kepegawalan Undangan -
Perangiat Darah m?hmm?mum&uﬁ &mhng:n'letnh G Orang
20701206 27020602 Penyediaan Peralalin | jumiah / fenis Peralitan dan Perfenghapan Kantor 734 units | Kab.
Administrasl Umum dan Perlengkapan Kanter Yang Disdakan fenis Bolsang
Perangkat Daersh Jumah Paket Peralitan dan Perfengkapan Kantor 0 Paket ::‘::9
yang Disediakan 4
2070120605 PenyediaanBareng | Jumlah f Jens Barang Cetak/Penggandaan Yang s34 gy |Rab
Cotakan dan Penggandaan Diadskan Bolaang
Jumiah Paket Barang Cetekan dan Penggndaanyang Qfakes | oot oo™
Diseciakan
2070120609 Penyclenggarsan Jumlah Laporan Penyslenggarsan Rapat Koorfinasi 0 Laporan | ¥ab-
Rapat Koordinayl dan Konsuftasi dan Xorsukasl SKPD Eolzang
SKPD humiah Rapat Koordinasl Monsiulsas! Yang 218 m“"""
Di:ksanakan
20701207 20701207.02 Pengad: ! Jummlah Kendarsan Dinas Opesasiont] ata “aum Kb
Pe_ffgadamlarmg Dinas Operasional atau Lapangan Yang Giadskan Bolaang
Milik Dacrah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atay Quriy [ Mongandow
Penunjang Urusan L, Disadiskan Utara
Pemerintah Daerah searing
207.01207.05 Pengdaan Mebel lumlah Meubeler Yang Disdakan Qunt | Sermua
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan ourg | bR
207.01.207.06 Pengadaan Perdlatan | yumish / Jenis Peralstan Mesia Lainnya Yang Sunit/ K,
dan Mesin Lainnya Disdatan Vs Bolaang
. Jumiah Ui Peraian daaMesinbeinryayang QU] Morgendow
Disediakan
20701208 2470120801 Peryedisan Jass Surat | persertase K diaan Jusa Surat . 100 Persen
Petiyeciaan Jasa Memypurat
Penynjang Unssan
Pemedntahan Dactah
207.01.20802 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Peryedlzan Jase Kamunikasi, Olaporan
wm_ Sutbet Daya Alz dan Sumbet Days Alr dan Listik yang Dissdiskan
Listrlk disan Jass Sumber  100Fersen
Daya Abr dan Listrik
207:01.208.04 Peny Jasa p Peny Jasa Pelayanan Umum 100 Persen | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kandor Bolaang
- Mongondonr
Vtara
20101209 201012.09.01 Penyediaan Jasa turnlah Kerudaraan Pererangan Ginas atau Ounit Fab.
Pemeliharazn Barang FPemelharaan, Biaya Pemelhargan, Xendaraan Dinas Sabaten yang Dipelihara dan Bolaang
Millk Caerah d2n Pajok Kend gar dbayaran Paisknys Mongondaw
Petwnjang Unnan Dinas atau Keadarasn Dinas Jabatan . Urara
Pemurintahan Daerah pementase kendaraan dinas yang terpeihara 100 Perseny
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Sistem [nformasi Pemerintahan Daefah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Frognm Keglatan Sub Neglatan
No Indikater Xinerfa ’ Indlkator Kinejs Indikator Kinets
. o Sub Kaglatan l:-k::zs-‘:.b ¥at
Hasl Pregram | Target Capalan Kahsaran Keglatan ] Target Capalan Kefuaran Sub Keglatan I Target Capalun
207.01.209.06 Pemaiharazn Aamiah Persistan dan Mesin Lainnya yang 6Us1 Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelinara Bolaang
Persernase Peralstan Mesin Lainnys Yang 100 Persen ;:!"f“’"“
TerpeThara
TR 20340 - Jumiah Gedung Yang DizehabiitasyDipelihura 1 Uit
Pemelharaan/Rehabilitas] Sacana dan .
Gedung Kantor sty l.'.wulahsar.ma dm;r:;lra'na ngu:q K.m.\uulfu O Uiy
Bangunan Lalnetya v
2.07.02 PROGRAM Persentase 100 penen | 20702200 Jumlah Got P Terugs 1dok 2070220101 Penyusunan Rencana | sumish Dokumen Perencanaan Tenaga Keta 1 Doiutmen
PERENCANAAN Pemenwhan Perurunan Reoxana | gada Tenaga Ketfa Mikio fumlsh Dokyman Rencana Tenags Xevja Malro 0 Dolummen
TENAGA KERIA Dokumen Tenaga Keda (RTR) Jormiah Dokumen Rencans Terisas Xeria @ dob
Perenganaan Tenags Makro T
Keja
2.07.03 PROGRAM Persentase Tenaga 100 persen | 20703201 Jumish Pencari Kerja Yang Lulus Pelatihan 71 orang | 207.032.01.01 Proses Pelstcansan | jumiah pencart Xerja Yang Lulus Pelatihan 71 0rang
PELATIHAN XERIA Keqa Terdaftar Yang M‘h'z" Petathan Asniah Tepgs Kerja yang Mendapat Oomng am’;‘:‘: P?:umﬁ K Aumlah Tenaga Keqa yang Mendapat Petatihan 0Cnng
DANPRODUXTIVITAS | pandapstian bendasarkan Unit Pelatihan Berbasis Kompatensi pada Tahun erampiian bag] Pencari Kerfa Barbasls Kompetensipada Tahun n
TERAGA XERIA Pelathan Kompetens! n berclasarkan Klaster Kompetens)
2.07.05 PROGRAM Persentusedascs 93 persan | 20705201 Jumlah Gatadan Informasi Sarzna Hi -~ Olsperan | 20T.05201.03 Penyelvnggarnan Jumiah Data dan Informas! Sarena HE(PP/FKD. 0 Laporan
HUBUNGAN Hubungan Edustrial Pengesahan Persturan | (B, Struktur Skata Upah, dan LS Pendataan dan Infonvas] Sareha Struldur Skata Upah, dien XS Bipantiy) dan Pekerja
INDUSTRIAL Yarg Tertangani Pesusahazn dan Bipartij dan Pekerja yang Tercaftar Hubungan Industrial dan Jaminan yang Terdattar sebagal Pesanta Jamsostek serta
Pendaftaran Pedanjign. | gebagal FesertaJamsostek sens Sosia] Tenaga Xerja serta Pengupahan | pengupahan
x“"“"“m Pengupzhan Humtah Pekrfa Yang Menjsd! Peserta 3915 3177 Orang
sahazn yang Sumah Pl Yang Mecjadi Peseria 3177 orang Xetenagakeriaan
Hanya Beraperasi I8
dalam 1 {$h) Darrah Xeteragalkera
Kabupaten/Eota
20705202 humlah Perselstunyang Dicegah O perkara 2070520201 Peregahan fumlah Perselishan yang Dicegah OFerian
:;“:;;nnd‘" Jumbah Perusahaan Yang Mematuhi - 26 perusabaan Mngaknl:;:::::?n::::nm Jumlah Peruzahaan Yang Mematuhi Aturan 26 Perusahiaan
Perselichan Aturan Perundang-tindangan Penssahaanyang Perundang-Undangan
Hubumgan Industrial Berakibat/Berdsmpak pada
Mogok Kerja dan Kepentingan dl 1 {Sstu) Daetsh
Perutupan LabupalenyKota
Perusahaan di Caerah
Kabypaten/Kota
2.08 URUSAN HAN AN UAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
aga.01pPm ggaran 35 Persen | 20802201 Jumish aparghur yang terlatih PUG dan 250 Orang | 20202201.03 Advokasi Kebilakan | jumtgh aparatur yang terlatih PUG dan PPRG 200mng |k
PENGARUSUTAMAAN Rasponsif Gander Pelembagaan PPRG dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Jutelah Perangkat Dagrah yang Mendapat 0 Perangkat Bolaang
GENDER DAN (ARG} pada SXP0 Pengarusutamaan termasuk PPRG Advokasi Kebijskan dan Pendampingan Dastah Mongondow
PEMBERDAYAAN Gender [PUG) pada Pelats P);mmmm Pus) Uuara
FEREMPUAN m::g?nmnnhh Termasuk Perencaan Pembengunan Responsif
Kabupaten/Kata G'ﬂdel" [PPRG) Kewenangan Kebupaten/Xots
20502202 Persentase Pemberdaysan perempuan 100 parsen mz_z-oz 08 Sostalisast Jumiah Hasil Peningh 0Dckumen | Kab.
Femberdayain i bidang poitik, hukim, sesaidan gkatan Partisipssi P L sipast prian di Bidang Politik, Hakum, Bolaang
Perempuan Bidang ekonomi pada organisash Bnbnq Politik, Hukum, Soilal dan Soslal an Ekonomi Kmnangm Kabupaten/Kata Mangendow
Politle, Hukum, Sotial, kemasyarkatan Ekonomd n 1 ditiding 100 Persen Yura
dan Ekunosd pads poktik, hukum, sasla] dan ekoromi pads organisasl
Qrganisasi tan
Eemasyarakatin kemasyarzka
Kswenangan
Kabupaten/Fota
2.08.04 PROGRAM Persantse kasus kekerasan (| 20004201 Jumlah peodampingan kasus kekerasan 25 kasyy | 2080420101 Advolkas! Kebj Jutniah p ingen kasus & pd 25 Kasus
ying Peningkatar Kusl: pada perempuan dan anak dan Pendamgingan univk perempuan dan anak
KUALITAS KELUARGA Keluarga dalam Mawufudlan KG dan Parindungan fumiah Perangiat Daerahy 0 -
. ""jr‘::"g ter Aok Kewenargun AWpREVIOt | Ly o dan Pendampingsn Kehibrya Greuk Daerah
(G} dan Hak Anak Mewujudkan Resetaraan Gender (KG) dan
Tingkat Dasrah Perfindungan Anak Kewerangzn KabupatenvEots
Ksbupsten/Xota .
WWMJM Namlsh Fasilitash Eryanan PUSFAGA 15 kali kmw 1&' PGHGWKM::' henit Junlah [xsTati Layanan PUSPAGA 15 Kall
iaan Layanan inan Layanan nsi
bagl Kelusrga dalam gl Keluwga dalam Mewfudian 35 | Jamah Lavanan ”““xh;"ﬂ' b’%"ﬁ""”‘"‘ Olayanan
Mevyudkan KG dan dan Perlincungan Anak yang Wisyzh 2 Anak yang Wikyah Kerjarya Li
Hak Anak yang Katfarrya dalam Bagrah Dul = ir:hlllagbupatwl(cu yang Tetsedia Uingkup
Wilayah Kerjunya Kabupaten/Kotla
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
20806 PROGRAM Penienuse 70 Pergen | 20996201 Pendampingan Pemenuban Hak Amsk 50 Qrang | 2090620101 Advolasi Kebijakan | jimlah Orgarkasi Pemerintsh, Non Pemerintah,  0Organisasi
HAK P hak dan Pelembagaan PHA pada Organisasi Pemerintah, Non dan Pendampingan Pamenyhan Hak M,dﬂg dan Cumia Usaha yang Mmdapaudmhu
ANAK (PHA) perlindungan ks pada tembage Femerintah, Madia dan Dunla Usaha Anakpada Lembaga
2nak Pemerintzh, Aumiah Pesena tedatih mengenai Hon Pemerintah, Media dan Dunia Amkp-rhergmm Pemerintah, Non
dan hak anak Usaha K g intah, Media dan Dunla Usaha
D“"""’n’;: Jumlsh Peserta tertatih mengenal pemenutan hak 50 Orang
Kabupsten/Kota arek
20806202 Amlsh pendampingan farum snak 10wl | 2040620202 Koordinasi dan bumiah Dalurmen Hasd Koordinasl dun Sirirontsasl 0 balaemen Kab.
Penguatan dan L; - inak Kualltas Hidup Anak Belasng
Pengembangan ing ing k Kuakitas o I‘.nbupnm’xma Mangondaw
Lembaga Penyedia Hidup Anzk Tingkat Daerah Utara
Layanan Peningkatsn KabupateryKota Jumlah peadampingan forsm anak 10%a8
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan
Kabugaten/Xota
2040620204 Peoguatan Tefaring L Hasil Penguatan Jejasing Antar 0 Dokumen
antar Lembaga Penyzdia Layanan Lembaga Pesyedia Layanan Peningkatan Xyalitas
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Hidup Anak Kewenangan Kabupater/Xota
Tinghat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasiicator Layanan Anak Yang Terlath 35 Ovaog
2.0% URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.01 PROGRAM Tersedianya 100 Persen | 20901.2.02 2095120201 Penyedisan Gaj dan Jumizh Orang yang A il i o 0 Onang/buy
PENUNIANG pemuning Administras! Tunjangan ASN Tutjangan ASH
URUSAN Keuangan Perangiat ; .
pengelolaan 9 g
PEMERINTAMAN admglnismd Oaerzh Persentass ketersedizan gaji dan tunjangan ASN 100 Persen
GAERAH pecantoran
KABUPATEN/KOTA
20901208 20001205.11 Blimbitgan Teknis Katlah birmbingsn tekaiz implh ip §rap | Semca
Adminlstrast ) i Py g ) Kabyfota
Kepegawaian Unclangan . — .
Perangkat Dserah Mnhhmmmmm lmbmga. Jn‘l:t!mu 0 O0nng
20901206 2000120601 fenyediaan JumlahyJen's pershatan dan perlnglapankantoryang 5 uriy | K
Administrasi Umum Instalasi diadakan y Bolaang
Perangkat Dagrah Ustrik/Penerangan Bangunan Kantor Paket & \nstalasi suike? " 0Paket m:’n.gondaw
Bangunan Kantor yang Disediaken
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TI2/22, 4:42 PM Sistem Informasi Pemerintahan, Daérah - Lampiran Tabel 3.4 KUA
Program Keglatan ' Sub Keglaten
No IrdTirtor Kinerja . Indikator Kinetja tndikator Kinerja Lokas! Sub
Progam Sub Kegiatan tstan Ket.
Hasll Program I Target Capalan Heluaran Keglatan [ Target Cepalan Keluaran Sub Xaglatan I Target Capalan Keg
2090120602 hamiah/jenis peralatan dan perlengkapan kantoryang  1Unit | Kb
an Perfengkapan Kantor ciadakan Bolasng
Jumlah Paket Perzlatan dan Pedengkapan Kantor yang O Paket Mongandow
Disecak Utara
209.01.20609 Penyelonggaraan Jumlah Laparan Penyelenggzraan Rapat Koordinasi 0 Laporan | Kab.
Rapat inas! dan 3 din XD Bolaang
] sxeo Jumal rapat koordinzei/kprsultas yang nwi | Morgendow
dilatsanakan
20901207 2094120705 Pengadaan Metel Jumizh mebelevir yang disdakan 1 Unit Sernus
Pengadaan Bzrang N Kab/Xata
Milk Daerah Jumlah Patgt Mebel yang Disediakan O Linit
Penunjang Unusan
Pemerintah Dyersh
20901.207.06 JaanPeralatan | jumtabfienis peralatan mesin klnnyayang diaakan  2unt | Kabs
dan Mesin Liinnya Jumah Unlt Peralatan dan Mesin tainoya yang oun | fokeeny
b n longandaw
Utara
20901298 2090120202 Penyedizan Jasa Jumntah Laporan Peayediaan dasa Komunikasi, © Laporan
Penyediaan fasa Komunikas}, Sumber Daya Air dan Sumber Days Air dan Dstrik yang Disediakan
Penunjang Unusan Listrk Persentasa ! !
Pemerintzhan Daerah sumberdaya air dlan fistrik
209.01.208.04 Pery Jasa asa pal wmum kantor 100 Persen | Kab-
Pelayanan Uriim Kantar Bolaang
Mangondow
Urara
20901209 2090120901 Peny Jasa Jumlzh Kend Dinasatau OUnit Kab,
Pemeiiharaan Barang Pemeliharaan, Bizya Perneiharaan, Kendaraan Dinas Jabatn yang Dipelihara dan Bolatng
Mk Dsersh dan Pajak Kendarazn Perorsngan dibayarkan Pajakrya Mongondow
Penunjang Urusan Dinas atsu Kendarasn Dinas Jabatan L i . 100 Utara
Pemerintahan Caerah v inasyang terp e
209.01.209.06 Pemelthzraan Jhumiah Peralatan dan Masin Lainnya yang Ounit Kol
Peratatan dan Mesin Lainnya Dipelihura Bolaang
' Mongondoy
FPersertase peralatan mesin hinnya yang terpelihaza 300 Persen \tara
%09.0.1209.09 N : o Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang O Unit
Kantor dan Bangunan Liinnya Hamiah gedung yang direhabilitas/cipelihara 1 umit
2.09.02 Indeks 58,50 poln | 20302201 Jumbsh Lumbung Pangan Masyarakat 2 kelampk | 2090220101 Penyediaan Jumlah Lumbung Pangan Masym{m d  2Kelampek
PENGELOLAAN ot Penyedisan yang di fsilitasi " & Infrastruktur Lumbung Pangzn PasiGrast " #m
SUMEER DATA Infoastruktur dan . .
EXONOMI UNTUK Selunu Pandukuny Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia 2 unit Aumbah Lumbung Pangan yang Tersedia OUnit
KEDAULATAN dan Kemandiran Pangzn
KEMANDUAN sesual Kewenangan
FANGAN Daersh
Kabupaten/Keta
2.09.01 Indeks Pemanfastan 7085 poin | 20903201 Jomiah Kelompok tand yang difasifitasi 12 & k | 2090320102 Penyediaan Pangan | [umlah Kelompok tandyang difasilitasi bantwan 12 Kelampok
PENIRGXATAN Penyediaan dan Bartuan benih Hortikuftura Berbasis Sumber Daya Lokal benih Hortkytura
DIVERSIFIKASI DAN PeatarinPangsn | o, Berbasis SumberDaya Lokal O laporan Pangan Berbaris Sumbar Caya Lokat yang 0 Laposan
KETAHAMAN Pokok atau Fangan Tersedla Tervedia
PAKGAN Lainnya sesyal dengan yang Te
MASYARAKAT Kebutuhzn Dzerah
Ksbupaten/Xota
dalam rangka
Stabilisasi Pasolean
danHarga Pangan
20301202 Jumish Cadangan Pangah Pemerintah Qton | 2090320203 Pengadaan Cedangan | jumlah Cadengan Pangan Pemeriitsh KabupitenXeta O Tan
Pengelalaan dan Kabupsten/Kola Pangan Pemerintah Kabupaten/Xots Tersedianya Cadangan Pangan Darrah 5 Ton
Keselmbangan
Cadangan Pangan Terseciarye Cadangan Pangan Daerah 5ton
Kabupaten/Xata
200.03204 Target Kongumsi Pangan Per Kapita Per O dokumen | 209.03.20401 Penyusunan dan Target Konsumsi Pangan Per Kapita PerTolun 0 Dokurmen
pelstsznain Taban penelapia large Konsumsl Paogan | gy oisunya Laporan Ailsis bolaKonsumsl, 1 Laporn
:’:’I::;’;:"ﬂ" Tertusunnya Laporsn Analisis Pola 1kparan Per Kapita Per Tahun Sistem Xewaspadaan Pangan dan Glzi
! y ngan Sonsyms), Sistemn Kewaspadaan Pangan
Perkapita/Tehun G5
sesual dengan Angla
Kequkupan Gizi
209032 0402 Pemberdayaan Jumlah Kelempsk Indiustrd Pangan 1 Xelompok
Masyarakat dalem ot o
e Pl et ioniet il
Berbasis Sumber Daya Lekal
209,04 PROGRAM Indeks. 9040 poin | 20904202 hornlah Pergadaan, Pengelolasn, dan 0 doks 2090420202 Pelaksanaan tumlah Peng: Pengelolaan, dan Penyah [1]
F NAN Keterjangk Penanganan Fenyahuran Cadangan Pangan pada Pengadaan, Pengelolaan, d2n Cadangan Pangan pada Kerswanan Pangan yang
KERAWANAN Kerawanan Pangan Ketswanan Pangan yang Mencakup Penyaluran Cadangan Pangan pada dalzm 1 {$aty) Daerah Xab
PARGAN Kewenangan dalam 1 (Sat) Dasph Kabupaten/iots Ketawanan Pangan yang Mencakup
Kabupatenlots Tetlsksanarys Bantusn Baban Makangn §desp | UM 168a) Deerah 72 Bantuan Baban biskars §Des2
Kabupaten/Kota
2.09.05 PROGRAM Presentase Pargan 100 persen | 209.05.201 Jumnlah pelaty Ussha yg memahahaml  30orang | 2090520101 Penguatzn Sumbsh pelaky ussha yg mematahami tentang 30creng
PENGAWASAN Yzng Aman Pelaksznaen tentang pangsn yg bemmutu dan aman Kelemmbagaan Kesmanan Pangan pangan yg bemmuty dan aman
WEAMANAN PANGAN | dikonsumsi z?m:wn::‘;mgm KelembagaanKeamangn Pangan Segar: ¢ dokumen Segar Daerah Kab au Kefembagaankeamanan Pangan Segar Duergh 0 Dokymen
Segar Daerah Daersh Kabupaten/Kota yang Dibina Kabupatery/Kota yang Dibina
Kabupaten/Eota
210 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2.10.10 PROGRAM Prrsentase Q1 Persen | 210.10201 Jumlah Lepatan Kpordinasl dan 0 Laporan lmw%mm Koondinasl dany Jumigh Leporan Koordinas dan Sinkronisesi Olaporan
yelesal; Penggunaan Tanzh £ i Pengg Sinkronisas! Perencanzan Perencanazn Pengguniaan Tanah dalam 1 (Satu}
TANAH Permasalahan yang Hemparannya Tanah dalam 1 {Satu} Kabupaten/Kota Penggunasn Tanah Xabupaten/Kats
Pertanshan dalam satu Dagrsh
Kzbupaten/iota
Z11 UirtUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDU»
2.11.01 PROGRAM 21191202 2110120201 Penyediaan Gafl dan Jumizh Crang Menerimp dan 0 Orang/bulan
PENUNIANG Administrasi Tunjangan ASN Turjangan m{w ad
URUSAN Keuangan Perangkat
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
FABUPATEN/XOTA
2110120202 Penyediaan Jumlsh Masil Penyadi 0 Dok
Administrasi Pefak Tugas ASN | patsk Tuges ASN
21101205 2.11401.205.02 Pengadaan Pakaian Jumish Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 0 Paket | Kol
Adminlstrasi Dinay beserts Atritat Kelengkapan Bolaang
Kepegawsian Kelengkapannys Mosgondow
Perangkat Daerzh Uun
htips:/bolaangmongendowutarakab,sipd kemendagri.go.id/daerab/main? @d@DgV/eEVhpErLBRE43]Eal JXSXIXb5CIESsbd9C3sL0dLSFREKN...  18/49
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Sistem Informasi Pemerintatian Dagrah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Keglatan Sub Kegletan
Ne - . IrdTkatot Kneda o Indiketor Kinetja Subs Kaglatsn Indikator Kinerfs Lokas! Sub e
Hasll Frogram | Target Capalan Kxhsaran Keglatan I Target Capalin Kafuaran Sub Keglatan I Target Cxpalan Keglatan
211.01205.09 Pendldikan dan Tumiah Pegawal Berdasarkan Tugas dan Fungsi 00rang
Pelatihun Pegawal Berdusarkan Tugas g didixen dan Pelatban nes
dan Furgs
24101206 2910120652 Prryecasan Peratan | jumish Paket Pecalotan dan Pafenghapan Ksntor OPaker | Kot
Administras} Umum dan Perfengiapan Kantor Disediskan erlenapan neg * Bolaang
Perangkat Daersh Pery peratatan dan peddengk 0% Mongondow
B Yun
2110120605 Penyediain B39 | sumiah Faket Barang Catakan dan Penggandaanyang  QPaket | Kab.
Cetakan o et Bolaang
Mongondow
Utaza
211.01.205.09 Penyelenggaraen Jumlah Laporan Penyelanggarsan Rapat Koordingst 0 Laposan | Kab.
Rapat Keordinas] dan K 1 SKPD Bolaang
SXPD Mongondow
Utara
21101207 211.01207.05 Pengadasn Mebel Jumiah Paket Mebel yang Ditecliakan 0 Unit Semua
Pengadaan Barang Ka/Kota
Millk Daerah
Penunjang Urusan
Femerintah Dacrah
211.01.207.06 Pengadaan Paralotany | jumiah Unit Peralatan dfan Mesin Lainnya yang Aunit Kb,
clan Mesin Lainrya Disediakan BoTaang
Mongondow
Uun
2110120710 Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratsy 0 Unit | Kab.
dan Prasersna Gedung Kantor atau Bangunan Liifvrya yang Disedigkan Bolaang
Bangunan Lainnys Mongondow
Utara
211012408 2110120801 Penyedizan Jass Susat | jumish Liporen Perywdiazn Jsta Sucat Menyurat O Laperan
Penryediaan lasa Menyurat .
Penunjang Urusan
Pemerintshan Daerah .
Z11.00.200.02 Penyediaan Jasa
Komunlkas}, Sumbar Daya Alr dan
Listrik
2.1101208.04 Penyediaan Jasa Kab,
Pelyanen Umum Kantar Solaang
Mangondow
Utara
21101209 2116120301 Pestyediasn Jasa Jumtah P g2 Dinas stau Kend. QUi | Kb
Pemeitharaan Barang Pemelituragn, Birya Pemeiharaan, | Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakenya Bolaang
Milik Daerah dan Pajak Xendaraan Perorangan ying Dips Mongondow
Penunjang Urusan Dinas atau Xendaraan Dinas Jabatan Utara
Pemerintahan Dasrah
2110120502 Penyedisan Jasa Jumbh Kendlarazn Dings Operasional stau Lapangan ¢ Unit
Pemeliharazn, Biaya Pemekharsan, yang Dipefhars dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
‘Operasionz) atau Lopangan
2110120903 Penydisan Jasa
Pemelharaan, Biaya Pemelfharaan
clan Perizinan Alat Besar
2110120906 Pemelinaraan Jumiah Peralatan dan Mesin Laanya yang Dipelhars Qnn | Kab.
Ferslaran dan Mesin Liinnya Bolaang
Mongondow
Utara
2.11.02 PROGRAM oluman taformast 2 Dckomen | 21102201 Rencana | ymilyh Dokumen APPLH yang tarsusun 1 Dokumen | 2118220101 Penyusunsn dan Jumish Dokummen informas! Lingkungan Yang 1 Dok
PIRENCANAAN Lingkungan Hidup Peindungan dan Penetapan RFPLH Kzbupaten®ota | Tersumn
LIKGKUNGAN HIDUP tersusun Pengelelaan ! Dok RPFLY
L Uingkyngan Kifup Yang e el
(RPPLH} Jumlah Mustan Hasl! P dan tap 0 Dok
Kabupaten/Kota RPPLH Kabupiaten/Kota yang Disusun
ANO3PROGRAM | Kitas Air datam 0Ba | 21103201 Panfang Drainyse dan baku Jalan 11000 Mater | 2110320101 Eogrdinasl Sumish Dokurren Uj Kuafitas Lingkungan Hidvp
FINGENDALIAN kategos Bak Pencegahan bukats kabupaten yang tepelibara Sinkronlsasi, dan Pelzk Dilaksanakan Terbadsp Media Tanah, Axr, Udara,
PENCEMARAN Kualltas Udara dalam o paily | FEcemaran dan/utay Pencegahan Pencemaran Unglaingan | dan 1au
DANJATAU Kotegoribaik Kerysakan Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media
KERUSAXAN ey Hidup Tanah, Air, Udara, dzn Lavt
LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten/Xota
21103202 Tarsedianya data pemantavan kusias 46 Titk 2110320201 Pemberiss Informadl | jumtah Laporan Sestalisasi Informasl Peringatan. 0 Laporan
Penanggulangsn #i dan udara Sampel Peringatan Pencemaran daryatau Per dantat Vinak Hidup
Pencemaran dan/atay Kenusakan Ungkungan Hidup pada pada Masyrrakst & Kabupater/Xota yang
Kenusakan Limgkungan Maryzrakat Dilaksanakan
Hidup
Kalupaten/Kota
21103.203 Panjang Drainase dan bahu jatlan 11000 Meter | 2110320402 Kogrdinas! dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasl 0 Dokumen,
Femuliban thukota kabupaten yang terpelihara Unsur betsihen Unsur Pencermar
Percemaran darvats Pencemar
Kerusakan Lingkungan
Hidup
Kalnpaten/Kota
LALOPROGRAM | pyrsgrase Luas 66500 Ha | 21104201 Jumiah Bibit Mangrove yaop gitsnam  6lokasi | 2110420004 Pengelolban Ruang | Luan RIN yang Dikelola Lingkup Keweniangan [
PENGELOLAAN Kawasan Totupan Pengelolaan Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten/Kota Ha
KEANERARAGAMAN | 1ohzn Keanekaragaman
HAYATI (KEHATR Hayai
Kabupaten/Xota
21104205 Pengelolaan Taman 123 Taman KEHAT! Ltinnya yang Dikeiola Linglup ']
Keanekaragamen Hayati Lalnnya fwenangan Kabupsten/tota Ha
21104 201.07 Pengeloloan Sarana Jumlzh Sarana dan Prasarana Keanckarsgaman Hayatd 0 Unit
dat Prasarana Keanakeraganian yang Biielols
Hayatt
241,05 21105202 Jumlzh Dokumen Hasl Koordlsasi & 0 Dokumen | 2110520202 Kaardinasi dan Jumish Dokumen Hasil Koordinas & Sinkronisasl — Q Dokumen
PENGENDALIAN Pengelolaan B3 dan b pub inkronitast Peng Lmbah B3 Fengeiolaan Limbah 03 Umbah B3 dengan Pemerintah dan
BAHAN BERBAHAYA | {1rmah B3 23 datam 1 (Satu) dengan Princtintah dan Pemedintah dengan Pemerintzh Provinsi delam | pe + Prowireed chal gk Pengang
DAN BERACUN (83) Daerah Proviral dalam rangka Pengangkutan, * | ranglap Rutan, Pemanf Pemantaztan, Pengolahan, dan/atas
DAN LIMBAH BAHAN Fatupaten/iots Permanisatan, Pangolahan, dar/atau Pengolahan, dan/sau Penimbunan | yang Buktan Menfad] Kewsnangan Pemda
BERBAHAYA DAN Penimbunan yang Bukan Menfadi K serta Pelsl Peng
BERACUN {LIMBAH Eswenangan Pemda Kabupaten/Kota <lan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang
B3 erta Prlakesnaan Pengumpulan dan Sesual dengan Krwenangannya
Penyimpanan sementara Limbah 83
Yang Sesual dengan Rewenangannya
hitps:/fbolaangmongondowutarakab.sipd.kemendagri.go.id/dasrah/main? @d@DgV/oEVhpErLBRE43]Eal x5 XIXbSCESsbd9C3sLOdLsFREKN,,,  19/49
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Sistem Informast Pemeriniatian Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Kaglstan Sub Keglatan
No rogram IndTkator Kneda Yagintsn Indlkatar Kinerja subKeat indlkator Knetja Lokastsb |
Wasll Program | Targwt Capalan Kelustan Kaglaten | Target Capaian, Keluaran Sub Kegistan [ Target Capalan Kaglatan
2.11.09 PROGRAM Persentase Capaian 59 Persen | 21109201 Numizh Masparalattembaga OEntitas | 110924101 Penilalan Kinerja Jumlah Masyarakat/ embaga Masyarakat/Dunia DEntitay
PENGHARGAAN Kegiatan Pedit Pemberian Masyrakat/Dunla Ussha/Dunla Maspnlaylenbagy Usaha/Dunia Pendidia/Filontrophi yang Dindai
UNGEUNGAN KDUP | pingiangan gharg Pend i yang Dinitad Maryarskat/Dunis Ussha/Dunia Kinetfanya dabim tangka PPUM
UNTUX Lingkungan Hidup Kinerjanya dalam rangka PPLH Pendidikan/Filantropl dalsm
MASYARAKAT Tingkst Daerahy Perlindungan dan Pengelclaan
Eabapaten/Kota Lingkurgan Hidup
2.11.11 PROGRAM Peresentase 80 Pectan [ 21011201 Jumiah Hasil dinasidan O Kek k | 211.41.201.03 Penanganan Sampah | jumiah Sampah yzng Diplah, Dikumpufkan, Dlangket, 0Ten
PENGELOLAAN Pengelolaan Sampha Pengelolsan Sampah | Crkronisass tyedisan Prasarana dat dengan Melikuien Pemilahan, Diolah, m':&?ﬂgb dfTPNTmMA
PERSALIPAMAN Sarana Bersama Pemerintah Pysay P > P & p w ’
Provinsl maupun Pihak tain di Luar Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir KEBERS|
Kabupatenyota umyk Pergelolian Sampah i TAA/TPST/SPA FHAGA KEBERSIHAN mes
Sampah Kabapaten/Xata Pengelclan Kabrpaten/ota
Persampahan Sesuai dengan Rencana
brufuk Pengetolaan Sampah dan
Mingacu pada Jakstrada
AmUh Sampah yang Dipilah, 07en
Oikumpulkan, Diangkut, Diolak,
Diproses Akhir o TRA/TPST/SPA i
Kabupaten/Kota
Tenags kebersthan 111 Ofang
211.11.201,04 Peningkaten Peran Jumiah Masyarakat, Kelompok Masyarskat atsa 0 Kelompok
Serta Masyarakat datam Pengelolaan | pars binak Lainnya yang Terlibat Aktf dalam
Persirmpahan Eeglatan Pengtlolan Sampah Berhasis
- Masyarakat
2114120108 din sumlsh Dosasmen Hasil Koordingsi & P
Sinkrorisasl B My o B
<an Sarana Pengelolaan Pemerintah Pusat, Provins] maupun Pikak Lala ¢t
Persampahan Luar Kabupaten/Eota untuk Pengelolaan Sampah
2 Pangslolaan Fe han Sesual
dengan Rencana [nduk Pengelolsan Sampah dan N
Mengacy pada Jakstrada
z1n.nzmn Jumlah Lapovan Hasd Pelaksanaan QLeporani | 211.1120203 Manltering dan humitah Lyporan Hasll Pelaksanaan Monitoring, 0 Laporan
Pombinaan dan Manitoring, Evalias dan Pelaporan Evaluas! Pernanuhan Target dan Evaduasi dan Pelsporan Pemenchan Target dan
P Targetdan Standar Standas Pelnyanan Pengelolaan Stanctar Pelryanan Pengelolaan Sampah
Pengefclaan Sampah " Porrumlelaan * Sampah Xabupaten/Kots
yang Diselenggarskan | gaiwpatensota
oleh Pihak Swasta
2.12 URUSAN FEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRAST KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
242,91 PROGRAM Terseianya 100 Persen | 21201202 2120120201 Penyedizan Gafldan | jemigh Oonng Menzrima Gaji dan 0 Drang/bulan
PENUNIANG prrunjang Administrasd Tunjangan ASN' Turjangan, ASNW‘Q hd
URUSAN pengekilzzn Keuangan Peranglat P tase g8l dan tury: AEN
PEMERINTAHAN administad Dasrzh i v
DAERAH P
21201205 2120120502 Pengadaan Pakaian Sumiah Pakaian yang Diadakan 20 pasang Kab.
Administrasi Dinas beserta Atribut Bolaang
Kepegawalan Kelengkapannya Mangondaw
Parangkat Daerah Vura
21201.205.11 Bimbingan Teknis Jumiah sparatur yang mengiuti 3omng |Semua
h 3 P dang- | bimteky p dan Kab/Xots
Undangan Jumbah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis 0 Cnang
21200206 2120120602 Peryediaan Peralatan ! i L o i ¥ab.
4 Ty P perlengkapantantor 100 unitjnis
Administras) Unam dan Perlengkapan Kantor yang diadzkan Bolaang
Peranghat Daerah Jutnlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor O Paket m:':?mm
yang Disediakan
212.01.206.05 Panyadiaan Barang tumlah/jenis bargng cetak/p tanyzng 100 dokumen | Ksb.
Cetakan dan Penggandaan disdakan Bolaang
Mongondow
Uun
212012.06.09 Penplenggataan Jumizh Leporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 0 Lapotan | Kab.
Rapat Koordinesi dan Konsulasi dan Konsukay SKPD Bolaang
ko Jusnlah rapat koordinasl/konsultas] yang 100 kaf ﬁ‘;',""’ il
dilaksansisn
ztaon267 21201.207.01 Pengad d Tumizh & yang diadsksn Tunic | Kab.
Pengadaan Barang Perorangan Dinas atiu Kendaraan Bolaang
Mk Daecah Dinas labatzn Mengondow
Pefnjang Urusan Utara
Femerntah Daerah
2120120705 Pengadazn Mebel Juniah mebeleuir yang disdakan Junit Semua
Kat/Kota
21201.207.06 Pengadaan Peraatan | pumiaiyjents peratatan dan pesiengkapan kantos yang  § aniy | Kb
dan Mesin Linnys dadakan " Bolaang
Mongendow
Uura
21201208 21201.208.01 Penyediaan Jasa Surat | py * tsan jasa surat meny 100 persen
Panyedisan fasa Memyurst
Penunfang Unisan
Pemerintahan Daevah
2120120802 Peny sasa L Jasa komniasi 100 persen
Komunikasy, Sumber Daya Al dan sumberdaya air dan Itrik
Uistrik
2120020804 Penyediaan Jasa pary y: AT 100 persen | Kabe
Pelayanan Umum Kantar kandor Bolaang
Mongondow
Utam
2101209 212012090 Jasa Pers, k dinas yai Thara 100 Kab.
Pemeliharasn Barang Pemeiiharaan, Bisya Pemeliharaan, yarmg et prm Bolaang
Milik Daersh dan Pajak Kendaman Perorangan Mongandow
Penunfang Unsan Dinas atre Xencarzan Dinas Jabatan Utara
Pemarintahan Dzerah
21201.209.06 Pemeftaraan Persentase peralatan mesin alnnya yan 100 persen Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnys Solaang
Mengoadow
Utara
21204 PROGRAM Persentase 100 peran | 21204203 Jumlah dokumen pedanjisn kerjasama | Apfasi | 2120420303 Faslitash Terkait Jumiah ApEkasi Berbasis Daring Yang 2 apthesi
PENGELCLAAN Pemanlaatan Data lengp: f; data k duduk Pengelolaan Informasi i Dikembanck;
:«xmn Kepandudukan :edz:‘;m; Informasi Kependudukan sumlah s psjargian ke sama 11 dotumen
AEPENDUDUKAM Kependudukan nfaatan data ke dukan
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARANAT DAM DESA
https:/fbolaangmongondowutarakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@d@DgV/oEVhpErLBRE43|Eal JxSXIXb5CIESsbd9C3sL0dLSFREKN...  20/49
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Sistem Informas! Pemerintatian Dagfah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Keglatan Sub Keglstan
No Indlutor Kinerja Indikator Xinerla I tndikater Kinerja Lokasl Sub
Hasi] Program ] Target Cepaian Kalusran Keglatin ] Target Capalan Keluaran Sub Keglatan I Target Capaian Keglatan
2.11.0t FROGRAM Persentase 100 persen [ 21301.202 213.01.202.01 Peryedinan Gaji dan Jumlah UW yang Menerima Gali dan 0 Orang/bulan
Administras! Tunjangan ASN Tunjangan ASN
URUSAN i Kruangan Perangkat
’ - adminis v tasi Do Terbayarnys Gaji dan Turjémgan ASN m
CAIRAH
Persentase 100 persen
KABUPATEN/KGTA Relenghapan
administrasi
keuangin
Persentase 100 pessen
kelengkepan
#iministeasi
pengelolaan BMD
21301205 2120120511 Bimbinga Teknis Jumiah Aparatyr: mengikutl Bimtek / workshop/ 5 Orang | Semus
Adminjstrasi Peratyran dang mllﬁhl:P b N d Kab/Kota
Kepegawalan Undangan - P .
Peranghat h Jumlah Orug!mg Mengtlwﬂlambmlnlth\d 0 Orang
o !
2.12.01.206 Z1301.206.01 Penyediasn Jurnlah Paket Ki Instatash ListrieS g OPsket | Kab
Administrasi Umum Kompenen Tnstalasi Bangunan Kantor yang Disediakan Bolaang
Purangkat Daerah List:XPenerangan Bangunan Kantor Mongondow
Persentase tersedianys komponen instalasi fistrik Lt s
2130120602 Panyediaan Peralatan | tumiah Paket Feralatan dan Pedengkapen Kantor yang 0 Paker | Kab
dan p Disedial Bolaang
F snyediaan Peralztan dan F 0% x::‘gn ¢
Kantow
2130120608 Penyediaan Barang | jumlah Paket Barang Cataan dan Penggandaanyang 0 Paket | Kab.
Cetaksn dan Py d sediah Solaang
Porsentase Penyedasn Barang Cetakan dan 100% ::’r‘f“'d"
Penggandaan
2930120609 Penyelenggaraan Jumlah Lapatan Pesyslenggeraan Sapat Koordlnasi  Olaporan | ¥ab.
Rapat Koordinusl dan i dan Xpb Bofaang
SKro Persentasa Pemyeciaun Makan danMirumPupst  KO% | MOOFondow
Pevtentase Penyelenggarazn Rapat Koordinasi dan - 100 %
Konsuitasi SKPD
21301207 213.01207.02 Pengadazn Kendaraan | yuralah Unit Kendaraan Dinas Operasional atay Zunit | Kab.
Pengadasn Barang Dinas O; innal Lapangan yang Disediah Bolaang
Milik Dzarzh Mongondaw
Perunjang Urusan Utata
Pemerintzh Daerah
2130120705 Pengadaan Mebel Jumiah Meubeler yang dizdakan 5 Unit Serya
Jumizh Paket Mebel yang Disediakan @ Unit Kabfkota
213012.07.06 Pengadaan Peratatan | jumiah Unit Peralatan dan Mesis Lainrya yang ounit | Kb
dan Mesin Lainnya Disediakan Boldang
Mangondow
Urara
21301208 213.01.20801 Peryediaan Jasa Surat-{ jumiah Luporan Panyedisan Jasa SusatMeryurat O taporan
Penyediaan fass Menmyurat
Penanjang U Perentase Ketersedlaan Jas Surat Mempurat 0%
Pemadntahan Dastah
213.01.208.02 Penyedizzn Jasa Jumiah Leporan Penyedizzn Jata Koruniicasi ©Laporan
Koemunikasy, Sumber Daya Alr dan Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Listrik
2130120004 Penyediaan Jasa Kal
Pelayanan Umum Kantor Bolaang
Mongondow
Utana
2130209 2120120901 Peny Jasa Jumizh {. gan Dinas atay Kenck ouUnit [ Kab.
Pemeiitiaraan Barang Permneiiharasn, Bisya Pemeiiharaan, Dinag Jabatzn yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakaya Bolaang
Millk Baerah wian Pajak Kendaraan Parorangan Mangondow
Perunjang Urusan Dinas biau Kendaraan Dineg fabatan - Wan
Pemerintahan Deerah
::3:1120:-06 Pe;lmﬂhmm lumizh Peratatan dan Mesin Lainnya yang Dipefihara O Unit K-:’-
cafatsn dan Mesin Lainnya § Bolaang
[, . v Mesin lalnya yang terp 100% Mongo
Utara
2.13.04 PROGRAM Persentase Kineda 100 persen | 21304201 NmishLaporanyang dhasian dari 318 Laporan | 2330420101 Fasllitasi Jumlah Dok wyeleng infstrasi O Dokumen
::’:Wsmn‘i'“ Aparatu Cresa sesual Pembinaan dan pelaksanaan Monev Pempe ancas d d Desa
ERINTA Pengawsisn meriniahan Desa
target 5 L an dari nalak
DESA Penyelengganan Mm':hw M oty
Admindstrasl
Pemerintahan Desa
213042010 Fasilitasi Pery Tumnlah Hasil Faslitas] Pariy
P Pzmb Desa [; Pembang bess
2130420105 Pembinaan Jumish Aparatur Pemerintah Desa yang Mengilwti 0 Orang
p g! Xapasitas Aparatur ). Yapssitas
Pemerintah Desa
21204201.08 Pembinaan dan hamizh Dokumen Hasil Pembinaan dan 0 Dokumen
Pemberdayaan BUM Desa dan FPemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja
Lembaga Kerja Sama antar Desa Sama antar Deza
2330420105 Pemyelenggaraan tumlah Desa yang melskukas Pemilihan Sangadi 29 Desa
Mﬂm’fu‘:":""f“‘;‘:" Aumiah Laporan Hasi Penyelepggasaan Pemian, 0 Laporan
*pa Pergangkatan dan Pemberhantian Kepala Desa
2330420112 FasTlitasi Mangjemen | jumbah Doloumen Hasll Fasiftas Mansfemen & Dokumen
Pemertntahan Desa Pemerintahan Desa
Z10.05 PROGRAM | porgyntase Lembags 100pacen | 21305201 KefanseraanKader PRK dslam Kegiatan 107 Desa | 2130520003 Peninghatan Kapasitss | fumiah Lembaga Kemasyerekatan Desa/Kalurshan 0 Lembaga
PEMBERDAYAAN Desa yang diting Pemberdayaan Jambore PRK, BEGRM dan HKGPKK, Kelembagaan Lembagas {RT, RN, PKX, Posyandu, LPM, dan Karang Tarunal,
LEMBAGA Lembags Femasyanalatin Desa/Kelurahan (AT, | Lembags Adat Desa/Kelorahan dsn Masyaraket
KEMASYARAKATAN, Kamasysrakatan yang RW, 7KK, Posyandu, LPM, dan Karang | i trm Adat yang Ditingatkan Kapasiasnya
LEMBAGA ADAT DAN Bergerak di Bidang Teruna} Lembaga Adat
MASYARANAT Pemberdayaan Desa Desa/Kehurahan dzn Masyzrakat
HUXUM ADAT dan Lembaga Adat Hukum Adat
Tingkat Dasrsh
Kabupaten/Kota sena
Pemberdayaan -
Misyarakat Hukum
Adat yang Masyatakat
Pelakunya Hulum
Adstyang Sama
zlam Daerah
Kabupaten/Xota
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Program Kegistan Sub Keglatan
Ne " tedTkator Kinet{s Keglatan Incdlkatcr Minasfs Sol Kegh Indlter Krara Lokasi $ub -
Hasll Prograrm | Target Capalan Keluaran Keglatan | Trget Capalen Kelusran SubKagiatan | TerpetCapatan Keglatan
1305.201.06 Fasiltasl Jumlah Eay Mast] Fasiktas] Des 0 Laporan
Desa dalim fastan Teknologl | datarm Pemanfasten Teknologi Tep
Tepat Guma
2130520109 Faslztad Tim Jurniah Dokumnen Haxil Frsfitasi Tim Penggerak 0 Dokumen
[ Penggerak PKK dalam PEX dalam Penyelenggaraan Geraken
Penyelenggarazn Gerakan M et i
Pemberduysan Masyarakat dan Kekuarge ’
Kesejahteraan Kakiarga Kedarsortaan Kacies PXX dalam Ksgiatan smbors 10T Desa f
PKK, BBGRM dfan MKG-PKK Kel
2,14 URUSAN FEMERINTAHAN BIDARG PENGENDALIAN PERDUDUK DAM KELUARGA BERENCANA, .
29401 PROGRAM Parsentasy 100 Persan [ 21401202 2140120201 Penywsfisan Gafidan | sumiah Grang yxng Menarima Gafl dan 0 Oveng/ulan
ketengs Administras] Tunjahgan ASN Turjangan ASN
?nusm AN adwdristasl mn Peranghat Terbayarryn gaft dan urjangen ASN 100 Persen
DAERAH
Perantie 54 Persen
FRABUPATEN/KOTA Aelengkagan
administras)
kepegawalan
Persentase 94 Parsens
kelengkapan
administrasi
keuangan
Persentase 100 Persen
Kelenghspan
Admirdstrasi
Keuangan
Parsantase S4 Persen
kelengkapan
admindstrasi
pengelolaan GMD
Persentase 100 Persen
Kelengkapan
Administrasi
Pengelofaan EMD
Tersediamya 100 Persen
pentnjang
pergriolean
adminisuas N
pwkantoran
21401205 2140120511 Bimbingan Teknis Jumlah Apatatur mengiuti SOmang | Semus
Administrasi ’ Perdturan dang- | Bimtek/Morksh :’w dan Sejer: Kab/Kota
Kepegawaian Undangan
Perangkat Daersh
21401206 2140120601 Peny ; dianya komporwn Instalasi Esrk 100 Pesen | Kab,
AdminTstrasf Umum Komnponen instatagt Bolaang
Perangkat Daerah thtrik/Penzrangan Bangunan Kantod Mangondaw
Utara
2140120602 Penyediaan Peralatan | jymish Paket Peralotan don Pedenghapanantos  OPaket | Kob.
dan Pedengkapan Kentor yang Disediakan Bolaang
Persentasa penye<iaan peralatan dan perdengkzpan 100 Persen :::f
fanior
2140120605 Penyedizan Batang | perserasss peryedizan belanja cetak dan 100 Persen | Kab.
Cetaken dan P Bolaang
i Mongondaw
Utara
214012.06.09 Penyelenggarsan Persentats penyediaan rapat-rapat 100 Fersems | Fab.
Rapat Koorginas] dan Kensultas! knondinas) SKPD dan Makiran o Bolaang
skeo MminumBah fapst dan tamy Mongondow
Utsra
21401207 21401, 207.06 Pengadaan Peralatan | jymtahy peralatan dyn mazin lainnya AUnit | Xab,
Pengadon Burang dan Mesln Lainnys Jumiah Urit Peralaten dan Mesls Lainnya yang umy | Bot2an
Millk Dacrah Diseciakan Mongondow
Penunzng Unsan Utara
Pemerintah Daerzh
2140120710 Pengadaan Sarana Jumiah ss7ana dan prasarens pendylamg gedung kartor 1 Uait | Kab.
d’"mn::'m"gx"“‘"“' Sumiah Urit Sarana dan Pratarst Gecmg Kantor stws 0 Uni | 122°9
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan Utara
21401208 2140120801 Pery Jasa Surat ok fana gurat 100 Persen
Peryediaan Jasa Mermyura?
FPeaumjang Urusan
FPemerintahan Daersh
: 2140120002 Perryediaan Jass [ Jasa komumikasi, éirdan 100 Persen
Komgmikasi, Sumber Daya Alr dan stk
Ustrik
2140120804 Peny Jasa e peayedizzn jasa pelay 100 Persen, | Kab.
Pelayznan Urmum Kantor kantor Bolaang
Muengondaw
Utera
21401205 2140120962 Perryediaan Jasa Jurniah Kend Dinas O latauLapangan  OUnRt
Pemeliharsan Barang i Slaya yang Dip dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny
Milik Daerah Pajak dan Perizinan Kendtaraan Dinas Jamiah k - ¥ L 5 Unit
Perunjang Unusan Operasional atau Lapangan v e
Pemerintahan Daenth
214.01.209.06 Pemekharaan Jumlah Peralatan Gedung Kantar yang tetpelihara Suni | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya " wm Bolaang
Mongondaw
Urara
21012m0 Ged Jumbah Gedung Kanior dan Bangunan Lainnyayang 0Unit
Pemeth fubibtas Geding " -
Xatttor dan Bangunanlainys Iumlsh grdung kantor yang terpelhara Tunit
2.14.02 PROGRAM Persentase 300 Persen | 21402200 Jimilah Dokumen Grand Detain 3 dolamen | 2140220102 Pesyusunan dan Jumlsh d Desat 3 Dolanmen
AN pey Pemsduan dan Kependhucikan Pemanfaatan Grand Design
PENDUDUX Sohmen Sinkronisas Rebikan Pembangunan Kependucukan Crond Ui e oo — 0
kependudukan Pemerintah Daerah (GD?IG Tingkat Kabupaten/Kota
Proving dengan {GOPE) Tinglat Kabupaten/Kota
Pemerintah Dasrah
Kabupsten/Xota
dalam rangka
Pengendatian
Kuartitas Peaduduk
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Prograt Keglatan Sul Keglatan
Ho Indiiator K ; ] Incinatar Kinerja Endikator Kinerja
Prognm i Kegi Sub Kaglatan l:::msub Kat
Hasil Program | Target Capalan Keluaran Keglatan [ Targm Capalan Keturran Sub Keglatan Target Capalon
2.14.02202 Pemataan | jumish kaderyang ditatih untuk 467 orang | 214.02.20281 Feruniussn Faremeter | jumiah Laporan Parameter Kependudukan yang  OLapoven | Keb.
Perkitaan pendataan kefuarga Kependuditan L n 8olaang
Pengendalian Aok . ; ek ofl 100 Persen Mongondow
Penduduk Cakupan pes 100 persen Yeparciodoian i Utera
Darerah,
Kabupaten/Xota
21402202 12 Prrcatatan din Jumlah kader yang dilatih untuk pendataan kekiarga 457 Orang | Kelt
Pengurpulan Cxta Kelyarga Jumizh Laporan Pencatatan dan per N v
Keluarga Uura
2.14.03 PROGRAM Persentase Pesera KB BO Persen | 20403201 Jumiah Jalisasl kependudukan 40 orang | 21403.201.02 Komunikasi, Informasi | jumiah Dokumen Komunirs], Informasi dan ODckumen | Kab.
PEMBINAAN “Baru dan XB AKES Pelaksansan Advokasl | dzn s dan Edukas) (KIE} Program KKBFK Edukasd (KIE) Program Bangga Kenczna Eolaang
KELUARGA Kamunikasl, thformas! Sesua Kearifan Budaya Loka) (Pembangunan Keluarga, Xependisiukan, dan Muangondeow
: Jumiah peserta yahg metnahami 40 peserta
BERENCAMA (KE) dan Ed-:;as- o desiminasi strateg! advokes! KiE Keluarga Berencana) Sesual Kearifan Budays Lokak Wtara
Pengendalian
Penducuk dan K8 Jumlah Pesenia Soslalisasi kependudukan dan KB 4D-Orang
Sesuai Kearifan
Butlaya Lokal
21403.201,04 Promos! danKIE Jumlsh Dokymen Promosl dan KIE Program 0 Dokumyn | 5.
Program KKBPK Melslil Media Massa | ganong km {Pembangunan Keluarga Bolung
B Celak dan Elek Medi dan Kelergn Melaki Mangondaw
Lwar Rugng Media Matsa Cotak dan Elektronik serta Media Utara
Luar Ruang
Jumlah peserta yang memahaml desiminas| 40 Peseria
stategl advokasl XE
201202 Jumish Peserta yang Terstin dalarm 457 orang | 2140320203 Penguatsn Jirolah Laperan Hasl Penguatan Pelakssnaan 0 L2poran
Pend P ihangan Pengelola dan a ryaluban, fuhan, P dan
Tenaga Peryukily Pelaksanaan Advokasi, KIE dan Pencitraan Penggeralan, Pelayansn o bargan Program Bhnggs Kencsna
Ki/Petugas zpangan | (pxa/pK@,Kader, Bidan) Pengembangan Program RKBPK (Pembangunan Kekisrga, Kepencudukan, dan
KB (PKE/PLKE) untuk Petugas Keluarga Keluarga Befznuzu}un!ukf’ebl]u Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan Keluprga
Kefuarga Berencara (PKE/PLKR) PRR/PLKE)
Jumnlah Peserta yang Teriatih dalam Pengambangan 457 Peserta
Petgelols din Prlsksanaan Advekass, KIE dan
Pencitrasn (PLXE/PXB, Kader, Bidank
21403203 Jumizh Akseptor yang dilayant 300 aseptor | 2340320301 Pengendallan Jurilsh Akseptor yong dilayani 300 Axseptar | Kab.
Pengendallandan | ok kader KB yang dibina 46T orang | PEnCistibusion Alit dan Otat Jumlsh Laporan Pengendalin Pendistributian.  Qlapores | 2009
Pendistribusian . Kontrasegd dan Sarena Pasunjang #lat dan Obat Kontraseps! dsn Sarans Perung Mongondow
Alatd Jumlzh patug iokten bidan 300700 | pelayazan KBt Fasilios Kesehatan o8 ke Fasitas Keshatan T unang Uur
Obat Kontraseps serta | 93n pevawat yang mengiiutl Temasik Jasiogan dun Jeatingya [ = an dan Jelar
Pelaksanaan perlemuan ing anngrya
Pelayanan KB di
Caerah
Kabupaten/Xets
2.14.03.2.02.08 Pembinaan Pelayanan | fumah kader KB yang dibing 457 Orang | Fab
Ketvarga Berencana dan Kesehatan Bolaang
R i o) Fasilivas Kesehatan ::mhh Laporan Hu:::mbinam Nlmm " O Laporan Monga
Termask laringan danleiadngtya | oo Coras Kesehurtan Termasuk Jaringun dan taa
Iejatingnya
21403203.10 Peningkatan Iumish petugas medis (dokter, bidan dan perawst)  30Orang | Kab.
Komprtensd Tenaga Pelayaran yang mengikuti pentemuan Bolaang
R:' g# Berencans dan Kesshatan Jumiah Tenags Pelayanan yang Menguti 00many m:“g: o
produkei Peningkatan Kompetensi Tenaga Pefayanan Ketuzrga
Gerencana dan Kesehatan Reproduksi
mﬁm p Jumizh masyarakat yang ped'u'ﬂ KB 0onng ;—;hmmlﬂhnsmhn anm Jumlsh masyarakat yang peduli K 200ang [ Kab
aysan dan o . Kermasy . il . Bolsarg
Peningkatan Peran Aumlsh O L) Dorgar Nﬁmohr?ja Lainays d:la:-n h Ory yang Mendipatian Peng oo Mangondow
Senan% anisast Perguatan Peran Serta Orqamsasl $elaksanaan Polzy; dan Peran Serta Orgenisas! Kemasyarakatan dan Mitra Vtata
ke g qus Kemasyarakatan can Mitra Kerja e mbim:"m a::r;«au Kerja Lainnya dalam Pelaksanaon Pelayanan dan
T":::{an‘: mn Leinnys dalam Pelaksanazn Pelayanan o Pembinaan Kesertaan Ber-XB
Kabupater/Eats dan Pemblasan Kesertaah Ber- KB
dalam Pefakzanaan
Pelayanan dan
Pembinaan Kessrtaan
Ber-KE
2.14.04 PROGRAM Persentasekader  TOPwrsen | 2M04201 Jumiat forum pelayanan KRR bagl 45 forum 2140420161 Pembentukan Jumlah Kelompek £X8 107 Kefompok | Kab.
FPEMBERDAYAAN poktan dan bina Pelaksannan remaja dan kekormpok schaya gl luar Kelompok Ketzhanan dan Jumish Kek " 2 dan Keseish o Balaang
DAN PENINGKATAN | gp1u5rga Pembangunan sekolah Kesejahteraan Xehiarga (Bina Xe (Bina Keluargs Balita (BKE), Bina Mongondaw
KELUARGA Keluarga Melad Ketwarga Balita (BKE), Bina Keluaga haga s Utars
SEIANTERA Jumbsh Kelompak BXE 107 kelompoX Kehuarga Rerraja (BIR). Pusat Informasl dan
xSy Pembinaan Ketahangn Remafa (BKAY, Pusat [nformasl dan ia (PIK-F3 Bina Kel Lansia
danKestiohterazn | Jumish Pengunss PTE-R yang 75.0rng Konseiing Remaja (PIK-R) Bina Kanszling Remifa [PIX-R} Bina Keluarga
Keluarga Mengiuti elatihan Reluarga Lansh {BEL), Unic &A1 Uit Pesinghatan Pendopatan Kefuarga
L Sejahtera {UPPKS} dfan Pembergayaan Ekonomi
Peningkatan Pendapatan Keluarga Xel ) Dibentuk
‘Sejahtera (UPPKS) dait huarga) yang
Pemberdsyasn tronomi Keluarga)
2140420104 Crientasi/Peiihan | fumiah Kadzrymg Mmgmuzl oﬂenmw-hu“mn OGrang | Kab.
Teknls Pelak Teknis Pelak Belasny
dan Kesejahteraan Xeluarga {BKB, Kekuarga (BKB, BKR, BXL, PRPKS, PIK-R dan WMongondow
BKR, BEL, PPPKS, PIK-R cian Pemberdayasn Ekoromi Keluarga/upexs) Uura
Pemberdayaan Ekenon] .
KeluargaAsPRis) Jumlah Pengurus PIK-R yang Mengilati Pelatian 75 Orang
11‘!‘“_‘”""" Promos| dan Jumilah fergm pelayanan KRR bagl remaja dan 4SForum | Kab.
Sosialisay ?mxf:.‘j:?hm hkompok sebaya di duar sekolah ;':1”"9
Eetahanan dan eraan angondaw
Keiuarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PiK- | 10D "f":‘g“‘l::‘" oemos] dan Ssfsasi Otrpean |
R dan P:,"“,::’:;;"“ Branomi Keluarga (38, BXR, BKL, m'us. PIK:R dan
Pemberdayaan Ekonsirt Keliarga/UPPKRS)
.95 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2,15.01 PROGRAM 21501.202 2150120201 Penyediaan Gajl dan Jumtah Butan Tersedionys Gaji don Tunjangan 14 Bulan
PENUNIANG Admipstasi Tunjangan ASN ASN
URUSAM Keuangan Peranglat N "
PEMERINTAHAN Daerah T" umie 0;‘;‘;‘"" Gajidan 0 Orang/
DAERAH
KABUPATEN/XOTA
21501205 2150520502 Pengadasn Prksian Jurnish Paket Paknian Dinas beserta Atribut O Paket Kab,
Administral Dinas beserta Attt Kelenglapan bolaang
Kepegawaian Kelengkapannya Mongendow
Perangkat Daerah fumlah Pasang Pakalan Yang Ciadakan A4 Pasang Utara
21301205.10 Sesialisast Peraturan | pomish Orang yang Mengiart Sasialisal Peratrzn 0 Orang
Perundang-Undangan Perundang-Undangan
urmlah Peserta yang memahaml Tata Terth Bedahe 100 Ovang
Urntas
2-‘59‘251" Bimbingan Teknla !wnthrmgwlg Mmgihnl E&nbmgan Teknis 0Omng | Semua
1 Peratuman Prrunding Peraturan P Kab/Kata
Undangan
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Program Keglstan Sub Keglatzn
No Indkstor Kinerja InedTiator Klnstjs ' IndTkator Kinerja
Progam Keglatan Sub Kegistan bh:;u: KL
Hasl Program | Target Capalan Reluaran Keglatan I Target Capalan Kelusran Sub Kegistan I Targer Capalen gl
21501206 21501.206.02 Punyediaan Parslatan | 5;alah Jerdy Periengkapan/Peralatan Kantor Yang Atenis | Xab.
Administrasi Umum can Peclenglapan Kentor Diadakan Bolaang
Pecanglat Dactah Mongoncdaw
Utara
2150120605 Penyedisan Barang Kab.
Cetakan dan Penggandaan Belasng
Maongondow
Utara
2150120608 Fasilicasi Kunjungan | jumtah Laporan Fasilicasi Kunjungan Tama OLaporan. | Kab.
Tamu Bolaang
Mongondow
Utara
2150120605 Penyelenggaraan Jamlah Laperan Peryelengg Rap 5 P Kab,
Rapat dinasi dan dan KD Bolaang
SKFD Mangondow
Utara
21501207 2150120702 Pengadaan Kend Sarmlah Kenclaraan Diras Yang diadakan 2Unit | Yab.
Pengadaan Barang Dinas Operasional atau Lapangan . . N Bolaang
Millk Daerah hm;.hu h Umntzr:;:-;:k::nm Cperasional atsy OUnit Mongondow
Pefiinjang Unsan Panginying Utara
FPomarintsh Dasarsh
21501.207.05 Pengadaan Mebel Jionlah Paket Mebelyang Disediakin oUnR Semua
Kab/xota
21501.207.06 Pengaditan Peralatan | jumiah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang ouny | Kab.
cdan Mysin Latnnya Disedizkan Bolaang
Mongondow
Utara
21561208 2150120809 Penyediaan Jass Sunat
Peryedizan Jasa Menyurst
Penunjang Urusan
Pemarintahan Daerzh
21501.208.02 Penyediaan Jasa
Komunis), Sumber Daya Air dan
Lbstrik
2.1501.208.04 Penyedlaan Jisa Kab.
Pelayanan Umum Kantor Botaang
Mongendow
Utara
21501209 2150120901 Peryeciszn Jasa urnlah Kend i Dinas ounit | b,
Pemeliharaan Barang _Pemafiharaan, Bizya Pemeliharaan, Dinas Jzbatan yang Ulpellhara dan dibayarkan Pajsknya aolasng
Milik Daerah dan Pajek Xendaraan Pergrangan Mongondow
Frramjang Urzsan Dinas atau Kendaraan Diras Jabsan Uura
Pemerintahan Daerah
215012000 hmf::"’m hemlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lipsngan 0 Unit
Pernelharazn, Blaya Pemeliharaan, ipeEhara dan tkan Pajak dan Perizina
Pujak dan Peritinen Kendatasn Dinas yang Dipe Fbaga ook dun e
Opetasional stau Lapangan
2150120906 Pemeharaan Jhumizh Peralatan dan Mesin Lainnys yang Dipelihara 0 Unit [ Kab.
Feralatan dan Mesin Lainnya Bolaang
Mongondew
Vura
501208 Jumiah Gedung Kantor dan Banginan Lainnya yang 0 Unit
v " y
Kartor dan Banguran Lainmya v
2.15.02 PROGRAM Persentzsa 4599 Persen | 21502202 Sumiah Perdengkapan falan di Jalan OUnit | 2150220202 Penyedisan Jamiah Perengk Jalan &1 Jalan Mot 0 Unit
PEMYELENGGARAAN Meningkatrya Penyediaan Kabapaten/Kata yang Tersedia Perlenghapan Jalan di Jalan yang Tersedia
LALY LINTAS DAN Perlengkapan Perlengkapan Jalan di FabupatenvKota
ANGKUTAN JALAN Sarana dan Jelan Kzbupaten/Xota
LA Prasarara Jalan
21502205 Penguilan | jumiah Sarana dap Prassrana Pengujian OUni | 2150220508 Peayedizan Sarana Jumiah Sarana dan Prasarana Pengufian Berkala oUnit
Berkals Kendaraan Berkals Kendaran Bemoter yang Tersed'a dan Prasarana Penguiian Berkala Kendzaan Bermotor yang Tersedia
Bemator Jomiah Sumber Daya Manusla Pengujian 0 Crang | KenSs#ssn Bemmator
Berkala Xendaraan Bermator yang
Ditgng katkan FKapasitasrya
’—‘5022-"5-92;6”"?";:" Kapasiias | Jumiah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkata 00rng
Sumber Daya Manusia Pengujian Kerddarsan Bermotor yang Ditisgkatkan Kapasitmnys
Berkala Kendzraan Bermator yng Bt
21502206 Jumlsh Pengadazn, Pemasangan, Perbaikan  QUnip | 2150220602 Pengadaan, Jumiah Pengadsan, Pemasangan, Perbaikan dan DUnit
Pelaksanaan dan Pemelaraan Perlengkapan Jalin dalam Pemasangan, Perbafkan dan Pemeiharaan Parlenglapan Jalan dal i
Manajemen dan rangka Manajernen dan Rekeyasa Laks Lintas d Jatan Manajemen dan Rekayasa Lak Untas
Rekayasa Lals Lintas dalam rangka Manajemen dan
untuk faringan falan Rekayasa Lalu Lintas
Kabupaten/Kota
21502207 Jumlzh Laporan Rekomendesi Andalalin 0 Laporen | 2150220702 Peningkatan Kapasitas | Jumigh Penilal Andalelin yang Citingkatian 00rang
Persetujuan Hasi yang Terpwai Penilad Andatain Yapasitssnya
ErATSEDATEIR LN | pmiah P At yang o0mg
otk Jalan, Giinglatkan Kepashasnya
Habupaten/Xsty
215022 07.04 Pengawasan Jumlah Laporan Rekomendas! Andalalin yang 0 Laporan
Pelaksanaan Rekomendasi Andalabin | Tergwas!
21502208 Auditdan | wmiah Laporan Inspeksi, Audit dan OLaporan | 2150220802 Pelaksanzan Inspebsl | Jumiah Laporan Inspeicl, Audit dan Pemantauon O lLaparan | Serua
Inspeks) Kesal Sistem Manaj AuxEt dan Pemantavan Unit Unit Pelaksana Ui Berkala Xendarian Bermator Kat/Kota
WA dlJalan Kiselamatan Penrsshazn Angkutan Pulaksans Uf Berkala Kendaragn
Umym Bermotor
Jumbah Laporan inspekst, Avdit dan 0 Laporan
Permantauan Unit Pelaksana Ujl Serkala
Keadaraan Bermotor
Jumbsh Pengemusdi yang 250Unit
pembinaan pentingrya keselzmatan
datam berkendara
2150220805 Pehksaru.an wepetsl, | gimigh Lapozan Inspekst, Audit dan Pemantauan 0 Laporan
Aufit clan Pemaniauan Sistem Sistern Manajemen Keselamatan Perusahaan
Mangjemen Keselamatan Perusahaan Angktan Umum
Anglutan Unum - diyang . . ——
https://bolaangmongondowutarakab.sipd. kemendagri.go.id/daerahimain?@d@DgV/oEVhpEILBRE4 3jEalJXSXIXbS CIESsbd9C3sLOdLSFREKN...  24/49
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Program Keghaun ’ Sub Kegletan
No Inditstor Krerja indikator Kinetja Indator Kiretjs Lokl Sub
Pragnm Kegl Suby Keglatan Keglatin | ™%
Hasil Program | Target Copalan Natunran Keglatah Targwt Capalan Katuarzn Sub Keglatan | Tarpet Grpalan
21502209 Jumlsh Apglutan Umum untuk Jasa oum | 2150220901 t ' Jumiah Anglutan Umym umdcJasa Angian Orang. O Unit
Peryedisan Anghutan | Angkutan Orang dan/stau Barang Antar Kot Umumuntuk Joss AnghutanOrang | daryataw Barang Antar Kots dalam 1 [Saty) Dasrah
Umum untuk t3s3 dalam 1 (Satu} Daerah KabupatervXota yang danalew Barang Antaf Kota dalsm 1 | yytyipaten/Kota yang Tersedia
Angktan Grang Tersedia (Sat) Deerah Kabupaten/Xata
dllViKlllsm
Antar Kota datam 1
(Saty) Dagrah,
Kabupaten/Kota
2,16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIAS] DAN INFORMATIKA
2.1601P 21601202 2160120201 Periyedinan Gafidan | jymigh Orang yany Menerima Gafidan 0 Orang/nlan
] kelengiapan Administrasi Tunjangan ASN Tunjangan ASM
URUSAN administras Kaisangan Perangkst i d i 1
PEMERINTAHAN P baerah Petventate ketersedizan gaji dan tyjangan ASN 109 Persen
DAERAH
KASYPATEN/KOTA
2160120205 Koardinasl dan fumizh Laporan Keuangan kb Tahun SKPD dan - @ Laporan
Paayusunan Laparan Kevang#n AR | Laporan Hasil Koordinast Penyusunan Laparan
Tabun SXPD Keuangsn Akkiz Tahun SKFD
" Terpenuhinya Laporan keuangan SKPD 1 lapoaan
21501206 2960120605 Penyediaan Barang | tumiah barang hasl cetakan dan panggandaan 25 jeriy | Kab.
Adminiztra Umym Cetakan dan Penggandaan Bolaang
Perangkat Daecah mh:nmcmundmmmm 0Pakm Mo
Dise i_ A Utara
216.01.206.08 Faslitasl Kunh Frek peoyediaan makanan d tamu 12 Bulan | Kab.
Tmu Solaang
Mongondow
Utara
160120609 Fanyelenggaraan Jumlah kelatsertaan pada rapat konsidtasi dan 1W0xi | Kb
Rapat § dan inas} difuar dzerah Bolaang
e Jumlsh Lyporan Penyelenggaraan Rapat Koorclinasi O Laporsn m::':a
dan Konsylasd SKPD
21601207 216.04.207.05 Pengadsan Mebel Jumish mebalair yang diadakan 15anit Semua
Pangadasn Barang . Kab/Kata
VAl Daera Jurnish Paket Mebel yang bisediakan OUnk
Penunjang Unssan
Pemarintah Daerah
2160120206 Pengadazn Peralatan, | omian peratacan mesin vy yang disdakan 23 Uit | ¥ab.
danMesin ainoya Fomiah Ut Peealatan dan Masin Lainmyayang ouny | Bl
Disefiakan Uta
1
29601208 2160120301 Penyediasn Jasa Swiat | pumish Laporan Penyedisan Jasa Surat Meryurst 0 Laporan
Penyediazn Jasa Mermzat e N Axlam lah. idanbenda 100 Pyrsen
Pemyrang Urusan 3 Lsya
Pemerintshan Datrah pe
216012:08.02 Penyedinan Jasa Pr k disan Jusa k inmberdaya  100%
Komunieasi, Sumber Daya Alr dan #¥r dan flstrik
Ustrik
2160120303 Fenyediaanasa Jumiah Laporan Penyediasn Jasa Peralatandan 0 Liporsn
Peralatan dan Perleng) Kantor kapan Ksntor yang Dlsediakan
- Jasa Latan o 100 Pevsen
periengkapan kantor
21601 208.04 Peryedisan Jasa jasa p fant, 100 Persen Kab.
Pelayanan Umum Xantar Belaang
Mengondow
Utara
21601209 215.01.2.09.02 Penyedizan Jasa Persentass kendaraan dinag yang terpethara 100 Persen
Pameliharaan Barsng Pemeliharaan, Bizya Pemetharaan,
Millk Daeraty Pajak dan Periziaan Kendaraan Dinas
Penunjang Urusan Operasional stau Lapangan
Pemerintahan Daersh
216:01.209.06 Pernaikarsan Terp 7a parslatan msin inny 12 ulan Kb,
Peralatan dan Mesin Liinnps Bolaang
Mongondow
Utara
2160120909 Ged Jumizh unit gedung kantar dan hangunan Bineyayang 2 Unit
ung . "
Kantor dan Bangunan Lalrnya
2I502P hamlah yang S00Hb | 21602201 6 lapanan 2160220102 Monitorng Opnl dan | umiah Dokumen Hasil Manitoring Opind dan 0 Doiarnan
PENGELOUAAN tiupdate pada website Pengelolaan Informasi Asplrasi Publik Aspirast Pubik
INFORMAS| DAN mda dan Kamunikasi Pubk
ronunoas usix | Pemerintah Daerah ’m“""‘" Laperan Fengawzsen Ophl dan Aspisl 6 aporan
Kabupaten/Xota
2160220104 Pergelolean Konten | jymiah Dokumen Hasll Pengelotaan Konteadan @ gkumen
P Media P Media ikasi Publik
Pubik Jumlats P Video Prmbangunan daersh  2¥ideo
2160220106 Pelmyaman tnformasl | pumiah deseminas! informasl yang di publish s0lall
Publk nurmlas Hasll Pelsyanan Informag PUbTE ©
2160220110 Penguatan Kapasitas. | fumiah ASM yang mengikutl pelatihan 20am
Sumber Diya Kormunika Pulirk Jumlsh Sumber Daya KormunTkasi Pubik yang- 00rg
Meningkat Kapasitasnya
2.1602.2.01.12 Penyelenggarazn Jumilsh Dokumen dengan Masyarak 0 Dok
Hubungan Masyarahat, Medla dan Media dan Komunitas dalem Mendiseminasitan
Kemitrasn Xoenunites Informarsi Program atay Kebijakan
Jumiah medla massa yang bekerja sama 9 mudia
2.16.00 PROGRAM Perschilase 100 Persen | 21603202 Jumbah Aplkast sistem informasi Vaplicari | 2160320207 Pengembangan Jumlsh ApBus] dan Proses Bisnls Pemerintahan oUnt
::"u'i:l-s'-:u"" Ketersediaan Fengelolsan 51 perumjang $PBE yang aman Nﬂ-:“ m Fmsr-bl :u:: _— Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
Infrastrukeus govemmant Pema n Derbasls ri
INFORMATIXA by X Lnglup Pemesintan Jumish Apiiasi ststem Informasl perunfang SPEE 1 Aplitusl
’ dan Komumikasi Dasrah ne
KabupateXon
21603202.10 Pengembangan dan Jurnlah Dok Pelak Pengembangandan 0 Dokumen
Pengelclaan Sumber DayaTeknologh | pengelotasn Sumber Daya Taknolagi Infarmasi dan
Informys dan ks Datrah
Pemerintah Daersh Jumiah SDM yang mendapatkan pelathan 30rang
Kompeteng TIX
2160320212 Morltoring, Evaliasi | jumish doke dan evaluas SPBE 12 Dokumen
dan Pelaporan Pengembangan Jumish Dek s B Abok
Erocistem SPBE Pelaporsn Penyelenggaraan SPSE
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Sistem Informasi-Pemerintahan:Daetah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Kaglatan Sul K-glami
Indlror Kisera indTkatar Kinerja Sub Kag! Indikator Kinede Lokss] 5ub
Prognm 9 Krglatw
Hasil Frogram | Target Capalan Yaluaran Keglatah Target Capalan Keluaran Sub Keglutan | Target Capalan "
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASL USAMA FECIL, DAN MENENGAH
Z17.05 PROGRAM Persentzse Koperasl 27 persen | 21705201 217052 01.01 Peninglkatan Jumlah pehgurus dan anggota koperas yang 30onng |Xab.
PENDISKANDAN | yang meningkat Pendidikan dan Perral dan P I gkt pelath dan manal Bolasng
LATTHAN fwalitasrya Latdun Perkoperasin Perkoperasian serta Kapagitag dan kopetasd Mongendow
PERKOPERASIAN berdasarkan RAT dan Bagl Koperasi yang Korpetensi SCM Koperash Utara
Valume Usaharya Wilayah Keanggetaan
Persantase 26 persan dalum Daerah
paringictan KabupatervKota
procuktifitas UMM
21707 PROGRAM Persenussusaha  2dpersan | 21707201 2070720104 Pemberdayaan Jumlah Unit Uszha yang Telah Menerima Pembiraan  0Unlkt
PEMEERDAYAAN mikro yang mesjadi Pemberdayasn Usshs Kelembagaan M::fadm‘i: dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Ussha
USAMA MENENGAH, | yirgusaha Mikro yang Dilakukan Pengembangan Wisha Mikse b o
USAHA KECTL, DAN Melslui Pandatasn, permula yang mengilut an 30 Grang
USAHA MIXRO Kernltrazn,
UNM) Xemudahan Perizinan,
Penguatan
Kelambagaan dan
Koordinasd dengan
Para Pemangios
Eepentingah
2.47.03 PROGRAM 2.17.08201 2170820101 Fastitos] Usaha Mikro | jumlah Uit Usahe Mikro yang Terlasilitast dalam 35Unt | Xab.
PENGEMBANGAN Pengembangan Usaha Merjadi Usaha Xesil dalam I, b Produksi dan Usahg | Bolaang
URMEM Mikrodengan Pengembangan Produksi dan SOM, serta Desain dan Teknologl Hengoadaw
Orientas] Peningkatsn Pesgoishan, Pemasaran, SDM, serta Utara
Skala Us2ha Menjadi Desain dan Teknolagh
Usaba Kacll
218 URUSAN AHAN BIDANG Pt MAN MODAL
2.18.01 PROGRAM Tersecianya Perunjang  100% | 21801202 2180120201 PenyediaanGoidan | jumtah Orang yang Meaerima Gaji dzn 0 Onang/tulan
FPeng i istras! Tunjangan ASH Tunfangan ASN
URUSAN Petkantoran Keuangah Peranghat "
PEMERINTAHAN Daerah Persentase ketersediaan gafl dan tunfangan ASN 100%
TAERAH
KABUPATEN/XOTA
2180120202 Petryedi Iak tugas ASN 100%
Administras! Pelakaanaan Tugas ASN
21801205 21801.205.11 Bimbingan Tekni Famlah bimbing kais il d p 100% Semua
Administrasi gan yang ciut/di Kab/Kota
Kepegawaian Undangan .
Petasgiat Dabrah Junlhhowtgimg Mugikuﬁ)lunhl‘ngtnt!m D Orang
21801206 21601.206041 Penyedisan Jumlah/jents barang komponen istrik yang disdslan 5 Kab,
Administras Umum Kamponan {nstafast Jumlah Faket oy m‘h‘“ﬂﬁw OMF Bolaang
Perangkat Daerah Listrik/Penetangan Bangunsn Kantor . o Mengondow
Sanguman Kantor yang Diseclakan \tara
21801.206.02 Penyedlaan Peralan | jumbah/ienis iatan dan p kntrpang 30w | Kb
dan Perlenghapan Kantor diadakan Bolaang
Jumiah Paket Peralatan dan Perlangkapan Kintor yang 0 Paket 3::“"*“'
Disedizkan
2180120605 Penyedisan B tahyjenis barang crtak danyang 2d7  |rab
Cetakan dan Penggardaan Sindakan Bolaang
Sumiah Paket Barang Cetakan dan P caanyang  OPaket |00
Disadiakan
2180120609 Penyafenggaraan Jumiah Laporan Penyslenggaraan Rapat Koordinasi 0 Laporan | Kab-
Rapat dinasi dan dan SKFD Baolaang
o Sumiah rapat koordinasi/konsulasl yang Gls | pongondo
cilalsanakan
21801.207 218.01.207.01 Pengad, d ‘Sumbah kendaraan dinass yang diadakan 2unit | Kab.
Pengadaan Barang Perorang sn Dinag gtau Xendaraan . Bolaang
Milik Daerzh Dinas Jabatan P unit Ke "‘m'"m’ — e QU | \ongondaw
Penur]ang Urnusan Utars
Pemetintah Dseeah
21801207.05 Pengadasn Mebel Fomlah maebeloir yang diadskan Bumit Seruis
Jumiah Paket Mebolyang Dlseglaksn guny | bRt
2300120706 PengadaanPeralatan | fomiah/jenis peralatan mesin Linmyayang diadskan  3tuah | Kb
dan besin Liinnya Semlah Unit Peralatan dan Mistin Lainya yang oun | B0
Disediakan engondaw
Utara
21801208 2160126801 Penyediaan Jas Surat | hamlah Laporan Peryedizan Jasa SuratMemyurat O Laporan
Penyadiaan lasa Marryurat "
Penunjang Unssan Persentase ketersedinan jaza surat menyunat 100%
Pemerintshan Dacrsh
2380120802 Peryedissn lasa Jumiah Laperan Penyedisan Jasas Komunkas, QLaporan
Komunikasl, Sumbar Daya Alr dan Sumber Dirya Alr dan Listik yang Disedllakan
Ustrik Jusa k Viasi 100%
sumbercirya sy dan Estrik
2.18.01208.04 Penyedison lssa Jumish Laporan Peryediaan Jass Pelayanan Umum O laparan | Kab:
Pelayenan Urmymy Kantor Kanitor yahg Disediskan Bolasng
Persentast Prmenuhan Jasa Penunjang Unisan. 100% m:‘m
Pemerintshan Daerah
z1a01.209 2180120901 Penyediaan Jesa humlah P Dings 3 oun | Kab
Pemeliharaan Barang Pemeliharazn, Biaya Pemelharaan, Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajskrwa Bofaang
Milik Daerah dsn Pajak Kendaraan Perorangan - . Mangondow
Penunjang Urusan Dinas stay Kendarean Dinas Jabatan tasa kandaraan dinas yang terpelhaza 100% Utara
Pemerintaben Daetah
ZINHZ.O:.DS Per?elhrmn Jumizh Peraiatan dan Mesinkainnya yang Dipefihara  B'Unit :::»
Peralatan Mesin La! . 3
b n Leinms Persentase pecalztan mesin binnya yang terpelihara 100% Mnngng "
Utara
2180120509 e tumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lelnyzyang O Unit
P ih shabilitasl ung pelih S
Kanion dan Bengunan Loy Jumiah gecung yang direhabiliasidipeihara 1 usit
21802 PROGRAM Sumiah evinat 20 embags | 21802201 2180220101 pan Kebijak Jamdah Daerahy/Provinsi datam 0 Dokamen
FENGEMBANGAN investay Penetapan Pemberlan genai Py - if dan
DLIM PENANAMAN Fasilitasfinsentif if can K Modal
| MODAL Dibidang Fenanarnan Pengnaman Modal Perd: ) " I .
Modal yang Merjaci P bl Modal dan 1
Kewenzngan Dserah
Katrpaters/Kots
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Program Ksglatan Sub Keglatan
Ko tndikator Klnerja Indikator nerla Indlkator Kinera
Program o Sab Kaglatan m" et
Hasil Program | Yarget Capalan Keluaran Keglatan | Target Capalan Ketuaran Sub Keglutan l Target Gpalan
?-13-02201;-!2_:\“& Pl"l:::mn Jumish Ivestor yang difasiitas 50 lembaga
Pembrerian Fasiftas/insenti Lah K .
Kemudahan Peranyman Madal . h P _uf.',h: dif Mﬂuma ﬂ::lrm
Dm:h
21802202 2180220201 Penyysunan Rencand | jumiah Peraturan Daerah (Percla) Rencana Umum 0 Dokumen
Pambuatan Peta Vmum Penanaman Modal Gaerah Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Potens] Investasi
Katpat Jumizh Potensi Unggulan daerah 1 dohumen
21802 20202 Panyediaan Pata tumlah Peta Potensi investasi dan Peluang Usaha D Dokumen
Patens| dan Peluang Usaha Xabupaten/Xota
Kabupaten/kata hamiah Potenst Unggulan daerah 1 dokumen
2.10.0) PROGRAM Presentase povensi 100% | 21893201 210.03.201.02 Pelaksanaan Xeguan | fumiah Dokirmen Hasll Kegintan Promosl 0 Dokumen
PFROMOSI unggulan yang Penyelenggaraan Fromati Penznaman Modal Dasrah Fenanaman Moda| Kabypaten/iota
PENANAMAN digromastkan Promos] Penansman Kabwpaten/ola
MODAL 4 Modal yang Menfadl Jumish Pamaran lnvestas! yeng dilaksanatan 2kak
Kewenangan Daerah
Kabugaten/Kota
LIBMPROGRAM | perpsatass Perizinunyang 100% il:;iﬂ‘?-? Pelayznan ZI2D42.01.01 Penyediaan Palayandn [ jumiah lzin yang diterbitean 150 dokumen
PELAYANAN Siterbitkan tepat waktu inan can Non Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
PENANAMAN Perizinan Seeara Berbasis Sistem Palayansn Perizinan. m’ ;‘;"r‘;m““'“k’;;f‘:;‘”x'np“"‘p;m Opatk
MODAL Terpadu Satu Pinty Benrsatia Terintegrasi Secara Pt m‘m Paisganan m:"m
dibidang Penanaman Elektronik .
Modal yang Merjsdi Terintegrad Secara Elektronik
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Xota
218.04.201.02 Pemantauan Jumlah Keg'stan Ussha dari Pelaky Usaha yang QKeglatan
Pemermhfn Xomitmen Perizinan dan | mendapat Pemantausn Pemenuhan Komimen Ussha
Hon Perizinan Penanamin Modal Pesizinan Bensaha dan Non Perizinan Penanaman
Moda)
Presentase pemenuhan komitmen pertiinanyang  100%
ket
2180420103 Periyeciaan Layanan | Jjumiah kasus peoarbian kzin yang teranganl 30 lokast
P‘lpruultnﬂ dmﬂ:‘r;’:l:t’;:‘hd. Jumlah Grang yang Memperoleh Laysnan Konsultasi 0 Orang
h"""“‘nr :’“ ool I: dan Terkelolanya Pengadusn Masysrakat Techadap
Non!ﬁ: n tem Pelayanan Terpady Ferdzinan dan Non Perizinan
1885 PROGRAM Persentasepraku ussha 100 % | 21805201 2.1805.201.01 Xserdinasl dan Jumlsh Kegiatan Usaha darl pelaky Usaha 0 Kegiatan
PENGENDALIAN yong mendapatkan Pengendalian kronisash 1 takus - m:a o Pemars u:?-;
PEI.AISANAAN"“'""" Jamian keamacan dalsm P’“WMW1 Peraruman Modal Pelaksznaan Penanaman Modal
finvestast Pengnaman 1]
MCDAL e yang Menjadi Presentase pelaku usaha yang meliporkan LKPM 100%
Kewenangan Daerahy
Yabupaten/Kota
21805.201.02 Koordinasi dan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatian Pembinaan 0 Pelaku
A  aan belal Joms HA "
Penanaman Mods) Presentase Pelaku Ussha yang mendspatian 100%
pembinaan
2180520109 Koordinast dan lumbh Kegisan Usaha dad Pelaibur Usaha yang OKegiatan
dan S i Peng Usaha
Fenazaman Modal Pitsentase pelaku ussha yang diawasi %
2.18.08 PROGRAM Pressstrsaperifinan 100% | 21806200 2180620101 Pengelahan, Penyaian | apmkasi perizinan 1 ApBast
PEMGELOLAAN DATA Pengelolaan Data dan dan Pemanfaatan Dxts dan laformasi .
yang memanfaatkan
i e e vt | et e
INFORMAS! dan Ny Perizingn Sistem Pelzyanan PerlzinanBerusaha | o* P2 mmgﬁm
PENANAMAN yang Terintegrasi pada Teririegras] Secara Elektronlk Cicen, kg dan Ditantentians
MODAL Tingkat aersh o
Kabupaten/Kota
219 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.159.01 PROGRAM Persentase W00persen | 21901202 2190120201 Penyecizan Gafdan | Jumh Orang yang Menerima Gajl dan 0 Orang/oulan
L Leleng Admlnlstres] Tunjangan ASN Tunjangan ASN
URUSAN adminkstrast Keuangan Peranglat Gaji dan Tuny 00 Persen
PEMERINTAHAN kepegawsian Daersh Pl j iang
DAERAH
KABUPATEH/KGTA ::::‘::;" 100 Periers
Administrasi
Kevangan
Perseniase 100 persen
telengk2pan
administrasi
pengelolaan SMD
21301205 2390120502 Pengadaan Pakaian | jumiah pakainn dinas beserta stribut 35 Pasang | Kab.
Adm ml ; Dinas beserta Afribut kelengkapanmya yang disdakan Eglaang
:WT; an Ketetiglapsamya Jurntat Paket Pakalan Dinas beserta Atribut opaket | Mongondov
rengkat Dagrah Utra
Kelengiapan
219.01.205.11 Bimbingan Teknls Jumiah Bimbingan teknis implementasi peraturan SOnng | Semua:
! [ dang p " " yeng diikuticiak Kab/Kata
Undargan Jumish Orang yang Mengikutl Bimbingan Tekris 0Orang
P i erundang-Ifnd.
21901206 2190120601 Penyedizan Juimlsh Paket Kompanen Instalasl 0 Paknt Kab.
Adminstras! Umym. Komponen trstalasi Listrik/Penecangan Bangunan Kantor yang Botaang
Peranglat Daerh Ustrik/Penerangan Bangunan Kanter | prisediakan Mongondaw
L % jaan koriponan nsiafasi 100 Persen | V2%
Gsik/penerangan bangunan kantar
2180120602 Penyedioan Peralstin | jumlahyjenis peralatan dan perfenghapanianior  $4 unitfenis | Fab.
don Perlengikapan Kantar yang diadaken 'I:Iaanq
Jumiah Paket Peralatan dan PerlenghapanXantor 0 Paket U;'r‘j"’ o
yang Disediakan
Z.4301.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlahfenls barang cetakendan penggandasn  d Unitflends | Kab.
Cetaken dan Penggandaan yang diadakan Boizsng
hamlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan O Paket 3“‘"9“ done
yang Disediakan. "
21901.206.09 Penyelengg: hemiah L Penytlenggaraan Rapat Olaporan | Kb
Rapat Xoordinasi dan Koosuhash dan Konsuhasi SKPD Bolaang
S Jumiah rapatnkeordinasikonsultas yang s2Kai :::\agonduw
dilaksanakan
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.
Program Negatan Sub Keglatan
Ko IndTistor Knetjs Inedikatar Kinsrja Ingliatar Kinerls tokasiSub
Program Keglatan Sub Keglatan n Kot
Hasl) Program | Target Capalen Kahaaran Keglatan Turget Capalan Kaluarxn Sub Keglutan [ Target CGrpalan
21901207 ) 2190120705 Pengedaon Mebel | sumty mebeleur yang disdskan sunt | Semus
Pengadaan Barang Kabikaty
Mk Dasrah Jumbah Paket Mebel yang Disediakan unit
Peounjang Unusan
Pemerintah Daersh
2190120706 B dazn Peralatan ¥ L in Lainaya yang diadakan 1Unit | et
dan Mesin Liinnya w i Bolaang
Mongondow
Utara
21901.208 2190120801 Jasa Surat Jasa surat menyurat 100 Persen
Penyedizan Jasa Merryuist
Praunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
21201208.02 Penyediazn Josa Ramiah Laporan Penyediaan Jasa Komunikash OLzpovan
Fomuniasl, Sumber Daya Air dan Surrber Daya Air dos Listrik yang Disediakan
Ltrk k diaan Jasa & kasi sumber 100 Petsen
daya air dan kswik
219.01.208.04 Pevyy Jusa Tersediatiya Jasa pel umum kantar 100 Persen | Kb
Petayanan Umum Kantor ! o Bolsang
Mongondow
Utara
21901209 2190120901 Penyediaan Jasa Sumlah Dinas atay ounit (%
Pemeliharaan Barang Pematiharasn, 8laya Pemoiharaan. | Eyndaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Bolaang
Milik Daersh dan Pajak Kendaraan Perarangan dibayarkan Pyjaknya Mongandow
Penunjang Yrusan Dinas atau Kendarsan Dinas Jabatan di 1005 Utara
Pemerintahan Daerah M inas yang e
219.01.20906 Pemelharaan tumlah Peralstzn dan Mesla Lalnaya yang Bunit Kb
Peralatzn dah Mesih Lainnya Dipeliara Bofaang
Presentase peralatan mesin lainnya yang terpelihars 100 Persen m::?mdaw
2150120008 humish Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 0Unit
Permelit Gedung bip Dirahabilitas]
Kantordan Bangtinan Lalnnya yang it o 10t .
Vg i
2.19.02 FROGRAM Persentase Perwda 100 persen | 21902201 Jumish Grganisasi Kepemudaanyang kut 20 0Xp | 2390220101 Roardinasl, Jymiah Organisssi Kepemudaan yang kutjambore  200XP
FENGEMBANGAN Yang Memiliki Peryadaran, Jambore pemuds Sinkronisas! dan Penyelanggaraan pemuda
KAFPASTTAS DAYA Keterampilan Pemberdaysan, dan Peningkatan Kapasitas Daya Saing
Jhurniah Pemuda Pelopor en/Ko! Sehurh 0 Crang
SAING KEFEMUDAAN gnge:\b;ngan Pemuda Priopor Kecamatan yang meh";:"ﬂzp“im"p‘:: °
muda das
Xepemydamn 7
Terhadap Permuda
Peloper
Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda
Femuls, dan Pemuda
adsr Kabupaten/Kota
219022 01.02 Kogrdinasl, Rumizh Wirsusaha Pemuda KabupatenKotadart — 0Orang
Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Seluruh Kecamaton ysnhg Ditlagiatkan Kapasitas
Peningkatan Kepasltas Daya Saing Beya Sangrye
Wiea Ussha Pemala Jurtlah wira usaha yang ditstih 200mng
219.022.01.08 Peninghatan n Jumlah Pemucta yang Citingketkan Kapashasrya dalam 0 Orng
P Xppemimpi loporan dan
Kesukarelawanan Pemuda by ta dari Seluruh
Jumiah requ pasutan pengibar bendera mersh puth 1 Regu
2193::"2 | Jurilah Pelajar Yang lkut Pendidikan dan 30 Orang 2193220:-:1 loolr;i;msl. Sumlah Pelajar Yang lkut Pendidikan dan Pelathan, 30 Orang
Pemberdryaan dan Pelatihan Sinkronksasl dan Pelaksanasn ilitagi Kemi
Pengembangan Pemberdayaan Pemda atau ;ﬂm'mu Terfasiitad s 00nng
Organisati Organisasi Kepemudaan Melakd =g
Kkepemudaan Tingkat Xemitraan dengan Dunla Ussha
Daeraly
KabupatenyKota
2490220202 Peningkatan Xapasitzs | Jumlah Organisasl Kepemudaan Yang Dibina 2oxp | Kb
Penuda dan Organitasi Kepemudaan Bolaang
Kabupaten/Kota Maongandow
Utara
:-E‘:N ':f:m Persentase 100 persen ?;:B-giimid Jumbah Petajar Yang Dt Pardidikan dan 30 Qrang lmm:igl Kgn;d;snasn Bumbah Palsjor Yang Dt Pendidikan das Pelsthan 30 Orang K!?

GEM! Kejuaraan Yang mbinaan dan Pelathan Sinkronisasi dan Pelaksanaan . . Bolaang
KAPASITAS BAYA i Pengembangzn Pembentukan dan Pangembangan ::“““';‘.m'o‘m‘ binaan “"";.":"'““:f:::g;h GURL | ptangondaw
SANG Pendidian Pusat Pembinaan dan Pelatiuan it s s e hug. T aian Vaara
KEOLAHRAGAAN pada Jenjang Olzhraga serta Sekolzh Qlihraga Maspa a Usaha yang Dikembang

Pendidikan yang yarg Disslenggarakan oleh
Menadi Kewenangan Masyarakat dan Dunia Usaba
Daerah
Katupstan/Kota
219.03.201.03 Koordinasi, Jumtah Sarahs dant Prasarana Giahraga Kabupatery/iota 0 Unit
m";saﬂ sd:" P-';ha:f:n yang Tersedia dan Termanfaatian
'aan Sarana ¢an Prasarana " .
Olahraga Kubupeien/Xsta humizh sarana prasarana olahraga yang tersedia 3 Uit
21901202 humiah At Yang lut Kejuaraan dan. 150 Orang | 21903:202.02 Penyelenggaraan Jumiah Att Yang Ikut Kejuaraan dan Pekan 150 Orang
Penyelenggaraan Pean Olahraga Kzjuarnen dan Pekan Olshraga Olhiags
Kejuarsan Olzheaga Tingkat Kabupaten/Kota X Dok Penyelenggarasn Keji dan 0
Tingkat Daersh bl '
K:Eupah x Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Xota
2190120 Jumbah data kecktragazn yang dhasikan 30ata | 2190320305 Xoondinas! dan Jamish Data dan Informas! Sektora) Olshragayasg @ Dokumen
Pembinazan dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Terseda dan Termanfaatkan
b, Informasi Sektoral Glshr,
;"::;‘a ol o2l Glanraga Jumiah dlata keclahyagaan yang dihasiTan 3D
Tingkat Dasrah
Provinsi
21903285 Jumiah Peserta Yang Serpartisipasi Pada 155 Orang | 219.03.20501 Penyelenggaraan, Sumnlahs Peserta Yang Berpartisipasi Pada Kegiatan 155 Orang
Pembinaan dan Kegiatan Festival dan Ciahraga Rekreasi Pengembangan dan Pemasalan Fastival dan Olahrags Rekreas!
Pengetnkangan Festival dan QLhraga Rekreas!
Qishrags Rekreas
220 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
22003 PROGRAM Persentase Data 100 Petsen | 22002201 Jumbah data sektora! perwda yang 1000 data 2209:2—“33 Mmt-nm;n Jurmlah data Seitoral pemda yang dimutshikan 1000 data
PENYELENGGARAAN | sgyearal yang akurat Penyel Fan di i Metadata Statistlk Sekiors Tumiah Metadata Statstik Sektoral i 0 Dokumen
STATISTIXSEXTORAL | dan terobur SBR[\ e g Sekcoralyang 04 ik Sektara! yang Dinimpun
Lingkup Datrah P
Kabypaten/Xota
222 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
https://bolaangmongendowutarakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main ?@d@DgV/oEVhp6rLBRE43jEalJx5XIXb5CtESsbd9C3sLOdLSFREKN...  28/49
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Negiatan Subr Keglutan
No IdTkator Kinetjs Indlkatar Kinsrla Indlkator Kinerla Lokss] Sub
Progrem gl Sulr Keglatan - Keghtsn Kt
Hasll Frogram | Targut Capalan Kahsaran Kegiatan Target Capalsn Keluarsn Sub Keglatan Target Crpalun
22202 PROGRAM | persentase jonis 60 persen | 22202201 2210220191 Felindungan, Jumiah even pagelaran kebudzyadn yasg Wewent |
PENGEMIBANGAN kebudaraan yang Pengelolaan Pengemy P f Objex | eaavsanal
KEBUDAYAAM dikelaly Kebudayaan yang Petnajuan Kebydayasn ! N . G
Maryanakat Pelakunya Blxtuk ObjilPsmm Kebudayaan yang o
dalam Caerh Pl ¢l g 0
Kabupaten/Kota
# Presentase Kebudayaan Lokal yang ditestarian 100 persery
2220220102 Pembinaan SUMSAr | jumih Peserta Permbinaan Sumber Gaya Marwsia,  0Orang
Oaya Masusis, Lernbaga, dan Pranats Lembaga, ctan Pranats Kebudayaan
Kebudaysan
22202202 22202202 01 Peiingh Sumiah daarah yang dilinding] 0 mteum
::;?""'" ;::;""" :z;“mf}y;"::;:"m Objek |y i Objek Pemajuan Tradisi Bucaya yang 0 Objek
Masyarakat Pelakurys :::mw“m Pefrgmbingan dan
dalam Daersh Persentasa
Fabupaten/Kota tradisl kebardayaan yang dikembangkan 100 persen
222,04 PROGRAM Jumish data sejarah 1 Dokumen | 22204201 22204208.03 Peningkatan Akses Jumlsh di h yang di (kankepada 1 dok
PEMBINAAN dyerah yang ditata Pemblnasn Sejarah hlasyarakat Terhachap Data dan masyankat
SEMIAM bkl deam 1 (at tndormmas! Sejuiab Jumish Dokumen Dta dan Informasi Sejarehyang 0 Dotumen
KabupatenXot Capat Dizkses Masyarakat
2.22.05 PROGRAM umiah cagar budays yg 1 cagar Z-ZM?!lm o 2220520202 Pengembangan €3gar | jumtah cagar budaya yang dikembangkan 3 Cagar
PELESTARIAN DAN dikalely Pengelolsan Cagar Budsya 5 .
PEN Budaya Pyringkat . Jumlsh Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 0 Obiek
CAGAR BUTAYA Kabupaten/Kota
2220520203 Pemznfastan Cagar | umigh cagar budays yang dimanfaatkan 2Cmar
dmra Jumlah Objek C2gar Budaya ysng Dimanfastkan 0 Objek
227 URUSAN PEA N BIDANG PEIRA AN
223.02 FROGRAN Indeks kepuasan 100 perxen | 223.02201 Jumbsh Gedung Perpustakasn Desa 1 unit 2230220102 Pengembang Jurmlah Gedung P tazn Desa 1Unt
PEMBINAAN masyarakat techadap :ngt;l:::n Tingkat Persentase bahan pustaka yang 250 exampier W“’;mhmi Jumiah Perp yang Dikemnbangkan i O F h
PERPUSTAKAAN pelayanan perpu gkl |y mitabickan Katupaten/Ko Tingkat Daersh Kabupaten/Kota Sesidi Stanclsr
perpustakan Nasional Perpustakaan di Wilayah
Kabupatenvion P lay.
22302201.09 Pengefolaan dan Jumizh Bahan Perpustakaan yang Dilakukan O Eksemplar
Pengembangan Bahan Pustaka Pengelolaan dan Pengembangan untuk
M 9 Koleks! Perp .
¥ bahan pustaka yang di 250 ecemalar
22302202 2230220201 Sosiaisasi Budays Indels ki Y techadap pek 109 Persen
Pechbudiayasn Gemar Baca dan Lterasi pads Satvan perpustakaan o
Membaca Tingkst Pendidikan Dassr dan Pendidiken Jemiah Lokus P dayaan rart Mermb Lok
Daerah Ihsus serts Masyarakat s ~7
Kabugsten/Xats dan Literas pada Satuan Pendidikan
224 URUSAN FEMERINTAHAM BIDANG KEARSIFAN
22401 B 1 224mazez Terbayarmya Gaji dan Tunjangan ASN 1Tahun | 2240120000 Penyediaan GaJl dan | jumiah Orang yang Menerima Gajl dan 0 Orang/oulan
PENUNIARG PCWMA‘:;HM :r:imslr.:'ad | T 2 Tumjangan Tambahan in Tunjangan ASN Turjangan ASN
P"m"““‘”m Tutjasgan um::' Perang Fenhasilan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunfangan ASN 1 Tahun
DAERAH
CABUPATEN/KOTA
22401206 224012.06.01 Penyediaan Jumish Komponen Instalasi Listsik, 1 Taten | Kb
Administrasi Umum Komponen kistalas Bangunan Kantor * Bolaang
Parangkat Dagah Ligtrik/Pengrangan Bangunan Kantgr Mongondow
Utara
2240120502 Penyediaan Peralatan | 1omish alat tulis kantor yang disdakan 1%hun | Kab
dan Perlengkapan Kantar i Paket Peralatan dan Pefenglapsa Kartor yang 0 Pakey | B -
Disediskan orgoneow
Utara
224PI20E05 Peryediaan Basing | pumish barang crtakan dan perggardaan 1Tahun | Kabe
Cetakan dan Farggandazn Hemlah Paket Borang Cetakan dan Penggandaanyang  OPakey | S0U3M9
. Disediakan Mongondow
Gtara
22401206909 Perryelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ragat Koordinasl 0 Laporn | Kabe
Rapat Koordinasi dan Konsutasi dan Komsuhas! SKFD Bolaang
SKFO o . . Dot dan 1Tahmn Mongandow
Rapatrapat KgcrdinasiMonsutasi Utara
22401298 2240120801 Fenyediaan Jasa Sunt | jumbak Mateiai yang tersedia 1 Tahen
PenyediaanJasa Memyurat
Pencrijang Urusan
Pemerintahzn Daerah
2240120802 Penyediaan Jasa Jumish Lspoan Penyediaan fasa Komunilasl, 0 Laporan
Komundasi, Sumber Daya Alr dan Sumber Daya Air dan Listik yang Disediskan
Ltk Petsentase Jasa Komurikash Sumber Daya Alr dan 1 Tabum
Listrix
2240120804 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan$ Jasa Pelzyanan Um Dlopann | Kab.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Cisediskan Bolaang
Tesbayamya Gafi/Honor THL 1Tahun 3;:"‘"‘“
22401209 2240120901 Peryedisandzsa Jumiah Kendarasn Dinas Jabstanyang dipeiiara 1 | Kab
:'“?:g‘m darang Pemeldurazn, Blays Pernaiharaan, Jumlah Kendarasn Perorangan Dinas atau Kendaraan 0 Unit Bolaang
agrah dan Pajak Kendaraan Perarangan Dinas Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Mongondow
Penunjang Unsan Dinas ataw Kendarazn Dinas Jabaun Pajakrya ¥ang Dipe Vura
Pemerintahan Daeah e
2240120902 Penyediaan Jasa [R— Dinas Operasiona! atau Lapang oumn
Pemetth Biays Pemest yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dfan Perizinanay
Pajak das Perlzinan Kendaraan Dinas Tumlsh end: Dinas Onerag: T 1 Takish
Operasgional atau Lapangan PR
2240120908 Ns:emeunaraan Tumish Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihaca QUnit | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainmya Bolaang
Jumlah Peralatan Mesin yang terpelibara 1 Tahun Mengo
Utarp
22402 PROGRAM 22402200 224022101 Peneiptaan dan JTumiah depo arsip 1 Unit
PENGELOLAAN ARS|P P,ngeT_o!aan Arslp Penggunaan Arslp Dinamls Jumlah Naskah Dinas yarg Digiptakan dan Digunakan 0Berkas
Dinam's Daerah
Kabupaten/Kata
22402203 2240220302 Pembedrysan Jutnlah Lapocan Basil Pemberdayaan Eapatias Unit 0 Laporan
Pengelolasn Simput Kapasitas Unit Kearsipan den Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah
Jaringan Informasl Lembaga Kearsipan Dascah Kabupaten/iois
Kearsipan Naslonal Kabupaten/Xota 1ola arsi 1
Tinghat aniip yang 100 Persen
Kabypaten/Kota
https:/ibolaangmongondowutarakab, sipd kemendagrl.go.id/daerahimaln? @d@DgV/oEVhp6rLBRE43|Eal X5 XIXbSCIESsbdOC3sLOdLsFREKN...  29/49

Y



712122, 4:44 PM

Sistem informasi Pemerintahain Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Kagltn Sub Keglatan
Mo IndTkator Kinetls Indiiatar Kinerjs Indikazor Kinerja LokmniSub |
Kacl Sub Heghtan Keglatan
Haail Program | Tasget Copalan Ksharan Keglatan l Target Capalan Kefusran Scb Kegiatan Target Cxpalan
2.24.03 PROGRAM ) 22401203 i 2240320301 Pendataan, Jursiah Daftar Aclp yang Olakukan Pendatsan, 0 Dattar
PERLINDUNGAN DAN Peryelamatn Arsip Penyusunan Dafter dun Pariliian dan Perilsian sevta Penyeralun ataa
PENTELAMATAN Petangkat Daerzh serta Penyerat F han Arsip bagl Penggat Perangiat
ARSP Kabupater/Xats yang Asslp bagi Penggatiungan Peranglat | pagrah Rabupaten/Kota
Digabung danfatau Caerah Kabupaten/Kota
Bibubarkan, dan Persentrse Arslp OPD yang ditats sesual Standard 10020
Pemekaran Daersh
Ketamatan dan
DesafKelurahan
3.2% URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.25.01 PROGRAM Persentase 00 Persen | 32501202 Aatrlsh Orarg yang Menerima Gajl den 18 Bulan | 3250120201 Peyediaan Gaji dan | poniah rang yang Menedma Gajl-dan QOnngwian
PERUNIANG Kelengkapan dmirdstrasi jangan ASN Terhayamya Gaji dan Turjangan ASH Tunjangan ASN
URUSAN Administresi Reuangan Peranglat | Yurjangan ASN Terbayamya Gajl dan Tunjangan ASH 14 Bulany
PEMERINTAMAN Kevangan Datrah Persentase Fenyedizan Admiaistres) 100 Persen
mn‘]wu ATER/XOTA Pelaksanaan Tugas ASN
3250120202 Penyed inistras] Pela 100 Fersen
Actministras] Pehktanasa Tugas ASN | Tucas ASN
325,208 Jumlsh Aparatir yang mengikuti Bimtek 10Ovang | 3250120502 Pengadian Paksian | furlah Pakalan Dinas yang disdatan 100 Peren | Kab
Administrash Kumiah Pakalan Dinas yang diadaken 100 Pergeny | D0F Beserta Alsiut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut OPaker | B2
Yepugawalan Kelengkapaniya Kelmgha Mongondaw
Perangtst Datrah il Utata
32501205.11 Bimbingan Tetnis Jumiah Aparatur yang mengikuti Bimeek 10orang | Semua
Implementas) Peraturan Perundang- A _ Kab/fkota
Undangan Jumiah Qring yang Menglarti 'umbuganfm QCrang
32501206 Perientase Penyediaan Barang Cetskan 100 Persen | 3:25.01206.02 Penyedissn Peralstan | jymigh Paket Peralatan dan Perlenghapan Kantor O Paket | Kab.
Administrasl Urmm dan Penggandaan dan Perlenghapan Kantor yang Disediakan Bolaang
Perangkat Dagrah Persentase Penyediaan dar Puralstas 100 Persen Peryediaan dan Peralatas Pedengkapan 100 Persen m‘:’r‘:""‘“"
Perlengkapan Kantar Kantor
3:2491.206.05 Fenyediasn Barang Jumiah Paket Barang Cetakan dan Perggandaan O Paket Rk
Cetakan dan Fenggandaan yarwg Disediskan Bolaang
Perventise Penyedisan Barang Cetakan dan 100 Peren ::::J
Penggandaan
3250120609 Penyrienggarasn Jutolah Lapgran Penyelenggaraan Rapat Koorfinasi O laporan | Xab
Rapat Knordinad dan i dmn i SKPD Bolaang
swo Perzentase Penyelenggaraan Rapat Koordinesidan 100 Persen :I':::‘ge
Kunsatasi SKPD
32501207 Jumiah Meb# yang diadskan aupt | 3250120702 Kend, Juralats Xenderaan Dinas yang diadakan 1 Unit | ¥ab.
m:a:mhrm Kemiah peraiatanymng disdskan 3yniy | Bnas Operaslonabatou Lapangan | o 1o Kerdaroan Dinas Operations! stau OUn :dm"’
Perunjang Urusan Jumiah Unit Kendarman Dinas Operasions) 1 Unit Lapangan yang Disediakan Utera
Pemurintah Daerah 2 Lapatfen yang Gizedlskan
3230120705 Pengadaan Mebel Iumlth Mebel yang diadakan 4 Unit Semua
Kab/Kota
32501.2.07.06 Prngadasn Pevalatan | jumtah peralatan yang diadakan 3un Kab.
dan Mesin Lalnnys -1 Bolaang
Mengondew
Vs
32501208 Permenuhan Jasa Surat menyurat 100 Persen | 3250120801 PenyediaanJasa Surat | jumish Laporan Panyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laparan
Penyediaan fasa Perseriase peryeciaan Jasa komunias, 100 Persen | MY Pemenahan Jasa Sutat menyurat 160 Persen
RQUASIN | e day air dan Itk
Pemerintahan Dasrah
3250120802 Jsta diaanfrsa k sumber 100 Persan
Koemunikasi, Swmber Daya Alr dan daya #ir dan Estrik
Ustrik
ﬁmm . Kimiah gecung yang dibsngun unit 3250120901 Peayediaan Jesa Jhumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau ounr Kab.
efiharsan Barang . Pemetih Giays Pemekh Dinas Jabatan yang Uipelihara dan Bolaang
Milik Daeraty umish '”"hu"y‘"g_ Lerpaihaa § Unie lant Pajak Xendaraan Parorangan dibayackan Pajaknya yard Mangondaw
Penunjang Urussn Persentase jish pemelitarzan dan pajak 100 Persen | bings stav Kendarsan Dinas Jobama . dan pi Utara
PemerintashanDaerch | kendenan P L pajek
Persentase pemicliharaan / rehatiitasl 100 Persen
gedung kantor
3.2501.209.06 Pemeliharaan humlah peralatan yanyg terpelihara 5 Unit Kab.
' Peralatan dan Mesin Lainays yarg tere Bolaang
Mongondow
Utars
3250120905 pemeThardan / rehabilitasi gedumg 100 Persen
PemelharsanRehabilitesd Gedung kantor
Karttor dan Bangunan Lainmya
325012090 hamiah gedung yang diba 1 Uit
Pemetharaan/Rehabiltas] Sarana dan v rn e
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
50 Bangunan Lalnnya
:g::: PRL:::M Jumniah produksi 5500 ton | 32303202 Jumlah Fasiftas nelayan Tanglap Soltnly | 3250020201 Pengatnbangan Jumish Nelryan Xecllyang Maningkat Kapasinsmys  0Orang
Lo pedlanan tangkap Pemberdayaan Jumish nelayan yang mengkutl Pelaihany 80 Oaang | X9P35128 Nelayan Kacit Jumiah relzyan yang mengikuti Prlatihanf Soslitasl B0 orang
PERDXANAN Nelayan Xeci] dalamy Sosialud
TANGKAP Daerah
Kabupaten/Kota .
3250320202 Pelaksansan FasTasi | pymish Easifieas nelayan Tungkap S8 Unt ¥ab.
Pembentukan dan Pengembangan N o Bolaang
Jumiah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasiftasl 0 Kelompok
Kelembagaan Nelayan Kecll Mongondow
ndan Pengembangan tara
325,04 PROGRAM Jumish produksl 200ten | 32304202 Jumtah Bt an SOEkor | 3250420201 Pengembangan Jumlah Bibh Dan 50 ekar
:ENG!LDLM.N perikenan budidara Femberdayasn Jumish fasTtes pembucidaya [kan 0 Uit Kapasitas Pembudi Daya fan Xecil fumiah Kelompok Pertiud Daya an Keclyang @ Kek "
ERIKANAN Pembud] Days Ban Mengikuti Kapasitas
BUDIDAYA Kecil englai Pengembangzn Kapas
mf;ﬂ’-":‘*h’:ﬂ‘;‘b Faslitasl | pumigh fasi%ras pembudidaya fan 50 Unit
Pembentukan dan Pangembangan
Kelembagaan bembudi Daya lkan lumlal: l(e'bmpok Pembu::aya Tkan Keellyang 0 Kelompok
kecd lzte;bagaan
3.25.08 PROGRAM | Persantase 8000 perven | 32506202 Jumlah fasilius pembudidays kan T00mng | 3250620201 Pelakyznaan Jumizh Perertaf prlaku Usaha yang mengikuti cipta 70 ovang
FENGOLAMAN BAN | ooncofzhon hayi) Pembinaan Mutu dan Bimbingan dan Penerapan mmmp! e
PEMASARAN HASTL i Keamanan Masit tay Standar pada Usaha .
pedkanan Peesyaratan 3 pad:
PERIKANAN Perikenon bag? Usaha golahan dan P Skala | Jumieh Unit Usaha Pengelahan dan Pamasaran Ml °U',':
Pengolzhan dan Mikro dan Kecil p 109 o h:' adap Vs
FPemasaran Ska'a Peny e " Hasi M
Mikro i Recl Sesual Skala Usaha dan Risiko
326 URUSAN PEMERINTAHAN DIDANG PARIWISATA
https://bolaangmongondowutarakab.sipd. kemendagrl.go.id/daerah/main?@d@DgV/oEVhp6rLBRE43EalJx5XIXb5CIESsbd9C3s L 0dLsFREKN...  30/49
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Keglatan Sub Keglatan
No IndTiater Kinedn Incdliator Kinet]a Indikator Kinesda Lekasl Sub
Program Yogiaten Sub Keglaten Kegutan | ™%
Hasll Program | Terget Capalan Kaluaran Xegfatan | Target Capalan Weluarats Sub Keglaun I Target Capalan
3.26.01 PROGRAM Persentase o4 Pergeny | 32601202 3260120201 Penyediaan Gafi dan | tumbah Orang yang Menerima Gajl dan 0 Orang/bulan
PENUNIANG kelengkupan Administrash Tunjangan ASN Tunjangan ASN
URUSAN administrasi Kevangan Peranghat : I diszn gajl dan tunj 100 Persen
PEMERINTAHAN Kepegawalan Daerah o *
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
32601.205 3260120502 Pengadan skalan | =pymiah pakaian dinas beserta ptibyt 33 Pasang | Kol
Administrast Dinas baserta Atibut kelenghapantya yang disdakan® Bolaang
mt:’;:mh Katenglapanaya Aemiah Paket Pakalan Dinas beserta At Opake [ Morgondow
Falenghapan
32601205, Bimbingan Teknls “jumiah bimbingan tekis nplementas peraturan 4 528 zm
. g " o e ]
Undangan Jumbsh Grang yang Menglat Bimbingan Tekns 0 Ovang
t i erundang-Une
32601206 3260120601 Peny=disan “Mmiatvjents barang komponen stk yang disdakan®  2Uj | Kb
Administrast Umum Kamponen kstalash Bolaang
Perangkst Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Mongondew
Utara
1260120602 Penyeciaan Peralatan | «pmiahgerss p dan periengk yang 55U | Kab.
dan Periengkapan Kantor diadakan” Solaang
Mongondaw
_ Utara
. 3260120605 Panyadlaan Barang JemlahJjenis barang cetak/pengg yang 10400 ) | Kab
Ceuatan dan Penggandaan diadakan” Bolaang
Tumlah Faket Barang Cerakan dan Penggandaan 0 Paket :::
yang Disediakan
3260120609 Peyelenggarian Jumiah Lapocan Penyelenggaraan Rapat Koordinasl 0 Lapoean | Kab.
Rapat i dan hasd dan Rasi $XPD Bolaang
swo *Jumizh rapat koordinasl/konsultssi yang 50 Kak 3::
dilaksanakan®
d2s01.207 3260120706 Pengadasn Peralatan | jumin Periengkapan/Peralatan Kartor yang disdakan 7 Unp | Kab-
Pengadsan Bazang danblesin Linnya surlsh Urit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Quny | Boln
Milik Daerah Disedi Mongondow
Perunjang Urusan Utara
Pemerintah Caerah
32600206 3.2601.200.01 Perryediaan Jasa Surat | Jymiah Laporan Penysdizan Jasa Surat Meryurst 0 Laporan
Penyediaan J21a Merurat ; diaan Jasa Surat 100 Perzen
Penynjang Urusan
Pemarintahan Daerah
3260120802 Panyediasn Josa Jumiah Laporan Peryediazn Jasa Ksmunikasi, 0 Laporan
Kormnikash Sumber Daya Air dan Sumber Daya Alr dan Listrik yang Disediskan
Lt FPevsentase diaan fasa L Sumber 100 Persen
Daya Alr dan tistrik
3.26.01.208.04 Py dizan Jasa pecyediaanjasa Kab.
Pelayanan Umum Kantor Rantor i Bolaang
Mangondow
Utara
32601209 3260120501 Penyetfizan Jasa Jumish Kendaran Perorang2n Dinas ateu DUt Kb,
Pernelihzraan Barang il Birya fh Dinas b, ip d. Bolaang
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Percrangan dihayarkan Pajaknya Mongondow
Panunjang Urusan Dirs stay Kend Dinat fabatan | , . Uta
A 3 Daerzh ¥ araan Qinas Jaba ‘Persenting kandaraan dinas yang terpethara 100 Persen "
3260120505 ih Mebel lah/lenis Peralatan dan Perfengk Fantoryang  3UJ
disdakan
Jumlah Mabel yang Dipelihara Qunit
32601.209.06 Pemeliharsan Presentase Peralatan Mesin Lainnya yang 100 Persen | Kab.
Peralatan dan Mesin Lalnnya terpeblata Bolaang
Mangondew
Utara
325.0112.09.09 hobittas! Ged Jumizh Gadung Kanter dzn Bangunan Lainoys yang 0Unit
ung ipelih b bt
Kantor dan Bangunan Lainnya Jumizh Gedung yang direhabiTasydipelisara 1uni
326.02 PROGRAM objekwhsta dengan Zumt | 32602201 humlah Dok dasi 326022.01.04 Monitring dan Sumiah Dokumen Rekomendasi Peringlatan 0 Dokumen
PENINGKATAN DAYA. | sarana ¢an prasarana Pengeiolaan Daya Peninglatan Pengembangan Daya Tark Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Fengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
TARIK DESTINASL emadai Tarik Wisata Wisata Katbupater/Kota Wisata Xabupaten/Kota hasil manev yang ditidaklacjut 9 Persan
PARIWISATA Kabupater/kota Perventzss hasl yarg . 9
32602202 JumiahXewsian Pasiwisata Strategis  ORewasen | 3260220203 Pengembangan umiah Kewasan Pariwiszta Strategis O Rawasan
Pangelolaan Kawasan | Kabupaten/Xota yang Dikembangkan Kawasan Strategls Py b yang Gi g
i Partwliata |\ lihsarana dlon prasarans yang laysk 2Ung | FICUPOtER/Kola Jumlah sarena dan prassrang yang byak fungsl 2 Unit
patenKots fungsl
3260220206 Pemberdaynin tumigh Laporan Hasil Pymberdayasn Masyarskat O Lapotan
Magyarakat dalam Pange datam tolaan K P
Mawasan Strategis Fal i3
Eabupatendiota purnlsh SONE Pariwitata dan Ekooomi Kreatifyang 150 Orang
wrlath
2602203 Jumlah Saranadan Prasarena Pengeloban  Qurit | 3260220304 | Jumish Sarana dan #rasarana Pengelolaan Destinasd DUkt
9 Destinasl | Destinasi Pariwt t yang g Pariwisaty Kabup yang Tersecia d
Parfwisata Tarcedia dan Terpelhara ) d dat iy
wanvioa Tevsedianys Fasilitas Penunjang Destinasl 2 unit ¥ :e n Deutinasi Pa a Tenediarya Fasiftas Penunjang Destinasi Wisatayong 2 Unig
Wisata yang Layak huni ¥ Layak huni
3.26.01 PROGRAM Jumtsheventwisaty 2 egnt | 32603208 . Jumnlah Doy Hasi Penguatar 0 doky 3260320101 Penguatan Pramos} Jumiah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melshd 0 Dokmen
PEMASATAN Pemasaran Pariwis2ta | promosi Melalul Media Cetak, Melaki Media Cetal, Elckbronii, éan | psadia Cetak, Elektronik, dan Media Lsinnya Bk
TARIWISATA Dalam dantluar Elektronik dan Media Lainnya Baik Mecia Lairorys Ba'k Dotam danluar | bglam dan Luar Neger
:x:a:aj::;:k‘ n Datam dan Luat Negerd Neged Terlaksananya promos] pariwisata daerah mefalel 2Kl
Strategis Pariwisats Jurlah event skals nasional yeng dilkuti 2 event media cetak dan medla Lainnya
¥abupaten/Xota JumUhLaposan KegiztanPemassan 2 hipoan
Pariwisaia Balk Dalsm dan Luar Neger
Terlaksananya promos) pariwisata 2hafi
daevah melalul eedia cetak dan media
Lziruya jymiah event skals naslonat
3260320102 Faslinl Kegiatan unlah event skala nasional yang dilani 2Event
Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Jumlah Eaporan Kegiatan Pemasaran Pariwissta 8ak 0 Laporan
Luar Neger Pariwisata cdan Luar Negerd
fabupatenKota Calsm 9
3327 URUSAN N BIDANG
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T12/22, 447 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA
Program Neglatan Sub Kegletan
Mo IndTeazer Kinatla Indliatar Kinetfa Indlistor Kinerja Lotoatsue | =T
Program Keglatan - Sub Keglatan Keghtan.- Mal
Hasll Program | Target Capalan Keluaran Xegistan I Target Capalan Kaluarsn Sub Xeglatan I Targst Lapalan i
227,01 PROGRAM Persentase 100 persen | 327.01.202 ’ 1270120201 PenyedissnGafidan | 1ymish Orang yang Menerima Gaji dan 0 onng’rmz;n
P keleng! Administasi Tunjangan ASN Tunjangan ASN
. :dﬁ ¢ . ;:B:E’" at Terredianys gaji d:nl\wﬂmg:n'ASN 14 Bulan
DAERAH * Tersedianya turjahgan penghatilan ASH 12 Bulan
Persehtase 100 persen ——
FABUPATENAKOTA | ooy -
Administrasi -
Keuangan = 7
Persentne 100 Persen -
Kefenghapan / -
Administrasi
Pengelolazn BMD e
Tersedianya 100 Persen
patun/ang -
pengeiolaan
wdministrasi -
peftantoran -
i 32701205 1270126502 Pengsdaan Paksian | jumlsh Paksian pang disdakan B4 Pasang :ldb-
L :;f::::;’n m‘:*;"_:;:""“' Jumiah Paket Pakslan Dinas besena Atibut opater | 0
{7 Perangkat Daerah Kelengkapan Mong oW
$2101205.11 Bimbingan Teknis Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Borang | Serua
\ i o ol I Peraturan Parundang-undang, Kab/Kola
Undangan - Mimh
hsmiah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknly 0Crang
Implamentas] Peraturan Poryndang-Undangan
32701206 32701206017 tnsulasl 100 Persen | Kab.
Administraal Umum Kemponen Instalasi Bstrix/penerangan Bolaang
Perangkat Daerah Ustrik/Peneangan Bangunan Kantor Mongondaw
WUtara
3270120602 Peralatan Penyediaan Peralatan dan Periengk 100 persen | Kab.
dan Perienglapan Kaator Kantor Bolsang
Mongondow
Utara
3270120605 Penpwdiaan Barang | pes wediaan Barang catskan d 100 Persen | Keb.
Celakan dan Penggandazn penggandaan Bolasng
* Mengondow
Utara
327.01.206.08 Fasilitasi Kunjung Pecyedlizan Rapat Keordinasikensuttasl 100 Persen | Kab.
Yamu danmakan minumRpat Bolaang
Mang ook
Uara
327.01206.09 Penyelenggaraan Jumlsh Eapor y Rapat 5 Oleporan | Kab.
:::;l Koordinasi dan Konsultas dan Konsuhasd SKPD Bolaang
Py wedlagn Rapat ! 100 persen m::\.gnndaw
dan makan minum rapat
azrman 32106120706 Pengadaan Peralatan | yumiah Perlengkapan/Peralaton KentarYang Di 10uniudenis | Kab.
Pengadaan Barang dan Mesln Lainnya Adaken Bolaang
ok ?::;':}mn Sumlah Unit Peralatsn dan Mesin Lavyayang O Unit rongondos
Pemerintah Daerah Disediakan
3270120711 Pengadaan Sarana tumlah Bangunan/gedunyg Yang Dibangun 1 unit
dan Prasarana Pendukung Gedung .
Kentor ots Bangunan Lal Jumlah Unit Sarsna dan Prasarana Pendukung Gedung 0 Unit
¥ ! Kantor ytxi Bangunan Lainnya yang Disediakan
32701208 3270120801 Penyedizan Jasa Surat | p, F fiazn Jasa Surat Menyurat 100 Persen
Penyedizan Jasa Menyurat
Perumnjang Urusan
Pemnarintshan Daweph
32710120802 Penyedipan Jasa Persentase Pemyediaan Jasa Xomundasl Sumber 100 pefsen
Kocwmikasl, Sumber Daya Alr dan Daya Air dan Ltk
3270120804 Penyediaan Jasa wediaan Jasa e L 100 persen | ¥ab.
Pelayanan Umum Kanjor Kandor Bolaang
Mongondow
Utara
1701209 12701.20901 Penyediaan Jasa Jumlah KDO Yang Terpelihara Y anit Kab,
Pemeliharass Barang Pemebharaan, Bisya Pemulhzraan, Bolaang
MLk Dagrah dan Pajak Xendaraan Mongondow
Penunfang Unsan Dinas atau Xendaraan Dinas Jabatan Urara
Paingrintahan Daerah
3270120902 Peryedizen Jasa hurnlah XDO Yang Terpelhara 2unit
Pemeliharaan, Bizya Pemakharaan,
Pajak dan Peririnan Kendaraan Dinas
‘Operasiond] atau Lzpangan
327.01.2.09.06 Pemeliharpan tumlah Peratstan dan Mesin Lalnnya yang OUnt Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Bolaang
Jumish Perlengkapan/peralatan Kantar Yang 75 unityJenis 3“""'9“"“"
Tetpelinata 2
izmzoe,s lumiah Gedung Kanter dan Bangunan Liinnyayang O Uit
rdung ol el
Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor Dan Gedung Kantor Lainnya T unit
Yanyg Terpelhara
327,02 PROGRAM LyasBahanyang 46280 hekaar | 32702201 3270220142 by ; Jumlah gan Penggunaan Sarana 0 Laporan
PENYEDIAAN Dtﬂ Skelola ::gmm o :lggwansauna Pendukung Pendukung Pertanian
A X JuRAA Sarana rtanian -, . .
SARANA PERTANIAN erag nl pupuk urea, NP, herbisida, Insektislda dan alsintan 1 Paket
alsintan (Ha) Pertanian {mesinparzs)
32702202 3270220201 Penjaminan fumbah $DG Hewan/Tanamsn yang Dilskuken owus
Pengeiolaan Sumber dan Kelestarian 50G ian cdan
xz.i?fbf:f HewaryTansman Tersadi bibitsbenth (pad, cabe, tomatiak 1 paket
dan Mikro Grganlsme Cengheh, Pala dan Kopl)
Kewenangan
Kabupaten/Xota
3270220203 Pernanfaatan SDG Jumlsh Pernanfastan SDG Hewan/Tanaman 4 Dolagnen
Hewan/Tanaman Pupuk dan herbisid: b 1 patet
32102206 Hfm?ﬁf:':ekﬂe'd“s.: b Biblt temak sapd dan kambig 1 pakat
Penyediaan BendvBibit Te yang Mya .
BeriiBibit Temak dan il Daersh KobupateryKotaLain | pomiah SeriAIR amak g Sumiemya et Oaeah & Buor
Hijauan Pakan Temak oups n
yang Sumbemya
datam 1 (Saty) Daerah
Kabupsten/Keta Lain
https:/fbelaangmongondowutarakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@d@0DgV/oEVhperLBRE43jEal x5 XIXbSCIESsbd9C3sL0dLsFREKN. .,  32/49



TH2/22, 4:47 PM Sistern Informiasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA
Program Keglrtan Sub Keglatsn
Ho IndTiator Kinerja IndTkator Klnerja Endlator Kirrfa LokasiSub
Program Keglatan Sub Keglatan Keglatan L.
Hasll Program I Target Cxpalan Kefuaran Kegiatan | Target Capalan el uaran Sub Kuglatan I Target Capalan
3270020602 Pengadaan Hiayan | pmah Hjsuan Pakan Tamak yang Sumbermya dard ©Ton
Fakan Temak yang Sumbermya dal | caerah Kabupaten/Kota Lain
Daerah Katwpatond in Luas Lahan Hijawan pakan temak yang beriuafitas (Ha) 15 Ha
1.27.03 PROGRAM. Perseniase sarana dan B0 persan | 32703201 3270320101 Pengelolaan Lahany Lahan Pertanian Pargan BurkelanjutaviP2g 0 Dokumen
PENVEDMANDAN | pracarana dalam Fangembangan Pantandan Fangan Kawasan Peranian Pangan Berkelanjutan/KP26
PENGEMBAKRGAN kandisi baik Prasarana Pertanian BerkelanjulanyLP2B, Kawatin danLahan Cadangan Pertantan Pangan
PRASARANA Pertanian Pangan Berkelan) 28 | BerkelanjutaryLCP2E yang Dikelola
PERTANIAN dan Lahan Cadangan Pertanian
Fangan BerkelznjutanLCP28 Luas areal tetabin ifigasi 150Ha
3270120102 Penyusurian Peta Pets Lahan Partanien Pangan Berke@njutansLP2B 0 Dotnmen
Lahan Pertanizn Pangan
Rerk P28 Peta LP23 1dokumen
32103202 3270320207 Pembangunan, Bangunan, Coothax, pisay potang dan talengn 2paket
Pembanganen Rehatiftasl dan Pemalharusn Rumsh | | ), 0ok potong Hewan yang Dibangun, Ol
Prasarana Pertanian Fotong Hewan Dirshabilitasd dan Dipefhara
3270320209 Pembanguna Humlah Prasarana Pertanian Lalnnya yang Bibangun, 0 Unit
habius! dan Pemeh Direhatiluas dan DipeShars
Prazarana Pertanian Lainrya UPPOLunit pengolahan pupuk organiky 1 unit
327.04 PROGRAM Persentass Temak 10persen | 32704201 3270420101 Pengendalian dan Jumbsh Wiltyzh Pengandalisn dan Penanggulingsn 0 Laporan
" ) ] Periamiran Kesehatzn Penanggulangan Panyait Hewan Penyakit Hewan dan Zoonosis
KESEHATAN HEWAN Hewar, Penutupan dan Zoonosis
DAN KESEHATAN dan Pembukaan Obasksin Rl
MASYARAKAT Daerah Wabah
VETERINER Peryakit Hewan
Menular Dslam
daersh
Tabupaten/Kota
204202 3270420203 Pemerils2an Sutnlah Perrariksaan Kesehatan Hewarsclan Produk 0 Laporan
Pengawasan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan | tgwan o py Lintas Daerah Xabup
Pemasukan dan o Perbatasan Lintas Dosraly ! & .
Pengeh:aran Hewan Kabupaten/Kota tpenugas Lat = Tamaly 4 9
dan Produk Hewan
Catrsh
Kabupaten/Kota
32704203 327,04 20102 Penyediaan Pelayznan | sumiah Petayaran fasa Medik Veteriner @ Laporan.
Pengalolaan Jasa Medik Varteriner .
Pelaysnan Jxta Jumah terak sapl yang diinseminasi 200 eker
Laboratorum dan Jasa
Medik Veterine: dalam
Daenah
Kabupaten/Kota
3.27.05 PROGRAM twas Arealyang A5 hetnar | 32705201 3270520101 Pengendakan Hand sptayet A4St
IAN DAN gan QPT Pengendallan dan Organisma Pengganggu Tumbuhan .
FENANGGULANGAN | menurun (Ha) Penanggulangan {OPT) Tanaman Pangan, Hortlkultura, ’T“' mm""”“":"':!“ °'5‘;""“ P'H':ET: o oHa
BiNCANA Bencana Pertanian dlan Perkebunan . forn gl -
PIRTANUAN Kabupaten/Xota Perkebunan ying Dikendafian
Maiin pares A5 unit
Mesin sensor kecll 2Qunlt
Pestisida 925 Liter
127.07 PROGRAM Persentase Pemyuivh  T0persen | 327107201 327.07.2010% Peningkatan Kapasitas | symiah Kelerbagaan Penyuluhan Pertanian di oUnit
PENYULUHAN yang menerapkzn Pelaksanasn lemb. Peryuluhan Pertanian dan Desa yang Diting] itagny
PERTAMIAN Teknalogi Tepat Guna Peryuivhzn Pertanian o Kecamatan dan Desa Furalah Pemyulsh Yang Mengikuti Pendidikan Ban 63
Pelatihan Dasarfteknls
327.07.201.03 Penyediaan dan Demplot pangan alternatif 71 Demplot
Pmy\:;\‘l':;:ml * iml dan Prasarany tumish Sarana dan Prasarana Penyuluhan OUnx
Pertac:
1.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
125,04 PROGRAM Partentase Kawatan 100 Pergen | 32804201 Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemuihan GHa | 3280420005 Pemulihan Ekosistem | pyas Arval TAHURA yang Gilakukan Pemulhan Ekosistem 6 Ha
NONSERVAS] Konservasi SBA Pengelolaan Taman Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesual
SUMELR DAYA ALAM Hutan Raya TAMURA) Rencana Pengelolaan TAHURA
HAYAT] DAN Tabupaten/Kota Kabupater/Xoth
ENOSISTEMNYA
230 URVSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.01 PROGRAM Tersedianya 100 Perzen | 33001202 330.01.20201 Penyectiaan Gafidan Jumsh Grang yang Menerima Gajl dan 00nngutan
PENUNJANG nunang Adminlstrast Tunjangan ASN Turjangan ASN
URUSAN pengalglaan Keuangan Perangkat M il dan ASN 100
PEMERINTAHAN administas Daerah reseniase Ll Perse
DAERAH perkantoran
KABUPATEN/KOTA
33001205 13001.205.11 Bimbingan Teknis Famiah ygan teknis impl SKal | Semua
Administrasi Imph i g g-undnaganyang di X Kab/Kota
Kepegawaian Undangan
Perangkat Daerah
33001206 330.01.20601 di Tersedis komp nstalasi 12bin | Kb
Adminfstrasi Umum Komporsen Instalbsl banguanan kantar Bolazng
Parangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantar Mongondow
Utara
4.3001.206.05 Penyediaan Barang Jumlahenis barang cetak/penggandaan yang diadakan S/ | %ab-
s Cetakan dan Penggandaan Bolaang
Mangondow
Utara
33001200609 Penyelenggaraan Jumizh rapat keordinasikonsuhtasl yang diaksanakan  23Xaf | Kab.
Rapat Koordins dan Korsultasi Bolaang
- 1 Tge] Mongondow
Utara
33000207 3.30.01.207.02 Pengad; di Jumiah Unit Kend Dinas Op 1 atau ount | Kab
Pengadaan Barsng Dinas Operasional ataur Lapangan Lepangan yang Disedizkan Bolsang
Milin Dagrah N . s Mongondow
Jumbah Unit Kendaraan Dinas Opwrisiona) stey 1Unit
Penunjang Urusan . Diseciaka Utara
Pemerintals Daerah panganysng Do "
rpehiinga kebututh Dinas Cperasional 1 Unit
3.30.01.207.05 Pengadaan Mebel Humiah mebeleuir yang diadakan 2unit Semua
Kab/Kaota
3300120706 daan Peralatan \tancan pedenglapan kantoryang. uj | b
dan Masin Lainaya diadakan Bolaang
Mongendow
Hhana
3300120711 Pengadaan Sarana tafuffenis arana din pendukinggedung 1 uf
dan Prasarana Pendukung Gedung tantor stau bangunan lainnys
Kantor atay Banguman Lainnys
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712122, 447 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran'Tabe] 3.4 KUA

Program Wegiatan Sub Keglatan
No Indkator Kinsrja ' Irelikator Kiowrja Indlkator Kirarja was! Sul
Frogram Keglstan Sub Keglaten - et L3
Hsiil Program I Target Capalan Kebuaran Kegistan I Target Copalan . Kituaran Sub Kaglatin Target Capalun
33001200 3300120801 Penyedlasn Jasa Surat | py K diaan jasa surat tery 100 Persen
PenyediaanJass Memyeat
Penunjzng Unnan
Pemerintahan Daerah
1300120802 Penpedisan Jasa B L diaanfasa k " 100 Persen
Komunikasl, Sumber Daya Alr dan daya air dan Bsuk
Listrik
2300120003 Perryadisan tazs Hutnlah flecis Peralatan dan Perenghapan Kamtoryang. 21w
Peralatan dan Perengkapan Kantar | etiadaian
3300120804 Punyediaan Jasa j#ta pelayanan umum kantor 100 Pesen | Kb
Pelayanan Umum Kantar 4 Bolaang
Mongondow
Uan
33001209 3300120901 Penyediaan fasa Persentase dinas yang terpaih Kab.
Pemeliharaan Barang Pemelibaraan, Bisya Pernekbaraan, Bolaang
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Pecorangan Mg oncnet
Penunjang Urusan Dinas ntau Kendarean Dinas Jabatan Utara
Pemarintahan Daerah
33001209.02 Penyedisan Jasa Jumlah kenderaan dinas lagzngan yzng terpeituna 1 ynit
Pemefiharaan, Biaya Pemelkharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional stau Lapangan
3300120906 Pemekharaan Persantase peralatan mesin kainnya yang tepelihara 100 Persen | Kab.
Peralatan dan MesIn Lainnya Bolsang
Mong oo
Utara
3360120909 Sumlsh gedume kamter yang terpelban 1 unit
Pemeliharaan/Rehabilitay Gedung
Kantor dan Bangunan Lainrya
330.03 PROGRAM Peftentase 20penen | 3300320 3.30.03.201.00 Penyediaan Sarara Hemigh pasar eyt yang direvialisast 1unit Kab.
PENINGKATAN pengembangan dan Fambangunan dan Distribusi Perdagangan Bolang
SARANADISTRIBUSI | peraasn pasas sakyat Pengeiclaan Sarany Mangondaw
MADAGANGAN Distribus Utara
. Ferdagangan
330.04 FROGRAM Persentisg 20persen | 33004202 3300420203 Pelaksanaan Operasi | jumizh Petaksanaan Pasar Pursh menjelang KKBN 2wl
STABILISASI HARGA. | ketrsadizan bakan Pengendalian Harga, Pasar Raguler dan Pasar Khusus yang
BARANG pokak panting dan Stok Barang Berdampak dalam 1§ {Satw}
XEBUTUMAN POXOK | Lyinaya yang dipasar Lebutuhan Pokek dan FabupatervKota
DAN BARANG murahian Barang Penting 4
PENTING Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
33004203 330042 00.01 Pemediksaan Jurniah pelsku usahs yang tefah tem ik izin sesusi 60 Lembar
Pergawasan Pupuk lwengh Legaltas Dok "
dan Pestisida Perizinan
Bersubsidi di Tingkat
Daerah
Kzbupaten/Kota
3300420303 Pengawassn Sumiah pupuk yang disalurkan 1651650 kg Sermua
Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Keb/¥oia
dan Pestisida Bersubsidi
330.04 PROGRAM Persentase 20 persen | 33006201 3300620101 Pelaksanaan Jumlab layanan terastera ulang paada atat UTTP 100 unitfusaha
STANDARDIEASI DAN | perfindungan Pelaksanaan Metrologl Matrologi Legal, Berupa Tera, Tera pengawasan peradaran basang dan jaa
PERLINDURGAN Konsuman Lega', Berupy Tera, Ulang
KONSUMEN Tera Uang, dan
Pengawaran
330.07 PROGRAM Fenentysapelsky 25 persen | 33007201 3360720103 PecingkatanSistem | pumlahy komeditl sgro yeng dikutsemaksn dalgm Vonang
ANDAM | ysahg perd; Pelaksanaan Promosi, dan Jangan tnformasi Perdagangan | promosi pasar dan pasar lelang
PEMASARAN Berjangka kemoditi Perasaran dan
PRODUK DALAM Peningkatan
MEGERT Penggunaan Frodul
Dalam Negeri
337 URVEAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
aInoz mu:‘m Peetentase standar 22 persen | 33102201 4 3310220101 :;")‘"5““'“ Rencand | umiah Dokumen Rencana Pembangunan tndusts 1 Dokumen
PERENCANAAN kapetens industri Penyusunan dan Pembangunan industd
PEMBANGUNAN Evalasi Rencana Fabupaten/Kota Aumlah brat Dokzmen Ranperda APIK 1 Dolumen
NDUSTR] Pembangunan ndustri
Kabupaten/Kota
3310220105 Xoerdinad, Jusmlah SOM indlistrl kecll dan manengah yang dibing 30 orang | Xabe
Sinkronisash, danPelaksanaan dan difasTitasi muty produk IKM Botaang
Pemberdaysan bidustri dan Peran Mongondow
Sevta Masyarakat Utara
321 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRAS]
IILUAFROGRAM | persentmseWorgs 104 persen | 33204200 Numizh Satuan Permuliman yang Osatuan [ 3320420102 Penguatan Bumlah Satusn Fermukiman yang D 0Satuan
¥ igrasi ¥ang ] ! Dikembangian dalam tangks pemukiman, | lnfrastrulaur Saslal, Ekonornl dan dalam iangha Penguatan Inf Sosiat, k
FKAWASAN Terdatin Satuan P Peng trastruktur Sotlal Kelernbagaan dalam rangka Ekongml dan Xelembagaan
TRANSMIGRAS| Tahai Kempndirian Sstuan Pemukiman .
Essaliriisl Etonom dan Kelembagaan " fumish Warga Trensmigras] Yong Menciapatian 20 Orang
Jumiah Wargs Trensmigrast Yang 20 erahg Bantuan Alat Pertanian
Mendapathan Bantuah Alat Pertanlan
4.01 SEXKRETARIAT CAERAH
401,11 PROGRAM anoao 401.01.2.01.06 Koardinasd dan Sumlzh Leporan Capaian Klnerja dan Dhtisar 0 Laporan
PENUNIANG Perencanaan, Penyusunan Laporan Capaian Kinetia | Realisasi Xinerja SXPD dan Laporan Hasd
URUSAN Penganggaran, dan dan [khtisar Realisasl Kingrja SKPD oordinasi Panyysunan Laporsn Capaizn Kinera
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinegja " dan Iisar Reakisasd Kinverja SKPD
DAERAH Perangkat Daend
KABUPATEN/ROTA i humlah UKIP Perangtst Daersh Yang Tepat Waktu 35 DOKUMEN
4010126107 bvaluas] Kinerla humlah Laporan Evaluasi Kinerja Peranglat Dasrah 0 Laporan
Perangkat Caerah Jumtsh Perangkat Daersh Yang Mengikut Kegistan 35 0PD
Evaluasi Kincrja Perangkat Dacrah
49101202 4010120208 Peyedliaan Gafidin | sumba Qrang yang Menerima Gajl dan 0 Orang/bulan
Administrasi Tunjangan ASN Tunfangan ASN
Keyangan Perangiat
Caerah
4010120202 penyediaan Tersaciznya Administras! Tugas ASN 12 Bulan
Administrasi Prlaksanaan Tugas ASN
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Progaam _Ilghnn Sub Keglstan
No IncTkator Xinerfs thdikator Klnstja Ingikntor Kinera
Program Kogi i Sub Kegl Lokasl Sulz Kat,
' Hasl] Program | Target Capalan Teharan Keglatan | Target Capalan Kefuaran Sub Keglatan I Target Capalan Kegiatan
' 40101205 4010120502 Pengadnan Pokalan | jumiah Pakaian Dinas Yang Di Adukan 51Pasang | Kaby
Admlalstras] Dinas beserta Atribut umiah pakatan yang disdaian 24 Pasang Boluang
Kepegawalan Kefergiapan: Mongondcw
Perangkat Daerah i Jomlah Paket Pakalan Dinas besarta Attt O Poket Utara
. Aelengkapan
Juminh Paket Pakalan Dinas besxta Abrilna 1 Paket
Kelenglupan
Presentase Pengadazn Pakaian Dinas Beserts Atritast 13 Pasang
Kelengkapannya
4010120571 BlmbIngan Teknis Jumlah ASN yang menglkuti Bimbingan Teknls 4 Orang | Semua
i Py T J Py g Unctanga Kabrou
Undangan Jurnlah ASN yang glkutl Bimbingan Tekn's
Jumiah ASN ying mengiruti Bimbingan Tenis T2anang
R i Peraturan F dang-Undang;
Jurnlaty ASN yang mengikut] Bintek Sonng
Mumish Qnng yang Mengikuti Bimbingan Teknés D Orang
implementsi Peraturan Perundang-Undangan
40101206 4D1.0120501 Penyediaan Sumtah Paket Komrp rstalast Listrik g OPaket |Kab.
Administras! Umym Komponen kstalasi Pangunan Xantor yang Disedizkan Bolaang
Peranghat Qaerah Lisurk/Penerangan Bangynan Kantor Mongondow
Utara
4010120602 Panyediaan Peratatan | rumiah paket Peralatan dan Pedangkapan Kantor O Paket Kab.
«dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Bolasng
Jumiah Peratatan dan Perlenglapan Kantoryang  SUNIT Mang
v \tara
Jumish Peralxtan dan Perlengkapan Kantoryang 150 Jenls
tersadia
Laysnan Ad k 100 Persen
Presentase perryedisan jaia perdantoran 12 Bylan
Pi ty peralstan d : 5umit
kantor
4010120603 Petrpeciasn Peralatan | jvitah Paket Peratatan Rumah Tanggayang 0 Paket
humah Tangga Ghedlakan
JSumlah Pecryediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan
AD1.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumizh Paket Bahan Loglstik Xantor yang Disedlakan  © Paket
Logistk Kantor sumlah Peryedizan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan
4010120605 Penyediaan Barang | fumiah Barang Cetakars dan Panggandiaan, Btenis | Kb
Cetakan dan Penggendasn terseadia oy yena Bolaang
Jumbsh Biring Cetekanden Penggandaanyang 4Dy JEN)S | Mongendew
tersadla Utara
Jumiah Barang Cetak dan Penggadaan yang 2 Jenis
tenedia
fumish Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 0 Paket
yang Disediskan
Presentase Penyedisan Administrast Perk 12 bulan
Presentase Peralatan dan Periengkapan Kantor 12 Bulan
A01.00.206.08 Fasiftasi Kunfungan | jumlah Kurfungan Tamy yang difasTiast 600nng | Kab
Tarmy . Bolaang
Jumlah Lapenan Fasllitasl Kunjungan Tamy Olaporan WMong
. Utara
401.01.206.09 Penyelenggaraan Jumlsh Laporan Rapat ] Kab.
finasd dan dan Xorukad SKPD o Bolaang
s fumish Rapat Koordinas dan Korst fasl S0Dyamg 30K | 107" o
diselenggarakan
Jumizh Rapat Koordingsd dan Konsultas! SEPD yang 48 Kadl
dezlengganakan
Jumlsh Rapat Koordinasl din Konsultas) SKPD yang 100 Persen
diselengganken
yelengy Rapat inasl dan Konsuttasl 12 Bulan
SXPD
P Iy Rapa finasi dan 100 Perim
Konudtasi SKPD
F pedisan Admi: i Perk 12 bylen
dan Rapst Koordinml/Keonss as! '
Presentass Rapat Koordinasl dan Konsuttasi 12 Bulan
Terpermhirya Kebutuhas Aumah Tangga Sekeatariat 12 BULAN
Dasrgh
40101207 &0101.20701 feng Jermlah Kend! DirasstauKendaraan  ZUNT | Kb
Pegmn;hw.mq Perprangan Divas atau Kendzraan Dinas Jabatan yang disdakan Bolaang
Mk Dat. Cinas Jabanan . Mangandow
Penunfang Unaan Jumnlah Kendersan Dinas 2 Unit Utara
Femerintah Daerah Jumah Kendsrazn Perorangan Dinas v Kenderaan 1 Unit
Dinag Opwrasional yang disdakan
Jumiah Unit Kendaraan Perorangan Dinas stew O Unit
Kercdarsan Dinas Jabatan yang Disedlskan
Jumdah Unit Kendarean Dinas atos 1 Unit
Kendzraan Dings Jabatan yang Disecialkar
910120702 Peng; Jumizh Dinas Yang Of Adskan Funit | Kb
Dinas Operasiona) atiu Lapang Jum’ah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 0 Unit ;‘:}:;:g"d"
Lapangan yang Disediakan Vtara
AC101207,05 Pengadass Mebel Jumiah Paket Mebel yang Disediskan ount | Semua
Kab/¥ots
A5101.207.06 PengadaanFeralatan | tumiah Barang yang dizdakan 2Umt | Kab
dan besin Lilanya Jomiah Persotan dan MesiaLaints yang dadskan  3unt | fed
Jumiah Peralaten dan Metla Lalnnya yang diadakan 6 UNIT | yjgara
Jumiah Periengkapan / Peralatan Kanter Yang di adaken 4 unit
Jumizh Unit Peralatan das Mesin Lainrys yang GUnit
Disediakan
Jumiah Unit Peralatan dan Mesin Lainrys yang 3unit
Disediakan
Presentase Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5 Unit
4010120710 Pengadaan Sarand | pumiah Sarana dan Prasarang Gedung Kamor s Tunie | Fab
dan Prasarana Gedung Kantor rtau Bangunan Lainnya yang disdakan
Bangunan Lainsys Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor stau  OUnit mn:
Bangunan Lalnmya yang Dlsedishan
Jumlah Unit Sarana dan Prasarans Gedung Kantoratau 5 Unit
Bangunan Lainsya yang Disediskan
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Frogram Ksglatan Sub Kegiatan
N Iadiiaror I Indlkator Kinerja Indikator Kiners
o g Kiner) . i Sub Keglatan g promudl L3
Hasll Program | Target Capatan Fatuaran Keglatan I Target Capalan Kaluaran Sub Keglatan l Target Capalan
4.01.01207.91 Pengadaan Ssrana fumlah, Unit Sarana dan Prasarana Pendykung Gedung @ Unit
dan Passrans Pendukung Gedung | xantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Rantor sty Bangunan Lainnya
40101208 4010120802 Peryediaan Jasa fata ikagl, sumberCaya Ardan 12 Bulan
Penyediaan Jata Komunikasl, Sumber Days Air dan LUistrik
Penunjang Urusan Ustrik
Pemerintahan Daerah
4010120803 Perysdiaan Jasa Jurntah Laperan Peryedian basa Peral g -
Peralatan dan Kantor Perleng Kantor yang Disedisk
4010120804 Penyediaan Jasa Jumlah Lapran Penyediaan %212 Pelayaran Umum O Laporan | K%
Pelayanan Umum Xantor Kantor yang Disediakan Bolaang
Jumlah penenuban Jasa Pelayanan Umum Kantor 6 Orang m’:
Jumlah Peryeciiaan Iasa Pelayanan Umum Kantor 12 Butan,
pemenrwhan J353 Pelay Umum 1 Tahun
Kantor
Persentase pemenuhan Jasa Pelaysnen Umym & ORANG
' Kantor
han Jasa Pelayanan U 6 Orang
Kentor ..
P chan Jasa Pelay Umum 100 Persen
Kantor
Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 Bulan
Kactod
Tersediarya Tenaga harian Lepas Gonang
40101209 4610120901 Penyediaanfasa Jumiah KOO dan jabatan yang terpelihara 1Tahun | Kab.
Pemuliharaan Barang Pemtlharaan, Blaya Fameliharaan, " . Bolaang
Milik Daerah an Pajak Kendaraan Perorangan Iumiah KDO dan jabatan yang terpelihaca AU amgondow
Penunjang Unssen Dinas atau Kerderaan Disas Jabatan | AwmbhRDQ danjabatan yang terpefluna AUNT | yun
Pemerinizhan Daerah Jurmiah KDO Yang Terpeitara Junt
Jumlah Xend; F Dlnas stau 0 Unit
Dinas Jabaten yang Dipelihara dan clibayarkan
Pajakrys
Jumbah Perywdisan Jasa Pemelhacaan, Biays 12 Bulan.
Permetih dary P i gan Diney
atzs Kendaraan Dinas Jabatan
P Yy Jaza Permelih Biaya 1 Tahun
Eharaan dan Fajak Kenderaan P g3 in
atau Kenderaan Dinas Jabatan
v Jasa Pemeth, Biaya 1Tahun
dan Pajak Xendaraan
4010120982 Penyedivan asa Jumish Kendaraan Dings Operssions] atsu Lapangan 0 Unit
Biaya Eh yang Dipefhara o Aan Pajak d o y
Pajak den Perizinan Kendarasn Dinas " R .
Operaslonal dtaw Lapangan dan Pajaklx:l:;:nan Biaya 1Tahum
401.01209.06 Pemeiharsan Jumish Peratatan dan Mesin Lainnya yang Dipefies OUniz | ¥ab.
Pealatan dan Mesin talrnya Jamizh Peralstan dah Metin Laltnya yang Dipelhara 6 Unig ;";:;"’
Jumiah Peralatan dan Mesln Lifnnya yang terpelhara 4 UNIT | yrara
Jumlah Perslatan dan Mesin Lainnya yang terpeihaa 9 Unit
Jumizh Peralatan dan Mesin Latnaya yeng terpekhara 12 Unit
Jumlah Perslatan dan Mesin Liinnya Yang Terpefhara 10 unit
Presentase Pemelharaan Peralatan dan Mesin tainmya 6 Unit
4010120907 Pemaknarzan Aset Jumish Aset Tetap Leinnyz yang Dipeihars Ounh
Tetap Lainnya
4010120008 Pemelihatsan Aset Tk | jumish Aset Tak Berwyjud yang Dipelihara Okinit
Bervijud
4010120909 Jumbah Gedung Kantor dan Bangunan Liinnyayang 0 Uinit
Prmelih habilitas) Gedung Biel s Txrehe bilitas
Kantar dan 8angunan Lainays Tumlsh Gedung Yang Terpelihars 4Unk
Presentase Pemelharasn/Rehabilitasi Gedung Kamar 1 Tahun
dan Bangunan Lainmys
4010120910 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Qunit
it Satana dar | pangunantainmya yang Dipelinara/Di i
Prasarana Gedung Kantor atau .
Bangunan Lainrya
40101.21 4010121101 Peyediazn Galidan | jumlah Orang yang Menerima Gafl dan O Orang/Bulan
Administrayl Tunjangan Kepals Daerah dan Wikl | Tunjangan Kepala Daersh danWakil Kepala
Keuangan dan Kepals Daerah Dasrzh
Dnr:: f.;'vﬁ'.ﬂ" Jumlah Gajidan Tunjangan Kepals 1 Tabwn
Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepals Daerah
401.01.2.01.02 Penyedioan Pakalan | jumish Paket Pakaian Cinas dan Atrin Kefenghapan O Faket
Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepals Daerah dan Wakil Kepala Daerzh yang
Kepala Datrah dan Wakit Repala Disechalan
Docrahy Jurmlah Perryedizan Pakalan Blnas dan Atribix 1Tzhun
Kelzngapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daersh
4010121103 Pelaksanaan Medical | jumizh Grang yang Mengikuti Medieal Check Up 00rang
Check Up Kepals Dazrahdan Wakd | kapata Daerahdfan Wakitkepata Daerah
Kepala Dawrah
4010121104 Penyediaan Dana lumlsh Omang yahg Menerima Dana Penunfang 0 Orang/Bulan
Perunjang Op | Xepala Operasional Kepala Daerzh dan Wakd Kepala
Daeraty can Wakil Knpala Dagrah Datrah
4.01.01.2.12 Fasilitas) 4010121201 Penyediaan Jumiah Paket Kebutuhah Rumsh Tangga Kepala 0 Paket
Kerumahtanggasn Kebutuhan Rumah Tanggs Xepals Daerah yang Disediskan
Sekretariat Daerah Daersh Jum Sizan K. Rumah. 4 12 Bakn
Daerah
401.01.212.02 Penyedisan humlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepals 0 Paket
Febutuhan Rumah Tangga Wakil Ciaetah yang Disediakan
Kepala Daerzh umiah Penyedisan Kebutuhan Rumah Tenggawakil 12 Bolan
Kepala Daenh
4010121203 Penyedizan Jumlsh Paket Xebrotuhan Rumah Tangga Sekretarist O Pakge | Sermua
Rumah Tangga Caezzh yang Kzh/Xew
Daerah Jumiah Penyediaan Kebututan Rumah Tangga 12 Bulan
Sefretaiia Daerah
40101213 Penztaan 4010121301 Pengelo h Pengeiol fembagazndan 0 Dokumen
Organisasi Kelembagaan dan AnaFs's Jabatan, Analisis Jabstan
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TM222, 447 PM Sistem Informasl Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA
Program Kegiatan Sub Keglatan
No IndTkator Kinetjs IndThatar Kinerja indtkator Kinaris
Program Krglatan Subs Keglaun l':::;:lsluﬂb Yot
Hazil Program I Targst Capalan Knhuaran Xeglatan I Target Capalan Keluaran Sub Keglatan | Target Copalan
4010129202 Fasilitas! Palyanan | umuh Laperan Hasil Fasiitasi Peiayanan bubik dan  @Laporan
Pubil dan Tata Laksana Tata Laksana
4010121303 Peringlatan Kitwfia | jumiah Dokymen Perdngkatan Kinerja dan D Delumen
dan Reformasi Birakragl Refowmasi Birokrasi
Sumiah Perangiat Daerzh Yang Mengitut Keglatan 15 0¥0
Evaluas! dan Inpelementasi Reformasi Birokrasi
A0101.2.13.05 Koordinas! dan, umiak tinast dan P . Obok
Penywsunan Leporan Kinarja Laporan Kintrja Pemerintah Dasrahy
Pemerintah Daerah Bumlah Perangkat Daerah Yartg Mengikuti Xeglstan 35 0P0
Evahuzal dan smplementas! SAXIP
45101214 4010121404 Fesi P dan | smian o Hasll Fastiizas| 0 Laporan
Pelaksznasn Protoked
dan Komunikas!
Pimpiran
ADLO121402 Fasifitas! Komunikasi | fimish Fasiltasl Komunikast Pmpisss 1 Tabun,
#mp Jumlah Lrporan Hasil Fasibtas) Komuniiasi Fimpinan O Laporen
. 4010121403 Pendokumenmasan | fumtah Lapotan Pendokumentasian Tuges Fimpiaan 0 Laporan
Tugas Pimpinan
4.01.02 PROGRAM 4010220 401.02201.01 Penataan Administrasd | jumlah Dokumen Hasil Perataan Administrasi 0 Dokumen
PEMERINTARAN DAN Adminstrasi Tata Pemerintahan Pemerintahan
KESEIAHTERAAN Pemarintahan Jumlah Kecamatan Yang dimekarkan 1 Xecamatan
tumlar Rakor FORKOPIMDA yang dilaksanakan 12 Bulan
4010220102 Pengelolaan umish Desa Yang memiikl batas secars hegd 7 Desa
Agminfiras] Kewlayshen 1sh Dokumen Hasil Py . obel
Kewiayzhan
4.01.02.201.03 Fasilitasé Pylak Jumiah Hash & Prelak: 0 Dokumen
©tonom! Daerah Otonomi Deerzh
Nilai LPPD 3495 Nilad
40102202 4010220201 Fasilitas] Pengelolaan | jumizh Deloumen Hasit Fasiftas] Pengelolaan Bina 0 Dakymen
Pelaksanaan Kebijakan Binz Mental Spiritus] Mental Spiritual
Kesefahtarain Rakyat Jumiah Kegistan STQ/MIQyang Dilaksanakan/ 12 Kegiztan
it 2 Jumlsh Kegfatan Had-har Besar
Kragamaan Yang Dilaksanakan
:fbllw Pel_atswcl:l ; Jumlah Dotumen Masil Kebijskan, Bvaliasl dan 3 Dokumen
ijakan, Evaluasi, dan Capalan Capaian Xinerja Terkait Kesejahteraan Sosial ya
Kinerja Terkeit Kesejahterszn Sesial M!M“Md Sosial, Tr - "ﬂ' iy
P Jayaan P dan Pedindungan Anak,
Adminkiras] ) o SiplL
Pembecdryaan Masyarakat dzn Desa
Pengendalian Pendudu dan K3
Persentase Tempat badah/Lembaga/Organisasi 75 Persen
Sosia] Kemasyarakatan yang Menerima Banhan
Dans Hibah dan Fasilitasi Keglatan-kegiatan Soslal
Keagamasn
4010220203 Pelaksanann tumish Dokumen Hash Kehjakan, Evahuasi,don 0 Dekumen | Kab.
Yebjakan, Evaluasi, dan Capaian Capaian Kinecja Terkait Kesejahneraan Masyankat Bolzang
¥inerja Terkait Kesejahtecaan yang Mefiput Unssan Kepemudaan dan Olahraga, Mongandavw
Masyarskat Pariwisata, P Kebudayaan, Per Wt
Xearyipan, Trantibum Linmas
Jumlah Peiaksara Adat Yang Baru 137 Orang
Persentate Lembaga Adat Akt 100 Persen
40102203 Fasikitasi 4010220301 Fasilitast Pamyusunan | jomush Produi Hukum Gaersh yang Disusun. © Dokumen
dan Koardinas) Produk Hukum Daersh
Hukvm
4010220302 Fasliitas Bantuan Jutnlsh Kasus Hukum Yeng i Fasifitasi 1 ks
K Jumlh Xasus yang Mendapatkan, Faulitasi Bantuan 0 Kasus
Hukum
4.01.02203.03 Pendokumentasian tumbah Produk Hukum dan Pengefolaa 0 Dokumen
Produk Hukum dan P Ink 3 yang Di |
Iniormas] Hikm humiah Produk Hukum Yang o Fasifizasi 500 Dolumen
40102204 Fasilitas] A01.022.04.01 Fasilitasi K21ja Sama Jumizh Delasmen Hasli Fasiftas] Kerja Sama Dalan 0 Dokumen
Reja Sama Dawah Dalam Negerd Negest
Jumiah Laporan Hasll Evalussd Pelaftanaan Kerja 0 Laporan
Sama
4.01.03 PROGRAM 40163201 4010320181 Koordinash, Jumlah Boksmen Hasl] Kogrd] konlsast 0 Do
PEREKONCGMIAN Peiaksanaan Kebijakes kianisati, Monitoring dan Evaluast itnring dan Evatuasi Xebijakan Pengelol
DAN Perekonomian Kebijaken Pengelolaan BUMD dan BUMD dan BLUD
PEMBANGUNAN B Sinkronisas] Kebjakan pemerintah pusst, provirsi  ZBUMD
dan daersh dibidang Pengulclazn BUMD dan BLUD
4010320102 Pengradalfsn dan umlah Laporan Hasil Pengendalan dan Distrbusi 0 Lapocen
Distriz F ] e
hurnlah rmpat koordinasi hasl) manev TPID yang 4 Laporan
4010320103 Perencanaan dan fumlsh Dokumen Hasil Perencanazn dan 0 Dokurnen
Fangaveatan Ekgnomi Mikre Kecdl Pengawasan Ekonomi Mikro Kec
Jumiah money dan fasiiasi keglatan UKl
pengembangan skonomi mikre kel
4010320104 Koardinasl, Jumlah BLUD #%6f yang di bentuk 1610
Sinkronisxs] dan Evakias Kebijskan | Hasil Koordinasl, Sinbeorisast 0 Dkmen
Pembentukan BLUD "
dan Evaluas! Kebijakan Pembantuken BLUD
4010320105 Keordinash, Jumlah BUMD aktif yang <1 diffkan 2BUMD
ﬁnbmn:ud';;Evﬂmwahn Jemlah Dokmen Hasi Keordinas, Sinkronisasi
/ Pendisian dan Evakias] Kebakan Pendidan BUMD
40103202 4010320200 Fasilitzsi F Jumlah Do Hasil Fagiltasi
Pelaksanaan Program Pnbangunan Program Pembangynan Dasrsh
.:cdminlswu dumiah Dokumen Pesyusunan Program 4 Dokumen
Pembangunan yang dilaksanakan
4010320202 P Bary chn, Tumlah L Hasll Pengendalian danBvaluasi 0 Laporan
Evaluasi Program Pembangunan Program Pembangunan
Tumish taporen Pelaksanasn Pekerjaan Fisik 4 Dokumen,
Petnbangunan yang dilsksanskan
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Program Keglatan Sul Xegistan
Ho IndTkator Kinerjs Irefiiator Kinerja Indikator Kaerja Lokes! Subs
Program ¥aglatan Sub Keglatan fata Ket
Hatll Program [ Tasget Capalan Kewarndagistan | Targetapalan Keluaran Sub Keglatan I Target Capalan Keglatan
4010320203 Pengelolaen Evalurs | jymich Laporan Masil Pengeiobian Evaivasidan 0 Laporan,
dan Pelaporan Felsksanasn Pelaponan Pelaksanasn Pembangunan
Pembangunan 1 . y o
umish Rapat Koordinas! hasll Money EFRAyang 4 Kegistan
dilaksanakan
40103203 40103.203.01 Pangstolaan Jumish Dokumen Hasit Pangeio! gwd 0
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jass Barang dan Jasa
Pengadaan Barang
dan Jasa f
401.03.203.02 Pengelolaan Layanan | jumiah Dokumen Hasl] Laysnan Pengadaan Secara O Dokumen | Kab.
gadzan Secars Bolaang
Mongondow
Uurs
4010320303 Pembinaan dan Jemiah Grang yang Mengikut Pemblnasn dan 00mng | Kab.”
Advokasi Pengadasn Barsng dandasa | advokasl Pengadaan Barang dan Jasa Bolaang
Mongendow
Utara
40103204 4110320401 Epordinas], Jamiah Dokyman Hasil Koordinas] L Obok
Pemantayan Kebjakan Sinkronisasd dan Evakiasi Kebjakan dan Evalas] Kabijakan Unsan Pertanian, Pangan,
Sumber Days Alam Pertanian, Xehutanan, Keliutan, dan | gety Kelautan dan Perikanan, Perdagang
Peikanan KURM, F yModsl, Tenaga
Kerja
Singkronisasl kebijakan pamerintah pasat, provinsi 4 Laporsn
dzn daerah dibidang pertanian, kehutanan,
elautan dan perikanan
4010320402 Koordinasi, fumlah Hagil i, Sink L 0 Dok
Sinkrontsasd dan. Evatuas! Kelaakan San Evalussl Kebijsken Urusin Patambsangan dan
Pertambangan dan Lingkungan Sumber Days Mineral Ungkyngan Hidup, Kominta,
Hidup Perhubungan, Statistik, Penandian
$inghronisas] kebijakan pemerintah pusst, provirsi 4 Laporan
dan daerah ditidang pertambangan dan
Engkungan hidup
401.03.2.0403 Koordinas, Jumnlsh Dokumen Hasd | Sinkronizast Dk
inkronisasd dan Evaluas! Kebijak den Evaluas] Urusan Energl dan A,
Energidan Alr Pekerjsan Umum dan Perstaan Ruang. Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanzhan
SingXronfasi kebflakan pemerintah pusat, provirai 4 Lxporan
dan daeraty dibldang energl dan air
4.02 SEXRETARIAT DPRD
49291 PROGRAM 40201201 4020120101 Penyusurian dhan Cakupan ¥ 100%
PENUNIANG Ferencanaan, Dok g 2 ]
URUSAN Penganggaran dan Daerah
PEMERINTAHAN Evaluasl Kinerja
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
402.01.20102 Keordlinasi din Pemenuhan Cakupan Dokumen Penyusuran RXASKPD 100 %
Perywsunan Dokymen RKA-SKFD
4020120103 Kgordinasi dan Petrwnuhan Cakupan Dokumen Penyusunan RRA SKPD 100 %
Peryusunan Dolumen Perubahan
RXA-SKPD
4020120104 Koordinasl din Aan Cakupan Syang 100%
Penyusunan OPA-SKPD dalam panyusunan Dokumen OPA SXPD
. 4020120105 Koordinzs| dan Juratah finasi dal. 1001%
Penyusiman Perubahan DPA- SKPD | penyysunan Dokumen BPA Perubzhan SKPD
4020120106 Kaardingsl dan Petnanuhan Cakupan Dokuamn/Laparsn yang dihasilan £00'%.
Penyusunan Laporan Capalen Kinera
dan [khtisar Realisas! Kinesja SKFD
40201202 4020120201 Peryedisan Gafidan | jumlah Orang yang Menerima Gajl dan © Orang/twalan
Administrasi Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Sewangan Pranglat Tersedianya Gaf dan turjangan ASN MBun
4020120202 Panyed: 1 pelaksaan tugas ASN 0%
Administrasl Pelaiksanaan Tugas ASH
4020120203 Pelaksanaan Celupan Layanan Penatausshaan pengujianfverifikesi 100 %
Penatausahaan dan keuangan SKPD
PengujiaryVerifikasi Keuangan SKPD
0201205 4020120502 Pengadass Pakaian | fumiah Paket Pakatan Dinas beserta Atriaut Braie | Kot
Administrasi Dinas beserta Atrlbul Kelengkapan Bolaang
Kepegawaisn Kelenghapannys Wongondow
Petangkat Daerah Uty
4020120511 Bimbingan Tekniy Sermea
Lmplementast Peraturan Perundang- Kib/¥ota
Unclangan
40201206 AD201.206.01 Penyedinin Jymtsh Perlengkapan Kantar 15 umdit Kab.
Administrasi Unum Komponen Instalzsi Bolaang
Peranglat Daerah Ustrik/Penerangan Bangunan Eantor Mong andow
Utara
4020120602 Penyediaan Peralatan | iymataty fenls Peralatan dan padengkapan kantor 100 persen | Kab.
dan Perlengkapan Kantor Bolaang
aongondow
Wara
4.02012.06:05 Penyediaan Barang fjeais barang cetak daan yang 100 persen | Kabs
Cetakan dian Penggandaan diadaken Bolaang
Mangondow
Utana
4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjs Pe ¥ Fasitasl Kunfungan Tamu 0w |
Tamu Bedaang
. Mongondaw
Vuara
4.0201.206.09 Peniyeienggaraan tamish nepat A yoog pe Kab.
Rapat dinasl dan st 2k X Bolaang
SKPD Mongendow
Utra
40201207 4020120701 Pengadzan Kendaraan | jumlah Uni gan Dinas sty OUn | Kab.
Pengadaan Barang. Peromngan Cinas atsu Kendarsan Kandaraan Dinas Jabatan yang Dlsediakan Golaang
Ml I:_!aerih Dinas Jabatan Jumlah Unit Fendaraan feromsngan Dinas st 1 Unit Mongondaw
Perunjang Unssan Dias yamg Dicexak Utara
Pemerintah Daerzh
4.0201207.05 Pengadaan Mebel Jumnlah Paket Mebel yang Disediakan unk Semua
Kabflota
hitps:/fbolaangmongondowularakab. sipd.kemendagti.go.ld/dasrah/main? @d@DgV/oEVhpErL BRE43JEalIXEXIXbS CIESsbdICIsLOGLsFREKN... 3849
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Program Keglatan Sub Keglstan
HNo Ind’hator Kinerja Indlkator Kinerja Indikator Kinerja
Prognm Keglatan Sub Keglatan 1 Lokasi Sub Xer
Hasll Program | Target Capalan Ketuaran Keglatan Target Capalan Kafusran Svb Kegintan Target Capalan Kaglatan
40201.207.06 Pengadean Peralatan | jumiah Perlengkapan/peralatan kantor yang diadatan 100urit | Kab.
dan Mesin Lainrya Bolaang
Mongondow
Utara
490201208 4020120801 Penyedisan J2sa Surat | perpentase ketersedi
Permedot lass " ryentase rsediaan fasa surat menyurat 100%
Panunjang Urysan,
Pemerintahan Daerzh
4020120802 Penyediaan Jasa F k jasa jleasl ya  100%
Komunikasl, Sumber Daya Alt daa air dan stk
Listrik
40200.208.03 Penyediaan Jasa Persyntase Pamenuhan Jasa peraltan dan pedengkapan 100 %
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor e pererd
| 402061.208.04 Penyedizan Jasa peeyrdiean Jasa kentor  100% | Kab.
Pelayanan Umum Kantor i Bolaang
Mongoncdaw
Utara
402.01.209 40201.209.01 Fenyediaan fass Sumlah KDO yang terpelinars 4 Unit Kab.
| Pemeliharaan Batang Pemsliharaan, Blaya Pemeliharaan, Bolaang
Milik Daersh dan Pajak Kendaraan Peratangan Morgendow
Penunfang Urusan Dinas atau Kendaroan Dinas Jabatan Utara
Pemyrintahan Daerah
4020120902 Penyediaan Jasy Jumlah KDO yang terpelihara Hsunit
Pemeliharaan, Biaya Pemekharaan,
Pe]ak dan Perizinan Kendaraah Dinas
Operaslonal atau Lapangan
4020120306 Pemaliharaan Jumiah Peralatan dan Mesin Lainn Dipethara 100 Unix | Kab.
Peralatan dan Mesin Lainnya yayar Bolaang
Mongondow
Urara
402020909 Persentase elihaman nutin/berkala gedung kantor 100 %
Pemeliharaan/Rehabllitasi Gedung perm
Kantor dan Bangunan Lalnrya
40201215 Layaman 4020121501 Penyelenggarsan Sumlah Anggota DFRD yang Menerima Hak 0 Crang/Bulan
Keyangan daa Administrasi K DPRD FRD
Kesejahteraan DPRD " gafi dan ggota DPRD 20 orang
A02012.1502 Pertyadinan Pakaian | pymish Paket Pakalan Oinas dan Atribut DPRD yang 20 Patet
Dinas dan Atribyt DPRD Disediakan
4.02012.15.03 Pelsksanaan Medical | Cakupan Layanan Palaksanaan Medical Check Up 100%
Check Up DPAD DPRD
Jumlzh Qrang yang Mengikuti Medical Check Up 00rang
DFAD
40201216 Layanan 4.02012.16.03 Fasiftasl Rapat p Igktan Kapasitas pimplnan o 100%
Admiplstrasl DPRD %oordinas! dan Konsultas! DPRO anggota OPRD o
4020121604 Penyed; P penyediaan administrasi 100 persen | Kab.
ebutuhan Rumah Tangga GPRD dan koordinasi dan konsultasi Balaang
Mangondew
Utars
4.02.52 PROGRAM 40202201 4020220101 Penyusunan dan Jumiah Dokumen Hasil Penyusunan dan 0 Dolumen | Semua
DUKUNGAN Pembertukan Pembahasan Program Pemb [ Program P Peraturan Kabfkota
PELANSANAAN Peraturan Daersh dan Peraturan Dagrah Daarah
;“P::‘ DAN FUNGSI Peraturan DFRD Jumlah Dokamen Masil Penyusunan don 5 prodak
Fembahasan Program Pombentukan Perstuzan
Daerah
4020220102 Pembshasas Jumlah Dok Hasil Pemiah © Dok Semua
Rancangan Peraturan Daersh Peraturan Daerah Kab/Kata
Jumlah Dok Hasil t S prodak
Penaturan Daerah
‘B_Z-U!ZD'I-UJ Fenyelenggaraan Jumlsh Bokumen Kajian Perunclang-Undangan Dokumen
N KzJian Perundang-Undangan Jummlsh Boke Kajian Perundang-Undang  dola
mzpumm Fasilitasi Peny Jumlah Dok Hast Panyusunan Penjefasan 0 Dokumen
PC"R“?W!"I"B'“ Naskzh alau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang
Akademik Difaslitasi
Jumlah Dok Hasll Peny et & doks
atair Keterangan dan/atau Naskah Akadem¥ yang
DifasiTtasi
“ngﬁzm 4020220201 Pembahasan XUADan | pymish Dokumen Masil Pambahasan KA dan PPAS O Dokiman | Kabu
Pembahasan PPAS N Bolaang
Kebjaken Anggaran Jumlah rzpat AXD pembahasan yang difasilitasi S kakl Mangondow
pelaksanann apat-ropat paripuima Skal Wara
4020220203 Pembahi APBD Jurnlsh Dok Hasil Pernbah APSD 0Ookumen | X2b.
Bolaang
Jemlah rapat AKD pembahesan yang difasilitad 5 laf Mongandow
pelaksanaan rapat- rapat paripuma Skal Hara
4020220204 Pembaharan APRD tfumish Bokumen Hasi! Pembshasan APED 0 Dokumen | Kab.
Perubahan Perubahan Bolaang
Jumizh rapat AKD yang difasilitasi Skl ﬁl‘:r:ondow
Pelaksanaan rapat -apat paripuma Shai
4020220205 Pembahatan Laporan | jumish Dokumen Hasil Pembahasan LaporanRealisasd  Skali | Kab.
Semester Pelsksanaan APB( Per Semester Rolaang
Mongaondow
Utara
402422.02.06 Pembsshasan Jumish Dokumen Hasil Pembahasan 0 Dokamen | Kab.
Fertanggunglawsban APSD Pertanggungjawaban APBD Bolaang
Jumlah Rapst AKD pembahasanyang difssiitasl 1 ka6 m:','f“ e
40202203 4020220301 Pengawasan Unisan | Jumiah Laporan Hasil Pengawasan Unisan Olaporan | Kab.
Pangawasan Pemetintahan Bidang Pernerintah Pemerintahan Bidang Per dan Hukem Bolaang
Penyelenggaraan dan Hukum o i 1 i Mongondow
Pemerintahan Jumiah i 12ial W
4020220302 Pengawatan Urueas | Jumiah o kntyang difesiitasl 12 kol Kab.
! Pemarintahan Bldang ihfrastruktur o Bolaang
p 1y Jasa p 100 persen Mangordow
Utara
hitps:/ibolaangmongondowutarakab.sipd.kemendagri.go.ld/daerah/imain?@d@DgV/oEVhpErLBRE43JEal x5 XIXb5CtESsbd9C3sL 0dLsFREKN...  38/49
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Sistem Informasi Pemerintahari Daerah - Lampiran Tabe! 3.4 KUA

Program Keglstan SubReglatan
No Indikator Kinerja incikator Kirerja Indikator Kinerja LokasiSub
Prognm Kagli r Suby Kaglatan - Xeglits Kt
Hasll Program | Target Capalan Keluaran Keglatan l Target Capalan Xeluaran Sub Xeglatan I Target Capalan n
4020220303 Pengawasan Unssan | Jumbh pengaduan masyarakat yang difasiitesi 12 kel Kb,
rintahan Bidang Kese]; o R o 100 o Bolaang
Rakyat ’ e Maongondow
Utsza
4020220204 Pengawasen Unusin | jumigh pengadh Y yang difasifitasl 12 k2 Kb
Pemesintahan Bideng i o N Bolaang
¥ J 100 persen Mengondow
Utara
4020220305 Pangawassn Urusan | jumibah p masyarakatyang difasfiasl 12 hak Kab.
Pemerirtahan Bidang Swnber Daya | o, fiaa o ie oy 100 Bglaang
Algm M ATEE F Mongondow
Utara
4026220208 Pembabasan Laporan | umiah rapat paripuma yang difasiiftas 1kab :::’
Per jrwab lsang
Kepala Daerah ! fepat rapat Tl | pangondow
Utara
401022404 4020220402 Pendalaman Tugas Bemlh peningk Kapasitss yang dilok & shal Kab.
Peningkatan Kapasitas DPRD Katen kapasitas pimpinan dan 100 Bolnang
OPRD F N Mangandow
anggota DPRD Utara
4020220403 Publikas] dan Jumlzh ktpasites yang 25kl Kab
Dolumentasi Dewan Prese.vtase penyedisan jasa perkantaran 100 persen Bolaang
Uura
i 4020220404 Peny F peny Jasap t00pesen | Kab
Pakar dan Tim Ahil Belaang
Mengondow
Utara
4020220406 Penyelenggarsan Prentase pengaduan masyankat yang 100 persen | Kab
Hubungan Masyarakat diindaklarjuti metakd pergawasan Bolaang
Mangondow
Utara
40202205 4020220501 Funjungsn Ketja Jumiah kegiatan menstiring yang difsslitast 12 kafi Kab,
Penyerapan ¢fan dalam Daerah " \apasitas pimpinand 100 petsch Bolaang
Penghimpunan ota DP'R.D = P: L pers! Mangondaw
Aspirasl Masyarakat 9 Utara
4020220502 Fery Pokok- L keglatan reses 3 kel Kab.
Pokok Pikiran DFRD Bolaang
Mongondow
Uura
4020220503 Pelaksansen Reses Jtumah Dekurnen Hasit Pelak Reses 0 Dok Kab.
Bolaang
pelakiznazn kegiatan reses Akl Mangond
Utara
40202206 4020220601 Peny Kade BN | petas pat-rzpat ARKD 1k Kab,
Pelakseriaen dan DPFAD Bolaeng
Pengawasen Kode Etk Mongondow
DPFRD Utans
40202208 Faslitas 4020220804 Fasiitasi Tugas Jumdah Urit Dinag darsan 7org | Kab.
Tegas DPAD Fimpinan DPRD Dings Jabatan yang Disediakan Bolaang
i rmninan dan anaaots OPRD Mongondow
penng kapasitas pimp [y That tata
5.01 PERENCANAAN
50101 PROGRAM | veredianya 100persen | 50101202 Presentase pemenuhan Administrasi 100 Persen | S010120201 Pentyedizan Gafidan | jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 0Omng/bulin
u"“m"mwmﬁ perunfang S ke gan Pecangkat Daerah Tunjangan ASN Tunjangan ASN
administeasi Keuangan Perangket Persent
PEMERINTAHAN Keuangan Oasesh e keteraedisan gaf dan turjangan ASN 100 persen
DALRAH
KABUPATEN/KOTA
50101205 100 Persen 5.01,01,2.05.11 Bimbingan Teknis Jumiah bimbingan teknis imp 10K Semua
Admin/strasi 1 Py g P fangan yang i X Kab/Kata
:«m:::mh Uadangan umlah Grang s Mtnfﬂmﬁ Bimhi':g-n Telis  Oorang
implementas] Peraturan Perundarg-Undangan
50101206 Persentase pemenuhan adminlstrasi 100 Persen | 5.01.01.20602 Penyediaan Peralatan | jumiah/enis peratatan dan perlengkapan kantor yang 5 Buzh | Kab.
Adminisviasi Urmum umum perangkat dagrah dan Perfengiapan Kantor diadakan Bolaang
Petangkat Daerah Mongondow
Utata
5510120805 Peryedi Jabyjenis barang ceta/pengadaan yang 10 Dok Kab.
Cetakan dan Penggandaan diadakan Befaang
Mangandaw
Utara
5.01.01206.09 Paryelenggarasn Jumish rapat koovdinssi/k i yang ki |Xob
Repat Koordinasd dan Konsyhasi Boldang
fr o] Mengendow
Ura
So191207 Presentase pemerwhan pengadasn 100 Persen | S0101.207.06 Peralatan latan masin lalnnya yang diadakan T4 buah | Kab.
Pengadaan Barang barang mibk datih «lan Musin Lalnrya P Y Bolaang
Milik Daerah Mangondow
Penunfang Urssan Utara
FPemerintsh Daeesh
50101208 Prisentase pemenuhan penyedizan jase 100 Persen | 501.01.208.01 Penyadiaan Jasa Surat [ Jasa sutat 100 persen
diaan Jasa i Memyuay
Penunfang Urusan T N
Pemerintzhan Baerah
5010120300 Jasa P jazn jasa k easd, 100 persen
Komunikasl Sumber Days Alr dan wumberdaya air dan sk
Ustrik
5.01.01.200.04 Penyeclisan Jasy Jumlah Laporan Panyediaan Jasa Pelsyananmym. q Laporan | Kb
Pelayanan Umum Kanios Karor yang Disedlakan Bolaang
Tersedianys Jota Tenags Harian Lepas fenaga 100 persen :‘::“"""
Administras)
50101209 Presentase pemenuhan pemelharzan 100 Pensen | 501.01208.01 Peryediaan lasa Persentase kendaraan dinas yang terpettara 100 pergen | Kab.
Pemeliharaan 8arang | barang milik dasrah Pemafiharaan, Biaya Pemalibaraan, Bolaang
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perarangan Mongondow
Pemmiang Urusan Dinas atsa Kandaraan inas Jabatan Utara
Pemarintahan Daerah
5010120906 PemeSharaan Persentase pevalztan mesin Linnya yzng tempedlara 100 pevsen | Kab.
FPeralatan dan Mesin Lalnnya Belaang
Mgngondogw
Utara
https://bolaangmongondowutarakab.sipd. kemendagri.go.id/daerah/main?@d@DgV/oEVhp6rLBRE43]EalJx5XIXb5CIESsbd9C3sL0dLsFREKN...  40/49
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Prognm Keglatan Sub Keglatan
Mo \ndikator Kirarjs Indlkator Kinerfa Indlaator inera Lokasl Scbs
Prognm Keglatan Sub Keglstan Keglstan Kat
Mas Program | Target Capalan Kelyaran Keglatan | Target Crpalan Keluaran Sub Keglutan l Target Capalan
0 T T " r
5010120808 . Sumlah Gedyng Kantor dan Banguran Lalnryayang 0 Unit
L weoung pelih irehabil {
Kantor dan Bangunan Lalnnya
1.01.02 FROGRAM Presentasy 100,00 persen 50102281 Persentasa ketersedizan dokumen 100 Persen | 5010220107 Koordinasi 'Mnhhbehmnmmnunl’cmblnglm 0 Dokumen ’
PERENCANAAN, teresuaian Peryyaynan perencansan pembangunan dasrsh Pertyusunan dan Penetaper Dazrah Kab 13 yang
PENGENDALIAN DAN | dotumen Perencanaan dan tepat wakty v b A o/ /RO
EVALUASI pHencanzan Pendanan Pambangunan Dasrah Jumtah doks s
PEMBANGUNAN dengan Kabupaten/iots daerah yang disusuns
TAERAH pes
daerah
50102262 Analiss | pergenase dokrenda yang disusun 100 Parsan | 5.01.022.0201 Analisis Data dan Jumiah apBasi parencanaan pambangunan 2 apldaast
Ceta dan Informast melakd pengembangan it Informas] Perencensan brrbasis IT yang dikembangkan
Pemasintahan Dasrth Pambangunan Daerah Jurmlah Bolumen Hasi) Analisis ata untuk 0 Dokuren
Bldang Perencanaan L
Pembangunan Daerah Daerah (Serma Perencansin Pembangunan
Daenh)
50102203 Persentase ketersedisan dats dan 83 Persen | 50610220300 Pengendafizn Jutrdsh Kerja Sema Dawrah yang Diksordinssihan 0 Ketja
Pengendalien, Evaluat! | 1nformasl perencanazn pembangunan Pelaksanaan Kerjs Sama Caerah. Pelakuanaannya Sama
:n?elmmn&id.mg daerahy Jumbah kerf yang dikembangkan dal t
Tehcanzan
Pembangunan brvssh rangks psnganekaragaman dats
S01.02203.01 Monitoring Evaluasl | jumtst taporan h‘lrhh pelaksanaan dokumen yang 5 Laparan
dan Penyusunen Laporsn Berkala distsun
Pelaksansan PembsnguninDagrah | ot vasoran Hasi Evalursi KinerjaPembangunan O Laporan
Daerih
$.01.03 PROGRAM (' presprines czpaizn 75 Persen | 50103201 Rata-rata capsian kinerja SKPD fingkup 75 Persen | 5.01.03.201.08 Asistensi Penyusunan | pumlah esistensi pemyysunan dokren SKPD bidang 2 kegiatan
KOCRDINAS] DAN Kinetja SKFD Foordinagd ‘idang pemerinhan dan pambasgunan Dxlgmen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan mancisia yang
SINXRONISAS] Perencanaan8ideng | manysia Pembangunan Perangkat Dawrah dilakukan
PERENCANAAN Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia .
Pt nan PDu:i.lhl:{menﬂAs'x‘sln:sl 0 Laporan
DAERAH anusta kume n 9! g
Datrzh Bidang Pembangunan Manusla '
50102202 Rata-rata capalan kinera SKED ingkup 85 Parsens | £0.03.20201 Koordinag! fumiah Dok Per Pembang 0 Dokumen
Koordingsl bidang perebonomian dan $0A FPemyusuran Dokumen Porencaaan | Daerah Bidang Perekonomian yang Diedndinis
Parancanaan Bidang Pembangunan Daerah Bidang Penyusunannya (RAIPD. REJMID d2n RKPD)
Perekonomian dan FPerekanomian (RRIPD, RPIMD dan Jumlsh Dokume bl 1dok
$DA (Sumber Daya RKPD) P
Alam) ¥ang
5.01.032.02.02 Asistensi fenyusunan | jumish Asistensl Paryusunan Dokren SKPD bidang 2 keglatan
pere Jan yang dilakuk
Perangkat Daerah t o a " v
Bidang Perekonomian . Las mmm’.“' Peny f °
] &l
Baersh Bidang Pervkonamian
5010320205 Koardingsl Jumbah Dok . 0 bok,
Pesppusunas Dokuman Perexanaan | Daerah Bidang $0A yang Dikoardinis
Pembangunan Daersh Bidang SDA Penyusunannya {APIPD, RAMD dan RKPD)
(RPIFD, RPIMO dan AP0} Jomsh Dotuman Sektoral bkdsng S0Ayang 4ok
disusun
5010320203 Kocrdinas! Jurriah Botumen Sektoral bidang SDAyang disusun 1 dok
Pelakcanaan sirergis dan Jumlantaporn Mas Shikronlsasi RensrasRerfa O Laporan
Pembangunan Daersh Bldang SDA dengan /RPIMD pada Bidang SDA
50103201 Ryta-rata capaien kinerjs SKPD finglup 80 persen | 5:01.03.20301 Keordinasi Tumlah & Dokamen
Fpordinasi bidang Infrastruktur da kewllayahen Pemyusunan Dokumen Perencandin | paesah Bidang Wnfrastruktur yang Dikoordinis
:;m-';am&darg Pembangrnan Dagrah Bidang Femyusaraanys (RFIPD. RPIMD dan RXPDY
m{";h':‘r" dan m‘;’"““' (RPPD:; RFIMD dar Jutmieh Dokismmen sektoral bidang Infrestruktr 1 dok
yang dissun
5.02 KEUANGAN
£.02.01 PROGRAM S0201201 50201.2.01.91 Penyusuran Jumlah Dokumen Perancanaan Perangkat Datrah & Dokumen
PENUNIANG Peicheanash, Dokumen Peranghat 4 Ja dan rers oot 16 deke
URUSAN Penganggann, dan Datrzh ¥ o 2 p
FEMERINTAHAN Evaluas! Kinerja
DAERAH Perangkat Daerah
FABUPATEN/KOTA
5020120107 Evakiasi Kinerja lumiah Laparan Evaluasi Kinetja Perangicat Daerah 0 Laposan
Peranghat Dasrah ;
gkatrya p aparatur 90 persen
pesiarjan kinerja
50201202 5020120201 Fenyedioan GaR dan | jumiah Orang yang Menerina Gajl dan 0-Orang/bulan
Administrasi Tunjangan ASN Tunjangan ASN.
jan Peraaghat -
::‘::hg 9 94 dan ASN 100 persen
S.020120203 Pelak humlah Dok L dan © bolumen
Penatrusahaan dan Pengujian/Verifikasl Keuangan SXPD
PengujiansVerifikasi Keuangan SXPD persentase SPM yang disjukin lengkap dengan 300 perzen
delumen pencvkungrys
50201205 5.0201205.11 Bimbingan Teknis Jumbsh © Metgikut] Bimbingan Teknis DOnng Semus
Administrast mpk i Peraturan Perundang- | (mgpl m?mmm:‘ng dang-Undangan Kab/Xots
Kepegawalan Undangan . N
mml}aemh i Jjumlah peserta dibidsng pengelolasn kevangsn 0 orang
50201206 5020120601 Penyeciaan Jumiah Prket Komporun lostalasi Listrik/Penerangan 0 Faler | Kabe
Admlnistresl Umum, Kompaonen lnstatast Bangunan Kentor yag Disediakan Bolaing
Perangkat Daersh Listrik/Penerangan Bangunan Kantor x| R Wbulan | Mongendaw
¥ Uan
5020120605 Fenyedissn Baratg | fumish Paket Barang Cetakan dan Penggandasn DPaket | Fab
Cetakan dan Penggandaan yang Digediskpn ::Inng
Persentase Peryediaan Sarang Cetakan dan 90 persen erl.g
Penggandaan
50201.2.06.00 FasTitasi Kunfungan | jumlah Laporan Fasilitas! Kunfungan Tamu Olaporan | Kab.
Tama X Bolaang
kategor penilrian tamy terhadap pelayanan BPXD 4 poin Mongondaw
Utara
5020120609 lergg rakar dan konsuftask 100 pavsan | Kab.
Rapat ¥oordinast dan Korsuasi dihadid - Bolaang
SKPD Mangondow
Uun
50201207 5.0201.207.06 Penigadisn Perslatan | jumiyh peralaton dan Medin yang disdakan 10wy | Kb
Pengadaan Baeng clan Mesin Lyinaya 5 . Bolsang
Milk begraty :;fmhhum Peralatan dan MesTh Lalnnya yarg ouUnn Mongondow
Perunjang Unssan VYura
Pemerintah Daersh
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabe! 3.4 KUA

Program Keglatan Suby Keglatan
No Indlkator Kiverjn Indikater Kinerfs bredfiator Knada ekasd Sub
Program Kegh Sub Nagh Krglatan Kot
Hasil Program | Target Cepalan’ Kahuaran Keglateh Targut Capalan Keluarzn Sub Keglatan I Target Capalan
5.02.01.207.09 Pengadezn Gedung jumiah gecung kantor ats bangunen yang diadakan  Ounit
Kator stau Barguran Lairaiya Jumlah Unft Gecung Kantor siau Banguran Laineys — OUnit
yang Disediskan
T T
50201206 5.0201208.01 Peripeclisin Jash SUNE | jumiah Laporan Penyediaan Jasa Sunal Mempurit  OLapotan
Peryedizan Jaza Mempurat perventase dokymen wajib barmetral yang memdld 100 persen
Penunjang Urusan Tegalitas
Pemerintahan Daerah
50201.20802 Peryedidan Jasa P kening rpenuhi 12 bulan
mmﬂmt Sumber Daya Alrdan Jumlah Laporan Panyediaan Jasa Komynikasl Olaporan
Sumbser Daya Alr dan Ustrik yang Disediakan
5020120804 Peryediaan Jasa Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Pelaysnan Umun  Olaporan | Kab.
Pelayznan Umum Kantor Kartor yang Disediakan Bolaang
terpeitsaramy kebersihan kantor 100 persen ::;E
50201209 5020120901 Penyediasn Jasa Jumlah gan Dinay atau Kend 0Unit | Kab
Petnelharasn Barsng Pemeliharaan, Disys Pemeliharpan, Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajzkmya Bcliang
MIik Daerah dan Pajak Kerefarazn Perorangan Jumilsh kend. dinas yang Junit Mangondow
Penunjang Unssin Dinay stz Kendarsan Dinas Jabatan e bl v Utara
Pemerintshan Daeral
5020120902 Perryediann Jisa Jumish Kendaraan Dinat Opevasionsd stau Lapangan 0 Unit
F Biaya F yang Dp dan dibayarkan Fajak dan Pevizinanny
Paja dan Perizinan Kendarzsn Cinay Jumiah rod fonal atay Zenit
Operasional atau Lapangan | lapangan yang terpeihars M
5.02.01.2.09.06 Pemaiharaan Jumish Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihars Qunit | Kabe
Peralatan dan Mesin La . .. | Bolan
ndan nLanma Terpelharanys peralstan dan mesin linnya 20 unit Mong?mﬁow
Uum
5026120310 fumish Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratzu O Unit
Pemelih habilitad 5. 4t | Bangrunan Lainnys yang Dipethara/D
mn:mbnmm Pefetiae Nang kerfs sesual stancar kelayakan dan B0 persen
kenyamanan kerla
$.02.02 PROGRAM Batss maksimal 5 Persen | 50202201 50202 20191 Koordinas! dan fumlah Bob KUA dan P45 yang Disusun.  © Dokumen
PEMGELOLAAN defsik APBD Koordinasi dan Penyusman KUA dan PPAS
KEUANGAN DAERAH Katepatanmaktu 2 poin :ﬂyu!mas Rm;am
penatapan Perkads agaren Dawre
Fenjabaran AFBD
Xualtas pemyaian 100 Persen
1aporan Keuangan
Persentase 100 Persen
Ketersedizan
database
prrbendpharaan
yang tepat wakty
Persentize 70 Peryen
Pemyelesaisn tintak
lzhjut Temuan
termasyk atun
sebelummya
Persentase 100 Persen
Pertanggungjswaban
Pelaksanaan
anghaan Peranjang
Urusan Kewerangan
Pengelolaan
Kevangan Daerah
yang dikelcla
dengan bak
Fresentase Dokumen 100 Persen
P20 yang berhasil
pasting
5.02:02 20102 Kpordinasl dan humnlah Dok srubahan XUA dan bah k
Perryysunan Perubahan KUA dan PFAS yang Disusun
Perubahan PPAS
$.02022.01.07 Koordinasi dan Jumish Peraturan Gaerah tentang APBD den O Dokumen
Permyusunan Peraturan Daerah Kepala Daerzh vg Pen
tentang APSD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD
5§0202201.08 Koondinasi dan hamiah Peratymen Daerah tentang Perubahan APED @ Dokumen
Peryusunan Persturan Daerih dan Peraturan Kepals Daerah tentang Penjabaran
tentang Pendiahan APBD dan Perubahan APRD
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubzhan APBD
50202202 Sn20220200 finasi dan humiah Dok nasi ; 0
Koardinast dan Pengeiolaan Kas Daerah Kas Daerah
Pengelalaan pesentase Sokummen spm yang sesual kode 100 persen
Perbendaharaan rekening
Daerah
5.02.02202.03 Penylapan, furalah Dokumnen Hasll Pengendalian dan 0 Delumen
u lan Penerbi goarin Kat dan SPD
Penerbilan Anggaren Kus anSPD | et OPD yang mempusun anggarantas 100 Persen
seruni sumber dana
S02.02 20207 Koordinasi dan urnlah Laporan Realisas! Penesimasn dan OLapocan
Peryutunan Lapcran Reakisasi Pengehuran Kas Dasrah, Laporan Alirga Xas, dan
i dan Pengety Kas gutan/® gan dany
Daerah, Laporsn Allran Ka, dan Penyetosan Peshitungan Fhak Ketiga (PFIQ can
Prlaksanaan Pemungutan/ Laporan Hasil dunasi cal ka Py
Pemm.ungan?an Penyetoran Laporan Reaksisi Penerimain dan Pengetuarin Kas
Perhitungan Fikak Ketiga (PFI) Daerzh, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pan igan dan Peny
Pechiungan Fikak Xetiga (PFIQ
persentase SFI0 yang petangan PFK sesual 100 persen
5020220209 | Dats Aumlah Dokumen Hagll Rekonsliasl Dats OBokumen
Pener; dan Pengeluaran Kas dan Pengefuaran Kas serta
serta F gutan dan F i I 7 dan P gan atas SP2D dengan
atas SP20 dengan Instans] Terkaht Instansi Terkait
Pertentise hasil rekonsiBasi yang ditndaklanmuti 100 Persen

5020220211 Pembinazn

Penatrusahuan Keuohigah Pemerintah

Kabupaten/Kota

Preseatase $PD yang terhit sesuai dengan sumber 100 Persen
dana
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Progrem Kegistin Sub Keglatan
ndikator Kinsrjs
No Indiator Klnerja Indlkator Kinkn Sul Kagistan Lokasl Sub et
Progm Keglatan Sub Kegl ot Capalxn Keglatan
Hasll Frogram | Tergwt Capaian Keluaran Kaglatan - Target Capalan Keluarsn Keglatan Targ
50202203 S0202 20302 fekansilasi dan Jumiah Dokumen Hasil Rekonsilias] dan Verifiasi O Dokumens
Koardinas dan Verifikadd Aset, Xewafiban, Eruitas, Aset, Krmajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Pelaksanaan P Belanfs, blay P iy d, L0, dan Beban
Akuntansi dan Pendapatan<Q dan Beban gl Jiasiyang ditindaklareti 100 persen
Pelaporan Keuangan i
Daersh
5020220304 Kansoldas Laporan | pumiah Laporan Keuangan SKPO, BUUD dan Olapovan
Kguangan SKPD, BLUD dan Laporan Lapozan Keuangan Pemerintah Daerah yang
Keuangan Pemerintah Daerah Terkproolidatd
persentase OPD yang meryajikan informasi secara 100 persen
permh
50202:203.05 Koardinas! dan jumizh dokumten LKPD yang cibuat 20 dokumen
:Z":“‘;M:‘mwaﬂmwl Jumilah Raneangan Peraturan Daerah lentang 0 Dokumen
- tentang rggungiawaban Ferianggung]awaban Pelaksznaan AFBD
Pelaksanaan APED Kabupaten/Kata Kabwpaten/ow dan Rancangan Peraturan Kepala
:::mz ::“r‘j:':::'mmh Dircrah tentany Perjabaras Pertanggungiowaban
oarzban Pelaksanasn Pelaksanaan APBD KabupatervKota
APBD Kabupaten/Kota
5.02022403.09 Peny bijakan | rumiah dan Panduan Teknds Operasional 0 Dokumen
dan Pancuan Teknis Opwrasionst Peryelengg. Akuntansi Pemerintsh Daersh
Penyelenggaraan Akuntansl - . N
2t Dasrah [Jumtah kebijakan dan pandyuan leknis yang dibusl 2 poin
snzozzo::l Pembingan Akunta Jumiah QPR yang dilakyk b 2! dan 350pd
Pelap n Py oAb .
Fererlnush Kabupaten/Kats Jymiah Orang yang Mengikuti Pembinaan Alontarsl, 0 Orang
KabupatenXots
50202204 5020220403 Analisls Parencanaan | [umiah dokumen perencanasn plrjaman 10 dokumen
Pemunjang Unssen dan Penerd P
Kewenangan Firjeman Pemerintah Daersh Jumiah Laporan Hasil Anafisla Perancanaan dan 0 Laporan
Pengelalaan Bedak P, Bt S rreaririah
Keuangan Daerah Daerah .
SO202204.05 Analisis Perencansan. | jumh Laporan Hasil Analisis Perencanasadan 1 Laporan.
dan Peryaburan Bantyan Kevangan | penyaluran Bantuan Keuangan
persentase usulan dana oleh objek penerima 100 Persen
bankeu yang dilakukan kajian
5020020499 Pergelolean Dana Sumbah aporan Masil PengelobunDana Danmast 0 Laporan
Darurat dan Mendesak dan Mendessk
persentase usulan ¢ana oleh obivk penerima BTT 100 Peften
yang direalisasican
:::’:3 PROGRAM Persentase OFD 91 Persen ::;u:::,m 5020320101 Penyusunan Suandar | fumiah Sundsr Harga yang Disusun 0Dskumen
ELOLAAN yang melskukan elolaan Barang Harga . .
i e o D Dagrah pesmh_scssllmtersedudamm 100 persan
DASRAM sesual ketentuan v
Perentase OO 91 Persen
yang melakukan
penatausahaan BMD
dengan baik
Peryentase OFD 51 Persen
yang malakukan
pengacizan BMD
sesui kebutuhan
Persentase 100 Persen
pemenian bporan
EMDyang
berkualitas
5020320103 Penyusunan Jumiah Rencana Kebutuhan Barang Mifk Daerah O Dokumen
Perencanaan Kebutuhsn Barang Milik oo 100 persen
Doetah kebutuhan BMD : :
mz.gws Penatauszhaan Jumlzh Laporan Penatausahaasy Barang Mikk Deerah O Laposan
Bazang Mk Daecah fumiah 0Dpunit yang dibimbing melalaskan S5t
updating KB dan KR
5.0203201.06 bwentstisad 3arang | fumlah Laporan Hasil inventarisas] (LI Barang MiEk O Laporan
Mk Daerah Daessh '
Jumiah OPD yang melikulan irveotaitas BMD SSunit
dengan batk
5020320107 Pengamanan Barang | jumish Leporan Hasil Pengamanan flarang Mk 0 Laparan
Milik Basrah Daerah.
persendasy asat tanah dan bangunan perdayang 95 persen
tersertifikasi
5620220108 Penilalan Barang Mifk | fymiah Laporan Hasi] Penifaian Barsng Mk Daersh 0 Laposan
Dazenhy dan Hasil Koordinasl Pehilalsn Barang Milik Daetah
persentase BMD yang tidak ekanams yarg 95 persen
dilakukan penilatan
E.OZDJ}.O'I.‘EO Opt‘m:lalisasi Jumlah Dok Hasil Dptimalisasi Py 0 Dokumaen
il ¥ % F dahtang: Pe.
-:m’ 7 iy dan Pengl Barang Milix Dawrah
Penghapusan Barang Mi ;i
P BMD sesuai P
020320141 Rakansitiasi dalam Jumbh L Hasil Rekonslizsi dalarrasgts 0 Laporan
rangka Femyusunan Laporan Barang | pemyusunan Laporsn Barang Millk Dasrzh
Ml Daerah P iyl ditinclaklarguri 1
P hasll ¥arg ¥ per
S.DLDJ-ZC_ILR Penyusunanlaporan | rumish taporan Barang Mifik Daerah yang Disusum 0 Laporan
Barang MiFk Daeeat Jummiat sporan BMD yang disusun 10eks
5.02.04 FROGRAM Presentase 70 Persen | 50204201 Keglatan 5.0204201.01 Perencenaan Jumlah Dekumen Rencana Pengelotaan Psisk 0 Dekumen
PENGELOLAAN Peningkatan Fajak Fengelotaan Pengekalaan Pajak Bagrah Daerah
:ENDAPATAH Daesan Pendapatan Daerah jurnlah objek pajak bantyang direncarskan 35 orangfjany
Presentase 75 Persen
Peningiatan Retritrs
Daerah .
5020420102 Aralsa dan Sumiah Dokurnen Hasll Anafis Pajak Daerah serta B Dolumen
Pengembangan Pajak Daerzh, serta Jak h dan Kebijakan Pajak
Penyusunan Keb(jakan Pajak Daersh Daerah
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Program Keglatan Sub Kaglaten
Ho Indkator Kinerfs Inefikator Kinerja Indlkator Kinerja Lobksst Sub
Prognm Keglstan Sub Kaglatan 1 T Keglatan
Hasl Program | Target Cipalan Kekuran Keglatan | Yarget Capalan Xaluaren Sub Keglatan argtt Cupalan
020420103 Penyuluhan dan Jumdah Laporan Pelaksanaan Peryutuhan dan oLaporan
Peryyebarlunsan Kebljakan Pajak Feny ijakan Pajak Daarsh.
Daersh p wilayh WP yang dilakuk per
pemyuluhan/pembinasn
§.02.04.2.01,04 Penyedlaan Sarana Jumlah Sarzna dan Prasarana Pengelolasn Pajak Deersh  QUnit
dan Prasarana Pengelolaen Pajak
Daerah
5020420105 Fendataan dan Sumnlah Laporan Hasil dan i
Pendaftaran Objek Pajak Dasrah Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajsk
Datizh
Jumilah wafip pajak yang terdata ELY
5020420106 Pangolahan, hamiah Laporan Hasil Fengolahan, Pematharass, dan @ Laporan
pgm.uu_ raan, dan Pelaporan Basls Pelaporan Basis Data Pajak Daersh
Data Pejsl Daecah percemase basis data pajak dagrah yang update 60 persen
5020420111 Penagthan Prjak Sl Dolasmen Hasil Prisk agh 0Dc
Daerah Pajak Datrsh
4 persentase plutang pajak dilunasi 20 persen
5020420114 Pﬂ':bfﬂ""ﬁm Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasen 0 Liporan
g g Pajak gelatasn Retibus Dasrzh
Daerch dan Retribusl Daqrah parsentase wijib pajak <an ratribusl yang 90 persen
mennaikan kewajibannya tepat wakiu
503 KEPEGAWALAN N
5.00.01 PROGRAM Tersedidriya 100 Persan | 50301202 Pemenuhan Admirlstras Keuangan 100 Pacsen | S030120201 Peryediaan Galdan | sumiah Orang yang Menerima Gajl dan 0 Orang/butan
PENUNJANG perunjang Administrasl Peringhat Datrh Tunjahgan ASN TurfanganASN
URUSAN pengelolaan Keuangan Peranglat L " 5 dan tunj ASN
PEMERINTARAN administras Da e pe
DAERAH perkantoran
NABUPATEN/NOTA
5.0301.2.02.02 Penyedi % t diaan p as ASH 100 persen
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN e
50301205 P dhan Administrasi lan 100 Persen | S93:0120502 Pengadaan Pakatan | jumiah pakalan dinas beserta atribut 36 pasang | Kab.
Administrasl Perangiat Daerah Dinas beserta Atribwt kelengkapannya yang diadskan Bolaang
tppega::i;n . Kelengkapanfiys Patet b B Ar 0 Paket Mangondow
Ferang 32! Utara
Kelengkapan
5030120500 Soslalisas Peraturan | rymlah ASN yang mengkut sesialisasi peraturan 56 orang
Perundang-Undangan prrundangmdangan
fumlah Orang yang Mengiart] Soslalissst Donng
Pesuncang-Undangan
5030120511 Bimbingan Teknis Jumlah bmtek implementasi Pcr‘mf.‘h perundang- 8 keglatan | Semua
bmplewntasi Paraturan Perundang- | undangan yang dikull/dilaksanakan Xob/Kota
Undangan Jumiah Oang yang Mengikt Bimblagan Teknis 0 Qrang
50301.206 Pemenuhan Administrasi Umum 100 Perge | 5030120602 Penyediaan Peralatan | jumiah/jenis peratatan dan perfenghapan kantoryang  30w] | Kab
Admlnistras Umum Fenngiat Cagrsh dan Perienglapan Kantor dacakan Bolaang
Perangkat Daerahy Mengondaw
Yara
5.03.012.06.05 Penyedisan Barang dahyjerds barang pengg yang disdatan ¢y | Kab.
Cetakan dan Penggandaan Bolasng
Mongondow
Utara
§.03.01.206.08 Fasflitasi Kunjuhgan [ peryedi ] P ¥ab.
Tmu dan rapat-apat koordinasi/kensultast Bolaang
Mangandow
Vun
503.01206.00 Penyelenggarean humiah rapat kooedinesh dan kensultasi yang 65 kegiatan | Kab
Rapat Koordinasi dan Konsu'tas! diaksarakan Bolaaty
SXPD Mongondaw
Utara
50301207 Pemenuhan Barang Milik Dagrah 100 Fersen | S.0301.207.01 Pengadaan Kend. Jumlah kendaraan dinas/jabaten yang diadakan 1unit { Xabe
Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemedintahan Daersh Perprangan Dinas atau Kendaraan ~Jumlzh Unit Kendargan Perorangan Dinss atsu © ounh Bolaang
Millk Daerah Dinas Jabatan Keodatazn Dinzs Labstan Disediakan Mangandow
Feaumjang Unsan ying Urara
FPemerintah Daerzh
503.01.207.05 Pengadaan Mebel Jumlsh mebeular yang dladakan Wunit | Semus
Humilsh Paket Mebe) yang Diseizkan ouwm | RabMow
503,01 207,06 Petrgaddan Peralatan is peralatan mesin binnya yang disdalan 10w | Kb
dan Mesin Lainrys Sumlah Uit Peralatan dan Masin Lainnya yang ouni [ Feaseg
ongondow
Disediakar Utata
501012408 Perneruhan Jasa Penurfang Unusan 100 Persen | 3030120001 Pemy Jasa Surat & jasa surat P
Parryodiaan Jasa Pemerintahan Dacrah Memyurat
Peaunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
5020120862 Peny Jisa 2 isumber 100 persen
Korumikas), Surnber Daya Alr dan dtzya air dan Estik
Lstrik
5.03.01208.04 Peryecizan Jasa 'unnhupmn Penyediazn Jasa Pelaysoan Umam O Laporsn | Kol
Pelzyanan Umum Kantor Karttor yang Disediakan Bolaang
. ) Mongondow
; jasa palay Wopecsan |,
kantot "
50301209 Pemenuhan Pycefharaan Barang MK 100 Persen | 503.01.203.01 Penyediaan Jasa kendaraan dinas yang 10 persen | Kb
Pemeliharsan Bareng | Gacrah Penunjang Urnusan intah B h Bolaang
Milik Daerahy Daerahs dan Pajak Kendaraan Peratangan Mongondow
Penunjang Urysan Dinas stau Kenderssn Qinas Jabatan Utera
Pemerintahan Daerah
$0301209.06 Pemefiharasn Dersentise peralatan dan mesin lainnya yang 100 presen | Fab
Peralatan dan Mesin Lainnya terpelhiara Bolaang
g Mengondow
Uura
5020120909 Jmmiah gedyng kantor yang direhabiltasifdipeihan Tunly
Pemeltharaar/Rehabilitasi Gedung yns
Kantor dan Bangunan Lainnya
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Program Keglatan ) Sub Keglstan
No IngTkator Kineja Indliatar Kinerja Sus Keginta Indikator Kinarjs lolanisub |
Program Kegl u an
Hasi Program | Terget Capalan Kahuran Keglatan Target Capalan Keluaran Sub Keglatan I Target Capulan Krglatan
5.01.02 PROGRAM persentase 100 Petsen | 5030220 Persentase updating dats kepegwaian 100 Persen | 5030220102 Peryusunsh Raneana | 1umiah Bokimen Hasil Pemyusunan Rencana ODokumen
KEPEGAWALAN kebutuhah pegawsi Pengadann, Keburtuhan, Jenis dan Jumiah Jabatan | ebatuan, Jenls dan Jumizh Jabatan urtuk
DAERAH dan pengembangsn Femberhentian dan untuk Pefaksanaan Pengadazh ASN Petaksanaan Pengadaan ASN
farir pegawat Informask T
pe Kepegawaisn ASN Jurolah kebutuhan ASN yang disetujui 30 erang
5030220112 Evatuzsi Data, Jumlsh apbkagi yang dikembangkan 1 paket
"""'"“"';‘:: Sistem Infarmasi Humlat Laporan Hasl Evahuzst Dara, Informasl dan 0 Laporan
et Sistern Informas) Kepegawalan
50302202 Myt Persentate Penempatan PNS 100 Persen 5010220202 Pengelolaan Kenaikan | persentasa ASN yang naik pangkat tepatwakty 100 persen
dlan Promosi ASN Panghat ASN
5030220203 Pengelolaan bromosi | jumiah pokumen Hasil Pangelolian Promesi ASN - §ipokyman
ASH Jumiah penempatan ASN berdasakan & 200crang
:—03-022'0']9'""'"" Persentase penanganan kasus-kasus 100 Persen. ‘5:3-02-294'0‘ P:"sl'ﬂ";“ I Jumnlah ASN yeng Dibetikon Penghargaan. Q0ung
| " P
A;r:::”uu Klneda pelanggaran disiplin mberian enghargaan bagl ! tasa ASNyang tail 100 persen
5030220407 Pembinaan Disiplin | jumtah ASH yang Mendapatkan Pomblnsan 0Qmng
ASH Kedisiplinan
Easus-hasus yang diti njuti 100 persen
803.0220410 Evabiasi Dislpin ASN | jumish Laporan Hasi) Evalvash Dislphin ASN ©Laporan
Persentase ASN yang melanggar disiplin O persen
3.04 PERDIDIXAN DAN PELATIHAN
sod02 "Oﬁ“ﬂ“ Ferpentose ASN 100 peron | $0402.202 Sertifilast | persontase ASN yang sudsah Mengiut 100 Persers :ﬂﬂﬂzum‘:e"geb'mm tumiah ASN yang mendapat bantan tugss belajas 14 orang
7 ANGAN — Yemb Fendidian dan Pelatihan lembagaan, Tenaga Fengembang
¥ Jumlah Laporan Pangelolain Ketambagaan, Teraga 0 Laporan
SUMBER DAYA Pengembangen Kompetevel, dan Sumber Belajar
MANUSIA Komgeters! Pengrmbang Komputens!, dan Sumber bebjer
Manajerlat dan
Fumgsional
S04.02202.07 Penyelenggaraan tumiah k CPHS dalam pelatihan & I arang
Pengembangan Kompatenss bagi tapatwakty
Fimp i.lluhlz::-a:: Jab?uztﬁxnpkm Jumiah Lrporan Hasil Penyslenggaraan Olaporan
Tinggl L "geon Pengembangan Kompetensi bagt Pimpinan Daerah,
Kepemimpinan, dan Prajabatan Jabatan Pimpinan Tinggl, Jabatan Fungsionzl,
Kepernimpingn, dan Prajabatan
Jumiah pejabat fungsional yang fulus diklat 10 acang
Jumiah pejabat strukturstyang bulys ciklat 15 orarg
5.0% PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02 PROGRAM Pesentase hasil 90.00 persen | S05.02.2.01 Perwiti Preser hasdl litian yang 90 Perseny | 2050220112 Pengelolaan Dats hgmlah Data Keltbangan dan Peratuten yang 0 Laporan
PENELITIAN DAN eTithangan yang :rd" Pengembangzn | dimanfastkan Kelitbangan dan bersturan Terkelola dingan Baik
p NGAN it f jang . - y
DAERAH m;“ ¥ Penyelengg Jumlah penelitian yang dihasilkan 3 Penelitian
Mreningkatkan Pemerintahan dan
kinerja daerah Pengkajian Petaturan
50502204 Inovasl yahg dikembangian 100 Pyrsen | S05.02204.01 Peneltian. Jumiah Dokumen M5l Pesafitian, Pengembangan, 0 boi
Pengembangan g gan. dan Pe:ekay dan Peres di Bidang Teknologi daninovasi
Inovasi dan Teknglogl Bidang Tekhologi dan Ingvasi Jumish yang dikembangkan SR
607 INSPEXTORAT DAERAH
80101 PROGRAM Tenadiamya 100 Persen | 60101202 GO1.0120201 Peryediaan Gaji dan Jumizh Orang Mengrima dan QQeang/bulan
PENUNIANG pesunjang Adminstrasl Tunjangan ASN Tunjangan M;m s
URUSAN engelalagn Keuangan Perangkat .
PEMERINTAHAN sdrr:nlstrad Darsh Perentasa ketersediaan g4l dan tunjangan ASN 100 persen
DAERAH peckangoran
KABUPATEN/KOTA,
60101205 €.01.01.2.0509 Pendidiksndlan Jumiah SOM Pengawasan yang tersertifitasi dorng
Administradd Pelztthan Pegawal Berdasarkan Tugas
Kepegawalan dan Fungsi
Perangkat Daerah
601.01.205.17 Bimbingan Tekniy Jhumtats bimbingan teknls [mpfi i 1kegiatan | Semua
Implementas] Peratutan Perundang- fang d. yang cikuti/dilak Kab/Xata
Undangan
60101208 6.01.01.204.02 Penyediaan Peralatan Jumish/Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kameryang 45 wj Kab.
Administrasi Umum <lan Perlengiapan Kantar diadakan 8olaang
Peranghat Baerah Surmlan P Peraltan din Peenghapan Kartor yang QPaket [ ongondon
Disedizkan '
B01.01.206.05 P 3 JumlahyJenis Barang Cetakan/ pernggandaen 1 Kab.
Cetakan dan ng;andaan diadakan " s 4 Bolaang
Jumiah Pyket Barang Cetakan dan Penggandaanyang 0 Paket :Jln:'r;gmdw
Disedizkan
6010120609 Penyelinggaraan furmiah rapat § J yang ditaksanak S1ag | Kab.
Rapat Koordingsl dan Kemauhast Bolxang
SxPo Mengondow
Utara
60101207 6.01.01.207.06 Pengzdaan Peralaian Wjenis Peralatan Kantor den Mesin Lainnyayang  Gunk | Keb.
Pengadasn Barang d2n Mesin Lainmya diadakan Bolaang
Mk Dacrah Humtah Urit Pevalatan dan Mesin Lainnya yang oun | Morgondaw
Fetwnfang Ursan Diseds Utara
Femerintsh Dastah
£601.012.07.09 Pengadaan Gedung | jumlah {imit Gechung Kantor stau Bangunan Liinnya 1Unit
Xanted dtau Bangunan Lainnya yang Disechakan
60101208 6010120801 Penyediaan JataSurat | perentase ketersedian jasa surat menyarat 10 persen
Penyediaan Jasa Memurat
Penunjang Urusan
Pemerfmahen Daersh
6.01.01.208.02 Penyediaanssa Jumiah Laporan Penyedisan Jasa Kamun'kasi, 0 Laporan
Komunikash Sumber Daya Alr dan Sumber Days Alf dan Listrik yang Diseiakan
Listrik Jasa b i 100 persea
sumberdaya £if dan Fstrik.
6010120804 Penyediaan Jata Pacsentace Ketersedisan fasa Flayanan Umum 100 persen | Kab.
Pelayantan Umum Kantor Kantor Bolsang
Mongondow
Utara
80101209 £01.01209.61 Penyadisan Jasa Jumlsh Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendarazn 0 Unit Kab
Femeliharaan Barang Femeliharaan, Biaya Pemelharaan, Einas Jabatan yang Dlpelihara dan dibayarkan Bolaang
Milik Dagrah dan Pzjsk Kendaraan Perorangan Pahkoya Mangondow
Prnunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabaan | | X o Van
Pamerintahan Baersh F dinasyang #opersen
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Program Kegiatan Sub Weglatan
Ho Endikatot Kinetfa IndTkatar Kinerja Indikator Kln#rja Lokl Sub
Progam Kegl Sub Kegl Keglatan, Kev
Hasl Frogram I Target Caprlan Kuksmran Neglatan Tarpwt Capalan Walusrzn Suls Keglstan l Turget Capalan
601.01209.06 Pemetharaan Persentase peralitan mesin b terpelhara 95 persen | Kab.
Peratatan dan Mesin Lalnnys AT Bolaang
Mangondow
Utara
§.01.02 PROGRAM Pecsentase lemuan 70 Pemen | 60102201 6.01.02201.02 Pengawasan humlah Laporan Hasi! Audit di tinghat 69 brporan
PENTELENGAARRAN | yang ditindaklanjuti Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah OPD,FEM, Sekolah
PENGAWASAN Pengawasan lntemal Jumnlah Laperan Hasil Pengawasan Keuangan 0laporan
Prtrerintah Dserah
6016220103 Reviu Laparan Kinétda | fumfah laporan hasll reviu Kinea yang disusun 2 laporan
hamiah Laporan Hasil Revia Laparan KGnera 0 Laporan
E01.02201.04 Reviu Laporan Jumdah Laporsn hail raviu Keusogan yang diceun 9 taporan
Keuangan Jumiah Laporan Hasii Revie Laporan Kevangan O Laporan
6016220165 Pengirwisen Dess Jumlah Leposan Hasll Audit DB can ADD 166 Ezporan
Jumlah Leporan Hasft Pengawasan Desa QLapofan
6010220106 Xerfa Sama hanlah k Peng interralyang O ik
Pengawasan [nternal Tarbentuk
Jurrlahlzp ket per intemal 2 baporan
yarg dilafsatukan
6010220107 Monitaring ¢ Sumiah Haslh ingdanEvaluati O Dokumen
Evaluadd Tindak Lajut Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK R dan Tidak
FPemesikspan BPE Al dan Tindak Lanjut Hasi) Pemeriksaan AP
ot Hes an AP Jumiah laperan money yang dilaksanakan 8 laporan
80102202 6010220201 Peranganan Jumizh Laporsn Pemyelesalan Keruglan 0 Lsporan
hw.WQarr;g Penymnlml:mgim Negara/Daerah yang Ditangani
awasan dengan 2/
mn Tartany Neg bl Persenlase pengernbalian T6R ke Kas Daerzh 72 persen
6010220202 Peng dengan | sumlah Laporan Hasil Peng DenganTujuian 0 Laporan
Tufusn Tertentu Tertantu
N w3 Kommlah yang ditindakdanjut 2 kasus
GOIOIPROGRAM | peryentase kegistin 99 Persen | 60103201 6010320101 Kebjatan | sumian PKPT yang disusun 1 dokummen
FERUMUSAN i K i i
X :::mngm :ﬁﬂ'ﬂe :gﬁ"'" Tekris i Bidang Pangawasan turmlah Rekomenasi Kebiakan Tekois i 0 Rekomendasl
m"uu:' PJIN. GAN oy R o dan Bidang Pengraasan yang Disusun
DM ASISTENSI dan evatuasi Fasiftas) Pengawaszn
60103202 6.01,03.202.03 Kaordinas], Jumlsh Kegiatan Koordlras, Monltosing dan 0 Keglatan
Pendampingan dan Muonitoring dan Evaluast serta Evaluas serta Verifikasl Pencegaban dan
Asistensi Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Konuptl
Pemberantasan Korupst Jumlih Koordingsl, Monltgring dan Evatuasiyang 20 kak
dilaisanakan
7.01 KECAMATAN
7.01.01 PROGRAM Persentase SéPamsan | 70101202 TOLYI 20201 Penyedionn Goffdan | jumtah Orang yang Gal dan 0 Orang/b
Kelengh Administras) Tumjzngan ASN Turjangan ASN i
URUSAN adminfstrasi Keuangan Perasgiat " i
PEMERINTAHAN Kepegawaitn Baersh Persentasy Katecsedizan Gafi dan Tunjangan 100 Persen
DAERAH Persert a4 pe Persentasy Ketersediaan Gafl dan Tunjangan 100 Persen
KABUPATEN/KOTA m':‘;‘l:‘;‘ . nen ASN
administrasi hetersedian gajl dan Turgang WButan
keuangan Terbayamya Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan
Forsantase 100 Persan
Yelengiapen
Administrasi '
Keuangan
Persentase 94 Perzen
kelengkapan
adreinistrasi
pengelolaan BMD
Perseniase 100 Persen
Kelenghapan
Administrasi
Pengelolaan MO
Presentase 100 Persgn
peryampaian
[aporan
Tersedianya 300 Persen
perunjing
pengelotaan
sdministrast
perkantoran
TH01205 TO101.20%5.02 Pengadaan Pakalan Jumiah Pakalan Dinas beserta Atribut dan 24fasang | Kb
Administrasi Dinas beserta Aibut Kelengapannya yang diadakan Bolang
szeg-;::l;:mh Kelenghepansyn 1ah Pakaian dinas b atribut 260 ll;luofrb.gnndow
telengiupansya yang disdalan
Jumlah Paksizn Dinzs Dan Atribut dan 30 pasang
Kelengkapannys
Jumiah Paket Palaian Dinas beserta Atrbut 0 Paket
Fehnghkapan
7010120514 Bimbingan Teknls Jumlah Bimbingan Tekhals imp P 60rang Semus
" e g+ tmdangan yang dTuti/ il Kabikota
Undangan Jumiah Bimbingan Teknis bmph T Qonng
Jumlah Bimblngan Teknls tmpl P 4 0rang
Peruncangin yang diliksarakan
Amlah Bimbingan Teknis knpl i Pe 1 Kegiatan
- yang dilkulzdi
Jurnlah Simbingsn Teknis F oK
Penundang ganyang dikuth k
jumbah Qrang yang Mengikuti Bimbingan Teknis 0 Orang
ImpTementasi Peraturan Perundang-Undangan
Terbayamya Tunjangan ASN 14 bulan
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Program Keglatan Sub Kegistan
No IndTkator Kinwrfs Indllcatar Klnwe[a Indlcator Klnwrja Lokasl Sub
Program Keglatan Sub Kegfatan Keglatan Kt
Hatll Program I Target Cxpalan Ketuaran Xeglatan I Targes Capadan Keluaran Sub Keglatan I Target Capalen,
70101.2.06 7010120651 Penyediaan Jumtah Paket Komponen lnstalasi OPaket [ Ko
Adminstrasi Umum Kompanen thstalys Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Bolsang
Pecangkat Daerah Listriky g gunzn Kantor i Mangondow
; 1asa Komunikay Sumber 100 Peren | V47
Daya Adr dlan Listrik
Tersediznya Komponen [astalasi istik/ perevangan 98 Persen
bangunan kanter
Tersedianya Kompanen bnstalaii tistrk / Tunit
Penerangan Bangunan Kantor
ponen Instalast List-k/ 12 Buian
Banguran Kantor
T0101.205.02 Peryediaan Perafatan | pumigh Jenls dan peralatan kantor 15unit Ksb.
dan Periengkapan Kanlor Jumlshyjenis Peralaten dan Perlengkapan Kentor 40 Bush :;'“"9 X
yang diadskan Wtara
Jumiah/Jenls Peralatan cdan Periengkapan Kantor 100 Persen
Yang Di Adsken
Jumiah Paket Perlstan dan Perfengkepan Kantar O Paket
yong Disediakan
5 Pemyediann dan Peralstan perdenglapan. 99 Persen
kahtor
7010120605 Peryeetisan Barang 3 tvens Barang Cetak/Peng Yang Di ersen | ¥ab.
Cetaian dan Penggandaan Adakan Bolaang
Jumlahylanis Barang Cetak/Penggandaanyang 2 fem x;’r'a"“ daw
cliadaian
TUmdady fenls birang cetak/ penggandaan yang 99 Persen
diadakan
Jumish Paket Barang Cetaken dan Penggandzan 0 Paket
yang Disediakan
7010120609 Pevyelengg jrmlah Lap . Rapat KoordErasi O Luporan | Kok
Rapat Koordinayl dan KonsuRtasi dan Konsuhkasd SKPD
oo fumlah Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD 99 Persen m::‘:““""
Jumlah rapat koordings! dan konsuttasi yang 20 Kabi
dialosnakan
Jumiah Rapat Koordinasi /konsultas] yang 10 keglatan
ddaksanalan
Jumbah Rapat Koordinas{Konsultasi yang i 100 Persen:
Latsanskan
70101207 TN01207.01 Pengadaan Kend Jumiah Kendaraan Ginas / Jabatan yang diadakan 1Unit | Kab.
Pengadaan Barang Perorangan Dinas atau Xendzraan fak Bolaang
Milik Daerahy Dinas Jabatan ! 1 Dlnas/ Jabatan yang.i 1Unit Mongondow
Perunjang Unsan Jumiah Kendaraan Dinas/Jabatanyang cisdaken TURE [ ipara
Pemerintah Daerah humbh Oinas/lab yang di Adskan 1Unit
Jumiah ¥encleraan dinas Yang diadakan ol
humnlah Urit Kendarean Perorangan Dinas atau O Unit
Kendaraan Dinas Jsbatan yang Disediakan
7010120705 Pengadean Mebel Jumiah Mebeleur yang disdskan §Unit Serma
Jumlah Mebeleur yang diadakan 10Unk Yaljkors
Jumiah Mebeleur Yang Di Adakan 15 Unit
Jumlah Paket Mebel yang Disaciakan O Unit
701.01.207.06 Pengadaan Peralaan | sumtaty jenis peralatan mesin Winya yang diadakan 11 Uit | Kabe
dan Mesin Lainnya Jmiahvhenis Peralatan Mesin Lainriya Yang Di Adakan 5 Unit :ﬁ:’g’;’
Jumlzh Peratatan Mesin Lainnya yang disdakan Junit | year
Jumiah Unit Peralstan dan Mesin Lainnya yang Ounit
Diseciakan
1010120710 Pengacaan Satand | jumiyh Uit Sarana danPrassrang Gedung Kantor O Uit Kab,
dan Prasarana Gedung Kantor at | ysay Bangunan Lainnya yang Disediakan Bolaung
Banguren Lilnnya Persentzse Pemenuhan Sarana Prasarana 100 Persen m:‘f”“"‘
peradukung Kegiatan Kantar
7D191207.11 Pengadaan Sarana Jumlah/ [enis sarana dan prazarana pendukung gedung 2 Unit
dan Prasarana Pendukung Gedung fantor stau bangunan binnya
3 Bangunan Lainaya humlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung — GURIE
Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Mn2oe 7010120801 Fenyediaan Jasa Surat | jumiah Laporan Penyeciaan Jzsa Surat Menyurat 0 Laporan
Pemyeciaan Jasa Menyurat K flaan jasa surat 99 Persen
Pesunjang Urusan M
Pemerintahan Dasrah Persentase Ketersedisan asa surat menyurat 12 Bylan
Py K Jasa Surat Meny 100 Persen
7010120002 Penyzdiaan Jasa Jumiah Laporan Penyediazn Jass Komunikasi, 0 Laporan
ulmu:'ﬂﬂsi Sumber Baya Alr clan Sumier Daya Air daa Listrik yang Disediakan
d persentase ketersediaanjzsa 12 Bulan
komunikasi sumberdays sir dan fictri
F disan Jass Sumber 99 Persen
daya olr dan strik
Persenizie Ketersediasn Jasa Xomunikag Sumber 100 Fersen
Daya Aly dan Listrik
Peientase jzia Kemunikasl, Suber Daya Als dan 100 Persen
Uistrik.
7010120004 Penyediaan Jusa Jumlah Leperan Fanyediaan Jasa Pelayanan Umum 0 Laporan | Keb.
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang Disedlakan Bolaang
[ fian Jasa Pel karitor 100 Persen m:‘:m
Terpenuhlnya Jasa Pelyansn Umum Kentor 98 Persen
Tersediardrya jasa pelsyanan ymym Toring
Terserdianya Jasa Pelaysnan Umum Kantor 12 Bulsn
TOL1209 101.01.209.01 Penyedisan Jasa Jumlah Kenctaraan Pergrangan Dinas stau 0 Unit Kb
Pemeliharaan Barang Pemefiharaan, Biaya Femelharaan, Kendaraan Dinas Jabatan ysng Dipelara dan Bolaang
Millk Daerah dan Pajak Xend; P il dibayarken Pjaknys Mongondew
Penunlang Ungan Diras atau Kendaraan Dines Jabatan Vura
Pemerintahan Daerah persentase kendaraan dinas 100 Persen
P Qinas yang 100 Persen
Persentase Kendaraan Dinas Yang Terpelihara 100 Persea
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Sistem Informasi Pemerintakian Daerah - Lampiran Tabel 3.4 KUA

Program Xegistan Sub Keglatan
No IndTkstor Kinerja Tndikator Kinetfa Indikatar Kinarja Lokasl Sub
Frogaam Keglatan Sub Magltan Keglatan Kat
Haall Program | Target Capalan Keluaran Keg laten Target Capalan Keluaren Sub Keglatan Target Capalan
701.01.209.06 Perneiharazn Jenis peralztan mesin binnya yang diadskan 0 Unit Katy
Peralatan dan Mesin Lalnnys Jumiah Peralstars dan Mesin Lalnn ounit Bohang
Dipedt wayang Mahgondaw
Utara
Jumish Peralstan dan Mezin Lainnya yang 4Unit
Dipelihara
Persinty Peralatan Mexln Lalnnya yang 100 Persen
Terpatuny
Persentasa Peralatan Mesin Lainnya Yang 100 Persen
Terpefihara
Tarpeltharanys peratatan dan mesin linmya Sunix
1010120009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainmya yang O Unit
Pemelinaragn/Rehabilitasi Gedung D;pmyp?:hhm
Kantor dan Bangunan Laineys Tumlah Gedung Yang b1 ReshablltasVDipeihars 1 Unit
Jumiah Gedung yang direhabifitasi/dipefihara 1 Unit
persentase Gedung /Rangunan yang terpelibara 2 Gedung
Persentase Pemeliharaan/ rehabllitasi gecung 100 Persen
#kntor
7.01.02 PROGRAM 70102202 T.01.02202.01 Perencanuan Keglatan | jumish bok Kegiatan belry 0Dckumen
PENTELENGGARAAN Penyelenggaraan Pelyanan kepada Masyarshat df kepada Masyarakat i Kecamatan
PEMERINTAHAN DAN Urusan PemecTntahan Kacamatan Jemlah 1, Pe: 2
PELAYANAN PUBLIK yang Tidak paran Pelyanzn laporzn
Dilaksanakan cleh
Unit Kerja Peranglut
Daerahyang Ada o
Kecamatan Il
70102204 70102 2.04.03 Pelaksanaan Unrsan Jhumiah Laporan Pelaksanaan Kewsaangan Lain Olaporan
Pelaksanaan Urusan Pererintzhan yang Terkait dengan Dm.w*:r yang Glaper
Pemarintahan yang Yewenangan Laln yang Difmpahkan
Dilimpahies kepada lumlah Laparan Pelrvanan 2 Laporan
Camat Pesxentase keglatan pemerintahan 12 Buln
Teraksananya kegistan urusaan pemerinishan yang 95 Persen
didimpahkan
Terlaksangmya Kegiatan Unisan Pemerintahen yang 1 Kegistan
diimpahkan
Terakananys Kegizizn Urusen Pemenintahan Yang 58 persen
Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM Pretentase desa yang 99 Persen | 70103201 7010320101 Petiingkatan Jumiah Desa Yang Menyelesalkan Keglatan Tepat 16 Desa
PEMBERDAYAAN menyelesaikan Koordinasi Kegistan Partisipasi Masyarakat dalam Foum | gty
MASYARAXAT DESA kegiatan tepat waktu Pembierdayaan Desa Musyawarsh Perencanaan | desa 12Desa
DAN KLY N Presentase fasiftas 59 Persen Pembangunan dl Desa o Ve P o q — Tran
pemberdayan deta Tedak Pemb Desa 15 Desa
Terk ¥ Bangunan Desa 22 Bublin
7.01.04 PROGRAM Preschiase 99 Persen | 70104202 701.042:02.01 Koardi ergh JumiahL Hasll Peng ¢ S Laporan
panang L2poran Koordinasi Pensrapan deagan Perangkat Dagrah yang L
KETENTRAMANDAN | yranitnas dan Penegakan Tugas dan Fungsinya dl Bidang Jumlah Leporan H“?l Pengavasan Kantiartlymas 12
KETERTIBAN UMUM Peraturan Datiah dan Penegakan Peraturan Perundang- tumish Laparan Hasil Pengawasan Katrantbmas 30 Laporan
Peraturan Kepala Undangan dan/atau Kepolislan Jutniah Laporan Koordinasi/Sinergl dengan 0 Laporan
Caerah Negirs Republik indonesia Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
Bidang Penegakan Peraturan Parundang-Undang:
danfatay Kepofisian Negara Republik Indonesia
TOLOBPROGRAM | Zrecenticaliporan 99 Persen | 70106201 Fasitash 7010620101 Fasiitas] Pengelolaan | fmiah desa yang mendapatian pembinaan 0 sl
FEMBINAAN DAN LPPD tepat wiktu Rekomendasi dan Kevangan Desa dan Pondayaguoaan Desa Imendapatk dan 16D
PENGAWASAN Koordinas! Pembirzan AsetDesa umiah Deza yang mendapatkan pembinaar
PEMERINTAHAN Presentase Liporan 99 Persen | 1% Pengawasan fasiltadi pengeloizan desa
DESA LPPD Tepat Waktu Pemerintahan Desa Tumlsh Dessyang mendapatkan Pembinasndan 18 Desa
Fasilitasi Pengelalaan Keuangan Desa
Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinasn Dan 20 Desa
Filitas] Pengelolaon Keusngan Deta
tumlah Dokumen yang Difssllitsi dalam rangka 0 Dokumen
Peng g2n s dan Pend
AselDesa
lumbsh Hasil Rekomendasi Pembinaan dan 16 Desa
Pengawasan,
::‘;mmmm"?;’d[mg Jumlsh Desa yang Mendapatkan Pembinaan 15 Desa
mbangunan Kawasan " dfinncl Palak
Perdesaan di Wilayah Kecamatan P "'W:"Kr::‘:‘" Fard i Wiayan v
Kecamatan
£.01 KESATUAN BAMGSA DAN POLITIX
20101 PROGRAM 80101202 8010120201 Peryediaan Gaf dan | jumiah Orang yang Menerima Gaji dan &Onng/bulin
PENUNIANG Administrasi Tunjangan ASN ngsgw el
URUSAN Keuangan Perangkat
PEMERINTAHAN Daerzh .
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
S0101.202.02 Penyediaan Jumish Dy Hasij Py i 0 Dok
Administras] Pela; Tugas ASN | parsy Tugas ASN
80101205 8016120511 Bimbingan Teknls Jumiah Orang yang Mengikuti Simbingan Teknis 3Orang | Semwa
Administrasi Impt 4 Peraturan Ferundang. Peraturan Perundang-Asdangan Eab/Xota
Kepegawalan Undangan
Perangkat Caerah
230101206 B.01.01.2.0802 Perryediaan Peealatan. | fumizh paket Peralatan dan Pedengkapan Kartorying 33 Paket | Kab.
Adminlstrasi Umum dan Perlengkapan Kantor Disecialkan Bolaang
Peaangkat Dagrah Mongondow
Utara
8010120605 Peryedian Barang | jumlah Paket Barang Cetokan dan Penggandssnyeng 1 Paket ::L
Cotaan dan f N ng
Mongendow
Uara
8010120609 Penyelenggarasn humish Laporan Penytlemygaraan Ripat Keordinasl 10 Laporan | Kab.
Rapst dank dan 1 SkPD
D Mongondow
Utara
80101207 4010120701 Pengadaan Kend Jumilah Uriit Kend: P gan Dinas atau 2 Unit | Kab.
Peogadazn Barang Perorangan Dines stay Kendaraan Kendarasn Dinas Jahatanyang Disedizkan Eolaang
Milik Daerzh Dinas Jabatan Mangondgw
Penunjang Urusan Utra
Pemerintah Daersh
8010120706 Pengadaan Peralatany | fumizh \nit Peslatan dan Mesin Lalnnya yang gunit | Kb
dan Mesla Lalnnya Disediakan Bolazng
Mongondow
Utara
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Program Xeglatan Suly Kegiatan
Ho IndPutor Klnerja IndThator Kinets tndikatos Kayrja Lokas! Sub
Program Kaglatan Sub Keglatan Keglatzn
Hasil Program I Targst Capalan Kelzaran Keglatan Target Capadan Keluzran Sub Neglatan ] Target Qapalan
401.01.2.08 6.01.01.2.0801 Penyediaan Jasa Suret | jumiah Penyedizan Jasa Surat Menyurat 160 LEMBAR
Peryediaan faza Menyuray
Perwnjang Unssan
Pemerintshan Daerah
80101209 B.01.01.20301 Penyedizan Jasa Kb,
Pemliharsan Garang Pemeliharaan, Biays Pemekhargan, Bolasng
Ml Caerah dan Pajak Xenda-aen Perotangan Mangondow
Fenunjang Urusan Dinas atau Xendarzan Dinss fabatan Vara
Pemerintahan Daerah
8.01.02 PROGRAM Persentase 100 persen | 80102201 Persentasq pelaksanasn Idigl 100 persen | B01.02201.04 Pelaksanaan Tumlah Ora Menglkyti Koordingsi i Bideng 80 Or:
PENGUATAN masyarakat yang i Pancrda dan karakter o'gl Koordinad di Bidang Ideclogi Heuhgiwgay:'ngmangnm Bela Negara, e
IDEOLOG] PANCASILA memahamiidielogi Teknisdan Wawasan Kebangsaan, BelaNagars | warakier 5 2ngsa, Pembauran Kebangtaan, Binska
DAM KARAKTER Wasbang Pemantapan Karaktes Bangsa, Permbauran Tunggal ka dan Sejanh Kebangsaan
KEBANGSARN Pelaksanaan Bictang Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan
Ideologl Pancasita dan Sejara’y Kebangsaan
' Keralzer Kebangsaan
8010220105 Pelaksenagn Jumlah Laporan Hasit Monitoring Evatuas! dan 15 Laporan
Monftoring Evaluas dan Pelaporan & Peltponan di Bidang kleckogi Wawasan
Bidang Ideclogl Wawatan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Kebangsaan, Bela Negara, Karakier | pembauren Kebangsazn, tineka Tunggal ka din
Bangy, Pemk b Scjarsh Kebang:
Blneka Tunggal lka dan Sefarah
Kebangsaan
8.01.03 PROGRAM Pemsentase 00 persen | 20103201 Presentass pemilh 100 persen 8010320104 Polaksanasn Jumiah Jumlah Laporani Koordinasi o B I
PENINGXATAN Partisipasi Perumusan Kebijskan Koordinasl df Bidang Pendidk Poliik, Etika Budaya Politk, P?ﬂun;qhun -
PERAN PARTA! Masyatakat Dalam Teknis dan Politik, Evka Budaya Politix, Arast FasiGitasl Kelemt rintah
POLITIX DAN Pemhan Pemantapan PeringtatanDymolrasl. Fasiiasl | parwalidan dan Partal Polifk, Pemifihan
LEMBAGA Pelaksanaan Bidang Kelembagaan Pemerintahan, UrnumyPemikihan Umum Kepals Dserah, erta
PENDIDIKAN Pendidikan Politik, Perwakilan dan Parta} Politik, Pemantauan $ituas] Politk di Daeraly
:‘.’[;1::;‘" —_— ::1‘ Budaya Potk, Pemitthan Umum/Pemilhan Umum ¥ Orang yang Menglkutl Kenrdines] i Bidang 0
ningkatan Kepata Daerah, serts Pemantavan Pencicikan PoRLY, EVka Budaya Poitk, Peningkatan Orang
paN Demairasl, Fusiftasl Situast Polk ¢l Dagrah PO A kP
T N Kelambaguan Peswakilan dan Partal Polltk, Pamiltan
U merintahar, UnnrryPermifnan Uimum Eepals Doeral, serta
:;wu{kin?m;::ml Pemantauan Situssi Politik d| Dasrah
Umum/Pemilhan
Umum Xepals Daerzh,
a3 Pemantauan
Situasi Politk
8.01.04 PROGRAM 80104201 8010420102 Peniyusunan Bahan Jumiah Kebijokan di Bidang Pendaftaran Omas, 0 Dokuimen
FPEMBERDATAAN Ferumusan Kebfakan Prrumusan Kebifakan di Bidang Pemberdayssr Ormas, Evakiasi dan Mediasi
DAN PENGAWASAN Teknls dan Pandaharan Onmas, Pemberdayaan Sengheta Omas, Pengawasan Ormas dan Gnmas
ORGANISAS] Pemantapan Ormag, Evaluasl dan Mediasi Asing di Daerzh yang Blsusun
KEMASYARAKATAN Pelsksanaan Bicang Sengketa Omas, Pangswastan Omad
Pemberdayaan dan dan Ormas Asing di Gaersh
Pengawatan
Organisasi
Kzmasyarplatan
8.01.06 PROGRAM 8A1.06.20 010620101 Penyusunan Program | jumiah Dakumen Program Keds di Sidang 0 Dokumen
PENINGKATAN Perumusan Kebfakan Ketja o Bidang daan Dini, deasy Dird, Kerja Sama Intelfen,
KEWASPADAAN Teknls dan Ketja Sarna (ntelijen, Pemantauan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Keta Ating dan
HASIONAL DAN Pelakranaan Orang Asing, Tenags Keda Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatssen antar
PENINGRATAN Pemantzpan Lembaga Asing, Kewaspadaan Megara. Fasilitasi Kelmbagaan Bidang
KUALITAS DAN Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fas/litas| Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Caerah
FASR[TAS] Nasional dan Kalembagaan Bidang Kewaspadamn, yang Disunn
mmmsnsm Ps;n;lligamn Konfik serta Penanganan Konflik di Daerah ’m“”ﬁ!y"‘ﬂ mengikut kagistan 800rang
percegahan mires dan narkoha

https:llbolaangmongondowutarakab.slpd.kemendagrl.go.Idldaerahlmaln?@d@DgVIoEVhpSrLBRE43anle5X]Xb50tESsbd9CSSLOdLsFRGkN...
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BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Adapun Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan
Program/Kegiatan diuraikan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari dokumen ini. Sedangkan plafon anggaran sementara berdasarkan jenis
belanja diuruaikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja
NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN | KET.
(1) 2 (3) 4)
1 BELANJA OPERASI 280.284.294.299,00
1.1 Belanja Pegawai 228.484.045.698,00
1.2 Belanja Barang dan Jasa 44.853.025.749,00
1.3 Belanja Bunga 0,00
1.4 Belanja Subsidi 0,00
1.5 Belanja Hibah 6.947.222.852,00
1.6 Belanja Bantuan Sosial 0,00
2 BELANJA MODAL 77.943.951.359,00
2.1 Belanja Modal Tanah 0,00
2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.943.951.359,00
2.3 Belanja Modal Bangunan dan Gedung 0,00
2.4 Belanja Modal Jaian, Irigasi, dan Jaringan 0,00
25 Belanja Aset Tetap Lainnya 0,00
3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.004.522.067,00
4 BELANJA TRANSFER 37.204.454.459,00
4.1 Belanja Bagi Hasil 928.537.091,00
4.1 Belanja Bantuan Keuangan 36.275.917.368,00

TOTAL BELANJA

396.437.222.184,00

Sumber : BPKD Kab. Boleang Mongondow Utara, 2022
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BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk
menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk
pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan
Penerimaan kembali investasi pemerintah. Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya (SiLPA) tidak dimasukkan dalam komponen perencanaan
penerimaan pembiayaan tahun 2023, sehingga untuk penerimaan pembiayaan tahun
2023 sebesar Rp0,00.

Sedangkan Pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana
Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok
Pinjaman Dalam Negeri. Untuk tahun 2023, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan
Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
tidak direncanakan sehingga pengeluaran pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp.0.00.

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan
PLAFON
NO. URAIAN ANGGARAN KET.
(1) (2) 3) (4)
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 0,00
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan 0,00
6.1.3 | Hasll Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00
6.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00
6.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00
6.1.6 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan 0,00
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan 0,00
6.2.2 | Penyertaan Modal Daerah 0,00
6.2.3 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 0,00
6.2.4 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan 0,00
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00

Sumber : BPKD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022
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BAB V
PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 ini disusun dalam bentuk Nota
Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun
Anggaran 2023 setelah disepakati antara Bupati dengan DPRD menjadi pedoman
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023, dengan tetap mempertimbangkan
kemungkinan pergeseran rincian belanja, penambahan atau pengurangan kegiatan dan
pagu anggaran yang dilaksanakan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan
perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Boroko, 2023

FAPATNS
BUPATI BOLAANG MENGONDOW UTARA
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemetintahan Daerah dan program/kegiatan A:;agfaor:m Ket
Sementara
1 2 3 4

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 79.643.664.646
1.01.2.22.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 79.643.664.646
1.01.2.22.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 79.643.664.546
1.61.01 ::gs::x:/iéﬂ;:mNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH " | 76.748.042.229
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 74.666.349,589
1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 74.641.570.909
1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 24.778.680
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 392.231.400
1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 392.231.400
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 582.000,000
1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 112.000,000
1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 470.000.000
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 476.748.000
1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 43.000.000
1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 64.200.000
1.01.01.2.07.11 faei:;gn?{c;aan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 369.548.000
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 499.073.240
1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000
1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 93.057.000
1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 386.016.240
1.01.01.2.09 PDt;t:::alli‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 131.640.000
1010120901 Feroangan Dinss st Kendarsan Divs et 123.140.000
1.01.01.2.09.06 Pemneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.500.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.895.622.317
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.493.832.617
1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 100
1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 100
1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 100
1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 100
1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 206.235.080
1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 100
1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 100
1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 100
1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 100

htips:/fbolaangmongondowutarakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?MrajPCDUR@Z8ctsvih2uKAfINUB@R0ss0zL 2ZRwil 0JvEbBQBaS Oyi... 1/62
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Liaeran - LAMPIran 180e1 4.1 nun

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A::;agf:;n Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 100
1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 100
1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 100
1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah 100
1.01.02.201.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 100 |
1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 171.875.000
1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 100
1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 323.750.000
1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 212,992,500
1.01.02.2.01.26 zzzzfac:ia;:s:ndidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 578.977.937
1.01.02.2.01.27 E::gﬁj?k:ing::oﬁarzig I:;_-::iidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan 100
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 100
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 100
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekotah Menengah Pertama 432.877.300
1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 100
1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 100
1.01.02.2,02,04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 100
1.01.02.2.02.05 Pambangunan Perpustakaan Sekolah 100
1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium 100
1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 100
1.01,02.2.02.10 Pembangunan Fasilitas Parkir 100
1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 100
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 100
1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 100
1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 100
1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 100
1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 100
1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 100
1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 100
1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah 100
1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 100
1.01,02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 196.875.000
1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 100
1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 236,000.000
1,01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 100
1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 100

Sekolah Menengah Pertama

https:llbolaangmongondowularakab.sipd.kemendagri.go.idldaerah!mafn?Mra]PCDUR@ZSctsvihZUKNJINuB@ROsstLZZRwiLOJVGbSQSaSOyi...
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kégiatan, dan Sub Kegiatan

Sistern Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 18081 4.1 RUA

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;a;:;n Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.02.40 ﬁzzgfdr;t;ing::oﬁagirm I;ennec::ggkhd:ennZEmn:ga Kependidikan pada Satuan 100
1.01.02.2,02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 100
1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 100

1.01.02.2.03

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

590.113.600

1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 100
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 100
1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 100
1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 100
1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD 100
1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 100
1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personi! Peserta Didik PAUD 105.000.000
1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 100
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 113.112.500
1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 100
1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 372.000.000
1.01.02.2.03.16 g::g;zlr?k:ingzaéanr Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan 100
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 100
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 100
1.01.02.2.04 - | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 378.798.800
1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan 100
1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 100
1.01.02.2.04.04 ;R::glbai:\it;si :fit:;n:i}lg:sr::alar:;bangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 100
1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 100
1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan 100
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 123.798.000
1.01.02.2.04.13 :ngffi:f;ralI;]::SIi:E:aknLanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan 100
1.01.02.2.04.14 :Tﬂ::} :::eciiacll_ialﬁan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 265 000.000
1.01.02.2.04.15 ::g?dr}ll;znﬁzr:l fl;?;ranéledsi;i:: r::: Tenaga Kependidikan pada Satuan 100
1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 100
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 100
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 100
1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 100
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 78.720,777.620
1.02,0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN 78.720.777.620
1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN 63.055.230.016
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan pragram/kegiatan A::.;a;::an Ket
Sementara
1 2 | 3 4
1.02.01 zigs::x:/ﬁ?;rlx.mhlﬁ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 41.768.969.335
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Fvaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 30.000.000
1.02.01.2.01.06 Eionirgl:n;]igan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 30.000.000
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 40.069.446.582
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 40.045.446.582
1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 24,000.000
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000
1.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 265.911.300
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.955.300
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 211.956.000
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 239.536.301
1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.000.000
1,02,01.2.07.05 Pengadaan Mebel 101.372.565
1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 108.163.736
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 761.850.452
1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.750.600
1.02.01.2,08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 259.560.600
1.02,01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.176.116
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 391.363.736
1.02.01.2.09 Fl;zr:;l:lharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 377.224.700
1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.200.000
1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 252.917.600
1.02.02 :ggEiRQXNP:nh:iﬁxzzagPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 14.477.511.004
1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas 356.209.111
1.02,02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 208.000.000
1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 200.000.000
1.02.02.2.01.11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 200.,000.000
1.02.02.201.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 225.000.000
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 121.824.832
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 200.000.000
1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 50.000.000

htlpsu’lbolaangmongondowutarakab.slpd.kemendagr[.go.idldaerahfmain?MrajPCDUR@ZBctsvih2uKAﬁINuB@ROsstL2ZRwiLOJv6b8QBaSOyl... 4/62



7/12/22, 5:05 PM

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahari Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas 75.000.000

Pelayanan Kesehatan

1.02.02.2.02

Penyedizan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

12.701.477.061

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Keséhatan Ibu Hamil 76.005.164
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 56.913.426
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 33.000.000
1.02,02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 69.500.000
1.02.02.2.02.06 Pengelolzan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 37.000.000
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 43.000.000
MR ata Beporens e K 205000000
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 182.465.921
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 47.043.750
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 110.000.000
1.02.02.2.02.19 ?;r;gi;seit):‘a;?t;ﬁl:;aanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan 32.000.000
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 327.031.500
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 205.240.680
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 658.620.000
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 10.000.000.000
1.02,02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 70.000.000
1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 250.000.000
1.02,02.2,02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 170.000.000
1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 68.000.000
1.02.02.2.02.36 Ln::s:iﬁ;ieﬁ::l gszdr\i:;j ;Faiﬁak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 60.656.620
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 140.000.000
1.02.02.2.03.01 Pengelolzan Data dan Informasi Kesehatan 85.000.000
1.02.02.2.03.02 Pengelofaan Sistem Informasi Kesehatan 55.000.000
1.02.03 :gsOEGHRAATI\AnNPENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 6.630.000.000
toamaacy |Fecnen it dos bandepagunns Somer e s | sz000m
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 6.500.000.000
1.02,03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 130.000.000
1.02.04 :‘F:ggmhaSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN 38.000.000
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, 38.000.000

Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan

1.02.04.2.01.01 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat 38.000.000
Tradisional (UMOT)

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 140.749.677
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta

.02,05,2, .713.

1.02.05.2.01 Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 60.713.785

1,02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 60.713.785
Pemberdayaan Masyarakat

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah 49.677.722
Kabupaten/Kota

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 49.677.722
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya

1.02.05.2.03 Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.358.170
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya

1020520501 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 30.358.170

1.02.0.00.0.00.01.0002 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD). 11.367.330.600
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.02.01 KABUPATEN/KOTA 1.536.330.600

1.02,01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000

1.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 270.320.000

1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.972.000

1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 206.348.000

1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 250.000.000

1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebe] 200.000.000

1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 819.592.300

1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 529.964.200

1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99,628,000

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 180.000.000

1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 171.418.300
Daerah

1.02.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeliharaan, Biaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 153.418.300
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 4.231.000.000

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 2.931.000,000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 556.000.000

1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit 500.000.000
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Femerim‘ahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerzh dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

1.02.02.2.01.16

Pengadaan Obat, Vaksin

1.500.000.000

1.02,02,2.01,17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 200.000.000

1.02,02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 100.000.000

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas 75.000.000

: Pelayanan Kesehatan

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.200.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menutar dan Tidak Menular 200.000.000

1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumnah Sakit 1.000.000.000
Penerbitan Jzin Rumah Sakit Kelas €, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.02.02.2.04 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Petizinan

1.02.022.0401 Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 100.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

1.02,03 KESEHATAN 5.600.000.000
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

1.02.03.2.02 Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 5.600.000.000

1.02,03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 5.600.000.000

1.02.0.00.0.00.01.0003 | PUSKESMAS SANGKUB 337.914.475
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.02.01 KABUPATEN/KOTA 181.914.475

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 41.256.000

1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.800.000

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.800.000

1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.556.000

1.02.01.2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94,559.375

1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000

1.02.01.2.08.02 _| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.340.000

1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.219.375

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.200.000

1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 46.099.100
Daerah

1.02.01.2.09.01 Penyediaan Ja_sa Pemeliharaan, Biaya' Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 41.809.100
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.02.01.2.09.06 Perneliharaan Peralatan dan Mesin Lalnnya 4.290.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 156.000.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 156.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

1.02.022.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 156.000.000

1.02.0.00.0.00.01.0004 | PUSKESMAS BINTAUNA 337.852.475

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 171.102.475

KABUPATEN/KOTA
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712422, 5:05 PM

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Keéiatan, dan Sub Kegiatan

Sisteni Informasi Pemerintahan Daefdh - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;a;:;n Ket
Sementara
1 2 3 4
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.838.000 l
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantar 3.900.000
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.382.000
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.556.000
1.02.01.2.08 Penyediazan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.165.375
1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Kornunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.340.000
1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.825.375
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.200.000
1.02.01.2.09 ;i:l:;l:‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 46.099.100
1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4,250.000
1.02.02 ::g;?;&ﬂ;:ﬂhf\il::::&gPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 166.750.000
1.02.02.2.02 I;u;:z::i!a{:::::ta::lr:( :::ehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 166.750.000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 166.750.000
1.02.0.00.0.00.01.0005 | PUSKESMAS BOHABAK 312.330.125
1.02.01 :igg::x:f:ol::MNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 163.080.125
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.456.000
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.900.000
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.556.000
1.02.01.2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.525.025
1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.005.000
1.02.01.2,08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.520.025
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.200.000
1.02.01.2.09 lIf';:r:.:lreallilharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 46.099.100
1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.290.000
1.02.02 ;::;::-r:::f;::::&gpAvA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 149.250.000
1.02.02.2.02 [P)Z:{::I:::::::::;;( ::asehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 149.250.000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 149.250.000
1.02.0.00.0.00.01.0006 | PUSKESMAS BOLANGITANG 316.255.425
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TH2i22, 5:05 PM

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sisten informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.02.01 KABUPATEN/KOTA 171.505.425
1.02.01.2.06 Admiinistrasi Umum Perangkat Daerah 41,456.300
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.900.000
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.300
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.556.000
1.02.01.2.08 Penyedlaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.950.025
1.02.01.2.08,01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.340.000
1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.610.025
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.200.000
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 46.099.100
Daerah
1.02.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeliharaan, Blaya' Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 41.809.100
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4,290.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 144.750.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 144.750.000
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 144,750,000
1.02.0.00.0.00.01.0007 | PUSKESMAS TUNTUNG 279.672.675
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.02.01 KABUPATEN/KOTA 167.172.675
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.848.500
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.900.000
1.02,01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.392.500
1.02.01.2.06.08 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.556.000
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.225.075
1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000
1.02.01.2.08,02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.203.000
1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.022.075
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.200.000
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 46.099.100
Daerah
1.02.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeltharaan, B1aya' Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 41.809.100
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.02.01.2.09.06 Perneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.290.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
112,500,
1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 500.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UXM dan UKP Rujukan Tingkat 112.500.000

Daerah Kabupaten/Kota
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Sistem Infafinesi Pemerintafian Daierah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Ke_giatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;agf:;n Iet
Sementara
1 2 3 4
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 112.500.000
1.02.0.00.0.00.01.0008 | PUSKESMAS BINTAUNA PANTAI 280.869.675
1.02.01 ::gg::%;;:;:JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 169.869.675
1.02.01.2.06 Administra'sl Umum Perangkat Daerah 41.043.500
1.02.01.2.06.01 Penyediaan|Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.900.000
1.02.01.2.06.05 Penyediaan:Barang Cetakan dan Penggandaan 6.587.500
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.556.000
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.727.075
1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya.Alr dan Listrik 20.137.000
1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.740.075
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.200.000
1.02.01.2.09 PDt::lr:lli'haraan-Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 46.099.100
1020120901 Perorangan Dinas st Kenciraan binas abatan e 41.809.100
1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.290.000
1.02.02 'IZFElSOEGHRA{\rI\AII ;:ﬂh:il:x::&:PAYA KESEHAT-AN PERORANGAN DAN UPAYA 111.000.000
1.02.02.2.02 :ea:{::i::: ::::n::/r;( :te:ehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 111.000.000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 111.000.000
1.02.0,00.0.00.01.0009 | PUSKESMAS OLLOT 275.972.025
1.02.01 ::gsg:::f:ol!rl:JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 170.222.025
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.456.000
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.900.000
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.556.000
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 83.666.925
1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000
1.02.01.2.08,02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.137.000
1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.529.925
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.200.000
1.02.01.2.09 rzir;zlli‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintakan 46.099.100
1.02201.2‘.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.290.000
1.05_02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 105.750.000

KESEHATAN MASYARAKAT
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TH2/22, 5:06 PM

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

-Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;agf:;n Ket
Sementara
1 2 3 4
1.02.02.2.02 ;ea:;ir::i::;::::::;:(:::ehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 105.750.000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 105.750.000
1.02.0.00.0.00.01.0010 | PUSKESMAS MOKODITEK 281.725.625
1.02.01 ::(;SE:TI}::IESOL;I:JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 170.225.625
1.02.01,2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.752.000
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.900.000
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.296.000
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.556.000
1.02.01.2,08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.374.525
1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.071.000
1.02,01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.603.525
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.200.000
1.02‘01_2.69 ;ear:realrilharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 46.099.100
1020120801 Perorangan Dins teu Keneraar v bt e 41809100
1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.290.000
1.02.02 z:gEilR:r;ﬂl::nwlitxxangA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 111.500.000
1.02.02.2.02 ::23:::1:::;:::::;:( zs:ehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 111.500.000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 111.500.000
1.02.0.00.0.00.01.0011 | PUSKESMAS SANGTOMBOLANG 284.880.475
1.02.01 ::ggz::::f:ol.;l:JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 164.880.475
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 41.051.000
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.900.000
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.595.000
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.556.000
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.730.375
1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.472.000
1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.258.375
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.200.000
1.02.01.2.09 ll;eat;'ll:‘llilhawaam Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 46.099.100
1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnyé 4.290.000
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THM2/22, 5:06 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Déerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Daerah

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A::::r"an Ket
Sementara
1 2 3 4
1.02.02 ;:;)EiRl::-l‘\‘ﬂ'::nMAEsI:::AAlzlAgPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 120.000.000
1.02.02.2.02 321;3::::;::::::::;;( :te:ehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 120.000.000
1.02.02.2.02.33 dperasional Pelayanan Puskesmas 120.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0012 | PUSKESMAS BUKO 298,445,975
1.02.01 :i:gg:m:;?c;’r:JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 171.695.975
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.861.000
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.900.000
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.405.000
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.556.000
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.735.875
1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.340.000
1.02.01.2,08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.395.875
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.200.000
1.02.01.2.09 :(;r:::illi‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 46.099.100
1.020120901 Cerorangan Dins atot Kencrea v bt K KR 41809100
1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.290.000
1.02.02 :ﬁ&ik;r;:ﬂl\:il::::&gPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 126.750.000
1.02.02.2.02 l;::):::i;:: ;:.:::::;;( :teasehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 126.750.000
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 126.750.000
1.02.0.00.0.00.01.0013 | PUSKESMAS BOROKO 299.532.175
1.02.01 ;:(;S::.Il.\::/EKNOL.IrP:\JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 172.782.175
1.02.01.2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.529.000
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.900.000
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.073.000
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.556.000
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.154.075
1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.807.000
1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.347.075
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.200.000
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 46.099.100

https://bolaangmongondowutarakab, sipd.kemendagri.ge.ld/daerah/main?MrajPCDUR@Z8ctsvih2uKA/ INUB@R0ss0zL2ZRwiL0JvEb8Q6aSOyl...  12/62




711222, 5:06 PM

Sister Informas Pemerintahian Daerah - Lampiran Tabel 4,1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kégiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
.02.01.2.09.01 . .B09.

102012030 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.809.100

1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.2580.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 126.750.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 126.750.000
Daerah Kabupaten/Kota

1.02,02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 126.750.000

1.02.0.00.0.00,01.0014 | PUSKESMAS BIONTONG 7 292.086.175
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.02.01 KABUPATEN/KOTA 172.086.175

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.752.000

1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.500.000

1.02.01.2.06.05 Penyedfaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.296.000

1.02,01,2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.556.000

1.02.01.2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.235.075

1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.472.000

1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.763.075

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.200.000

1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 46.099.100
Daerah

1_05.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeliharaan, Biaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 41.809.100
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.290.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA ; .

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 120.000.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 120.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 120.000.000

1.02.0.00.0.00.01.0015 | INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN 495.019.675

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.02.01 KABUPATEN/KOTA 302.019.675
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 95.947.400
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Kbmponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.589.400
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 57.358.000
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 154.473.175
1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 102.690.000
1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Paerlengkapan Kantor 17.083,175
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.200.060
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7M2/22, 5:.08 PM

Sistem I'nforrriasi Pemeriniailan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

1.02.01.2.09 Pemellharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 51.599.100
Daerah

1.02.01.2.09.01 Penyediaan Ja‘sa Pemeliharaan, Biaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 44.309.100
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.290.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 193.000.000

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 100.000.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 100.000.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 93.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 93.000.000

1.02.0.00.0.00.01.0016 | THERAPEUTIC FEEDING CENTRE 205.660.029
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.0?.01 KABUPATEN/KOTA 89.660.029

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.597.654

1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.386.654

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.655.000

1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.556.000

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47,772.375

1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.121.500

1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.650.875

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.200.c00

1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 4.290.000
Daerah

1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.290.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT , 116.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

1.02.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 116.000.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 60.000.000

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 56.000.000

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 13.203.009.150
RUANG

1.03.0.00.0.00.01.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 13.203.009.150

1.03.0.00.0.00.01.00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 13.203.009.150

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.03.01 KABUPATEN/KOTA 8.698.673.110
1.03,01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,145.364.998
1.03.01.2.02.07 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.145.364.998
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71222, 5.06 PM

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi lseme'rinir-:lhan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;g:;n Ket
Sementara
1 2 3 4
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000
1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 817.000.000
1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000
1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49,000.000
1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.000.000
1.03.01.2.06,08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 40.000.000
1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 680.000.000
1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.610.000.000
1.0,3.01.2.07.-02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.000.000
1.03.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar 7 2.400.000.000
1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.000.000
1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa VPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah 644.378.111
1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.378.111
1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 585.000.000

1.03.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

381,930,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

AIR MINUM

1.03.01:2.05.01 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 185.000.000
1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 60.000.000
1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainhya 50.000.000
1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 749.600.000
20 e S| 2 m
1.03.02.2.01.04 Ezgitgztiz:?l(lt’:tﬂaa dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan 20.000.000
1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai 180.000.000
1.03.02.2.01.48 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan 25.000.000
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada _
1.03.02.2.02 Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)-Daerah 524.600.000
Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02.01 :’r?;:;s:::ré :::cana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup.untuk Konstruksi 25.000.000
1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 200.000.000
1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan lrigasi Permukaan 50.000.000
1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi 93.600.000
1.03.02.2.02.28 Pengelclaan dan PengawasanAldkasi Air lrigasi 156.000.000
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN 842.536.040
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7N2/22, 5:06 PM

‘Sistem Inforimasi Pemerintahari Daarah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 842.536.040
Daerah Kabupaten/Kota

1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 25,000.000

1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 46.800.000

1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 50.000.000

1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 50.000.000

1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 100.000.000

1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 50.000.000

1.03.03.2.01.14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 370.736.040

1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan 100.000.000

1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 50.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN

1.03.04 PERSAMPAHAN REGIONAL 125.000.000

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah 125.000.000
Kabupaten/Kota N

1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 100.000.000

1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan 25.000.000

1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 221.800.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam

1.03,05.2.01 Daerah Kabupaten/Kota 221.800,000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air

1.03.05.2.01.01 Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem

1030520102 Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 46.800.000

1.03.05.2.01.12 Pembar}gunan/Penyedlaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala 50.000.000
Permukiman

1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 100.000.000

1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 146,800,000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung

1.03.06.2.01 Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 146.800.000

1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 46.800.000

1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 100.000.000

1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIVIAN 150.000.000

1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis 150.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

1.03.07.2.01.01 Pembangunan d:cm Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di 150.000.000
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 200.000.000
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,

1.03.08.2.01 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi 200.000.000
Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan 1zin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik

1.03.08.2.01.01 Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan 20.000.000

Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
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712/22, 5:06 PM

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Informasi Pemerintahah Dasfah - Lampiran Tabel 4,1 KUA

1.03.12.2.04.04

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan pregram/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan
1.03.08.201.02 Gedung Daerah Kabupaten/Kota 180.000.000
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 231.200.000
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah 231.200.000
Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 200.000.000
1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 31.200.000
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.368.800.000
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.368.800.000
1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kfebuakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan 50.000.000
serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1.03.10.2.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 50.000.000
1.03.10.2.01,05 Pembangunan Jalan 200.000.000
1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan 250.000.000
1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan 250.000.000
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 100.000.000
1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 200.000.000.
1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 268,800,000
1.03,11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKS] 193.600.000
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 100.000.000
1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 100.000.0C0
1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib 93.600.000
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.0403 Pengawasan dan Evaluasi TEf‘th Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib 93.600.000
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 275,000,000
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah {(RTRW) dan Rencana Rinci Tata
1.03.12.2.01 Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 100.000.000
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan
1.03,12.2.01.02 RRTR Kabupaten/Kota 100.000.000
1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah 25.000.000
Kabupaten/Kota
1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 25.000.000
1.03.12.2.04 Kaordinasi dan Sinkrenisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 150.000.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 150.000.000

1.04

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

2.933.600.594

1.04.2.10.0.00.01.0000

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.933.600.594

1.04.2,10.0,00.01.0000

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.933.600.594

1.04.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2,781.787.565
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7M2/22, 5:06 PM

Sistem Informasi Pemerintahah Dagrah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

1.04.05.2.01.02

Menunjang Fungsi Hunian

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A::::;n Ket
Sementara
1 2 3 4

1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.932.828.685
1.04.01.2.02.01 ' Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.932.828.685
1.04,01.2,05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah 36.000.000
1.04.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 36.000.000
1.04.01.2.06 Admlnistrasl Umum Perangkat Daerah 305.500.000
1040120601 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000
1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000
1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,000,000
1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 241.500.000
1.04.01.2.07 Pengadaan l‘!arang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 135.000.000
1.04.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000
1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 100.000.000
1.04.01.2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 367.458.880
1.0:4.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000
1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000
1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 339.458.880
1.04.01.2.09 Il;t:l:rzlli‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 5.000.000
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 42.578.258
1.04.02.2.03 ::::ngbr:nmg;::: :aat:;?(l:,at:ilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi 21.289.129
1.04.02.2.03.05 gfg::::ng::sgp:l:;:;;cﬁ:usus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi 21.289.129
1.04,02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rurﬁah Khusus 21.289.129
1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 21.289.129
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 42.578.258
1.04,03,2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 21.289.129
tososzonos | Seisnan danfta R et gl e engunan din | 71285129
1.04.03.2.03 :::’i:gl;%t?;;;:z;llli:ssﬂtawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di 21.289.129
1.04.03.2,03,02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 21.289.129
1.04.05 I(’FI'!S(:J();RAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM 66.656.513
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 66.656.513

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk 66.656.513

1.05

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

6.232.128.031

1.05.0.00.0.00.01.00

SATUAN POLISI| PAMONG PRAJA

3.688.619.726
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712122, 5:06 PM

Sistent Informasi Pemerintahéri Dagrah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

1.05.0.00.0.00,01,00

SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA

3.688.619.726

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.05.01 KABUPATEN/KOTA 1.974.518.526
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.762.963.816
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gajl dan Tunjangan ASN 1.762.963.816
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000
1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 141.491.710
1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.819.500
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.717.800
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 121.954.410
1.05.01.2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27.773.000
1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.523.000
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25.250.000
1.05.01.2.09 :Z?rzl*i‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 42.280.000
MSOIZ0901 | e e el s peneltan o Pk encemn | 3oy
1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 2.800.000

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.05.02

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.432.411.000

1.05.02.2.01

Peranganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.432.411,000

1.05.02.2.01.01

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi
Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan Pengawalan

1.432.401.000

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan

1.05.02.2.01.05 Periindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa 10.000
Hak Asasi Manusfa

1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN 281.690.200

e KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN I

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan

1.05.04.2.01 Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 281.680.200

1.05.04.2,01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 281.680.200

1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 10,000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan

1.05.04.204.01 Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 10.000

1.05.0.00.0.00.02.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.543,508.306

1.05.0.00.0.00.02.00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.543.508.306

1.05.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.476.615.621

1.05.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.094.792.578

1.05.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.004.792.578
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7112122, 5:06 PM Sistem’lh"fo:fmas; Pemeérinitahian Dagfah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;a;:;n Ket
Sementara
1 2 ‘ 3 4
1.05.01,2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 57.528.400
1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.184.600
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.159.200
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35,184,600
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000
1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 10.000.000
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 228.124.300
1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000
1.05.01.2.08,02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.337.500
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 205.786.800
1.05.01.2.09 ;f;r:realliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 86.174.343
1.05.01.2.05.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.944.343
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 66.888.685
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 10.000.000
1.05.03.2.01.02 i:;ﬁ:iiigtﬁ?:?;;sz.:?:%r::gni?n Edukasi (KIE) Rawan Bencana 10.000.000
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 35.000.000
1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perfindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 10.000.000
1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 25.000.000
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 21.888.685
1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 10.944.342
1.05.03.2.03.04 E:Eﬁ:cff:n'} Iégtgaistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 10.944.343
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.164.661.642
1.06.0.00.0.00.01.00 DINAS SOSIAL 3.164.661.642
1.06.0.00.0.00.01.00 | DINAS SOSIAL 3.164.661.642
1.06.01 ::gg::-x:fg;ﬁjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.748.661.642
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.176.544.039
1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.176.544.039
1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 26.612.270
1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 26.612.270
1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.057.600
1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.00C
1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.000.000
1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.557.600
1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.000.000
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Sister Informasi Pemerintahian Déerah - Lampliran Tabel 4.1 KUA

Plafan Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igagf:r:m Ket
Sementara
1 2 3 4
1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunfang Urusan Pemerintah Daerah 69.170.000
1.06.01.2,07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.670.000
1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000
1.06.01.2.07.11 f:ir;lg:;:aan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 2,500,000
1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 253.567.733
1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000
1.06,01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14,002,253
1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 227.565.480
1.06.01.2.09 ;;:::::;I:haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 88.710.000
1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.050.000
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL , 101.000.000
1.06.02.2.03 ::Elgl::;l;:;g:rtl:otensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah F 101.000,000
1.06.02.2.03.03 Eeeaizrg‘;:‘c::;:;r:1 E?:::;::?Kz‘:;enﬁ Sumber Kesejahteraan Scsial Keluarga 75.000.000
1.06.02.2.03.04 :::;;lgrl;a'::tnl(léfvrz:g:‘zuaannKF;cgE::iES:/rzste; Kesejahteraan Sosial Kelembagaan 26.000.000
1.06.04 PROGRAM REHABILITAS| SOSIAL 111.500.000
(0500201 | et ol Dasa Penyandan Dbt Tyt Ark Tt | .00
1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan 75.000.000
1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu 12.000.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas
1.06.04.2.01.06 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis 7.500.000
dan Masyarakat
1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan 5.000.000
1060202 |k Sl Pyt Ml Koo Sl O | 12000000
1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan 5.000.000
1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 6.000.000
1.06.04.2.02.14 gzg'izlslz::‘ ::::;/L::::aga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi 1,000,000
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 153.500,000
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 153.500.000
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 68.500.000
1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 35,000.000
1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 50.000.000
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 50.000.000
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T12/22, 5:06 PM

Sistem Informasi Pemerintahar Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
1.06.06.2.01 Perlindungan Soslal Korban Bencana Alam dan Soslal Kabupaten/Kota 15.000.000
1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan 15,000.000
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kestapsiagaan 35.000.000
Bencana Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 35.000.000

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2,07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2,243.275.186
2.07.3.32,0.00.01.0000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.243.275.186

2,07.3.32.0.00.01.0000

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.243.275.186

2.07.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.155.386.766

2.07.01.2,02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.798.576.014

PEREMPUAN

2.07.01.202.01 Penyediaan G'aji dan Tunjangan ASN 1.798.576.014

2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 64.150.200

2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.351.800

2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.345.600

2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 57.452.800

2.07.01.2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 56.070.000

2.07.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 56.070.000

2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 186.089,552

2.07,01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000

2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrlk 24.358.162

2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 160.231.390

2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 50.501.000
Daerah

2.07.01.2.09.01 Penyediaan Ja_sa Pemeliharaan, Biaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 42.630.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.07,07.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.870.000

2.07.01.2.09.10 Pemehharaan‘/RehablI|taS| Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 1.000
Bangunan Lainnya

2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 87,888,420

2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 87.888.420

2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan fian Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 87.888.420
berdasarkan Klaster Kompetensi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

2.08 PERLINDUNGAN ANAK 114.000.000
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

2.14.2.08.0.00.01.00 PEMBERDAYAAN PERENMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 114.000.000
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

2:14:2.08.0.0001.00 | bEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 114.000.000

2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN 8.000.000
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Sisterh Iiforifias Pemerintahan Dagtah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

o

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Dacrah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah 5.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 5.000.000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi

2.08.02.2.02 .000.

0220 pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 3.000.000

2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Pe_nlngkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial 3,000,000
dan Ekonomi

2.08.04 PRCGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 5.000.000
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender

2.08.04.2.01 (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.000.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan

2080420101 Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.000.000
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak

2.08.04.2.03 yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.000.000
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam

2.08.04.2.03.01 Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah 3.000.000
Kabupaten/Kota

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 101.000.000

2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia 2.000.000
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga

2.08.06.2.01.01 Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan 2.000.000
Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan

2.08.06.2.02 Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 99.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas

208.06.2.0202 Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 96.000.000
Penguatan Jejaring'antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas

2.08.06.2.02.04 Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.000.000

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.540.040.134

2.09.0.00.0.00.01.00 | DINAS KETAHANAN PANGAN 2.540.040.134

2,09.0.00.0.00.01.00

DINAS KETAHANAN PANGAN

2.540.040.134

2.09.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.197.079.103

2.09.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.847.651.403

2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.847.651.403
2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102,142,700
2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.424.500
2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85.718.200
2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000
2.09.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000

2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 174,505,000
2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.005.000
2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 152.500.000
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 42.780.000
Daerah

2.09.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeliharaan, Biaya' Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 39.730.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.050.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKAS| DAN KETAHANAN PANGAN

2.09.03 MASYARAKAT 254.767.381
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai

2.09.03.2.01 dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi 98.561.200
Pasokan dan Harga Pangan

2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 98.561.200

2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 65.370.500

2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 65.370.500

2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Tar?e.t Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai 90.835.681
dengan Angka Kecukupan Gizi

2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 17.000.000

2.09.03.2.04.02 Pembe'rdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan 73.835.681
Berbasis Sumber Daya Lokal

2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 88.193.650

2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah £8.193.650
Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 88.193.650

2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 66.656.512

1,04.2.10.0.00.01.0000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 66.656.512

1.04.2.10.0.00.01.0000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 66.656.512

2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 66.656.512

2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah 66.656.512
Kabupaten/Kota

2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 66.656.512

2.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 5.220.667.216

2.11.3.28.0.00.01.00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 5.220.667.216

2.11.3.28.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 5.220.667.216
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.11.01 KABUPATEN/KOTA 2,559.599.014

2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.817.785.785

2,11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.817.785.785
2.11.01.2.05 Admlnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.386.000
2.11.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 14.386.000
2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 191.951.149
2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.219.150
2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000
2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 149.731.999
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kabupaten/Kota

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 280,886,080

2.11,01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000

2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.541.920

2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 255,344,160

2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 254.590.000
Daerah

2.11.01.2.09.01 Penyediaan Ja'sa Pemeliharaan, Biaya_ Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 39.730.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.11.01.2.09.02 Penyediaan J'asa Pemelihfaraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 154.440.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.11.01.2.05.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 54.930.000

2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.490.000

2,11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 140.613.602

2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 140.613.602
Kabupaten/Kota

2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 140.613.602
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN

2.11.03 LINGKUNGAN HIDUP 54.907.800

2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 9.916.400
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronfsasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan

2110320101 Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 9916400

2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 9.916.400
Kabupaten/Kota .

211.03.2.02.01 P?mbenan Informasi Petingatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 9.916.400
Hidup pada Masyarakat

2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 35.075.000
Kabupaten/Kota

2.11.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencernar 35.075.000

2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) 9.948.100

T DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) o

2.11.05.2,02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.948.100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah

2.11.05.2.02.02 Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelahan, dan/atau 9.948.100
Penimbunan

2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 50.030.500

2.11.09.2,01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah 50.030.500
Kabupaten/Kota

- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia

2110920101 Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 50.030.500

2,111 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.405.568.200

2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 2.395,654.,800
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan,

2.11.11.2.01.03 Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA 2.395.654.800
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:slja;::lan Ket
Sementara
1 2 ‘ 3 4
2.11.11.2.03 :feml::;‘aaaknsc:::s:mgawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan 9.913.400
211.11.2.03.03 :izr;i;?;;ggndsa:r:;::‘uasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan 9.913.400
212 g‘R‘:S:EI:IIC’::I:.II_’::]::l:N BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 3.078.620.848
2.12.0,00.0.00.01.00 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.078.620.848
2.12.0.00.0.00.01.00 | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.078.620.848
2.12.01 Eﬁgg::x:f:ol?rﬂJANG URUSAN PFMERINTAHAN DAERAH 2._978.620.8 48
2.12,01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.135.274.857
2.12.01,2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.135.274.857
2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 63.600.000
2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakafan Dinas besefta Atribut Kelengkapannya 22.500.000
2.12.01.2,05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan _ 41.100.000
2.12.01,2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 236.108.081
2.12.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.213.481
2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.919.600
2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 193.975.000
2.12,01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 191.346.750
2.12.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 22.000.000 |
2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mébel 3.846.750
2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 165.500.000
2,12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 281.861.160
2,12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000
2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75.853.040
2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umurm Kantor 202.008.120
2.12.01.2.09 :::lzlii‘haraaﬁ Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 70.430.000
2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.710.000
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMAS! ADMINISTRAS] KEPENDUDUKAN 100.000.000
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100.000,000
2.12.04.2,03.03 Fasilitast. Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100.000.000
213 II;E;IASAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 3.182.424.625
2,13.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.182,424,625
2.13.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.182.424.625
2.1 ;'01 :ﬁgg:‘l\\x:ﬁ(\lol:lrl:JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.291.001.626
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sistem Ihf"éf‘rﬁa'sj Pemerintahan Dasrah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;agf:;n Ket
Sementara
1 2 3 4

2,13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.528.238.842
2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.528.236.842
2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah 26.400.000
2.13.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 26.400.000
2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 234.156.484
2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.049.600
2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.536.700
2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.735.000
2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 176.835.184
2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 160.500,000
2.13.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.000.000
2.13.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 40.000.000
2.13.01.207.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.500.000
2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 250,926,300
2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000
2.13.01.2,08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.139.500
2.13.07.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 214.786.800
2.13.01.2.09 PDt;:l;I'ilharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 90.780.000
2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.780.000
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 782.242,999
2.13.04.2.01 ;i:'labinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan 782.242.999
2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemetintahan Desa 14.150.000
2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 15.110.000
2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 65.183.000
2.13.04.2.01.08 Eeer:abinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar 30.500.000
2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 656.999.999
2.13.04.2.01.12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 300.000
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA 109.180.000

ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
atsoszor  |Fembeepn Dot amhagaadat Toglat Db Kinpstn/ea | 108100

Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
2.13.05.2.01.03 Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga 62.200.000

: Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 12.230.000
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7/12/22, 5.06 PM Sistem in-forma'ql.}?emerintahén Daarah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;a;::;n Ket
Sementara
1 2 3 4
2.13.05.2.01.09 lf\-'j:isI;:::;};I:szt:lnlgegsee;:ﬁ;l::a:al}(:rr: ;egr;yelenggaraan Gerakan Pemberdayaan 34.750.000
2.14 :E::JSAA':GG:EB&;:::QJA\::N BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 3.446.502.917
214208.000.0100 | peysbnoRVAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK " 3446502917
zonamarg | DNASPENGEDALAY ro UK SELUAREA e, sasozor
2.14.01 :223::1!::/23:[:"“"6 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.174.502.917
2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.355.119.150
2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,355.119.150
2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 27.000.000
214.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 27.000.000
2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 167.165.800
2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.500.000
2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.000.000
2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.174.800
2.14.01.2.06,09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 132.491.000
2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 156.475.711
2,14.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.000.000
2.14.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 109.475.711
2.14.01.2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 263.400.680
2.14,01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.835.200
2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000
2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasé Pelayanan Umum Kantor 224.565.480
2.14.01.2.09 ;Zl:;l!i‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 205.341.576
2140120902 Kendoramn Diras Operssond st Lopengan - oo Perener 100841576
2.14.01.2.05.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000
2.14.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000
2.14,02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 9.000.000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi
2.14.02.2.01 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian 5.000.000
Kuantitas Penduduk
2.14.02.2.01.02 fg;);ul(s)tfrr;:;k::nKZET:;f::/t:gtgrand Design Pembangunan Kependudukan 5.000.000
2.14.02.2.02 :::::;:::nl;;ﬂ;aan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 4.000.000
2.14.02.2.02.01 Perumusan Parameter Kependudukan 2.000.000
2140220212 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 2.000.000
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Sistem Iﬁforiﬁas[ Pemeriniahaﬁ Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 255.500.000

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
.14.03.2.

2.14.03.2.01 Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 5.500.000

2.14.03.2.01.02 Kemunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan 3.000.000
Budaya Lokal

2.14.03.2.01.04 Promosi dlan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik 2.500.000
serta Media Luar Ruang

2.14.03.2,02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 240.000.000
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan

2.14,03.2.02.03 Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh 240.000.000
Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
Pengendalfan dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi

2.14.03.2.03 serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000

2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendis:t‘ribusmn Alat.dan Obat Kont'rasepsi dan ?ar.ana Penunjang 2 500.000
Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

2.14.03.2.03.08 Perp'blnaan Pelayanan Keluarga ?erencana da!n !(esehatan Reproduksi di 2,500,000
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

214.03.2.03.10 Peningkata-n Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan 2.500.000
Reproduksi
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan

2.14.03.2.04 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan 2.500.000
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya

21403.2.0401 dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 2-500.000

2.14.04 I(’:SO)GRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA 7.500.000

2.14.04.2.01 Pela!:csanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 7.500.000
Kesejahteraan Keluarga
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga
Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling

21404.201.01 Remaja (PIK-R} Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan 2500000
Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan :

2.14.04.2.01.04 Keluarga {BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 2.500.000
Keluarga/UPPKS)
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan

2.14.042.01.07 Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 2.500.000
Keluarga/UPPKS)

2,15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3.021.001.432

2,15.0.00.0.00.01.0000

DINAS PERHUBUNGAN

3.021.001.432

2.15.0.00.0.00.01.0000

DINAS PERHUBUNGAN

3.021.001.432

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.15.01 KABUPATEN/KOTA 2.444.599.912
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.580.846.022
2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.580.846.022
2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.500.000
2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8.500.000
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7M2/22, 5:06 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabe! 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
2.15.01.2.06 Administras! Umum Perangkat Daerah 294.521.490
2,15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000
2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000
2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21.000.000
2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 206,021,490
2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 52.000,000
2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 52.000.000
2,15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147.232.400
2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000
2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunfkasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.232.400
2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 115.000.000
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 361.500.000
Daerah
2.15.01.2.09.01 Penyediaan Ja‘sa Pemeliharaan, Blaya' Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 75.000.000
_ Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jf'asa Pemehh'araan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 75.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.15.01.2.09.06 Pemelibaraan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.500.000
2.15.01.2.09.09 Perneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 576.401.520
{LLAJ)
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 40.000.000
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 40.000.000
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 197.000.000
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasa{lgan, Perbaikan dan Pemel_lharaan Perlengkapan Jalan 197.000.000
dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin} untuk Jalan 20.000.000
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin 20.000.000
2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 225.508,120
2.15.02.2.08.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala 15.500.000
Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pernantauan Sistem Manajemen Keselamatan 210.008.120
Perusahaan Angkutan Umum
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau
.15.02.2, .893.
2.15.02.2.09 Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 93.893.400
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang
2150220901 Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 93893400
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNLIKASI DAN INFORMATIKA 2.662.533.836

2.16.2.21.2,20.01.0000

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

2.662.533.836

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

2.662.533.336

2.16.2.21.2.20.01.0000
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Sistem Informasi Pemeriniahan Déerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;a;::;n Ket
Sementara
1 2 3 4
2.16.01 ::gss::::f:lc:::]ANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.347.592.836
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.759.948.101
21 6.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.758.948.101
2.16.01.2,02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000
2,16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 122.767.600
2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.000.000
2.16,01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.500.000
2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 117.267.600
2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.001.000
2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 1.000
2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000
2,16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 284.606.135
2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.400.000
2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.618.155
2.16,01.2,08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Petlengkapan Kantor 6.022.500
2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 230.565.480
2.16.01.2.09 :n:lzzl:lharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 179.270.000
2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.270.000
2,16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 188.941.000
2.16.02.2.01 :::zz?:::;lxl‘;\::rmasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 188.941.000
2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 24.672.000
2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 26.349.000
2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik 11.520.000
2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 26.000.000
2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 100.000.000
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKAS| INFORMATIKA 126.000.000
2.16.03.2.02 ;::g:::::?Ki;g:overnment di Lingkup Pemerintah Daerah 126.000.000
2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikast dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 11.000.000
216.03.2.02.10 Ezr:r?srr‘?klzz?g:; :::tl;:ng:!l::;a;n Sumber Daya Teknologi Informasi dan 100.000.000
2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 15.000.000
217 :ﬂl;l;i;::;:ﬁMERINTAHAN BIDANG KOPERAS], USAHA KECIL, DAN 50.000.000
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Sistemn Informasi Pemerintahan Daerah - L.ampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafan
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, (OPERASI DAN USAHA KECIL 50.000.000
3.30.3.31.2.17.01.00 MENENGAH L.000.
D. HA KECIL
3.30,3.31.2.17.01.00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASE DAN USA 50.000,000
MENENGAH
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 12.000.000
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperas! yang Wilayah 12.000.000
2.17.05.2.01 Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota e
2.17.05.2.01.01 Pemngkata{l Pemahaman Fian Pengetahuan Perkoperastan serta Kapasitas dan 12.000.000
. Kompetensi SDM Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN
' ' 15.000.000
2.17.07 USAHA MIKRO (UMKM) _
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,
2.17.07.2.01 Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan 15.000.000
Koordinast dengan Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 15.000.000
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 23.,000.000
2.17.08.2.01 Penqembangan Usaha Mikre dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha 23.000.000
Menjadi Usaha Kecil
‘ Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan
2170820101 Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 23.000.000
2,18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.674.376.105

2.18.0.00,0,00.01.00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2,674.376.105

2.18.0.00.0.00,01.00 DINAS PENANAMAN [MIODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.674.376.105
' PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.18.01 KABUPATEN/KOTA 2,314.376.105

2,18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.755.933.345

2.18.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.731.155.345

2.18.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 24.778.000
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Dacrah 49.732.000
2.18.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 49.732.000
2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 274.000.000
2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000
2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000
2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.000.000
2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000
2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 165.450.760
2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000
2.18.01.2,08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000
2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 137.450.760
2.18.01.2.09 ll;t:::‘(;lliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 69.260.000
2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 60.570.000

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.690.000
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 70.000.000
2,18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 70.000.000
2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Moedal Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000
2.18.02.2.02.02 Penyediaan Péeta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 20.000.000
2,18,03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 50.000.000
2.18.03.2.01 ;z:;;::‘enkgg;a‘;a;:;rgxsi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan 50.000.000
2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota - 50.000.000
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 60.000.000
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01 dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 60.000.000
Kabupaten/ Kota
pia0ezoior | Pl e et i dnNorpetaan s Ssm | g
2.18.04.2.01.02 ::;r;zrlttauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman 30.000.000
2180420103 Tohadop Pelsyanan Terpad, s o m e ! 10000000
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 80.000.000
2.18.05.2.01 ;:2?::?:::::; :te:zl;?(aor;:an Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan 80.000.000
2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 20.000.000
2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanarman Modal 50.000.000
2.1‘8.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisast Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 10,000.600
2.18.06 ;I?::AF:.AM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMAS] PENANAMAN 100.000.000
0 e e oo e o Non esinensats | 0000
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non
2,18,06.2.01.01 Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 100.000.000
Elektronik
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.580.691.226
2.19,0,00.0.00.01.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.580.691.226
2.19,0,00.0.00.01.00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.580.691.226
2.19.01 :ﬁgg:ﬁx:ﬁ:;l:JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.161.312.013
2.19.01.2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.613.219.,143
2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.613.219.143
2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24,750,000
2.19.01,2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24,750,000
2.1%.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 190.173.250
2.19.01.2,06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000

hﬁps:ﬂbolaangmongondowutarakab.sipd.kemandagri.go.idldaerahfmain?MrajPCDUR@ZSctvahzuKthNuB@ROsstLzsziLOJvﬁbBQGaSOyi... 33/62




7/12/22, 5.08 PM

Sistem Informast _Pemerinlahén Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.183.850

2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.810.600

2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koaordinasi dan Konsultasi SKPD 144.178.800

2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000

2,19.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000

2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 244.789.620

2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.560.000

2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alr dan Listrik 36.000.180

219.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 204.225.440

2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemetintahan 73.380.000
Daerah

2.19.01.2.09.01 Penyediaan Ja_sa Pemeliharaan, Blaya_ Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 42.280.000
Percrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.100.000

2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.000.000

2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 189,129,213
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan

2.19.02.2.01 Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha 189.079.214
Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2.19.02.2.01.01 Ko.ordlnasu Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya 50.000.000
Saing Pemuda Pelopor

2.19.02.2.01.02 K0.0I'dIn?SI, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya 41.769.800
Saing Wira Usaha Pemula

2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 97.309.414
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat )

2.19.02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 49.999

2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 49,999

2,19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEQLAHRAGAAN 230.250.060
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang

2.19.03.2.01 Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 118.543.600
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan

2.19.03.2.01.01 Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang 113.543.600
Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha

2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana 5.000.000
Olahraga Kabupaten/Kota

2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.000

2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 50.000

2.19.03.2.03 Peml.aln_aan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah 11.656.400
Provinsi

2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 11.656.400

2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 100.000.000

2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Qlahraga 100.000.000

Rekreasi

https:llbolaangmongondowutarakab.sipd,kamandagr].go.ldfdaerahlmaln?MrajPCDUR@ZBctvahZUKAﬂINuB@ROsst&ZRwiLOJvaSQSaSOyI... 34/62




7/12/22, 5:08 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A::;a;:r:n Ket
Sementara
1 2 3 4
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 15.763.181
2,16.2.21.2.20.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 15.763.181
2.16.2.21.2,20.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 15.763,181
2,20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIX SEKTORAL 15.763.181
2.20,02,2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 15.763.181
2,20,02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 15.763.181
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 683.659.700

1.01.2.22.0,00.01.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

683.659.700

1.01.2.22.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 683.659.700
2,22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 397.983.600
2.22.02.2.01 ll:::z:l::::;(l:::udayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 308.250.200
2.22,02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 195.750.200
2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 112.500.000
2.22.02.2.02 ;eal::::r::;-, E::t::'i‘a;:( I::disional yang Masyarakat Pelakunya dalam 89.733.400
2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 89.733.400
222,04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 112.500.000
2,22,04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 112.500.000
2.22,04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 112.500.000
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 173.176.100
2,22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 173.176.100
2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya 173.176.000
2.22.05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya 100
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.500.000
2.24.2.23.0.00.01.0000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 1.500.000
2.24.2.23.0.00.01.0000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 1.500.000
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.500.000
2.23.02,2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.000,000
2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 500.000
2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 500.000
2.23,02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 500.000
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.296.999,580¢
2.24.2,23.0.00.01,0000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.296.999,580
2.24.2.23.0.00.01.0000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.296.999,580
2.24.01 ::gg::x:fll(ﬂol‘]rh;mﬂﬁ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.295.499,580
2.24,01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.788.071.134
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7/12/22, 5:08 PM Sistem Inférmasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;E:::n Ket
Sementara
1 2 3 4
2.24,01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.788.071.134
2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12,084,281
2.24.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.295.000
2.24,01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.429.281
2.24.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.360.000
2.24.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Keordinasi dan Konsultasi SKPD 3.000.000
2.24.01,2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 474.344.165
2.24.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000
2,24,01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000
2.24.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 465,344.165
2.24.01.2.09 ;e:‘:l:;ri‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 21.000.000
2240120902 Kendraan Dines Oparasanat o opamamn. 0 0o T 10000000
2.24.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000
2.24,02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1.000.000
2.24.02.2.M Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 500.000
2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 500.000
2.24.02.2.03 :::‘glzl::::;\l(sgtl:pul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat 500.000
2_2‘ 4.02.2.03.02 Egr;::;;ieaﬁ(a:t :apasita_s Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah 500.000
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 500.000
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung
2.24.03.2.03 dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan 500.000
Desa/Kelurahan

aassaoson | oen Peysnen bt dn el s pryrtar sty
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.109,556.847
3.25,0.00.0.00.01.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.109.556.847
3.25,0.00.0.00.01.00 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.109.556.847
3.25.01 ::gg::::: :IEI:JOl:.I:JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.541.302.912
3.25.01.2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.861.267.544
3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.699.038.104
3.25.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 162.229.440
3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.001.000
3.25.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1.000
3.25.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implernentasi Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000

https:lfbolaangmongondowularakab.slpd.kemendagri.go.ldldaerahfmaln?MrajPCDUR@ZBctsvih2uKArjINuB@ROssDzL2ZRwILOJv6bBQBaSOyi... 36162




711222, 5:08 PM

Sistem Informiasi Pémerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A::;f:;n Ket
Sementara
1 2 3 4
3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 256.000.000
3.25,01,2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50,000,000
3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000
3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000
3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.001.000
3.25.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.000
3.25.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 25.000.000
3.25.01.2.07.06 Fengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000
3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.000.000
3.25.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000
3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000
3.25.01.2.09 ;zzl:ealli‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 269.033.368
3250120801 Feorangan Dins ated Kendaaan res 1k Kenderaan 139516608
3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000
3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.788.680
3.25.01.2.09.11 :famueéﬁ:;ﬁr;/an:;l;iS:asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 101.728.000
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 284.127.092
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 284.127.092
3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 100.127.092
3.25.03.2.02.02 :eetla;l;saa::ae:irasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 184.000.000
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 284.126.093
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya lkan Kecil 284.126,093
3.25,04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kacil 284.125.093
3.25.04.2.02.02 E:::ts:;a;:y?lsgfsl(ieﬁrbentukan dan Pengembangan Kelembagaan 1,000
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 750
3.25.06.2.02 ::::::::alr\::t:k:?:;::xzr;a:éi:;I Perikanan bagi Usaha Pengolahan 750
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.559.925.331
3.26.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PARIWISATA 3.559.925.331
3.26.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PARIWISATA 3.559.925.331
3.26.01 ::gg::::;f:;l:JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.067.550.468
3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.128.692.670
3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.128.692.670
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712122, 5:08 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A::;agf:r:n Ket
Sementara
1 2 3 4
3.26.01.2.05 Adminlstrasi Kepegawalan Perangkat Daerah 30.000.000
3.26.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000
3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 304.673.000
3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.850.000
3.26.01.2.06.02 Penyediaah Peralatan dan Periengkapan Kantor 33.255.000
3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.000.000
3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.568.000
3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.000.000
3.26,01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.000.000
3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 261.589.799
3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000
3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.802.999
3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 232.786.800
3.26.01.2.09 ;§:1rillilharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 297.594.999
3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.980.000
3.26,01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 249.999.999
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINAS] PARIWISATA 225.158.263
3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 25.057.400
3.26.02.2.01.04 Moenitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 25.057.400
3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 200.100.863
3.26.02.2.02.06 E::ub:ar:iea:;;(a& :ﬂasyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata 200.100.863
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 267.216.600
o man oozt Do Tk Destost | 515 g
3.26.03.2.01.02 ;:ﬂﬂ?:lﬁe/g{;(i:::n Pemasaran Pariwisata Batk Dalam dan Luar Negeri Pariwisata 267.216.600
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 9.335.285.868
3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN 9.335.285.868
3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN 9.335.285.868
3.27.01 ;:gs:::::;:ol;rxmrlﬁ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.005.165.455
3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.148.151.682
3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.148.151.682
3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 39.135.800
3.27.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 39.135.800
3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 301.370.375
3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.210.000
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7222, 5:08 PM

Sistem Ihformasi Pemerintahan Dagrah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A::]a;:;n Ket
Sementara
1 2 3 4
3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 93.152.775
3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.206.000
3.27.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.750.000
3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 187.051.600
3.27.01.2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemetintah Daerah 90.000.000
3.27.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000
3.27.01.2.07.11 rl-’:;grj;caiaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 60.000.000
3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 241.532,598
3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.000.000
3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 61.303.158
3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 171.229.440
3.27.01.2.09 ;zr:rzll':haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 184.975.000
327.01209.02 Kandataan Dins Operstond st Lopemaan " oo Perenar 78790000
3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.380.000
3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Laintya 30.500.000
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 481.017.359

3.27.02.2.01

Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

130.000.000

3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 130.000.000

3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro 167.557.360
Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 117.557.360

3.27.02.2.02.03 Pemarnifaatan SDG Hewan/Tanaman 50.000.000
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang

3.27.02.2.06 Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 183.459.999

3.27.02.2.06.01 lIj‘:ir:]gadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota 163.459.999

3.27.02.2.06.02 Pengadaan Hljauan. Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah 20.000.000
Kabupaten/Kota Lain
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA

3.27.03 PERTANIAN 29.522.200

3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 27.522.200
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian

3.27.03.2.01.01 Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 26.522.200
Berkelanjutan/LCP2B

3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 1.000.000

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 2.000.000

3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 1.000.000
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7112/22, 5:08 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

MENENGAH

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN
286.760.000
3.21.04 MASYARAKAT VETERINER 760.0
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah 81.000.000
3.27.04.2.01 Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota o
3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 81.000.000
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produl Hewan
.27.04.2. 95.760.000
3.21.04.2.02 Daerah Kabupaten/Kota 760.0
3.27.04.2.02.03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah 95.760.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboraterium dan Jasa Medik Veteriner
27.04.2. .000.00
3.27.04.2.03 dalam Daerah Kabupaten/Kota 110.000.000
3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 110.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
3.27.05 PERTANIAN 50.817.854
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Peranggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 50.817.854
3.27.05.2.01.01 Pengendahan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, 50.817.854
Hortikultura, dan Perkebunan
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 482.003.000
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 482.003.000
3.27.07.2.01.01 II;’;Zr;iangkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan 410.000.000
3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 72.003.000
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.848,222,940
3.30.3.31.2.17.01.00 | PINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL 3.848.222.940

3.30.3.31.2,17.01.00

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,; KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

3.848,222,940

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

3.30.01 KABUPATEN/KOTA 3.772.879.160
3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.763.543.880
3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.763.543.880
3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 45.000,000
3.30.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 45.000.000
3.20.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 117.181.800
3.30.01.2.06.01 Penyediaan Kemponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 890.000
3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.139.000
3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 109.152.800
3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 325.500.000
3.30.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.000.000
3.30.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 27.000.000
3.30.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000
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71222, 5:09 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4

330.01.2.07.1 Pe_ngadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 246.500.000
Lainnya

3,30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 379.694.480

3.30.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.000.000

3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.129.000

3.30.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000

3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 269.565.480

3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 141.955.000
Daerah

330.01.2.05.01 Penygdiaan Ja'sa Pemeliharaan, Biaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 65.759.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan "

3.30.01.2.09.02 Penyediaan Jfasa Pemehh‘araan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Petizinan 56.200.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3.30.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000

3.30.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000

3.30,03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 20.000.000

3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 20.000.000

3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 20.000.00C
PROGRAM STABILISAS| HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN

3.30.04 BARANG PENTING 20.000.000
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokek dan Barang

3:30.04.2.02 Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 15.000.000

3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 15.000.000
{Satu) Kabupaten/Kota

3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah 5.000.000
Kabupaten/Kota

3.30.04.2.03.01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 2.500.000

3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 2.500.000

3.30.06 PROGRAM STANDARDISAS] DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 20.343.780

3.30.06.2.01 . Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 20.343.780

3.30,06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 20.343.780

3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 15.000.000

3.30.07.2.01 Pelaksanaan l.’romosu, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk 15.000.000
Dalam Negeri

3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 15.000.000

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 28.000.000
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERAS] DAN USAHA KECIL

3.30.3.31.2.17.01.00 MENENGAH 28.000.000

3.30.3.31.2.17.01.00 | PINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL 28.000.000
MENENGAH

3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 28.000.000

3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri 28.000.000
Kabupaten/Kota
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TN2122, 5:09 PM

Sistem Informasi Pemerintalian Dagrah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;agf:;n Ket
Sementara
1 2 3 4

3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 20.000.000
3.31.02.2.01.05 geoz;dmaa::;asrinkl::nisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran 8.000.000
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 51.000.000
2.07.3.32.0.00.01.0000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 51.000.000
2,07.3.32.0.00.01,0000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 51.000.000
3.32,04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 51.000.00(_]
3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 51.000.000
3.32.04.2.01.02 ‘ E::—?at:la;iar?aI:;raats:::]k;l:::::::; llﬂElkcmcvmi dan Kelembagaan dalam rangka 51.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH 24.728.884.965
4.01.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH 24,728.884.965
4.01.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH 16.205.291.215

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4,01.01 KABUPATEN/KOTA 16.005.291,.215
4.01,01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.763.782.294
4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.763.782.294
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000
4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakajan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1.000.000
4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 500.000
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 310.000.000
4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantar 50.000,000
4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000
4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 150.000.000
4.01.01.2,06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000
4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000
4.01,01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.000.000
4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.038.179.680
4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.038.179.680
4.01.01.2.09 II;:l:;:.I:'hareuan Barang Milik Daerah Penunfang Urusan Pemerintahan 150.100.000
4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000
4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000

4.01.01.2.11

Daerah

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala

1.264.119.412

401.01.2.11.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

366.,172.776
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TM222, 5:09 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daarah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igagf:;n Ket
Sementara
1 2 3 4
401.01.2.11.02 ::gile::;::rzﬁkaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil 50.000.000
4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50,000.000
£01.01.2.11.04 Eear;g:aegiaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 797.946.636
4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 272.609.829
4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutehan Rumah Tangga Kepala Daerah 122.609.829
4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 100.000.000
401.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 50.000,000
4,01.01.2.14 Pelaksanaan Protokcl dan Komunikasi Pimpinan 200.000.000
4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 200.000.000
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 200.000.000
4,01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 200.000.060
4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negari 200.000.000
4.61.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN 5.132.052.040
4.01.01 ::gg?:x;fll(\lol;l:JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.132.052.040
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 281.680.200
4.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 281.680.200
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.170.684.000
4.01.01.2.06.01 Penyediaan Kornponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 59.550.000
4.61.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 86.500.000
4.01,01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.750.000
4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 995.784.000
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 175.800.000
4.01.01.2,07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 132.000.000
401.01.2.07.11 fae;i;t:aan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 43.800.000
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.631.360.640
4.01.01,2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 513.234.000
4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 180.750.000
4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 937.376.640

4.01.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

1.682.527.200

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

01.01.2.03.01 Perorangan Dinas atau Kendataan Dinas Jabatan 354.300.000

4.01.01.2.09.02 Penyediaan J.asa Pemehh_araan, Btaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 224.580.000
Kendaraan Dinas Qperasional atau Lapangan

4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.028.647.200

4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 75.000.000

Bangunan Lainnya
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7M12/22, 5:09 PM

Sistem Ifformasi Pemeriritatian Daerah - Lampiran Tabe! 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;g:;n Ket
Sementara
1 2 3 4
4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 190.000.000
401.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 190.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0003 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.763.772.080
4.01.01 ::gﬁg:;\g:;l(\l;l:mNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 122.122.080
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000
4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.000
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 150.000
4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000
4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Pepunjang Urusan Pemerintah Daerah 150.000
4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000
4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000
4.01.01.2.07,10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 121.672.080
4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 121.672.080
4.01.01.2.09 :a:r:ro;l'ilharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 100.000
4,01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000

4.01.02

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.641.650.000
4.01.02,2,02 Pelaksanaan Kebifakan Kesejahteraan Rakyat 1.641.650.000
4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 50.000
401.02.2.02.02 nglsai:Isanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capatan Kinerja Terkait Kesejahteraan 933,000,000
401.02.2.02.03 5:;2;2?:::: Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesgjahteraan 708.600.000
4.01.0.00.0.00.01.0004 | BAGIAN HUKUM 119,372,080
4.01.01 :igsl:::::;l(\lol;r:lANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 119.222.080
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000
4,01.01.2.05.02 Pengadaan Pakafan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.000
4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 150.000
4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000
4.01.01.2,06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000
4:01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000
4.01,01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150.000
4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50,000
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TH2/22, 5:09 PM Sistern Infarmasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:glgagf:;n Ket
Sementara
1 2 3 4
4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000
4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000
4.01.01.2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.672.080
4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 118.672.080
4.01.01.2.09 gir:rzlll;haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 100.000
4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000
4.01.01.2,12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 50.000
4.01.01.2,12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 50.000
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 150.000
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 150,000
4,01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 50.000
4.01.02.2,03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 50.000
4.01.02.2.03.03 Pendckumentasian Produk Hukum dan Pengelofaan Informasi Hukum 50.000
4.01.0.00.0.00.01.0005 | BAGIAN PENGADAAN BARANG /JASA 122.322.080
4.01.01 ;igsxx:fl?;’l:mNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 122.172.080
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000
4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakafan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.000
4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 200.000
4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000
4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000
4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000
4.01.01.2,07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000
4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 121.672.080
4.01.01.2,08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7 121.672.080
4.01.01.2.09 gn:?realrilharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 100.000
4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 150.000
4.01.03,2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 150,000
4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 50.000
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7M12/22, 5:09 PM

Sistem Ihforfnasi_Pemerin'lahari baerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;agf:l:n Ket
Sementara
1 2 3 4
4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 50.000
4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50.000
4.01.0.00.0.00.01.0006 | BAGIAN ORGANISASI 119.272.080
4.01.01 :gg:'{:.:.\: :;E:ol:_P;JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 119.272.080
4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000
4.01.01.2.01.06 'I:ic:]t:;.i;nsa\;:)gan Penyusunan Laporan Capaian Kinetja dan Ikhtisar Realisasi 50.000
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 150.000
4.01.01.2.06.02 Penyedfaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000
4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000
4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.672.080
4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 118.672.080
4.01.01.2.09 :i?rc;ltilharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 100.000
4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000
4.01.01.2,12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 50.000
4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 50.000
4.01.01,2,13 Penataan Organisasi 200.000
4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 50,000
4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 50.000
4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 50,000
4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 50.000

4.01.0.00.0.00.01.0007

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

327.722.080

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.01.01 KABUPATEN/KOTA 122.172.080
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000
4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.000
4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 200.000
4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000
4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000
4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000
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TM2/22, 5:09 PM

Sistem Inrormasl_Pemerintériaﬁ Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;agf:;n Ket
Sementara
1 2 3 4
4.01.01.2,07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000
4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 121.672.080
4,01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 121.672.080
4.01.01.2.09 g‘:r:;!'i‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 100.000
4010120901 Ferrangon Dins atos Kendwoa pnes e ok endarsan 50000
4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 205.550.000
4.01.03.2,01 Pelaksanaan Kebljakan Perekonomian 205.400.000
4.01.03.2.01.01 ::lc:ré:l{rlnjagi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD 50,000
4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 205.200.000
4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 50.000
4.01.03.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD 50.000
4.01.03.2.01.05 Koordinas, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 50.000
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 150.000
4.01.03.2.04.01 ::srgégisai;’inkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, 50.000
4.01.03.2.04.02 El?;l::!’inasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan £0.000
4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 50.000
4.01.0.00.0.00.01.0008 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 615.550.000
4.01.01 xgsx_x:fgol!rﬁJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 115.450.000
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000
4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.000
4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000
4.01,01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 150.000
4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000
4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000
4,01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000
4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.000.000
4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 115.000.000
4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 100.000

Daerah
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712/22, 5:09 PM

Sistem Informasi Pemerintatian Daerah - Lampiran Tabe! 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:gl;agf:rnan Ket
Sementara
1 2 3 4
4010120901 Feryangan Dinss o Kencisn e o enderaan 50000
4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 500.100.000
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 500.100.000
4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 500.,000.000
4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 50.000
4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 50.000
4.01.0.00.0.00.01.0009 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMFINAN 210.215.480
4.01.01 ::gsx:g;f:;:JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 210.215.480
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000
4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.000
4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 150.000
4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000
4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000
4.b1.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000
4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000
4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 50.000
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 209.565.480
4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 209.565.480
4.01.01.2.09 IF;t:)renr:.l'i‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 200.000
4010120901 Ferangan Dino atss Kendoson oies o 2Pk Kenderaan 50000
4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000
4.01.01,2.09,07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 50.000
4.01.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 50.000
4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Kemunikasi Pimpinan 100.000
4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 50.000
4.01.01.2,14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 50.000
4.01.0.00.0.00.01.0010 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 113.315.830
4.01.01 :igg::x:f:;:MNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 113.165.830
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000
4,01.01.2.05.02 Pengadaan Pakafan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.000
4.01.01,2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 150.000
4.01.01.2.06.02 50.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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7/12/22, 5:09 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:Igagf::;n Ket
Sementara
1 2 3 4
4,01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000
4.01,01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Xonsultasi SKPD 50.000
4.01.01.2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 143.750
4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000
4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lalhnya 93.750

4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.672.080
4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 112.672.080
4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 150.000
Daerzh
4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000
4,01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 150.000
4,01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 150.000
4.01.03.2,02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 50.000
4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 50.000
4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 50.000
4.02 SEKRETARIAT DPRD 19.263.090.855
4.,02,0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD 19.263.090.855
4.02.0.00.0.00,01.00 | SEKRETARIAT DPRD 19.263.090.855
4.02.01 ;ﬁgg::;:;/ﬁl:l;:.lANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 18.375.084.855
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 420,000,000
4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000
4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000
4.0201.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.000.000
4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 150.000.000
4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 140.000.000
402.01.2.01.06 E;c;r;l;nsa;;gan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi 100.000.000
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.416.639.086
4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.291.860.406
4.02.01.2.02,02 1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 24.778.680
4,02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.000.000
4.02,01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 167.6826.000
4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.000.000
4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 117.826.000
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.253.308.000
4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 252.050.000
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THM2/22, 5:09 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;agf:;n Ket
Sementara
1 2 3 4
4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.360.000
4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.898.000
4,02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 150.000.000
4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 750.000.000
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 226.594.835
4.02.01.2,07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.000
4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 109.674.335
4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 116.919.500
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.284.282.248
4.02.01.2,08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 29.100.000
4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 148.902.804
4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 148.902.804
4.02,01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 967.376.640
4.02.01.2.09 :Zr:rs;l;haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 729.340.000
so2cizon0n | e P s P, P ke | 00
4020120502 Kandaraen Dins Oporssiond st Lopangan 2 oo PrEne” 162380000
4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 187.600.000
4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.660.000
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 8.206.086.686
4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 7.943.586.686
4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 82.500.000
4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD ] 180.000.000
4.02,01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 3.661.008.000
4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 3.261.008.000
4.02.01.2.16,04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 400.000.000
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGS! DPRD 888.006.000
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 95.000.000
4,02.02.201.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 25.000.000
4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rantangan Peraturan Daerah ' 25.000.000
4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 25.000.000
4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 20.000.000
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 115.000.000
4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS 20.000.000
4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD 25.000.000
4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan 25.000.000
4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester 25.000.000

https:lfbo]aangmongondowutarakab.sipd.kemendagri.go.ididaerah!main?MrajPCDUR@ZSctvahZuKAﬁINuB@ROsstLzsziLOJvaBQBaSOyi... 50162



THM2/22, 5:09 FM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;agf:l:n Ket
Sementara
1 2 3 4

4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD . 20.000.000
4.02,02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 130.000.000
4.02.02.2.03.01 ' Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 25.000.000
4.02,02,2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 20.000.000
4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 20.000.000
4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 20.000.000
4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 25.600.000
4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 20.000.000
4.02.02.2,04 Peningkatan Kapasitas DPRD 20.003.000
4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 20.000.000
4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 1.000
4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahl 1.000
4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1.000
4.02.02,2,05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 28.002.000
4.02.02.2.05.01 Kunjungan Ketja dalam Daerah 1.000
4,02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 1.000
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 28.000.000
4,02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 1.000
4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 1.000
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 500.000.000
4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 500.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.01 PERENCANAAN 5.320,753.350
5.01.5,05.0.00.01.00 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.320,753.350
5.01.5.05.0.00.01.00 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.320.753.350
5.01.01 ;:CB)‘GJE:TI'\: I:"IEII(\I‘.)l.lrl;:JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.710.210.648
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.391.767.456
5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.391.767.456
5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 135.014.312
5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 135.014.312
5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 360.000.000
5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000
5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000
5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dah Konsultasi SKPD 300.000.000
5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah i’enunjang Urusan Pemerintah Daerah 200.000.000
5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 200.000.000
5.01.01.2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 407.458.880
5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000
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Sistem Hl"hfdrma§i Pemerinfe‘i;ﬁér;‘ﬁaérah - l.ampiran Tabeal 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
5.01.01.2.08,02 Penyediaan Jasa Komljnikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.000.000
5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 300.458.880
5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 215.970.000
Daerah
5.01.01.2.09.01 Penyediaan Ja-sa Pemeliharaan, Biaya. Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 120.970.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.01.01.2.09.06 Pemelibaraan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000
5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 75,000,000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
5.01.02 PEMBANGUNAN DAERAH 1.150.000.000
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 600.000.000
5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan 600.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan 250.000.000
Pembangunan Daetah
5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 250.000.000
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan 300.000.000
Daera_h
5.01.02.2,03.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 150.000.000
5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan 150.000.000
Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN
5.01.03 PEMBANGUNAN DAERAH 460.542.702
5.01.03.2.01 Koordi'nasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 100.000.000
! Manusia
5.01.03.2.01.06 A:t;lsten5| Penyusunan Dokumz'an Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 100,000,000
Bidang Pembangunan Manusia
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 200.000.000
Alam)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
501.03.2.02.01 Perekonomian (RPJPD, RPIMD dan RKPD) 50.000.000
5.01.03.2.02.02 A‘SISKEDSI Penyusun?n Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 50,000.000
Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
5.01.03.2.02.05 SDA (RPJPD, RPIMD dan RKPD) 50.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
5.01.03.202.08 Pembangunan Daerah Bidang SDA 50.000.000
5.01.03.2.03 Koordinast Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 160.542.702
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
5.01.03.2.03.01 Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 150'542'702_
5.02 KEUANGAN 77.230.673.606
5.02.0.00.0.00.01.0000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 77.230.673.606
5.02.0.00.0.00.01.0000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 77.230.5673.606
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 37.043.997.080

KABUPATEN/KOTA
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Bangunan Lainnya

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;;f:;n Ket
Sementara
1 2 3 4
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.753.600
5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000
5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.753.600
5.02,01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35.043.539.900
5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 34.986.152.700
5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 57.387.200
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah 180.000.000
5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 190.000.000
5.02.01.2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 497.148.000
5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5,384.000
5.02.01.2.06,05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.500.000
5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.072.000
5.02.01.2.06.0% Penyelenggaraan Répat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 459.192,000
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000
5.02,01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000.000
5.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000
5.02.01,2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 937.719.980
5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000
5.02,01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000
5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 728.719.980
5.052.01.2.09 ;:l:real'i‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 245.835.600
5.02,01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.320.000
5.02.01.2.09.10 Perneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 89.445.600

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 39.234,676.526

5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 328.000.000

5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 50.000.000

5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 65.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan

5020220107 Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 115.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan

.02.02.2.01, \ .000.000

502.02.201.08 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 98.000.0

5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 281.000.000
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 65.000.000
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Sisters Informasi Pemerintahan Dagrah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:::jagf:l:n Ket
Sementara
1 2 3 4

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
5.02.02.2.02.07 Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan 120.000,000

dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5020220208 Pemotongan stes 72D demgon sy g PeTengutan dan 36000000
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansl dan Pelaporan Keuangan Daerah 416.700.000
5.02.02.2.03.02 ?::10&:i)l’iaaas:"d::n\é?:t;t:;i_fée;,al:le;gi::n. Ekuitas, Pendapatan, Belanja, 35,000.000
5.02.02.2.03.04 Iét;g::rl]idasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah 237.700.000

Koordinast dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.09 ;ek:ﬁlizﬁgia:eﬁ::{ra‘\r:: g:;r::nduan Teknis Operasional Penyelenggaraan 65.000.000
5.02.02.2.03.11 E:?:;::::/:ﬁ:amansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah 26.000.000
5.02,02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3B.208.976.526
5.02,02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 37.204.454.459
5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1.004.522.067
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 409.000.000
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 409.000.000
5.02.03.2.01,01 Penyusunan Standar Harga 25,000.000
5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 15.000.00¢
5.02.02.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 80,000.000
5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 35.000.000
5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 169.000.000
5.02.03.2.01.08 Penilafan Barang Milik Daerah 50.000.000
5.02.03.2.01.10 :.;.;pntigr::!:iilassainPgl;E;agnti:lnl;i:j:i?i,k P;::::rf]aatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 15.000.000
5.02.03.2.01.11 Rekonsiliast dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 10.000.000
5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 10.000.000
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 543.000.000
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 543.000.000
5.02,04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 105.000.000
5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak 80.000.000

Daerah
5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 75.000,000
5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 50.000.000
5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 60.000.000
5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 105.000.000
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 35.000.000
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72122, 5:09 PM Sistern informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;agf:;n Ket
Sementara
1 2 3 4
5.02.042.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 33.000.000
5.03 KEPEGAWAIAN - 3.769.721.984
5.03.5.04.0.00.01.00 [BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.769.721.984
5.03.5.04.0.00.01.00 | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.769.721.984
5.03.01 ::gsggll.\g:f:ol.lrl:JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.490.473.184
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.609.976.444
5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN- 2.609.976.444
5.03.01.2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 71.685.000-
5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakafan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 21.685.000
5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - 25.000.000
503.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 186.996.300
5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.530.600
5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.022,500
5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.125.000
5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 122.318.200
5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000
5.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5.000.000
5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 5.000.000
5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000
5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 494,255.440
5.03.01.2.08.01 Penyediaan. Jasa Surat Menyurat 7.000.000
5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 213.132.600
5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umurn Kantor 274.122.840
5.03.01.2.09 ;:?re:lilharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 112.560.000
5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.080.000
5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.200.000
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIJAN DAERAH 279.248.800
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informast Kepegawaian ASN 45.000.000
5.03.02.2.01.02 E::;:f;;r;n;;?cana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untgk Pelaksanaan 20.000.000
5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 25.000.000
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 145.914.300
5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 125.134.800
5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 20.779.500
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 88.334.500
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Sistem'ln‘formasl Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:glgag:::an Ket
Sementara
1 2 3 4
5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 23.163.500
5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 40.000.000
5.03.02.2.04.10 Evaluasi Disiplin ASN 25.171.000
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.649.999,500
5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.649.999.500

5.03.5.04.0.00.01.00

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1.649,959.500

5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.649.999.500
5.04.02.2.02 ?:;t;f:lta:;,l Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan 1.6;19.999.500
5.04.02.2.02.04 :t:;'la?::olaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber 100,000.000
5040220207 Fimpimn Tnggh b gt Kopommon mon o 225" | 1543993500
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 500.000.000
5.01.5.05.0.00.01.00 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 500.000.000
5.01.5.05.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 500.000.000
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 500.000.000
5.05.02.2.01 (I;::e;iet::;n k:jai:nP::iiTr::ngan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 250.000.000
505.022.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 250.000.000
5.05.02,2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 250.000.000
5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 250.000.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.01 INSPEKTORAT DAERAH 4.914.027.007
6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH 4.914.027.007
6.01.0,00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH 4.914.027.007
6.01.01 :igg:;:}::ﬁ::;l;JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.241.049.107
6.01.01.2.02 Administrast Keuangan Perangkat Daerah 3.006.393.816
6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.006.393.816
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 348.012.400
6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 150.390.800
6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 197.621.600
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 61.381.725
6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.077.825
6.01.01.2,06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.796.400
6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.507.500
6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 526.500.000
6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.500.000
6.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 500.000.000

https:llbolaangmongondowmarakab.sipd.kemendagrl.go.idldaerah!mafn?MrajF'CDUR@ZBctsvih2uKN]INuB@ROsstLZZRwiLOvabBQSaSOyi... 56/62




M2/22, 5:09 PM

Sistéith informasi Pemerintatian Dasrah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A::;f:r';n Ket
Sementara
1 2 3 4

6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 223.961.166
6.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.870.000
6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42,083.046
€.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Petayanan Umum Kantor 178.008.120
6.01.01.2.09 ;:?rzl'i‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 74.800.000
6010120501 Petrangan Dines st Kendaran i ek encaraan 67860000
6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.940.000
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 492.002.500
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 368.243.,400
6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 100.000.000
6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerfa 18.243.400
6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan 50.000.000
6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa 100.000.000
6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal 50.000.000
6.01.02.2.01.07 Ilfgz;ito}rgs?[ cFl,:rr:'1 E:;!;j::;];:?:k Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rl dan Tindak 50.000.000
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 123.759,100
6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 91.000.000
6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 32.758.100
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 180.975.400
6.61.03.2.01 :::;r;l;:i:nl(ebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 10.000.000
6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 10.000.000
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 170.975.400
6.01.03.2.02.03 ggir:;::;Eaiingg:ir;gs ir;Ian Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan 170.975.400
7 UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 KECAMATAN 13.214.203.450
7.01.0.00.0.00.01.00 | KECAMATAN SANGKUB 2,449.374.370
7.01.0.00.0.00.01.00 | KECAMATAN SANGKUB 2.449.374.370
7.01.01 ;:gﬁ::.:_\gi:ka;J:XJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.449.374.370
7.01,01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,126.926.024
7.01.01.2.02:01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.126.926.024
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah 20.000.000
7.01.01.2.05,11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20.000.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 147.641.880
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 132.641.880
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Sistern Informas! Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:glga;::an Ket
Sementara
1 2 3 4
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.000.000
7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5.000.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 103.306.466
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000
7.01,01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alr dan Listrik 4.413.066
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 96.893.400
7.01.01.2.09 |:P;;:'er:::‘!'i'haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 46.500.000
7010120901 Facrangan Dins atas Kendmeas s ok endaraan 43000000
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 | KECAMATAN BINTAUNA 3.710.861.636
7.01.0.00.0.00.02.0000 | KECAMATAN BINTAUNA 3.710.861.636
7.01.01 xgg::x:f:ol;b;JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.710.860.636
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,955.040.454
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.955.040.454
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.000.000
7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000
7.01.01.2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 201.359.950
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.090.450
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.350.400
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Keordinasi dan Konsultasi SKPD 174.919.100
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 54.643.723
7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.000
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 1.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 54.640.723
7.01.01.2.07.11 E:ir:.li;gaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 1,000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 425.176.834
| 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alr dan Listrik 33.637.394
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 386.039.440
7.01.01.2.09 ;Z:;:‘lii‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 59.639.675
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22,459,675
71.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.000
7.01.03.2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.000
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Sistem Informasi Pemerintahan Dasrah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pembangunan di Desa

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 1.000

7.01.0.00.0.00.03.0000

KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR

2,163.834.438

7.01.0.00.0.00.03.0000

KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR

2.163.834.438

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 2.163.834.438
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.869.171.055
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.869.171.055
7.01,01.2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000
7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 119.115.000
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 6.115.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000
71.01,01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.494.443
7.01.01.2,07.05 Pengadaan Mebel 15.000.000
7.01.01.2.07.1ﬁ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangun'an Lainnya 35.494.443
7.01.01.2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.336,040
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.000.060
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 59.336.040
7.01.01.2.09 ;:l:;l'i‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 50.717.900
7.01.0.00.0.00.04.0000 | KECAMATAN BOLANGITANG BARAT 1.477.728.415

7.01.0.00.0.00.04.0000

KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

1.477.728.415

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.01.01 KABUPATEN/KOTA 1.477.727.415
7.01.01.2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.185.475,148
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.185.475.148
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 27.000.000
7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 27.000.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 88.301.000
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.300.000
7.01.01.2.06,09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 498.507
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Sisrtem Inféﬁnagi Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pembangunan di Desa

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A::;agf:l:n Ket
Sementara
1 2 3 4
7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.000 .
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebe| 1.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 495.507
7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atay Bangunan Lainnya 1.000
71.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.450.760
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantdr 128.450.760
7.01.01.2.09 :P)e;:r‘;l:,haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 30.002.000
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.000
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.000
7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 1,000

7.01.0.00.0.00.05.0000 | KECAMATAN KAIDIPANG 1.407.429.652
7.01.0.00.0.00.05.0000 | KECAMATAN KAIDIPANG 1.407.429.652
7.01.01 ::ggﬁ:#:/’él?gr:JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.407.429.652
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.132,542.853
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.132.542.853
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000
7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40.000.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100.988.399
7.01.01.2.06.01 Penyediaa‘n Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatén dan Perlengkapan Kantor 10.000.000
7.01.01.2,06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87.987.399
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintak Daerah 3.000
7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.000
7.01.01.207,05 Pengadaan Mebel 1.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin'Lainnya 1.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.893.400
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 99.893.400
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Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program,

Sistem informqg,i Pe_men'ntahan Daerah - Lampiran Tabe! 4,1 KUA

Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pembangunan di Desa

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan A:;Zf::an Ket
: Sementara
1 2 3 4
7.01.01.2.09 PDi::.zlliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 20.002.000
7010120901 Ferotangan Dins s Kendvan i e 2K Kendaraan 20000000
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.000
7.01.0.00.0.00.06.00 KECAMATAN PINOGALUMAN 2.004,974.979
7.01.0.00.0.00.06.00 KECAMATAN PINOGALUMAN 2.004.974.979
7.01.01 ::gg::.ll.\g:f:élrﬁJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.984.625.793
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.715.473.033
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.715.473.033
7.01.01.2.05 Admiﬁistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.000
7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.000
7.01.01.2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 115.700.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.700.000
7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.000
7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.000
7.01.01.2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 133.450.760
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.000.000
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 124.450.760
7.01.01.2.09 :P,ir:r:‘!ri‘haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 20.000.000
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 20.349.186
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.349.186
7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 20.349.186

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.137.322.261
8.01.8.01,8.01.01.0000 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.137.322.261
8.01.8.01.8.01.01.0000 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIX 8.137.322.261

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.01.01 KABUPATEN/KOTA 1.155,099.733
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.052.553.676
8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 955.660.276
8.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 96.893.400
8.01,01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah 15.000.000
8.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000
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Sistem lnforma_si Pemerintahan Daerah - Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara
1 2 3 4
8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 50.616.057
8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.916.057
8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 700.000
8.01.01.2.06,09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuitasi SKPD 40.000.000
8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.000.000
8.01.01.2.08.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000
8.01.01.2.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 35.930.000
Daerah
801.01.2.09.01 Penyediaan Ja.sa Pemeliharaan, Biaya_ Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 35.930.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER
8.01.02 KEBANGSAAN 35.000.000
8.01.02.2.01 Perumu.san Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 35.000,000
Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan
8.01.02.2.01.05 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka 35.000.000
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
8.01.03 PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN 6.947.222,528
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Palitik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
8.01.03.2.01 Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partal Politik, Pemilihan 6.947.222.528
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Palitik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
8.01.03.201.04 Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 6.947.222.528
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
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